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KATA MEREKA TENTANG 
KOMUNIKASI POLITIK 


Di tengah arus demokratisasi dan keterbukaan saat ini, komunikasi 
politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin 
penting. Hubungan antara pemerintah dan rakyat dan sebaliknya 
memerlukan komunikasi politik yang cerdas dan solutif agar tidak 
terjadi penyimpangan sehingga membingungkan masyarakat. Pub- 
lik Indonesia membutuhkan pencerahan dalam komunikasi politik 
untuk mencapai tujuan reformasi seperti yang diperjuangkan sejak 
kejatuhan rezim otoriter Orde Baru pada akhir 1990-an. Buku ini 
merupakan salah satu sumbangsih dari penulis untuk proses pence- 
rahan tersebut dan layak dibaca oleh mahasiswa, akademisi, profesio- 
nal, politikus, birokrat, maupun masyarakat pada umumnya. 

— Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D. 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan 


Ketika praktik politik dari elite politik di negeri ini tidak pernah ab- 
sen terhadap tawar-menawar (bargaining position) dalam dukungan 
politik di hampir semuah ranah, buku Komunikasi Politik: Memper- 
tahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan yang ditulis 
oleh Dr. Thomas Tokan Pureklolon, hadir untuk memberikan pen- 
cerahan yang sangat memadai. Bagi saya, buku ini layak dibaca oleh 
adik-adik mahasiswa S1, S2, S3, akademisi (para dosen), politikus, 


pejabat negara, dan tentu juga para peneliti dalam mengomunikasi- 

kan ide politik dan maksud politiknya secara cerdas dan berkualitas 
di negeri ini. 

—Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, Ph.D. 

Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI 


Komunikasi politik merupakan interaksi pemerintah dengan rakyat 
dalam rangka membuat kebijakan terbaik untuk kepentingan rakyat- 
nya, demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governace), dan 
pemerintahan yang bersih (clean gorvernance). Untuk itu, saya sangat 
merekomendasikan buku ini untuk dibaca, disimak dan dipahami 
oleh para pejabat negara, para politikus, para peneliti, LSM, dan ten- 
tu mahasiswa dan para dosen serta untuk publik pada umumnya. 
—Bondan Gunawan 


Sekretaris Negara era Presiden Abdurrahman Wahid 


Komunikasi politik dalam sistem politik yang tengah dipraktikkan 
di setiap partai politik memiliki fungsi untuk mengolah keputusan- 
keputusan politik yang berasal dari berbagai aspirasi dan kepentingan 
untuk dipertimbangkan menjadi produk kebijakan publik. Buku ini 
sangat layak dibaca dan dipahami oleh para politikus dan para peng- 
ambil kebijakan publik di Indonesia dalam mengemban tugas sebagai 
politikus dan sebagai negarawan. 

—5. Roy Rening, S.H. M.H. 


Mantan Ketua Umum Partai Kasih Demokrasi Indonesia 


Para politikus selalu mencari dan mengejar kekuasaan dalam seluruh 
perjuangan politiknya. Itu adalah hal yang biasa dalam politik. Me- 
nyimak buku Komunikasi Politik: Mempertahankan Integritas Akade- 
misi, Politikus, dan Negarawan yang ditulis oleh Dr. Thomas Tokan 


Pureklolon, penulis berupaya untuk membuka horizon para politikus 
secara terang-benderang dengan menawarkan pemikiran-pemikiran 
yang mampu mencerahkan para politikus dalam kiprah politiknya, di 
mana para politikus bukan hanya berjuang untuk meraih kekuasaan, 
namun lebih dari itu, mampu mempertahankan integritas dalam se- 
luruh perjuangan politiknya sebagai elite politik di negeri ini. 
—/Akbar Tandjung 
Politikus Senior/Tokoh Nasional 
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KATA PENGANTAR 


Komunikasi politik adalah aspek yang selalu dapat ditemui dalam 
setiap aktivitas politik. Sesuai pandangan ini, studi komunikasi po- 
litik selalu dapat dilihat dalam setiap studi ilmu politik, walaupun 
hal tersebut tidak atau kurang disadari oleh banyak orang. Seluruh 
interaksi yang terjadi antara sesama anggota masyarakat, antara ang- 
gota masyarakat dan elite politik, dan antara bagian-bagian elite po- 
litik disebut komunikasi politik bila ia berhubungan atau berkaitan 
dengan kekuasaan politik. Komunikasi politik dalam pengertian ini 
berarti komunikasi politik yang terjadi di dalam sebuah sistem po- 
litik. Ia bisa berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak 
politik dari penguasa politik bagi rakyat banyak atau penyampaian 
dukungan atau tuntutan oleh rakyat bagi penguasa politik. Di sam- 
ping itu, interaksi antara suatu negara dan negara lain, antara sebuah 
negara dan non-state actors, ataupun antara sesama non-state actor itu 
sendiri juga dapat merupakan studi komunikasi politik, bila interaksi 
tersebut terjadi di bidang politik atau berdampak politik. Hal ini me- 
nunjukan bahwa komunikasi politik dapat terjadi baik dalam kehi- 
dupan politik internal sebagai sebuah sistem politik, maupun dalam 


interaksi sebuah sistem politik dengan dunia internasional. 


Para ilmuwan politik beranggapan bahwa komunikasi politik 
termasuk objek studi ilmu politik karena pesan-pesan yang disampai- 
kan dalam proses komunikasi itu mempunyai ciri-ciri politik, yaitu 
berkaitan dengan kekuasaan politik, negara, pemerintah, dan komu- 
nikator serta komunikan yang terlibat di dalamnya bertindak seba- 


gai pelaku kegiatan politik. Para ilmuwan politik beranggapan juga 


bahwa komunikasi politik adalah fenomena yang selalu ada dalam 
setiap sistem politik. Walaupun cukup besar perhatian para ilmuwan 
politik terhadap komunikasi politik, namun studi tentang komunika- 
si politik di kalangan akademisi politik yang diperuntukan bagi para 
politikus ataupun pejabat negara terasa masih termasuk langka dan 


harus terus menjadi sentral perhatian. 


Studi komunikasi politik yang masih dianggap langka oleh para 
ilmuwan politik tersebut telah menjadi lahan garapan para ilmuwan 
komunikasi di dalam aktivitas komunikasi. Namun, hal ini tidak per- 
lu dipersoalkan mengenai lahan garapan dan arena analisis. Aktivi- 
tas seperti itu merupakan pertanda atau juru tunjuk bahwa semakin 
membaiknya kerja sama antara berbagai disiplin ilmu di dalam ilmu- 


ilmu sosial. 


Dari buku Komunikasi Politik ini, kita dapat belajar banyak me- 
ngenai tema-tema yang disusun secara sistematis yang diawali dengan 
hakikat komunikasi politik yang mencakupi dua hal penting. Hal 
yang pertama adalah varian-varian penting seperti komunikasi massa, 
komunikasi interpersonal, dan komunikasi organisasi yang kedua, 
penemuan model-model komunikasi politik seperti model komuni- 
kasi politik interaksional, model komunikasi politik Aristoteles, dan 
model komunikasi politik Laswell. Hakikat komunikasi politik secara 
keseluruhan adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk 
sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem 
politik dengan mengunakan simbol-simbol yang berarti. Tema ke- 
dua, tentang pengertian dan pemahaman umum tentang komunikasi 
politik yang dilihat sebagai sebuah proses pengoperan lambang-lam- 
bang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik 
dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk 
membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan 
tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Selanjutnya, tema 


ketiga, bagaimana komunikasi politik ditata dalam sistem demokrasi. 
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Dalam penegakan prinsip demokrasi di Indonesia yang terpenting 
adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan yang ada agar 
mampu menyatukan perbedaan-perbedaan itu sebagai modal dan ke- 
kayaan bersama. Tema keempat, mengargumentasikan komunikasi 
politik memegang peranan yang besar dalam demokratisasi. Dalam 
sistem politik yang demokratis, komunikasi politik sangat penting 
dalam menggunakan media massa untuk memunculkan persoalan 
politik yang tersembunyi menjadi terbuka di hadapan publik. De- 
ngan demikian, publik bisa terlibat dalam persoalan politik. Tema 
kelima, peran pers dan media massa dalam komunikasi politik di 
Indonesia, mempunyai kaitan yang sangat erat, begitu erat hubung- 
annya hingga banyak orang berpikir bahwa pers dan media massa 
yang berlaku dalam suatu negara akan menentukan sistem politik 
negara tersebut. Tema keenam, karakter dan efektivitas komunika- 
si politik bahwa komunikasi politik bukan membahas suatu proses 
yang bersifat temporer atau situasional tertentu, namun pembahasan 
komunikasi politik akan menempatkan karakter sebagai identitas ke- 
ilmuan baik sebagai ilmu murni yang bersifat ideal maupun berupa 
ilmu terapan. Tema ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan 
kesebelas akan membahas secara spesifik tentang komunikasi poli- 
tik dan hubungan internasional. Komunikasi politik dan hubungan 
internasional, apabila digabungkan akan disebut sebagai komunikasi 
internasional dan dapat diartikan sebagai komunikasi yang yang di- 
lakukan oleh komunikator dari suatu negara untuk menyampaikan 
pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada 
komunikan yang mewakili negara lain di mana ruang lingkup komu- 
nikasi internasional dapat dipelajari dari tiga perspektif, yakni per- 
spektif diplomatik, perspektif jurnalistik, dan perspektif propagandis- 
tik. Tema kedua belas yang merupakan tema terakhir dalam buku ini, 
akan membahas tentang komunikasi politik di Indonesia yang sangat 
didasari oleh tiga elemen sentral, yakni organisasi politik, media mas- 


sa, dan masyarakat. Untuk mencapai komunikasi politik yang efektif, 
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interaksi ketiga hal tersebut harus bisa dikembangan secara positif 
dengan dan harus bisa membandingkan dengan negara-negara lain 


seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. 


Atas selesainya buku ini, penulis secara khusus mengucapkan te- 
rima kasih kepada Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A., yang membe- 
ri kesempatan awal kepada penulis untuk meneliti dan mendalami 
secara terfokus tema-tema yang dibahas di dalam buku ini. Penulis 
juga mengucapkan terima kasih kepada para pengelola perpustaka- 
an, The Johannes Oentoro Library, Universitas Pelita Harapan, dan 
juga rekan-rekan dosen FLA (Faculty of Liberal Arts), atas situasi dan 
kondisi dengan “obrolan-obrolan kondusif” yang sangat memperka- 
ya penulis dalam menyelesaikan buku ini. Penulis berharap dengan 
membaca dan memahami buku ini, para akademisi, para politikus, 
negarawan, birokrat, dan juga publik memiliki “nyali” dan mampu 
berpendapat serta berupaya mempertahankan integritas di bidangnya 


masing-masing dalam melakukan komunikasi politik. 


Kepada penerbit Gramedia Pustaka Utama, penulis mengucap- 
kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama 
dalam menerbitkan buku yang sedang dibaca sekarang. Buku yang 
masih jauh dari sempurna ini, penulis persembahkan kepada publik, 
konkretnya siapa saja yang berkenan memiliki dan membacanya. Se- 
luruh isi buku yang sedang Anda baca ini merupakan tanggung jawab 


penulis sepenuhnya. 


Jakarta, 31 Mei 2016 


Dr. Thomas Tokan Pureklolon, M.Ph., M.M., M.Si. 


BAGIAN 1 
KOMUNIKASI POLITIK 


Definisi Komunikasi 


Kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin, communicatio, yang 
berarti “pemberitahuan atau “pertukaran pikiran”! Secara garis besar 
dalam proses komunikasi, harus ada unsur-unsur kesamaan makna 
agar terjadi suatu pertukaran pikiran dan pengertian antara komuni- 


kator (penyebar pesan) dan komunikan (penerima pesan).? 


Proses komunikasi memiliki makna transfer informasi atau pesan 
(message) dari pengirim pesan sebagai komunikator kepada penerima 
sebagai komunikan.? Proses komunikasi bertujuan untuk mencapai 
saling pengertian (mutual understanding) antara kedua pihak yang 


terlibat dalam proses itu sendiri. 
Berikut adalah beberapa definisi komunikasi menurut para ahli: 


1. Komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa menga- 
takan apa dengan cara apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. 
(Laswell) 


1 Suprapto, Tommy. 2009. Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi. Yog- 
yakarta: MedPress. 


2 ibid. 
3 ibid. 
4 ibid. 
5 ibid. 


. Komunikasi adalah proses seorang individu atau komunikator 
mengoperkan stimulan yang biasanya dilakukan dengan lambang- 
lambang bahasa (verbal maupun non-verbal) untuk mengubah 


tingkah laku orang lain (Carl I. Hovland) 


. Komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap 
atau emosi dari seseorang kepada orang lain terutama melalui sim- 


bol-simbol. (Theodorson dan Theodorson) 


. Komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide, dan sikap 


seseorang kepada orang lain. (Edwin Emery) 


. Komunikasi adalah suatu proses interaksi yang mempunyai arti 


antara sesama manusia. (Delton E., McFarland) 


. Komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antarmanusia 
yang dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan mem- 
bacanya melalui ruang dan menyimpan dalam waktu. (Charles H. 
Cooley) 


Definisi Politik 


Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, politeia 


(polis) yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, 


. d . b “ ,» 6 
yaltu negara dan tera, berarti urusan . 


Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, kejadian, jalan, 


cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang 


kita kehendaki.' Politik secara umum menyangkut proses penentuan 


tujuan negara dan cara melaksanakannya, di mana dalam pelaksa- 


naannya membutuhkan kebijakan-kebijakan umum (public policies) 


6 Sumarsono S., Susarso A., Mansyur H., dkk. 2006. Pendidikan Kewarganega- 


raan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 


7 Ibid. 
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untuk mengatur, membagi, atau mengalokasikan sumber-sumber 
yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, 
perlu adanya kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) untuk 
membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin 


timbul dalam proses ini. 


Definisi Komunikasi Politik 
Beberapa definisi komunikasi politik menurut para ahli:' 


1. Menurut seorang pakar politik, Maswadi Rauf, komunikasi po- 
litik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang 
diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu 
berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan 
juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku ke- 
giatan politik. Komunikasi politik dilihat dari dua dimensi, yaitu 
komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan 
ilmiah. Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyam- 
paian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik 
kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empiris karena dila- 
kukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sementara itu, komu- 
nikasi politik sebagai kegiatan ilmiah melihat komunikasi politik 


merupakan salah satu kegiatan politik dalam sistem politik. 
2. Menurut Rusadi Kantaprawira, seorang pakar hukum, komunika- 
si politik adalah penghubungan pikiran politik yang hidup di da- 


lam masyarakat, baik itu pikiran intern golongan, asosiasi, instan- 


8 ibid. 
9 Budiarjo, Miriam. 1978. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 


10 Harun, Rochajat dan Sumarno, A.P. (2006). Judul Buku : Komunikasi Poli- 
tik sebagai Suatu Pengantar. Penerbit CV Mandar Maju : Bandung. 


si, ataupun sektor kehidupan politik pemerintah. Rusadi melihat 


komunikasi politik dari sisi kegunaannya. 


. Menurut Astrid S. Soesanto, komunikasi politik ialah komunikasi 


yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa 
sehingga pada masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komuni- 
kasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang 


ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. 


. Menurut Roelofs dan Barn Lund, komunikasi politik adalah po- 


litik yang berbicara atau untuk menempatkan masalah ini, lebih 


tepatnya aktivitas politik (politisasi) berbicara. 


Unsur unsur komunikasi adalah sebagai berikut: 


IT, 


Sumber 


Semua peristiwa komunikasi yang terjadi melibatkan sumber se- 
bagai pembuat atau pengirim informasi, misalnya partai, lembaga, 
atau organisasi. Sumber sering juga disebut sebagai pengirim (ko- 


munikator). 


. Pesan 


Pesan yang dimaksud di dalam proses komunikasi adalah sesuatu 
yang disampaikan pengirim kepada penerima. Isi dari pesan terse- 
but dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, nasihat, 


atau propaganda. 


. Media 


Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk me- 
mindahkan pesan dari sumber kepada penerima, misalnya dalam ko- 


munikasi pribadi, pancaindra dianggap sebagai media komunikasi. 


. Penerima 


Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim 
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oleh sumber. Penerima bisa terdiri atas satu orang atau lebih, bisa 
dalam bentuk kelompok, negara, atau partai. Penerima adalah 
elemen penting dalam proses komunikasi karena menjadi sasaran 


dari komunikasi. 
5. Pengaruh atau Efek 
Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 


apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh penerima sebelum 
dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada sikap, 
tingkah laku, dan pengetahuan. Oleh sebab itu, pengaruh dapat 
juga diartikan sebagai perubahan atau penguatan keyakinan pada 
pengetahuan, tindakan, dan sikap seseorang sebagai akibat peneri- 


maan pesan. 
6. Tanggapan Balik 
Umpan balik merupakan salah satu bentuk pengaruh yang berasal 


dari penerima. Sebenarnya umpan balik juga berasal dari unsur 
lain seperti media dan pesan, meskipun pesan belum sampai pada 
penerima, misalnya sebuah konsep surat yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan itu mengalami gangguan sebelum sampai ke 
tujuannya. 
7. Lingkungan 

Lingkungan merupakan salah satu unsur komunikasi. Lingkung- 
an merupakan faktor-faktor tertentu yang dapat memengaruhi 
jalannya komunikasi. Faktor lingkungan digolongkan ke dalam 
empat macam, yaitu lingkungan psikologis, lingkungan sosial bu- 


daya, lingkungan fisik, dan dimensi waktu." 


11 Cangara, H. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Penerbit Raja Gra- 
findo Persada. 
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Unsur-unsur Politik 


a. Partai Politik 


Partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi se- 
hingga anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan, dan orientasi 
yang sama. Kelompok ini berusaha untuk memperoleh dukungan 
rakyat dengan tujuan memperoleh dan mengendalikan kekuasaan 
politik atau pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan-kebi- 
jaksanaan dengan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan- 


jabatan politik ataupun mengadakan pemberontakan. 


b. Kelompok Kepentingan (Interest Group) 
Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha me- 


mengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa ingin memperoleh ja- 
batan publik. Kelompok kepentingan juga tidak berusaha menguasai 
pengelolaan pemerintahan secara langsung, meskipun kadang pim- 
pinan-pimpinan atau anggotanya memenangkan kedudukan politik 
berdasarkan pemilu. Kelompok kepentingan tidak dipandang sebagai 
organisasi yang menguasai pemerintah. Latar belakang perlunya ke- 
lompok kepentingan adalah karena setiap individu, kelompok, orga- 
nisasi, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mem- 
pertahankan kelangsungan kehidupan dalam suatu negara. Contoh 


organisasi yang termasuk kelompok kepentingan tersebut adalah: 
1) Lembaga swadaya masyarakat, 
2) Organisasi kemasyarakatan, 


3) Organisasi sosial lainnya, seperti serikat buruh, himpunan pengu- 
saha, kelompok petani, persatuan-persatuan dokter, advokat, insi- 


nyur, dan guru. 


c. Kelompok Penekan (Pressure Group) 


Pada dasarnya, kelompok penekan hampir sama dengan kelompok 
kepentingan. Kelompok penekan merupakan kelompok yang meng- 
himpun sejumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu 
tertentu. Misalnya, mereka diikat oleh kesamaan profesi, minat, ke- 
prihatinan atas sebuah masalah, ideologi, suku, agama, dan wilayah. 
Tujuan dibentuknya kelompok penekan adalah mencari cara agar 
mereka bisa memengaruhi proses pembuatan undang-undang atau 
pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan atau tuntutan 
masyarakat luas. Dengan kalimat lain, mereka berusaha untuk me- 
mengaruhi para wakil rakyat di parlemen, termasuk kalangan peme- 
rintahan. Contoh kelompok penekan adalah Nahdlatul Ulama (NU), 
Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), 
dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). 


d. Media Komunikasi Politik 


Media massa sebagai sarana komunikasi politik mempunyai peranan 
yang sangat penting, yaitu sebagai publisitas politik terhadap masya- 
rakat luas. Tujuan media komunikasi politik adalah khalayak menge- 
tahui agenda politik, setelah itu menaruh simpati, dan menjatuhkan 
pilihannya kepada partai politik tertentu. Media massa sebagai sa- 
rana untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik 
akan mempermudah komunikator politik dalam menyampaikan dan 
memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak. Komunikator atau 
aktivis politik akan berusaha untuk menguasai media. Pada umum- 
nya, komunikator atau aktivis politik yang berhasil menguasai media 


akan memenangkan pertarungan politik, misalnya: 


1) Media elektronik, terdiri atas media telepon, media radio, dan me- 


dia televisi. 


2) Media cetak, terdiri atas media surat langsung dan surat kabar atau 


majalah. 


e. Tokoh Politik 


Dalam sebuah negara, seseorang dianggap sebagai tokoh politik apa- 
bila berada atau bergerak dalam lembaga eksekutif dan legislatif. 
Orang-orang dalam lembaga negara lainnya seperti lembaga yudika- 
tif (penegakan hukum dan militer) umumnya tidak dianggap seba- 
gai tokoh politik meskipun mereka terlibat dalam tugas pemerintah. 
Dengan kata lain, tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat 
perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika poli- 
tik yang jelas dan sedang berlangsung." 


Unsur Komunikasi Politik 


Sebagai suatu bentuk kajian yang berhubungan dengan kegiatan ber- 
komunikasi, beberapa ahli juga menjelaskan beberapa unsur-unsur 
komunikasi politik melalui beberapa sudut pandang yang berbeda- 
beda. Cangara dalam bukunya menyebutkan unsur komunikasi po- 
litik meliputi sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, pe- 


nerima, dan efek. 
1. Komunikator politik 


Semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyampaian pesan. 
Pihak-pihak ini dapat berbentuk individu, kelompok, organisasi, 


lembaga, ataupun pemerintah. 


12 Edukasi PPKn, “5 Unsur Infrastruktur Politik di Indonesia”, diakses dari 
http://www.edukasippkn.com/2015/09/5-unsur-infrastruktur-politik-di.html, 
pada tanggal 14 November 2015 pukul 17.55 WIB 


13 Cangara, H. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 


. Pesan Politik 


Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan, baik ter- 
tulis maupun tidak, dalam bentuk simbol atau verbal yang me- 


ngandung unsur politik, misalnya pidato politik, UU, dll. 


. Saluran atau Media Politik 


Dalam perkembangan sekarang ini, media massa dianggap sebagai 
saluran yang paling tepat untuk melakukan proses komunikasi po- 
litik. 


. Penerima Pesan Politik 


Semua lapisan masyarakat diharapkan memberikan respons terha- 
dap pesan komunikasi politik, misalnya memberikan suara pada 


pemilihan umum. 


. Efek atau Pengaruh 


Efek merupakan pengukur seberapa jauh pesan politik dapat dite- 


rima dan dipahami. 


Jika Cangara menjelaskan unsur komunikasi politik ke dalam lima 


kajian, Sumarno membagi unsur-unsur komunikasi politik ke dalam 


suprastruktur dan infrastruktur politik. 


1 


Unsur-unsur pada suprastruktur 


Terdiri atas tiga kelompok, yaitu yang berada pada lembaga legis- 
latif, eksekutif, dan yudikatif. 


. Unsur-unsur infrastruktur 


Unsur ini meliputi partai politik, kelompok kepentingan, kelom- 
pok penekan, media komunikasi politik, kelompok wartawan, ke- 


lompok mahasiswa, dan para tokoh politik. 


14 Sumarno. 1989. Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik. Bandung: PT Citra 


Ditya Bakti. 
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3. Komunikan dan komunikator 


Merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan setiap 


bentuk komunikasi. 


Proses Komunikasi Politik 


Proses komunikasi politik berfokus pada bagaimana pesan dari ke- 
lompok berkepentingan seperti partai/grup terkait (political sphere) 
yang disalurkan melalui jalur langsung (kampanye) atau tidak lang- 


sung (koran, radio, televisi) 


Untuk mencapai target, yaitu masyarakat secara luas (publik), 
proses komunikasi politik seperti pada fieure 1 adalah proses komu- 
nikasi politik tradisional di mana disebut juga proses mediasi oleh 
media massa. Proses komunikasi tersebut hanya satu arah saja dari 


penguasa/pemimpin kepada rakyatnya. ' 


The political sphere 


The media 
(Broadcast & print) 


The public 


Figure 1 A traditional view of political communication 


Introduction 


Agar terjadi proses komunikasi, harus disertai dengan berbagai pi- 
hak yang saling berkomunikasi, khususnya dalam tingkatan komuni- 


kasi politik seperti yang digambarkan melalui fieure 2.! 


Elective political officials Non-elective organisations 
President, prime minister and Pressure groups, business sector, 
cabinet, national and local public organisations, terrorist 

goverment, political parties groups 


Media 
(broadcast and print) 


Public 
Citizens and voters 


Figure 2 The Levels of Political Communications 


Idealnya, proses komunikasi politik berlangsung timbal balik. Hal 
ini dapat dilihat juga pada figure 2 di mana terjadi interaksi di berba- 
gai tingkat politik yang ditunjukkan oleh anak panah. Dengan demi- 
kian, proses komunikasi politik adalah di mana semua unsur-unsur 
komunikasi saling berkaitan sehingga membentuk suatu makna atau 
maksud. Ada dua paradigma komunikasi politik, yaitu linear (satu 
arah) dan konvergensi (dua arah). Bentuk komunikasi dapat dilihat 
dari beberapa cara dan seberapa tersebarnya pesan tersebut dapat ber- 
gantung pada besar kelompok tersebut dan cara penyampaiannya. 
Kelompok-kelompok tersebut akan bersaing satu sama lain untuk 


dapat didengar.? 


Channel 
— —— — 1 
Source Message (Media) Receiver 


Figure 3 The classic model of communication 
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Paradigma konvergensi menempatkan komunikator dan komu- 
nikan sederajat, yaitu ada timbal balik antara penerima dan sumber 
Figure 2. Pada paradigma divergen, komunikator dan komunikan ti- 
dak sederajat sehingga menyebabkan pesan hanya terjadi satu arah 
seperti figure 1,3 di mana tidak ada timbal balik dari masyarakat luas 


terhadap penguasa/pemimpinnya” 


Konvergen, simetris 
Divergen, asimetris 


Proses 


Saluran Komunikasi Politik 


Saluran komunikasi merupakan sarana atau alat untuk mempermu- 
dah pertukaran informasi atau pesan. Penyampaian pesan dari ko- 
munikator kepada komunikan bisa dalam bentuk gambar, tulisan, 
ataupun tindakan. Tidak hanya berupa media teknis yang dijadikan 
sarana penyampaian pesan, namun setiap individu yang ingin me- 
nyampaikan pesan dapat secara langsung menyampaikannya kepada 
orang atau suatu kelompok yang dituju. Secara ringkas dapat kita 
artikan bahwa saluran komunikasi itu lebih dari sekadar titik sam- 
bungan, tetapi terdiri atas pengertian bersama tentang siapa dapat 
berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, 


dan sejauh mana dapatnya dipercaya. 


Pembicara politik menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan 
masyarakat dengan cara yang formal dan informal. Ada tiga jenis sa- 


luran komunikasi, yaitu: 


1. Komunikasi massa yang merupakan metode penyampaian pesan 
dari satu orang kepada banyak orang. Penyampaian pesan terse- 


but dapat secara langsung disampaikan dari komunikator kepada 
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komunikan. Contohnya yaitu presiden yang memberikan pidato 
secara langsung di depan masyarakat atau penggunaan suatu me- 
dia massa untuk penyampaian pesan, seperti rapat atau konferensi 


pers yang disiarkan secara langsung di televisi. 


2. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi empat mata 
atau diartikan sebagai komunikasi “satu-kepada-satu”. Komuni- 
kasi interpersonal juga dibagi menjadi komunikasi interpersonal 
secara langsung dan komunikasi interpersonal secara tidak lang- 
sung. Contoh dari komunikasi interpersonal secara langsung yai- 
tu seorang gubernur Jakarta yang secara langsung bertatap muka 
dengan salah satu rakyat Jakarta untuk membicarakan suatu hal. 
Contoh dari komunikasi interpersonal secara tidak langsung yaitu 
seperti Gubernur Jakarta, Ahok, yang memberikan nomor hand- 
phone-nya kepada masyarakat Jakarta agar dapat secara langsung 
menghubunginya melalui SMS. 


3. Komunikasi organisasi yang menggabungkan penyampaian “satu- 


kepada satu” dan “satu-kepada-banyak”. 


Varian Saluran Komunikasi Politik: 
1. Komunikasi Massa 


Komunikasi massa merupakan media komunikasi yang sanggup 
menyebarkan pesan secara menyeluruh dengan jangkauan yang 
sangat luas. Dalam sistem pemerintahan, media massa mempu- 
nyai beberapa fungsi penting, yaitu: 
a) Menyebarluaskan informasi mengenai: 

i. Kebijakan pemerintah 

ii. Program-program untuk menyejahterakan rakyat 


iii. Kondisi politik dalam negeri 
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iv. Aktivitas jalinan komunikasi dengan negara-negara lain se- 


bagai kebijakan politik luar negeri 
b) Membentuk karakter bangsa melalui fungsi pendidikan 


c) Melakukan fungsi sosialisasi dalam kaitan pelestarian sistem 
politik 
d) Menumbuhkan kepercayaan negara lain melalui sajian-sajian 


berita yang direncanakan dan ditata secara baik 


. Komunikasi Interpersonal 


Komunikasi interpersonal mempunyai beberapa kekurangan ma- 
upun beberapa keuntungan. Contoh kekurangan yang dimiliki 
jenis komunikasi interpersonal adalah jangkauan antara komuni- 
kator dengan komunikan yang terlalu jauh ataupun karena secara 
geografis tidak memungkinkan untuk dijangkau. Akan tetapi, ke- 


untungan dari jenis komunikasi ini berupa: 
a) Pengaruh pribadi dalam politik 
Melalui pengaruh pribadi, para pemuka pendapat merupakan 


penghubung antara jaringan massa dan komunikasi interperso- 


nal. 
b) Karakteristik percakapan politik 


Komunikasi interpersonal merupakan pertemuan terpusat. 
Ini berarti hanya sedikit orang yang mendapat bagian dalam 
mengakui dan menjawab dalam pertukaran itu sehingga per- 
bincangan berlangsung dengan cara bergiliran. Sifat terpusat 
ini menghasilkan kemampuan koorientasi dan percakapan se- 


bagai permainan. 


Koorientasi 


— 


a 
Koorientasi diartikan sebagai kondisi di mana orang-orang 
saling bertukar pikiran mengenai suatu masalah yang dapat 


menghasilkan suatu pesan dan berujung pada tindakan. Seti- 
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ap komunikator menunjukkan apakah ia menerima, menolak, 
atau begitu saja mengabaikan yang lain. Lebih dari itu, seseo- 
rang menyingkapkan apakah ia menerima, menolak, atau me- 


rasa apatis terhadap keterlibatan dirinya ke dalam wacana itu. 
b) Percakapan sebagai permainan 


Percakapan sebagai permainan mempunyai arti bahwa suatu 
perbincangan antara komunikator dan komunikan yang mem- 
punyai motif terbuka atau tertutup untuk memperoleh imbal- 


an atau memperoleh kerugian. 
3. Komunikasi organisasi 


Terdapat jenis organisasi yang berbeda di dalam bidang politik, 
baik formal maupun informal. Yang dimaksud dengan formal ya- 
itu keluarga seseorang, kelompok sebaya, dan rekan kerja yang se- 
muanya memainkan peran penting dalam mengembangkan opini 
politik orang itu. Kelompok informal yaitu partai politik dan ber- 
bagai organisasi kepentingan khusus, seperti serikat buruh, asosiasi 
perusahaan, pembela konsumen, organisasi hak sipil, dan koalisi 


kebebasan wanita. 


Model Komunikasi Politik 
1. Model Komunikasi Interaksional'S 
Model komunikasi ini dibuat oleh George Herbert Mead dan 


Herbert Blumer dengan premis utama sebagai berikut: 


15 Rosit, Junaidi, Jisjis, dkk. Varian saluran komunikasi politik. Diakses dari 
https://rosit.wordpress.com/2008/12/30/varian-saluran-komunikasi-politik/, pada 
tanggal 14 November 2015 pukul 10:54. 


1S Tanjung, Henry Bahrizal dan Zubir, Zaiyardam. 2002. Profil Anggota Kon- 
sorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) dalam Konteks Memba- 
ngun Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Padang. 
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# Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan ling- 


kungannya 


» Makna langsung berhubungan dengan interaksi sosial di ling- 
kungannya 

» Makna ini akan berubah seiring dengan interaksi di lingkung- 
annya 


Menurut model ini, melalui interaksi terus-menerus dari diri ter- 


hadap orang lain, diri akan terus berkembang melalui interaksi 


tersebut. 
Beri ang lain £ 
fe Dirirang lain g 1 
| SD — | 
1 k J 
Ode asn lal 
“ Aa £ 
Sa, “ oo Pi 


ag Maa 
na Kia Pama 


2. Model Aristoteles” 


Merupakan model komunikasi tersimpel dengan bayangan seseo- 
rang yang berbicara dengan banyak orang sekaligus. Menurut Aris- 
toteles, pembicara yang dapat menyampaikan pesannya dengan 
baik melalui kalimat dan emosi yang ia pakai saat menyampaikan 
pesan tersebut akan membuat pesan yang ingin disampaikan da- 
pat memberikan efek yang kuat kepada pendengarnya. Diagram 
komunikasi model Aristoteles adalah sebagai berikut. 


” Wood, J.T. 2006. Communication of mosaics : An introduction to the field of 
communication. Edisi kelima. United States: Wadsworth Publications. 


Speaker —r me Audience —rx 
Occasion 


Aristotle's Model of Communications 


3. Model Lasswell' 


Merupakan model komunikasi linear di mana komunikasi dibagi 
menjadi elemen-elemen komunikasi, yaitu siapa, mengatakan apa, 
di mana, kepada siapa, dan efek apa yang terbentuk. Meski mo- 
del ini terlihat cukup linear seperti Aristoteles, model komunikasi 
ini juga melihat hasil yang diterima oleh penerimanya. Berbeda 
dengan model Aristoteles, model Lasswell juga memilih audience- 


nya dengan lebih spesifik. Diagram model Lasswell adalah: 


Who What Channel Show 


(Speaker) (Message) (oe Medium) 


(Audience or 
Listener) 


Aplikasi Komunikasi Politik (1) 
Pengenalan Tokoh Politik Sebelum Pemilihan Umum 


Indonesia dikenal sebagai negara yang menyelenggarakan pemilih- 
an umum secara demokratis. Pemilihan umum atau pemilu merupa- 
kan ajang yang sangat penting bagi negara karena pemilu merupakan 
wahana aspirasi politik rakyat Indonesia yang bebas dan adil untuk 
menentukan partai dan tokoh yang berhak mewakili rakyat. Tidak 


18 Shoemaker, Pamela, Tankard, Jr. J., dan Lasorsa, D. 2004. How to Build 
Social Science Theories. Thousand Oaks: Sage Publications. 
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ada sistem yang lebih adil untuk memilih wakil-wakil rakyat selain 


pemilu. 


Dalam pemilu, para peserta politik saling bersaing satu sama lain 
untuk mendapatkan simpati terbanyak dari masyarakat.” Untuk itu, 
tidak sedikit calon wakil rakyat yang memikirkan strategi terbaik un- 
tuk mendapatkan hak suara terbanyak saat pemilu dilaksanakan. Sa- 
lah satu cara yang sering digunakan ialah menggunakan media massa. 
Media massa bukanlah bagian dari komunikasi politik, tetapi pusat 
dari komunikasi politik. Menurut Rustandi, dengan adanya kema- 
juan zaman, jalur komunikasi politik yang memiliki potensi untuk 
memancing suara ialah melalui media digital atau media internet. 
Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (AP- 
JII) pada 2014, lebih dari 100 juta pengguna internet berasal dari 
Indonesia. Angka pengguna sebesar itu menjadikan media internet 
sebagai media yang mudah bagi tokoh-tokoh politik untuk melaku- 


kan pencitraan.” 


Pada Pemilihan Umum 2014 Legislatif DPR, tidak sedikit tokoh 
politik yang muncul dalam berbagai iklan dan pemberitaan di me- 
dia massa.” Beberapa di antaranya ialah acara-acara seremonial yang 
dihadiri oleh massa, kunjungan ke daerah-daerah, kegiatan-kegiat- 


an yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bahkan kegiatan 
yang gsung £ y £ 


$ Aminulloh A. 2010. Strategi Komunikasi Politik Partai Pada Pemilu Legistlatif 
2009 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta). Jurnal Ilmu Komunikasi. 
Volume 8(1). hlm. 64. 

2 ibid., hlm. 65 

2 Rustandi D. 2003. Pencitraan Politik Daring: Strategi Memenangkan Massa 
Digital Menjelang Pemilu 2014, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi 
dan Informatika Bandung (BPPKI). Volume 11(2). hlm. 93. 

2 Haryati. 2013. Pencitraan Tokoh Politik Menjelang Pemilu 2014, Balai Peng- 
kajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI). hlm. 
173-174. 
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bakti sosial. Selain itu, beberapa dari mereka terjun langsung dengan 
kasus yang sedang hangat menjadi pembahasan masyarakat dan me- 
nunjukkan diri mereka sebagai pihak yang pro rakyat kecil. Tokoh- 
tokoh ini menunjukkan diri hal-hal yang baik ini melalui berbagai 
media, seperti media cetak, media elektronik, dan media baru seperti 
internet. Di samping itu, tidak sedikit pula media massa yang me- 
nampilkan citra negatif dari beberapa partai politik, baik disengaja 
maupun tidak. Kasus-kasus bencana yang diliput menjelang Pemilu 
2014 tampak sedikit, namun sangat berpotensi untuk memengaruhi 
keputusan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya pada saat 
hari pemilihan. Beberapa kasus tersebut antara lain kasus Lumpur 
Lapindo di Sidoarjo dengan Aburizal Bakrie, kasus skandal megako- 
rupsi pembangunan sekolah olahraga di Hambalang, Jawa Barat, dan 
skandal tabrakan yang merenggut dua nyawa di ruas jalan tol yang 


melibatkan putra bungsu Hatta Rajasa.“ 


Meski perbandingan jumlah informasi yang baik dan buruk tentang 
beberapa tokoh politik tidak merata, namun masyarakat tetap memiliki 
hak untuk memilih. Masyarakat dikenal sebagai pengelola informasi 
yang partisipatif di dalam komunikasi politik. Dalam hal ini, menurut 
Gazali dalam Haryanti, fungsi komunikasi politik ialah mengurangi 
ketidakpastian untuk kepentingan publik sebagai alat prediktor dan 


merencanakan serta menjelaskan komunikasi strategis. 


Komunikasi politik dapat dikatakan sebagai faktor pembantu da- 
lam keberhasilan tokoh-tokoh politik, seperti calon presiden dalam 
memenangkan suara dari masyarakat. Namun, fakta bahwa beberapa 
calon presiden memiliki dana yang lebih memungkinkan bagi mere- 


ka untuk mendekati media dan ikut beriklan juga merupakan satu 


2 ibid, hlm. 174 
24 ibid. 
2 ibid, hlm. 178 
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faktor yang sangat berperan. Dengan demikian, tidak dapat dimung- 
kiri bahwa pasangan capres dan cawapres yang memiliki lebih banyak 
sumber dana memiliki peluang yang lebih besar dan lebih banyak 
untuk meliput hal-hal yang positif mengenai pasangan tersebut, serta 
memberikan peluang bagi mereka untuk menyalurkan ide dan ga- 
gasan.” Akan tetapi, semua ini kembali lagi kepada faktor masyara- 
kat yang menentukan calon yang akan ia pilih pada saat pemilihan 


umum. 


Komunikasi politik hanyalah bagian dari iklan politik yang ber- 
tujuan untuk menyampaikan dan mempromosikan pesan-pesan po- 
litik. Iklan politik bersifat komunikasi satu arah, yang artinya iklan 
politik memiliki peran untuk menyampaikan pesan dan informasi 
politik tanpa melibatkan interaksi dengan masyarakat secara aktif un- 
tuk mendengarkan, menerima, dan melaksanakan pesan-pesan po- 
litik tersebut. Namun, komunikasi politik bersifat komunikasi dua 
arah di mana masyarakat yang terlibat dan menerima pesan bisa ber- 
komunikasi dan mengeluarkan aspirasi, memberi saran, kritik, dan 
masukan kepada tokoh-tokoh politik.” Bersamaan dengan iklan po- 
litik, komunikasi politik dapat memengaruhi popularitas dan elekta- 


bilitas dari calon-calon pemimpin rakyat. 


Popularitas memiliki arti yang berbeda dengan elektabilitas. Po- 
pularitas adalah hal yang berkaitan dengan perihal populer. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “populer” adalah “dike- 
nal dan disukai atau dikagumi orang banyak.“ Sementara itu, elek- 


tabilitas diartikan sebagai tingkat keterpilihan yang disesuaikan de- 


26 Suryana N. 2012. Iklan Politik, Popularitas, dan Elektabilitas Calon Presiden 
dan Wakil Presiden 2014, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan 
Informatika (BPPKI) Bandung, Volume 11(2). hlm. 165. 


7 ibid., hlm. 166. 
2 http://kbbi.web.id/ 
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ngan kriteria pilihan. Tokoh politik yang populer belum tentu sesuai 
dengan kriteria pilihan masyarakat dan tokoh yang pantas menjadi 
wakil dan pemimpin rakyat belum tentu diketahui oleh masyarakat.” 
Oleh sebab itu, kedua faktor ini sangat berperan dalam kemungkin- 
an masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam memilih di 
bilik pemilu. Biasanya, orang-orang yang terpilih sebagai pemimpin 
rakyat adalah orang-orang yang memiliki modal popularitas dan elek- 


tabilitas yang sangat kuat. 


Pada akhirnya, komunikasi politik adalah suatu faktor yang dapat 
memengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya dalam 
masalah pemilihan umum. Apabila seorang calon memiliki strategi 
yang bermutu untuk mempromosikan dirinya, seperti meningkatkan 
tingkat popularitas dan elektabilitas mereka, dengan hal-hal yang po- 
sitif dan dapat meyakinkan masyarakat akan negara yang lebih baik 
dan dapat menjawab kebutuhan negara, calon tersebut memiliki po- 


tensi yang lebih besar untuk dipilih sebagai pemimpin negara. 


Aplikasi Komunikasi Politik (2) 


Komunikasi politik antara organisasi berkuasa dan rakyat merupakan 
hal yang sentral dalam sistem politik mana pun. Komunikasi politik 
yang baik harus mengizinkan adanya respons timbal balik dari masya- 
rakat serta mendukung adanya partisipasi aktif untuk terlaksananya 
hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam contoh adanya pidato kene- 
garaan oleh presiden yang berfungsi untuk menyampaikan rencana 
kerjanya dan rencana kerja kabinet selama periode jabatan. Sosialisasi 
dari amandemen undang-undang atau peraturan yang baru dibuat 
juga merupakan salah satu contoh lain dari penerapan komunikasi 


politik. Dalam setiap periode pemilu, para calon harus berkomuni- 


2 Suryana, op. cit., hlm. 168. 
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kasi secara efektif untuk memengaruhi publik untuk berpikir bahwa 
para calon adalah yang terbaik dalam bidangnya. 


Pluralisme yang berkembang di masyarakat memiliki pandangan 
yang berbeda-beda satu sama lainnya. Komunikasi politik dibutuh- 
kan agar semuanya itu memiliki akses ke pemerintahan yang netral.” 
Pelaksana kekuasaan Indonesia terbagi menjadi pelaksana eksekutif, 
yudikatif, dan legislatif. Di luar dari pelaksana kekuasaan yang telah 
terpilih itu, ada juga pressure group yang merepresentasikan kelompok 
yang memiliki satu fokus kepentingan yang sama. Pressure group itu 
bisa berupa kelompok kerja, kelompok profesional, atau perwakilan 
industri. Semua pressure group ini bersaing untuk diwakilkan dalam 


sistem politik dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan." 


Contohnya adalah para buruh yang biasanya melakukan demon- 
strasi atau aksi mogok kerja agar aspirasinya didengarkan dan kema- 
uannya dipenuhi. Kalau mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan 
keputusan, pressure group terpaksa mengambil jalan keras agar mereka 


diberikan perhatian lebih dari yang seharusnya. 


Kelompok marginal bisa melakukan aksi teror.” 


Satu kelompok berkuasa lain yang berada di sistem politik adalah 
media cetak dan media massa. Mereka bertugas untuk mengomuni- 
kasikan pandangan politik dari berbagai kelompok dan mengawasi 


kelompok-kelompok itu.? Namun, media massa cenderung mela- 


32 Heywood A., 1997. Politics, Macmillian, Basingstoke. hlm. 65-82. 


31 Grant W. 1989. Pressure Groups, Politics, and Democracy in Britain. Hemel 
Hampstead: Phillip Allan. hlm 45. 

2 Lilleker DG. 2006. Key Concepts in Political Communication. London: Sage 
Publication. hlm 16. 


3 Entman R. 1996. Reporting Environmental Policy Debate: the Real Media Bia- 
ses. Harvard International Journal of Press/Politics. hlm 32-51. 
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porkan apa yang mereka pikir penting berdasarkan pada nilai dan 
moral dari media massa itu. Oleh karena itu, publik bisa gagal untuk 
mendapatkan informasi yang cukup sebagai hal yang mendasari me- 


reka dalam memberikan suara dalam pemilu.?,?,35 


Pada era globalisasi dan teknologi ini sudah semakin banyak orang 
yang turut berpartisipasi dalam politik karena semakin mudahnya ak- 
ses dan level pendidikan yang semakin tinggi. 


Banyak cara yang digunakan dalam rangka penerapan dari komu- 


nikasi politik, antara lain: 


» Estetikasi: suatu cara yang dilakukan dengan mengikuti gaya dan 
kebudayaan pop agar terlihat modern dan menjadi relevan dan 


satu dengan masyarakat.” 


Misalkan saja ada beberapa elite politik yang gemar mengikuti 
tren gaya hidup yang sedang marak di masyarakat atau bahkan 
menyewa para artis-artis terkenal untuk mendukung dirinya da- 


lam kampanye 


“ Mengatur agenda: bersaing untuk menentukan apa yang menjadi 


halaman utama dari surat kabar.” 


Hal ini dilakukan dengan membuat berita besar dan berpengaruh 
yang dapat menarik perhatian agar diliput sebagai halaman utama. 
Misalkan saja beramal kepada rakyat kecil yang dengan sengaja 
dilakukan hanya untuk kepentingan menarik hati rakyat, padahal 
dari hati nurani pelaku politik tersebut belum tergerak untuk me- 


lakukan hal itu. 


“4 ibid. 

3 Bluemler J dan Gurevitch M. 1995. The Crisis of Public Communication. Lon- 
don: Routledge. hlm 107-115. 

36 Said, E. 2000. Apocalypse Now Index on Censorship. hlm 49-53. 

7 Lilleker, op.cit, hlm 25. 

2 ibid., hlm 27. 
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Penelitian dari Miyo, dkk. menemukan bahwa pengetahuan ma- 
syarakat tentang politik bertambah selama periode pemilu, yang 
ditandai dengan adanya jenjang yang tidak terlalu jauh antara 
penonton televisi dan pembaca surat kabar. Hal ini disebabkan 
karena televisi membahas tentang perkembangan politik secara 
intensif. Namun, setahun setelah pemilu kembali lagi terjadi ke- 
senjangan pengetahuan politik.” 

Estetikasi dan mengatur agenda ini merupakan hal yang penting 
dalam kampanye. Namun, kedua hal ini dapat berakibat negatif, 
yaitu memancing kesinisan masyarakat dan mengurangi akses ke 


kenyataan yang sebenarnya. 


» Otentikasi adalah suatu cara memengaruhi masyarakat untuk ber- 
pikir bahwa pelaku politik itu hanyalah orang biasa seperti ma- 
syarakat kebanyakan dan bukan merupakan bagian terpisah dari 


masyarakat.” 


Otentikasi ini dilakukan dengan memublikasikan kehidupan pri- 
badi dan emosi dari pelaku politik tersebut. Hal ini dapat me- 
nunjukkan bahwa pelaku politik itu memiliki kehidupan yang 
seimbang antara pekerjaan dan mengikuti tren yang sedang marak 


dilakukan masyarakat umum. 


» Branding dilakukan dengan membuat semboyan yang dipakai agar 
lebih mudah mengingat kualitas-kualitas dari pelaku itu. Sembo- 
yan ini juga mempermudah pengklasifikasian target suara populasi 
yang diinginkan oleh masyarakat. Ini dilakukan agar tidak terjadi 
tumpang tindih populasi antar-partai politik pendukung sehingga 


3 Miyo Y. 1983. The Knowledge Gap Hypothesis and Media Dependeney. hlm 
625-650. 


0 Lilleker, op.cit. hlm 39. 
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tidak terjadi kesusahan dalam kerja mereka pada pembagian keku- 


asaan." 


Model kecenderungan mengasumsikan bahwa orang termotiva- 
si untuk memiliki sikap yang sesuai apabila menerima pesan-pesan 
yang memengaruhi. Model ini berjalan dengan dua rute. Rute sentral 
berarti masyarakat harus mempunyai kemampuan untuk memahami 
pesan itu, sekaligus motivasi dan kesempatan untuk melihat pesan 
iku, 

Pesan biasa disampaikan melalui flyer, artikel di koran, majalah, 
televisi, atau radio. Masyarakat yang menerima pesan kemudian 
mengevaluasi dan memproses pesan itu berdasarkan pada kualitas 
dan argumen yang disampaikan. Lalu, masyarakat membentuk pikir- 
an. Argumen yang kuat akan membuat pikiran positif dan mengubah 
perilaku. Apabila argumennya lemah, perilaku tidak akan berubah, 
bahkan cenderung bersikap negatif terhadap pesan itu. 


Orang dengan kecenderungan rendah akan menyandarkan diri 
pada teman untuk memperoleh informasi, sedangkan orang dengan 


kecenderungan tinggi akan mencari informasi dari media massa. 


“ibid., hlm 41. 


2 Ketterer S. Pollitical Communication the mass media ,and the Elaboration Like- 
lihood model : Match or Dismatch. 
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Model Komunikasi Politik McNair'? 


Aplikasi Komunikasi Politik (3) 


Secara sederhananya, komunikasi politik adalah produksi, prose- 
si, dan efek suatu informasi, entah dari media atau interpersonal 
dengan konteks politik. Ini termasuk diskusi publik, berita media 
massa, sampai pembicaraan orang biasa. Komunikasi politik se- 
cara keseluruhan adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan yang 
membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam 
suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang 


berarti. 


8 McNair B. 2011. An Introduction to Political Communication. Oxon: Rout- 
ledge. 


“4 Harun, Rochajat, op.cit. 
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Salah satu komunikasi politik yang paling dominan adalah me- 
dia massa. Peran media massa sangat penting karena media massa 
berkontribusi ke nilai politik sebagai keterbukaan dan transparan- 
si. Transparansi dalam hal ini bisa mengandung tiga makna, yaitu 
informasional: mengetahui bagaimana pemerintah bertindak dan 
membuat keputusan, partisipasional: kemampuan untuk berpartisi- 
pasi dalam keputusan politik, dan akuntabilitas: membuat pemerin- 
tah akuntabel dengan diskusi atau opini tentang pemerintah yang 
melanggar peraturan”. Pada zaman sekarang, transparansi di politik 
hampir mustahil tanpa berita-berita dari media massa karena media 
massa memberikan informasi tentang keputusan-keputusan pemerin- 


tah dan kegiatan pemerintah.“ 


Demokrasi memiliki berbagai bentuk, tingkatan, dan pembagi- 
an kekuasaan politik. Beberapa negara memiliki kepala dari sistem 
politik, yaitu seorang presiden, lalu di bawahnya ada representatif 
bagian-bagian yang diangkat, seperti menteri. Sistem yang lain me- 
miliki parlemen yang dikepalai oleh perdana menteri yang mempu- 
nyai kuasa untuk mengambil keputusan. Di bawah pemerintah pusat 
ada gubernur yang memerintah daerah-daerah. Di luar itu ada rakyat 
yang menekan pemerintah atau dalam hal ini menyampaikan aspirasi 
mereka dalam bentuk tindakan, seperti pekerja-pekerja yang mogok 
kerja, mahasiswa, atau aktivis-aktivis mengadakan demonstrasi de- 
ngan tujuan tertentu, seperti supaya pemerintah yang dipandang rak- 
yat bersalah atau memiliki sejarah yang meragukan untuk mundur. 


Ini termasuk salah satu cara mereka melakukan komunikasi politik.” 


5 Balkin, J.M. “How Mass Media Simulate Political Transparency”, Yale Uni- 
versity, diakses dari http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/media0l.htm# 
ednl, pada tanggal 20 November 2015 pukul 8.50. 


“ibid. 
7 Lilleker, op.cit. hlm. 3. 
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Tentu media massa berperan sangat penting dalam menghubungkan 
bagaimana rakyat dapat menerima informasi kalau pemerintah bersa- 


lah dan bagaimana rakyat dapat menyalurkan pendapat mereka. 
Komunikasi publik juga merupakan salah satu contoh aplikasi 


komunikasi politik. Tujuan dari komunikasi publik adalah mengi- 
rimkan pesan yang ditujukan untuk publik dan bisa didapat secara 
keseluruhan, sedangkan pada saat yang sama mendapatkan strategi 
dan pesan dari pemerintah untuk mencapai tujuan.'8 Cara ini mem- 
buat publik menemukan hubungan antara politik dari pemerintah 


dan institusi publik lainnya. 


Berdasarkan penelitian-penelitian zaman sekarang, posisi peme- 
rintah dan kekuasaan pemerintah tidak otonom, melainkan dido- 
minasi oleh dua kekuatan institusi yang mendasar, yaitu bisnis dan 
media.” Aplikasi dari komunikasi dan teknologi juga mendomi- 
nasi relasi antara media dan pemerintah. Pengendalian profesional 
ini sudah diaplikasikan oleh sistem politik di Benua Atlantik. Pe- 
ngendalian media sudah dipikirkan menjadi hal yang esensial un- 
tuk memerintah. Karena itu, terdapat berbagai manajemen supaya 
pemerintah mengendalikan media dan media mengikuti apa yang 
dituruti pemerintah. Inilah relasi antara pemerintah dan publik me- 


ngenai media. 


Kesimpulan dan Saran 


Kesimpulan 
Komunikasi politik berasal dari bahasa Latin “communicatio”, yaitu 
komunikasi antara sumber dan objek, serta “politeia” yang mencakup 


mengenai kesatuan masyarakat dan negara. 


& Kenterelidou, Clio, op.cit. 


2 ibid. 
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di dalamnya terdapat pesan-pesan kekuasaan politik negara 


fungsi untuk menghubungkan pemikiran-pemikiran politik warga 


negara tersebut, 


sifat mengikat seluruh warga negara 


Unsur komunikasi: 


IE, 


NN AN mu nh &» NN 


Sumber 


. Pesan 

. Media 

. Penerima 

. Pengaruh atau efek 
. Tanggapan balik 

. Lingkungan 


Unsur-unsur politik: 


Partai politik 

Kelompok kepentingan 
Kelompok penekan 
Media komunikasi politik 
Tokoh politik 


Unsur komunikasi politik: 


1 
2. 
25 


Komunikator politik 
Pesan politik 


Saluran atau media politik 
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4. Penerima pesan politik 


5. Efek atau pengaruh 


Atau, dapat dibagi juga menjadi: 
1. Unsur-unsur pada suprastruktur, 
2. Unsur-unsur infrastruktur, 


3. Komunikan dan komunikator. 


Hubungan antara unsur-unsur dalam komunikasi politik tersebut 
yang membuat proses komunikasi tersebut dapat berlangsung. Proses 
dapat terjadi satu atau dua arah, tergantung pada tanggapan balik 
dari lingkungan. 


Saluran komunikasi merupakan sarana atau alat untuk memper- 
mudah pertukaran informasi atau pesan. Saluran komunikasi itu le- 
bih daripada sekadar titik sambungan, tetapi terdiri atas pengertian 
bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, 


dalam keadaan bagaimana, sejauh mana dapat dipercaya. 


Jenis-jenisnya: 
(1) komunikasi massa, 
(2) komunikasi interpersonal (langsung dan tidak langsung), 


(3) komunikasi organisasi. 


Dalam aplikasinya, suatu komunikasi politik dapat berjalan de- 
ngan seefektif mungkin agar terjadi kesetaraan unsur-unsur dalam 
komunikasi tersebut. Dengan demikian, proses komunikasi dapat 
berjalan secara dua arah dan terdapat transparansi dalam pesan yang 


disalurkan dalam komunikasi tersebut sehingga memungkinkan ter- 
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jadinya komunikasi yang efektif dan efisien di mana setiap unsur ter- 


sebut memiliki peran. 


Bila terjadi dominasi dalam salah satu unsur tersebut, komunikasi 
akan berjalan secara satu arah. Karena didominasi oleh media massa 
dan penguasa, pesan tersebut tidak transparan dan tidak terjadi tim- 
bal balik sehingga peran beberapa unsur komunikasi politik terdesak 


oleh dominasi unsur lain. 


Saran 


Kesetaraan dalam unsur-unsur komunikasi politik sangat memenga- 
ruhi komunikasi politik dan penyampaian pesan politik tersebut se- 
hingga kesetaraan tersebut harus dipertahankan untuk memungkin- 
kan komunikasi politik berlangsung secara efektif, terutama dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang menggunakan 


sistem demokrasi. 


BAGIAN 2 
PENGERTIAN DAN 
PEMAHAMAN UMUM 


Hakikat Komunikasi Politik 


Membicarakan komunikasi politik tidak semudah membicarakan 
gerakan politik. Kesulitan itu muncul karena ada dua konsep yang 
mengusung disiplin ilmu ini, yakni konsep “komunikasi” dan “po- 
litik”. Komunikasi politik adalah sebuah studi interdisipliner atau 
dibangun atas berbagai macam ilmu, terutama dalam hubungannya 
antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah 
pertarungan dan dimeriahkan oleh persaingan teori, pendekatan, 


agenda, dan konsep dalam membangun jati diri.” 


Apa yang dimaksud dengan komunikasi politik? Bertolak dari 
konsep komunikasi dan konsep politik yang telah diuraikan pada ba- 
gian awal, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai 
suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol ko- 
munikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelom- 
pok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau 
cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak 
yang menjadi target politik. 


20 Hafied Cangara, Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada 2009), hlm 16. 
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Michael Rush dan Philip Althoff mendefinisikan komunikasi po- 
litik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan di- 
teruskan dari satu bagian sistem politik ke bagian lainnya di antara 
sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi 
secara berkesinambungan dan mencakup pola pertukaran informasi 
di antara individu-individu dan kelompok-kelompoknya pada semua 


tingkatan.” 


Komunikasi politik merupakan suatu elemen yang dinamis dan yang 
menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Dalam hal ini, ko- 
munikasi politik menentukan corak perilaku insan politik. Komunikasi 
politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan ak- 
tor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan 
kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai 
komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”? 

Komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari 
karena dalam aktivitas sehari-hari, tidak ada satu pun manusia yang 
tidak berkomunikasi, bahkan kadang sudah terjebak analisis dan ka- 
jian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam 
yang berkomentar soal kenaikan BBM atau korupsi merupakan con- 
toh kekentalan komunikasi politik. Komunikasi yang membicarakan 
tentang politik kadang diklaim sebagai studi tentang aspek-aspek po- 
litik dari komunikasi publik dan sering dikaitkan sebagai komunikasi 
kampanye pemilu (election campaign) karena mencakup masalah per- 
suasi terhadap pemilih, debat antarkandidat, dan penggunaan media 
massa sebagai alat kampanye. Komunikasi dan politik memiliki hu- 
bungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan politik 


dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang fundamental. 


?! Michael Rush & Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada, 1997), hlm. 24 


2 Michael Rush & Philip Althoff, Pengantar Sosiologi, hlm. 22 
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Komunikasi politik menyambungkan semua bagian dari sistem poli- 
tik sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berba- 


gai kebijaksanaan. 


McNair memberikan batasan atau definisi komunikasi politik, 
yakni: 
a. Semua bentuk komunikasi yang digunakan oleh politikus dan ak- 
tor atau pelaku politik lainnya untuk mencapai tujuan yang telah 


ditetapkan 


b. Komunikasi yang disampaikan oleh aktor atau pelaku politik non- 


politikus seperti pemilih (voters) dan kolumnis 


c. Komunikasi mengenai para aktor atau pelaku politik dan aktivi- 
tasnya, seperti pada berita, editorial, dan bentuk lainnya dari me- 


dia politik 


Definisi politik menurut McNair dalam bukunya An Introducti- 
on to Political Communication, (1995:4—5) menjelaskan bahwa kajian 


komunikasi politik mempunyai tiga elemen yaitu: 


1. Political organizations yang terdiri partai politik, organisasi publik, 


pressure group, terrorist organizations, dan governments 
2. Media 
3. Masyarakat (citizens) 


Menurut McNair, semua elemen komunikasi politik digunakan 
oleh politikus dalam pelaksanaan aktivitas politiknya. Peran komu- 
nikasi berlangsung melalui pemanfaatan saluran komunikasi politik 
dalam beragam bentuk dan level. Media massa merupakan saluran 
dan instrumen komunikasi yang paling menarik dan berpengaruh 
dalam proses politik. Misalnya Pemilu Presiden 2014 antara Jokowi 


dan Prabowo, di mana kampanye dilakukan melalui berbagai media, 
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termasuk media baru atau internet. Setiap harinya, kedua kubu mela- 
kukan kampanye dan iklan yang mengomunikasikan agenda mereka 


untuk menjadi presiden. 


Proses komunikasi politik sangat terbuka sehingga mudah memi- 
cu terjadinya konflik. Konflik politik merupakan “energi” bagi po- 
litik yang memberi peluang bagi pengembangan baru, penyelesaian 
masalah, dan penambahan nilai atau konsep sosial politik. Konflik 
berlangsung sebagai akibat dari ketidaknyamanan dari para pihak me- 
ngenai proses politik. Situasi konflik menjadi kekuatan besar dalam 
proses peningkatan nilai-nilai masyarakat. Untuk bisa mengatur kon- 
flik, tentu tidak bisa menghindari pentingnya kekuasaan dan otoritas 
formal. Penguasa yang tidak memiliki kekuasaan tidak akan pernah 
mampu mengatasi masalah-masalah yang sewaktu-waktu muncul di 
masyarakat. Konsekuensinya, ia dengan sendirinya akan kehilangan 


legitimasi dan dianggap tidak berfungsi. 


Komunikator Politik 


Pada komunikator politik, komunikasi terjadi di dalam suatu matriks 
sosial, di mana komunikasi bermula, berkembang, dan berlangsung 
terus-menerus dalam situasi sosial. Artinya hubungan antara komu- 
nikator dan khalayak/publik merupakan bagian integral dari sistem 
sosial. Komunikator massa sebagai organisasi yang menduduki po- 
sisi penting yang peka di dalam jaringan sosial, menanggapi berba- 
gai tekanan dengan menolak dan memilih informasi yang semuanya 
terjadi di dalam sistem sosial yang bersangkutan. Oleh karena itu, 
komunikator politik perlu memainkan peranan sosial yang utama, 
terutama dalam proses opini publik. Komunikator dapat dianalisis 
sebagai dirinya sendiri, yakni melalui sikapnya terhadap khalayak 
atau publik potensial dan martabat yang diberikannya sebagai ma- 


nusia. Ia memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat di- 
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konsep sesuai dengan kemampuan akalnya, pengalamannya sebagai 
komunikator dengan publik yang serupa atau yang tak serupa, dan 
peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya dengan motif untuk 


berkomunikasi. 


Leonard W. Doob mengatakan bahwa komunikator harus diiden- 
tifikasi dan kedudukan mereka dalam masyarakat harus ditetapkan. 
Jadi, ada tiga kategori yang diidentifikasi, yaitu politikus (yang ber- 
tindak sebagai komunikator politik), komunikator profesional dalam 


politik, dan aktivis (komunikator paruh waktu). 


Menurut J.D. Halloran, komunikasi massa berlaku juga bagi ko- 
munikator politik. Komunikasi politik menurut James Rosenau ada- 
lah “pembuat opini pemerintah” atas “hal ihwal nasional yang mul- 


timasalah”. 

Menurutnya, yang termasuk dalam klarifikasi tersebut adalah: 
1. Pejabat Eksekutif (presiden, kabinet, penasihat) 
2. Pejabat Legislatif (senator atau DPD, pimpinan utama DPR) 
3. Pejabat Yudikatif (para hakim, MK) 


Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, me- 
lainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan 
demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka 
yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung 
makna atau bobot politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, 
MPR, KPU, gubernur, bupati/wali kota, DPRD, politikus, fungsio- 
naris partai politik, fungsionaris lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa me- 
mengaruhi jalannya pemerintahan. Komunikator politik adalah se- 
butan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia politik . Antara 


lain sebagai berikut: 
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1. Politikus 


Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk memegang jabatan pe- 


merintah, pejabat karier, atau pimpinan organisasi politik. 
2. Profesional 


Profesional adalah orang-orang yang mencari nafkahnya dengan ber- 
komunikasi, karena keahliannya. Komunikator profesional adalah pe- 
ranan sosial yang relatif baru sebagai suatu hasil sampingan dari revolu- 
si komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama, yakni 
munculnya media massa dan perkembangan media khusus (seperti 
majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb.) yang menciptakan 


publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. 
3. Aktivis 
Aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai sa- 


luran organisasi dan interpersonal. Beberapa jenis aktivis antara lain: 


Pertama, terdapat juru bicara bagi kepentingan yang terorganisa- 
si. Pada umumnya, orang ini tidak memegang ataupun mencita-cita- 


kan jabatan pada pemerintah. 


Kedua, terdapat pemuka pendapat yang bergerak dalam jaring- 
an interpersonal. Sebuah badan penelitian yang besar menunjukkan 
bahwa banyak warga negara yang dihadapkan pada pembuatan kepu- 
tusan yang bersifat politis meminta petunjuk dari orang-orang yang 


dihormatinya. 


Kekuatan Komunikator Politik 


Dalam berkomunikasi politik, tokoh-tokoh komunikator politik 
yang memiliki popularitas seperti tokoh masyarakat, agama, kalangan 
selebriti, dll. sering digunakan untuk menarik massa, seperti mendu- 
lang suara dalam pemilu. Hal ini sah-sah saja dalam komunikasi po- 


litik, termasuk iklan besar-besaran yang menghabiskan banyak biaya. 
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Komunikator Politik dan Kepemimpinan Politik 


Komunikator politik merupakan pemimpin karena kita dapat mene- 
mukan kepribadian atau sosok ternama dalam dirinya yang disebut 
pemimpin simbolis. Sebagian besar politikus, komunikator profesio- 
nal, dan aktivis politik adalah pemimpin organisasi, pejabat terpilih, 
atau pejabat karier yang mempunyai posisi formal kepemimpinan di 
dalam jaringan komunikasi yang terorganisasi dan membentuk pe- 


merintah. 


Kepemimpinan dan Kepengikutan 


Pemimpin memiliki beberapa ganjaran, misalnya, pemimpin mem- 
punyai peluang yang lebih besar untuk menguasai keadaan dan me- 
ngendalikan nasibnya. Lebih dari itu, ada sesuatu yang menarik da- 
lam kemampuan memengaruhi orang lain, menegaskan kekuasaan di 
dalam kelompok, dan bahkan memberikan keuntungan dan kerugi- 


an. Selain itu, ada juga ganjaran ekonomis. 


Ada beberapa keuntungan yang didapatkan pengikut. Salisbury 
(dalam Nimmo, 1989) meyakini ada tiga keuntungan utama yang 
diperoleh pengikut dari transaksi kepemimpinan-kepengikutan. 


Pertama, ada keuntungan material yang terdiri atas ganjaran beru- 


pa barang dan jasa. 


Kedua, keuntungan solidaritas yang berupa ganjaran sosial atau 
hanya bergabung dengan orang lain dalam kegiatan bersama sosialisa- 
si, persahabatan, kesadaran status, identifikasi kelompok, keramahan, 


dan kegembiraan 


Ketiga, keuntungan ekspresif yang berupa keuntungan ketika tin- 
dakan yang bersangkutan mengungkapkan kepentingan atau nilai 
seseorang atau kelompok, bukan secara instrumental mengejar ke- 


pentingan atau nilai. 
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Komponen Efektivitas Komunikator Politik 
1. Kredibilitas 


Sumber dipandang memiliki keahlian dan dipercaya. Semakin ahli 
dan dipercaya sumber informasi, semakin efektif pesan yang disam- 


paikan. 
2. Daya Tarik 


Daya tarik seorang komunikator bisa terjadi karena penampilan fisik, 
gaya bicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komuni- 


kasi, dan perilakunya. 
3. Kesamaan 


Sumber disukai oleh audience bisa jadi karena sumber tersebut mem- 
punyai kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan, dan perasaan. Dari 
kacamata audience, sumber tersebut adalah sumber yang menyenang- 
kan (source likability) atau perasaan positif yang dimiliki konsumen 


(audience) terhadap sumber informasi. 
4. Kekuatan/ Power 


Menurut Petty (1996) power adalah “the extent to which the source 
can administer rewards or punishment”. Sumber yang mempunyai po- 
wer akan lebih efektif dalam penyampaian pesan dan penerimaannya 
daripada sumber yang kurang atau tidak mempunyai power. Pada 
dasarnya, orang akan mencari sebanyak mungkin penghargaan dan 


menghindari hukuman. 


Pengertian Pesan 


Setiap proses komunikasi mempunyai muatan pesan komunikasi. 
Pesan merupakan komponen komunikasi yang harus ada agar ko- 
munikasi bisa berlangsung dengan baik, dalam arti proses komunika- 


si yang berlangsung mempunyai muatan atau isi komunikasi. Pesan 
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adalah dimensi muatan (isi) komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. 
Pesan komunikasi bukan hanya apa yang dikatakan secara verbal, na- 
mun juga apa yang tersaji dalam beragam bentuk kemasan nonverbal. 
Mulyana (2010:110) menjelaskan bahwa dimensi isi merujuk kepada 
pesan komunikasi. Pesan komunikasi berkaitan juga dengan bagai- 
mana proses atau cara menyampaikan pesan. Artinya, terdapat keter- 
kaitan pesan atau muatan komunikasi dengan komponen-komponen 


lain seperti saluran dan media komunikasi. 


Sampai atau tidaknya pesan kepada khalayak sangat ditentukan 
oleh penyampai pesan. Efektivitas sebuah berita yang disampaikan 
itu sangat penting mempertimbangkan siapa, bagaimana, dan kapan 
pesan disampaikan kepada khalayak. Mulyana (2010:110) menegas- 
kan bahwa pengaruh pesan terhadap khalayak sangat dipengaruhi 
oleh komunikator, bentuk layout, jenis huruf, warna tulisan, dan 
lain-lainnya. Pesan yang sama dapat menimbulkan pengaruh berbeda 
bila disampaikan orang yang berbeda. Begitu juga saluran dan media 


komunikasi yang dipakai dapat memengaruhi penyampaian pesan. 


Pesan politik/pembicaraan politik sendiri bisa bermakna para pe- 
mimpin atau komunikator politik (seperti: politikus, profesional, peja- 
bat, atau warga negara yang aktif) dengan satu hal yang menonjolkan- 
nya sebagai komunikator politik. Evolusi bahasa politik merefleksikan 
perubahan dalam pemikiran politik serta memengaruhi pilihan politik 
yang dipersepsi, jadi politik adalah pembicaraan yang berkembang ten- 
tang kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan konflik. Pembicaraan politik 
adalah pembicaraan yang memelihara dan membantu masalah lain 


yang melibatkan kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan konflik. 


Pesan politik ialah makna dan aturan kata dalam pembicaraan po- 
litik yang dihasilkan dari pengaruh hasil komunikasi. Secara bahasa, 
pesan politik dapat berarti suatu sistem yang tersusun dari kombinasi 
lambang-lambang yang signifikan. Pesan politik juga bisa disampai- 


kan melalui gambar-gambar seperti karikatur yang bersifat menyin- 
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dir atau pesan-pesan politik yang ditujukan kepada seseorang untuk 


memberikan kritik. 


Menurut Harold D. Lasswell (Ruben dan Steward, 2006:38—39) 


komponen-komponen komunikasi adalah: 


1. Pengirim atau komunikator (sender) adalah pihak yang mengirim- 


kan pesan kepada pihak lain. 


2. Pesan (message) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan 
oleh satu pihak kepada pihak lain. 


3. Saluran (channel) adalah media di mana pesan disampaikan ke- 
pada komunikan. Dalam komunikasi antarpribadi (tatap muka), 


saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada/suara. 


4. Penerima atau komunikan (receiver) adalah pihak yang menerima 


pesan dari pihak lain. 
5. Umpan balik (feedback) adalah tanggapan dari penerimaan pesan 


atas isi pesan yang disampaikannya. 


6. Aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaima- 
na komunikasi itu akan dijalankan (“protokol”). 


Pesan politik merupakan salah satu unsur penting dalam komu- 
nikasi politik. Pada hakikatnya, pesan adalah suatu informasi yang 
disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang bertujuan 
untuk mencari persamaan makna atau persepsi. Selain itu, pesan bi- 
asanya berisi tentang gagasan atau ide manusia yang ingin disampai- 
kan atau untuk diperbincangkan dengan manusia lain. Ragam pesan 
bisa berbentuk verbal dan nonverbal. 


Menurut Dan Nimmo, terdapat beberapa jenis komunikasi poli- 


tik, yaitu: 


1. Retorika: retorika adalah penggunaan seni berbahasa untuk ber- 


komunikasi secara persuasif dan efektif. Retorika juga dapat di- 
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artikan sebagai suatu bentuk komunikasi dua arah, bisa dalam 
bentuk komunikasi antarpersonal atau dalam bentuk komunikasi 
kelompok/publik yang bertujuan untuk memengaruhi lawan bica- 


ra demi menyamakan persepsi si komunikator. 


2. Iklan Politik: pada dasarnya, iklan politik hampir sama tujuannya 
dengan iklan komersial, yaitu memperkenalkan agar khalayak per- 
caya untuk mengonsumsi/memilih produk tersebut, tetapi dalam 
kasus ini, bukan produk yang dipasarkan tapi sebuah partai poli- 
tik. Jadi, inti dari iklan politik adalah bagaimana caranya sebuah 
parpol dapat merekrut suara terbanyak demi kepentingan kekua- 
saan golongan partai politik itu sendiri. Contohnya adalah iklan 
PKB yang menggambarkan partainya sebagai kesatria bergitar, 


yakni Rhoma Irama sebagai calon presiden. 


3. Propaganda: Salah satu bentuk komunikasi yang paling ekstrem 
dalam dunia politik adalah propaganda. Karena pesan yang di- 
sampaikan dalam kegiatan ini bersifat terus-menerus demi men- 
ciptakan sebuah opini publik yang baru dan diharapkan menjadi 
kuat, khalayak dapat disetir oleh pemberitaan yang disampaikan 
oleh komunikator pesan tersebut. Salah satu contoh propaganda 
ini adalah ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Soe- 


harto, di mana media digunakan sebagai propaganda politik. 


Pesan Komunikasi Politik 


Pada kenyataannya, isi pesan politik lebih banyak menggunakan 
media daripada menggunakan komunikasi publik (kampanye atau 
orasi). Isi pesan politik juga berkaitan dengan agenda pengaturan 
media pesanan kelompok atau golongan tertentu. Dalam hal ini, se- 
buah propaganda juga dapat bermain di dalam pesan tersebut yang 
bertujuan untuk membentuk persepsi-persepsi baru di mata publik 


sehingga dapat memengaruhi proses kesuksesan sebuah partai politik. 
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Dalam kehidupan sehari-hari, pembicaraan politik yang dilaku- 
kan para politikus, baik itu pejabat maupun yang berusaha menjadi 
pejabat, merupakan aspek yang sangat penting. Kebanyakan di antara 
kita mengenal seseorang sosok politik dari pembicaraannya (seperti 
dalam konferensi pers, pidato, dan pernyataan tertulis) atau karena 
apa yang orang katakan tentangnya. Dengan demikian, pembicaraan 
politik merupakan titik terbangunnya citra seseorang politikus. Sekali 
saja seorang politikus mengatakan hal yang salah atau tidak sepantas- 
nya, maka citra politikus tersebut akan langsung tercoreng. Dengan 
kemudahan dan kehebatan media kini, informasi apa pun mengenai 
seorang politikus akan menjadi perbincangan dan menentukan citra 
seorang politikus itu sendiri, contohnya Ahok. Ahok merupakan seo- 
rang politikus yang blakblakan dan tegas dalam berbicara. Citra Ahok 
sering diperbincangkan di media. Banyak orang yang tidak suka de- 
ngan cara Ahok berbicara sehingga banyak golongan yang berusaha 


menurunkan Ahok dari jabatannya. 


Melalui pembicaraan politik, seorang jurnalis politik mampu me- 
nelaah setiap kata untuk mencari nuansa sindiran atau petunjuk ten- 
tang apa yang akan terjadi. Jadi, orang bisa menyimpulkan dari apa 
yang disampaikan oleh elite politik. Dalam hal ini, politik menarik 
karena ada nuansa “kira-kira” atau perkiraan. Jurnalis politik bisa 
dengan mudah mengangkat peristiwa karena apa yang merupakan 


pembicaraan politik bisa menjadi berita. 
Menurut David VJ Bell (dalam Nimmo, 1989), ada tiga jenis 
pembicaraan yang mempunyai kepentingan politik, yaitu: 
1. Pembicaraan Kekuasaan 
Pembicara kekuasaan merupakan pembicaraan yang memenga- 
ruhi orang lain dengan ancaman atau janji. Bentuknya yang khas 
adalah “jika Anda melakukan X, saya akan melakukan Y”. Kunci 
pembicaraan kekuasaan adalah bahwa “saya” mempunyai kemam- 


puan untuk mendukung janji maupun ancaman (baca: kekuasaan 
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koersif). Untuk memengaruhi orang lain bisa dilakukan dengan 
ancaman dan janji. Bagaimanapun, kunci pembicaraan kekuasa- 
an adalah ketika seorang pejabat mempunyai kemampuan untuk 
mewujudkan janji ataupun ancaman. Ancaman dan janji terletak 
di kutub yang bertentangan dan berbeda. Meskipun demikian, 
intinya adalah pembicaraan kekuasaan. Berdasarkan penelitian, 
kebanyakan janji adalah bohong, sedangkan bohong adalah keke- 
rasan yang disampaikan dengan cara halus dan lembut. Dalam hal 
ini, kekerasan termasuk dalam kategori ancaman sehingga dapat 


disebut sebagai bentuk kekuasaan. 
. Pembicaraan Pengaruh 


Pembicaraan pengaruh merupakan pembicaraan yang memenga- 
ruhi orang lain dengan nasihat, dorongan, permintaan, dan per- 
ingatan. Bentuknya yang khas adalah “Jika Anda melakukan X, 
akan terjadi Y”. Kunci pembicaraan pengaruh adalah bagaimana 
si pembicara berhasil memanipulasi persepsi atau pengharapan 
orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. 
Janji dan ancaman merupakan alat tukar pada komunikasi atau 
pembicaraan kekuasaan. Pada pembicaraan pengaruh, alat-alat 
tersebut bisa diganti dengan nasihat, dorongan, dan permintaan. 
Dengan kata lain, pembicaraan pengaruh lebih bersifat ajakan, te- 


tapi masih bersifat hukum dalam batasan yang wajar. 
. Pembicaraan Otoritas 


Pembicaraan otoritas berbentuk pemberian perintah yang menya- 
takan otoritas, misalnya kata-kata “Lakukan!” atau “Dilarang!”. 
Penguasa yang sah adalah suara otoritas dan memiliki hak untuk 
dipatuhi. Pembicaraan otoritas adalah pemberian perintah. Ben- 
tuknya yang khas adalah “Lakukan X” atau “Dilarang melakukan 
X”. Yang dianggap sebagai penguasa yang sah adalah suara otoritas 
dan memiliki hak untuk dipatuhi. 
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Ketiga pembicaraan politik ini diterapkan pada situasi yang 
berbeda. Bila mensyaratkan kompromi, digunakan pembicaraan 
pengaruh, sedangkan pembicaraan otoritas mengharuskan tindak- 
an tegas. Adapun pembicaraan kekuasaan digunakan untuk meng- 


ancam hal-hal yang membahayakan negara. 


A. Sifat Pembicaraan Politik 


Sifat pembicaraan politik dapat dipahami berdasarkan beberapa ke- 


giatan, yaitu: 
1. Kegiatan Simbolik: Kata-kata dalam pembicaraan politik. 


Kegiatan simbolik terdiri atas orang-orang yang menyusun makna 
dan tanggapan bersama terhadap perwujudan lambang-lambang 
referensial dan kondensasi dalam bentuk kata-kata, gambar, dan 
perilaku. Dengan mengatakan bahwa makna dan tanggapan itu 
berasal dari pengambilan peran bersama, kita meminta perhatian 
kepada orang untuk memainkan peran. Hal ini berlaku, baik bagi 
lambang politik maupun bagi lambang jenis apa pun. Misalnya, 
orang yang pindah pekerjaan kepada jabatan politik tinggi (presi- 
den, gubernur, anggota DPR, dsb.) akan menggunakan gelar dan 
kelengkapan kedudukan itu karena lambang-lambang itu mem- 
bantu membentuk kepercayaan, nilai, dan pengharapan sejumlah 
besar orang mengenai bagaimana mereka harus menanggapi jabat- 
an itu. Dengan merangsang orang untuk memberikan tanggapan 
dengan cara tertentu, untuk memainkan peran tertentu terhadap 
pemerintah (komunikator politik), dan untuk mengubah pikiran, 
perasaan, dan pengharapan mereka, lambang-lambang signifikan 
memudahkan pembentukan opini publik. Sebagaimana lambang 
dari pembicaraan politik, kata-kata, gambar, dan tindakan ko- 
munikator politik merupakan petunjuk bagi orang-orang bahwa 


mereka dapat mengharapkan sesama warga negara menanggapi 
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lambang-lambang itu dengan cara tertentu yang sudah dapat di- 
perkirakan. 


. Bahasa: Permainan kata dalam pembicaraan politik. 


Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang (1) tersusun dari 
kombinasi lambang-lambang signifikan (tanda dengan makna dan 
tanggapan bersama bagi orang-orang), di dalamnya (2) signifikan- 
si itu lebih penting daripada situasi langsung tempat bahasa itu 
digunakan, dan (3) lambang-lambang itu digabungkan menurut 


aturan-aturan tertentu. 


Fiske (1990) dalam Cultural and Communication Studies me- 
nambahkan bahwa penggunaan bahasa tertentu berimplikasi pada 
bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan 
kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur 
konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari per- 
spektif ini, bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, 


tetapi juga menciptakan realitas. 


Atas dasar itu, bahasa (pembicaraan politik) bisa didayaguna- 
kan untuk kepentingan politik. Dalam kehidupan politik, para 
elite politik selalu berlomba menguasai wacana politik guna mem- 
peroleh dukungan massa. Kaum propagandis biasanya paling pe- 
duli dengan pengendalian opini publik. 


. Semiotika: Makna dan aturan permainan kata politik. 


Pesan-pesan yang berasal dari pengaruh para peserta komunika- 
si memiliki banyak bentuk dan menghasilkan berbagai makna, 
struktur, dan akibat. Studi tentang keragaman itu merupakan satu 
segi dari ilmu semiotika, yakni teori umum tentang tanda dan ba- 
hasa. Charles Morris (dalam Nimmo, 1989) menyatakan bahwa 


semiotika membahas keragaman bahasa dari tiga perspektif: se- 
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mantis (studi tentang makna), sintaksis ( berurusan dengan kaidah 
dan struktur yang menghubungkan tanda-tanda satu sama lain, 


dan pragmatika (analisis penggunaan dan akibat permainan kata). 


4. Pragmatika: Penggunaan pembicaraan politik. 


a. Meyakinkan dan membangkitkan massa: pembicaraan politik 


untuk pencapaian material. 
b. Otoritas sosial: pembicaraan politik untuk peningkatan status. 
c. Ungkapan personal: pembicaraan politik untuk identitas. 


d. Diskusi publik: pembicaraan politik untuk pemberian infor- 


masi. 


Evolusi bahasa politik merefleksikan perubahan dalam pemi- 
kiran politik serta memengaruhi pilihan politik yang dipersepsi. 
Jadi, politik adalah pembicaraan yang berkembang tentang keku- 


asaan, pengaruh, otoritas, dan konflik. 


Pesan politik atau pembicaraan politik bisa bermakna para 
pemimpin atau komunikator politik (seperti: politikus, profesi- 
onal, pejabat, atau warga negara yang aktif) dengan satu hal yang 
menonjolkannya sebagai komunikator politik, yakni membantu 
pembicaraan mengenai masalah lain yang melibatkan kekuasaan, 
pengaruh, otoritas, dan konflik. 


Kondisi yang mendukung sukses tidaknya penyampaian pesan 
(message) dalam berkampanye, menurut Wilbur Schramm dalam 
The Process dan Effects of Mass Communications, adalah: 


a. Pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian. 


b. Pesan dirumuskan melalui lambang-lambang yang mudah di- 


pahami atau dimengerti oleh komunikan. 
c. Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi dari komunikannya. 


d. Pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi, sesuai de- 


ngan situasi dan keadaan kondisi dari komunikan. 
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Pesan politik bukan hanya tentang apa yang diutarakan sehari- 
hari oleh seorang politikus, tetapi juga apa yang diutarakan pada saat 
kampanye. Bahkan, pesan politik inilah yang menjadi titik utama 
dalam strategi kampanye politik, di samping komunikator politik- 
nya. Pesan tersebut berupa ide, pikiran, informasi, gagasan, dan pe- 
rasaan. Pikiran dan pesan tersebut tidak mungkin dapat diketahui 
oleh komunikan jika tidak menggunakan “suatu lambang yang sama- 
sama dimengerti”. Menurut William Abig, definisi komunikasi da- 
lam kampanye itu adalah suatu pengoperan lambang-lambang yang 
bermakna antarindividu. Artinya, pesan kampanye memegang peran 
sangat penting dalam proses kampanye. Pesan adalah apa yang akan 
dengan mudah dan cepat dimengerti oleh khalayak. Inilah salah satu 
bentuk kelebihan pesan yang dibuat dari bahasa verbal. 


Contoh: Partai Gerindra menyuarakan kaum petani dan kaum 
marginal lainnya yang memerlukan pembelaan dalam pesan kampa- 
nyenya. Pesan ini pun mengena di hati masyarakat sehingga dalam 
waktu dua tahun Partai Gerindra menjadi partai politik yang diper- 
hitungkan. 


Pembahasan 


Seperti yang telah dijabarkan pada teori sebelumnya tentang apa itu 
komunikasi politik, kita dapat mengerti bahwa komunikasi politik 
adalah sebuah proses komunikasi antara satu pihak dengan pihak lain 
atau kelompok yang berisi pesan-pesan politik. Kita juga mengerti 
peran dari komunikator politik. Seorang komunikator politik memi- 
liki peran penting dalam mengomunikasikan pesan-pesan politik ter- 
sebut. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, keefektifan komu- 
nikator politik dipengaruhi oleh beberapa elemen seperti kredibilitas, 
kesamaan, daya tarik, dan kekuasaan atau power. Tentu saja faktor- 


faktor ini memengaruhi apakah pesan politik yang disampaikan oleh 
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komunikator politik tersebut benar dan dapat dipercaya. Contohnya 
adalah kampanye Pemilu Presiden 2014 antara Jokowi dan Prabowo. 
Anies Baswedan maju sebagai komunikator politik yang mendukung 
sisi Jokowi. Pidato retorikanya dalam mengampanyekan Jokowi be- 
gitu baik sehingga banyak orang setuju dengan apa yang dikatakan 
oleh beliau. Anies Baswedan dalam kasus tersebut merupakan komu- 
nikator profesional yang disebut juga spin doctor atau political public 


relation consultant. 


Spin doctor atau political public relation consultant adalah individu 
yang memiliki kemampuan menguasai publik, menggerakkan massa, 
dan menguasai media, sekaligus sebagai konseptor politik yang bertuju- 
an memengaruhi. Komunikator profesional menurut Nimmo (Rakh- 
mat, 199) adalah komunikator politik yang melakukan aktivitas poli- 
tik karena ingin menghasilkan keuntungan ekonomi, bukan politikus. 
Mereka seperti manajer kampanye, konsultan politik, peneliti politik, 
dll. Pada era perkembangan politik Indonesia sekarang, semakin ba- 
nyak yang berprofesi sebagai komunikator profesional. Dalam lingkup 
perorangan, contohnya adalah Eep Saifullah Fatah, Saiful Munjani, 
dan lain-lain. Sementara dalam lingkup organisasi, contohnya adalah 
Lingkar Survey Indonesia (LSI), LIPI, LP3ES, dan lain-lain. 


Menurut Carey (1999:33), karakteristik komunikator profesional 
adalah pesan yang dihasilkannya tidak memiliki hubungan yang pasti 
dengan pikiran dan tanggapannya sendiri. Komunikator profesional 
memberikan nasihat konsultasi kampanye politik di hampir semua 
kegiatan mereka, dari penelitian untuk bidang strategi, konsultan 
melakukan penelitian kandidat atau calon, pemilih penelitian, dan 


riset oposisi bagi klien mereka. 
Peran komunikator profesional dalam proses dan aktivitas politik 
adalah: 
a. Ta berada pada posisi tengah antara politikus yang akan dipromo- 
sikan (dipasarkan) dan para wartawan yang akan mempromosi- 


kannya. 
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b. Peranan spin doctor tidak hanya berdiri antara partai politik dan 
media, tetapi memiliki peran yang sangat penting dan menentu- 


kan dalam kancah pertarungan kekuasaan politik. 


c. Ta dibutuhkan oleh para politikus sebab semakin intens usaha untuk 
meraih tampuk pimpinan, mereka semakin membutuhkan peran 
spin doctor sebagai stage manager yang mampu mengatur jalannya 
kampanye, memberi isi dalam naskah pidato, serta membuat agen- 


da dan daftar pernyataan politik yang diucapkan oleh kandidat. 
d. Di Indonesia, spin doctor atau yang lebih banyak dikenal dengan 


istilah manajer kampanye menentukan pengarahan opini publik 


dalam pencitraan kandidat. 


e. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan kampa- 
nye politik yang efektif adalah memilih orang yang bisa menguasai 


dan memahami perencanaan dan penggunaan media komunikasi. 


f£. Perencanaan komunikasi adalah membuat rencana politik seperti 
yang diminta oleh partai dan kandidat politik sebagai suatu teknik 
dalam memproses berbagai alternatif yang tersedia untuk menca- 


pai tujuan komunikasi. 

g. Kampanye pemilu merupakan salah satu bagian dari kampanye 
politik. 

h. Menurut Norris, kampanye politik adalah suatu proses komunika- 
si politik di mana partai politik atau individu berusaha mengomu- 
nikasikan ideologi ataupun program kerja yang mereka tawarkan. 


i. Pembentukan image positif harus dilakukan melalui semua aktivi- 


tas pelayanan publik dalam jangka panjang. 


Sejak 1998, keadaan komunikasi politik di Indonesia sudah ba- 
nyak berubah dan berkembang. Sejak runtuhnya pemerintahan Orde 


Lama dan diganti oleh rezim Reformasi, komunikator politik sema- 
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kin banyak yang mengibarkan sayapnya seiring dengan berlanjutnya 
kebebasan pers. Jika pada Orde Baru seluruh komunikator politik 
dilarang, apalagi yang mengkritik pemerintahan, sekarang komu- 
nikator politik memiliki kebebasan untuk mengutarakan apa yang 
menjadi pendapatnya. Bahkan, ada sebuah forum di tvOne, yaitu In- 
donesia Lawyers Club, yang membahas berbagai isu-isu politik yang 
sedang hangat diberitakan. Dihadirkan pula berbagai komunikator 
politik dari berbagai pihak bebas untuk berdebat dan mengutarakan 


pendapat mereka. 


Keberadaan komunikator politik ini sangat penting dalam mem- 
bangun opini publik. Ketika seorang komunikator politik menyam- 
paikan sebuah pesan politik kepada khalayak, pikiran penonton ter- 
konstruksi, apalagi jika komunikator tersebut tepercaya dan sudah 
memiliki nama. Sebagai contoh adalah Ahmad Dhani yang menjadi 
pendukung Prabowo. Bahkan, Ahmad Dhani sempat muncul di be- 
berapa iklan kampanye Prabowo. Hal ini menyatakan bahwa Ahmad 
Dhani berperan sebagai komunikator politik dalam kepentingan 
Prabowo selama kampanye. Ketika penggemar Ahmad Dhani me- 
lihat iklan kampanye itu, pikiran para penggemar itu akan terkon- 
struksi bahwa Prabowo memang patut dipilih karena idola mereka 
pun memilih Prabowo. Ini karena para penggemar Ahmad Dhani 
beranggapan bahwa Ahmad Dhani adalah seseorang dengan kredibi- 
litas tinggi yang dapat dipercaya. Dengan demikian, khalayak akan 
dengan senang hati mengikuti apa yang dikatakan oleh komunikator 


politik tersebut. 


Dalam kasus Jokowi, pelaku politiknya bukanlah artis pendukung 
atau konsultan kampanye, melainkan dirinya sendiri. Jokowi men- 
jadi komunikator utama dalam kampanyenya. Khalayak harus per- 
caya akan apa yang dapat ia lakukan untuk negara ini. Dalam Pemi- 
lu Presiden 2014, Jokowi dan Prabowo adalah komunikator politik 


yang harus menyampaikan pesan politik dan agenda mereka. Mereka 
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harus memberi tahu khalayak apakah mereka memiliki kredibilitas 
dan kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Jokowi 
terpilih, kami melakukan analisis lebih lanjut terhadap aktor poli- 
tik ini. Seorang Jokowi memang memiliki semua komponen yang 
diperlukan oleh seorang komunikator politik sehingga pesan yang 
disampaikan efektif dan masyarakat memilihnya menjadi presiden. 
Pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas Jokowi tidak diragukan lagi 
karena pernah menyandang sebagai Wali Kota Solo yang mendapat- 
kan penghargaan kota terbaik di dunia. Jokowi jelas memiliki kredi- 
bilitas dalam menata sebuah kota sehingga tidak diragukan untuk 
menata negara. Daya tarik beliau adalah pribadinya yang rendah hati 
dan tidak terlihat sombong, apalagi rakus kekuasaan seperti yang di- 
miliki oleh para politikus lain. Kebiasaan beliau untuk melakukan 
blusukan semasa menjadi gubernur juga menjadi daya tarik tersendiri 
bagi masyakarat. Pada faktor kesamaan, masyarakat Indonesia pada 
zaman ini memerlukan seseorang yang jujur dan bersih karena mere- 
ka sudah lelah dengan korupsi dan berbagai tindakan buruk lainnya 
dalam pemerintahan. Dalam kampanye ini, tentu masyarakat Indo- 
nesia menanti-nantikan seseorang yang jujur dan bersih sehingga ne- 
gara ini menjadi lebih baik. Jokowi hadir dengan visi dan misi seperti 
itu. Bahkan, saat menjadi gubernur, pasangan Jokowi-Ahok sangat 
menjunjung tinggi kejujuran dan tranparansi dalam pemerintahan. 
Hal ini memiliki kesamaan dengan apa yang dibutuhkan dan dii- 
nginkan oleh masyarakat Indonesia. Keempat adalah kekuasaan atau 
power. Beliau didukung oleh partai PDI-P sehingga memiliki back up 
power yang cukup. 


Sementara itu, pesan komunikasi politik merupakan apa yang 
dikomunikasikan oleh komunikator (politikus) kepada komunikan 
(massa). Jika pesan politik itu efektif, cara pandang masyarakat dan 
cara masyarakat merespons sesuatu hal akan berubah. Dalam sebuah 


pesan politik, pasti terdapat agenda setting. Maksudnya, dalam setiap 
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pesan yang dikomunikasikan pasti terdapat kepentingan salah satu 


oknum tertentu. 


Berbicara perspektif teori agenda setting sebenarnya merupakan 
model efek moderat. Perspektif ini menghidupkan kembali model 
jarum hipodermik, tetapi dengan fokus penelitian yang telah berge- 
ser. Dari efek sikap dan pendapat bergeser kepada efek kesadaran dan 
pengetahuan (afektif ke kognitif). Prinsipnya adalah “to tell what to 
think about” artinya membentuk persepsi khalayak tentang apa yang 
dianggap penting. Dengan teknik pemilihan dan penonjolan, media 
memberikan petunjuk tentang isu mana yang lebih penting. Oleh 
karena itu, model agenda setting mengasumsikan adanya hubungan 
positif antara penilaian yang diberikan media kepada suatu persoal- 
an dengan perhatian yang diberikan khalayak kepada persoalan itu. 
Singkatnya adalah apa yang dianggap penting oleh media akan diang- 
gap penting pula oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya, apa yang 
dilupakan media akan luput juga dari perhatian masyarakat. 


Iklan politik di media massa tentunya tidak lepas dari pembicara- 
an soal efek karena ini merupakan entry point bahasan agenda setting. 
Para pengiklan iklan politik yang hendak menggunakan media massa 
sebagai sarana penyampaian pesan politik sudah seharusnya mema- 
hami masalah efek ini. Efek terdiri atas efek langsung dan efek lanjut- 
an (subseguent effects). Efek langsung ini berkaitan dengan isu, apakah 
isu itu ada atau tidak ada dalam agenda khalayak (pengenalan), dari 
semua isu, mana yang dianggap paling penting menurut khalayak 
(salience), bagaimana isu itu diurutkan oleh responden dan apakah 


peringkatnya sesuai dengan peringkat media. 


Efek lanjutan berupa persepsi (pengetahuan tentang peristiwa ter- 
tentu) atau tindakan (seperti memilih kontestan pemilu atau melaku- 
kan aksi protes). Pada kenyataannya, menurut perspektif teori agenda 
setting, media massa menyaring artikel, berita, iklan, atau acara yang 


disiarkannya. Secara selektif, “gatekeepers” seperti penyunting, redak- 
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Si, produser iklan politik, bahkan wartawan menentukan mana yang 


pantas diberitakan dan mana yang harus disembunyikan. 


Pesan dari kampanye adalah salah satu pesan politik yang paling 
penting. Pesan ini merupakan penonjolan ide bahwa sang kandidat 
atau calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri atas bebe- 
rapa poin yang berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin-poin ini akan 
dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk 
menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam banyak pemilihan, 
para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para 
kandidat atau calon lain menjadi “tanpa pesan” terkait kebijakannya. 
Mereka berusaha untuk mengalihkan pembicaraan pada hal yang tidak 
berkaitan dengan poin kebijakan atau program. Sebagian besar strategi 
kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lain yang lebih memilih 
untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka menarik pemilih 
yang paling potensial. Pesan yang jelas akan sangat membantu kha- 
layak untuk mengetahui dan mengenali kandidat dengan baik. Pesan 
juga harus mampu memberikan perbedaan antara satu kandidat de- 


ngan kandidat lainnya sebagai upaya pembentukan identitas. 


Sebagai contoh, kampanye SBY-Boediono dalam Pemilu Presiden 
2009 dengan jargon “Bisa lebih cepat dalam pembangunan”. Pesan 
itu sebagai upaya untuk mengalihkan masyarakat pemilih yang juga 
menerima stimulus pesan kampanye calon presiden M. Yususf Kalla- 
Wiranto “Lebih cepat lebih baik”. Dalam teknik kampanye politik, 
kemenangan kandidat atau calon di dalam jajak pendapat hanya di- 
gunakan sebagai agenda politik di kantor staf pemenangan kandidat. 


Kampanye Hitam (Black Campaign) 


Kampanye hitam adalah kampanye yang menggunakan pesan untuk 
membuat citra kandidat lain tampak buruk. Dalam kampanye hitam 


ini, pernyataan dalam pesan yang disampaikan tidak mempunyai fak- 
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ta secara sepihak. Kampanye hitam diarahkan oleh satu pihak kepa- 
da pihak lain dengan tujuan untuk menjatuhkannya di mata publik. 
Kampanye hitam sering kali dipilih untuk menjatuhkan lawan politik 
dengan cara tidak etis. Bahkan, kampanye hitam dilakukan secara 
terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi sehingga disebut kam- 
panye gelap. Salah satu bentuk kampanye hitam adalah menggelari 
orang dengan nama-nama julukan (name calling) yang buruk. Proses 
penjulukan sedemikian hebat sehingga korban-korban misinterpreta- 
si tidak dapat menahan pengaruhnya. Karena berondongan julukan 
yang bertentangan dengan pandangan mereka sendiri, citra diri asli 


mereka digantikan citra baru yang diberikan oleh orang lain. 


Penggunaan metode rayuan yang merusak, seperti sindiran atau 
rumor yang tersebar mengenai para kandidat kepada masyarakat, akan 
menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis, terutama dalam hal 
kebijakan publik. Komunikasi ini menimbulkan fenomena sikap resis- 
tensi dari para pemilih, kampanye hitam umumnya dapat dilakukan 
oleh kandidat atau pihak lain karena kekurangan sumber daya yang 
kuat untuk menyerang kandidat lain. Mereka memainkan emosi para 


pemilih agar meninggalkan kandidat atau calon pilihannya. 


Kampanye ilegal 

Kampanye ilegal adalah kampanye yang dilakukan oleh partai atau 
kandidat politik yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan kam- 
panye. Kampanye illegal dilakukan dengan cara terselubung atau di 
luar ketentuan organisasi penyelenggaraan pemilu (KPU). Kampa- 
nye ini sering dituduh sebagai bentuk “curi start” oleh salah satu 
kampanye. Dalam kampanye ilegal biasanya digunakan peraga kam- 
panye yang tidak sah atau bukan berasal dari kebijakan yang ber- 
laku. Dengan demikian, kampanye yang ilegal merupakan sebuah 
kampanye yang melanggar ketentuan hukum. Contohnya adalah 
kampanye Calon Gubernur Provinsi Banten 2012-2017 dalam Pil- 
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kada Banten, yaitu calon Atut-Rano Karno yang sering melakukan 
kampanye terselubung atau ilegal. Kampanye itu dikatakan ilegal 
karena Atut merupakan gubernur yang masih menjabat (incumbent) 
sehingga dalam banyak kegiatan atau momen-momen tertentu yang 
diselipkan materi kampanye, baik secara langsung atau melalui pub- 


likasi yang dilakukan. 


Kondisi yang mendukung sukses tidaknya penyampaian pesan 
(message) tersebut dalam berkampanye, menurut Wilbur Schramm 
dalam The Process and Effects of Mass Communications, adalah: 


1. Pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian. 


2. Pesan dirumuskan melalui lambang-lambang yang mudah dipa- 


hami atau dimengerti oleh komunikan. 
3. Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi dari komunikannya. 


4. Pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi, sesuai dengan 


situasi dan keadaan kondisi dari komunikan. 


Kesimpulan dan Saran 


Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang 
kepada orang lain, baik dengan media sebagai kemasan informasi 
atau melalui transmisi secara simbolis. Informasi menjadi mudah 
dimengerti dan akhirnya memiliki kesamaan persepsi. Politik ada- 
lah segala upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan mem- 


perluas wilayah kekuasaan. 


Komunikasi politik bisa disimpulkan sebagai komunikasi yang 
melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau komu- 
nikasi yang berkaitan dengan kekuasaan, jalannya pemerintahan, dan 
kebijakan pemerintah. Proses komunikasi politik dimaknai sebagai 


proses penyampaian pesan. 


Pesan politik yang berkaitan dengan kekuasaan, jalannya peme- 
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rintahan, dan kebijakan pemerintahan disampaikan oleh faktor-fak- 
tor politik kepada komunikan melalui media atau saluran-saluran 
komunikasi politik sehingga menghasilkan tanggapan atau balasan 
dari komunikan. Bagan bangun komunikasi politik terdiri atas fungsi 
komunikasi politik, proses komunikasi politik, pola-pola komunikasi 


politik, dan faktor yang memengaruhinya. 


Kesimpulan dari bagian ini adalah komunikasi dalam sistem po- 
litik itu penting. Komunikasi itu penting bukan hanya di dalam 
politik tersebut, tetapi juga dari pelaku politik kepada masyarakat 
luas. Satu hal dengan hal lainnya sangatlah berhubungan dan saling 
melengkapi. Dalam politik, jika ingin mendapat respons yang baik, 
segalanya haruslah sempurna, baik komunikatornya, pesannya, ma- 
upun media yang digunakan. Terutama pada komunikator dan pe- 
san politik, keduanya haruslah berkesinambungan. Orang yang tidak 
berkredibilitas dan tidak diketahui asal usulnya tidak bisa menyam- 
paikan pesan politik yang berat dan menjanjikan. Hal tersebut akan 
membuat orang menganggap komunikator tersebut hanya membual. 
Sebaliknya, orang dengan kredibilitas tinggi dan diketahui banyak 
orang tidak bisa membawakan pesan politik yang tidak bermutu dan 
tidak pantas. Hal tersebut akan merusak citranya sebagai politikus. 


BAGIAN 3 
SISTEM DEMOKRASI 


Latar Belakang 


Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat 
dan kratein yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berar- 
ti pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln memberi pengertian lain dari 
demokrasi, “democracy is government of the people by the people and for the 
people”? yang berarti demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, 
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi dipahami bahwa rakyat 
adalah pemilik kekuasaan, sedangkan pemerintah berkuasa karena men- 
dapatkan delegasi kekuasaan dari rakyat. Rakyat menempati posisi yang 
penting dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, dalam menjalankan 
pemerintahan, pemerintah juga harus memperhatikan dan berusaha me- 


wujudkan keinginan rakyat demi kepentingan bersama.” 


Demokrasi menjadi asas pemerintahan yang sangat populer sejak 


selesainya Perang Dunia II, di mana negara-negara yang muncul se- 


?3 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Buku 1 - Bangsa, Negara, Demo- 
krasi, dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 
2015), hlm. 34. Dalam http://sertifikasiguru.uny.ac.id/sites/sertifikasigurul.uny. 
ac.id/files/modul9o20pknY020upload.pdf. 


”4 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Buku 1 - Bangsa, Negara, Demo- 
krasi, dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 
2015), hlm. 34. Dalam http://sertifikasiguru.uny.ac.id/sites/sertifikasigurul.uny. 
ac.id/files/modul9o20pknY020upload.pdf. 
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telah selesainya Perang Dunia II menyatakan bahwa pemerintahan 
negaranya adalah pemerintahan yang demokratis, walaupun kenya- 
taannya tampilan sistem pemerintahan mereka berbeda antara satu 
dengan yang lain.” Perkembangan demokrasi di Indonesia telah 
mengalami pasang surutnya. Selama Indonesia merdeka sampai saat 
ini, masalah pokoknya adalah bagaimana meningkatkan kehidupan 
ekonomi masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, selain 


membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis.” 


Demokrasi merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan se- 
buah negara sebagai upaya menciptakan kedaulatan rakyat atau negara 
yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak 
setara dalam mengambil keputusan yang memberi pengaruh dalam 
hidup mereka. Demokrasi menginginkan warga negara berpartisipasi, 
baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pe- 
ngembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondi- 
si sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik 
kebebasan politik secara bebas dan setara. Hak warga negara untuk 
memilih mengandaikan ketersediaan alternatif di mana pilihan dapat 
dibuat dan sebuah kemampuan untuk melaksanakan hak-haknya se- 
cara rasional dan berpengetahuan luas. Demokrasi adalah nyata jika 


melibatkan partisipasi dari pemilih yang rasional dan berwawasan.” 


Sebagai sebuah kondisi ideal, demokrasi tentu diidamkan oleh ba- 
nyak orang. Namun, upaya menuju demokrasi yang ideal merupakan 
sebuah proses yang tidak mudah. Inilah yang disebut demokratisasi. 
Rakyat, negara, atau warga masyarakat adalah gambaran kenyataan 


yang pluralis. Masyarakat kita terdiri dari bermacam suku, agama, 


? Ibid., hlm. 35. 
2 Ibid., hlm. 42. 


” Brian McNair, An Introduction to Political Communication, (New York: Ro- 
utledge, 2011), hlm. 16. 
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adat, dan budaya. Oleh sebab itu, untuk menjamin persatuan dan 
kesatuan, demokrasi harus ditegakkan. Dalam penegakan prinsip 
demokrasi di Indonesia, hal paling penting adalah sikap menerima 
dan menghargai perbedaan yang ada agar mampu menyatukan per- 
bedaan-perbedaan itu sebagai modal dan kekayaan bersama. Kita di- 
satukan oleh hak, kewajiban, tugas, peran, dan tanggung jawab yang 
sama, yaitu sebagai rakyat atau warga negara. Sebagai warga negara 
Indonesia, kita adalah satu kesatuan dalam membangun dan mewu- 
judkan kejayaan bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila yang kita 
anut sebagai pemerintahan rakyat mengakui persamaan hak dan ke- 
wajiban. Jadi, kita sebagai warga negara adalah sama dalam perbe- 
daan dan berbeda dalam persamaan”. Dalam kerangka pemahaman 
dan kesadaran tentang kekuasaan rakyat, terdapat pembatasan terha- 
dap kekuasaan pemerintah sehingga pemerintah tidak dapat berlaku 
sewenang-wenang, yang tercermin dalam undang-undang dasar atau 
konstitusi. Oleh karena itu, negara yang berdemokrasi memiliki un- 


dang-undang dasar atau konstitusi. 


Mengingat pentingnya demokrasi sebagai salah satu alat pemer- 
satu bangsa Indonesia dan pentingnya keberadaan sistem demokrasi 
terutama bagi generasi muda, tulisan ini dibuat untuk mengenal le- 
bih dalam sistem demokrasi di Indonesia, terutama perkembangan 


dan keistimewaan yang ada di dalamnya. 


1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, masalah dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Mengapa sistem demokrasi dipilih sebagai asas sistem pemerintah- 


an di Indonesia? 


8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., hlm. 45. 
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2. Bagaimana dampak sistem demokrasi terhadap aspek sosial, aspek 


ekonomi, dan aspek budaya masyarakat Indonesia? 


Tujuan Penulisan 


Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan adalah seba- 


gai berikut: 


1. Mengetahui alasan di balik pemilihan sistem demokrasi sebagai 


asas sistem pemerintahan di Indonesia. 


2. Mengetahui pengaruh sistem demokrasi terhadap aspek sosial, as- 


pek ekonomi, dan aspek budaya masyarakat Indonesia. 


Manfaat Penulisan 


Manfaat untuk pembaca 
1. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan pembaca. 


2. Menumbuhkan rasa ketertarikan terhadap sistem pemerintahan 


Indonesia, yaitu sistem demokrasi Indonesia. 
3. Menambah wawasan mengenai sistem demokrasi Indonesia. 


4. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengertian terhadap 


sistem demokrasi, terutama di Indonesia. 


Manfaat untuk penulis 
1. Melatih kemampuan dalam membuat karya tulis dengan benar. 
2. Menambah wawasan mengenai sistem pemerintahan Indonesia. 


3. Membentuk generasi mahasiswa kedoktoran yang sadar dan 


mengerti akan sistem politik di Indonesia. 


PEMBAHASAN 


Pengertian Demokrasi 


Secara etimologis, arti kata demokrasi adalah pemerintahan rakyat 
yang berasal dari kata Yunani “demos” (rakyat) dan “kratos” (peme- 
rintahan). Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan yang 
memosisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga 
rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan kepu- 
tusan. Menurut International Commision of Jurists, demokrasi adalah 
suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi 
di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wa- 
kil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. 
Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin 
kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, mene- 
gakkan rule of law, adanya pemerintahan yang menghormati hak-hak 
kelompok minoritas, dan masyarakat memberi peluang yang sama 


untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 

Pengertian demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut: 
» Abraham Lincoln 

Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. 
» Charles Costello 


Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri de- 
ngan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan 


kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. 
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» Koentjoro Poerbopranoto 


Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh 
rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikutsertakan 


dalam pemerintahan negara. 
» Alamudi 


Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang ke- 
bebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur 
yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku se- 
hingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebas- 


an. 


Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah suatu 
sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang mem- 
berikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, 
baik penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Dalam nega- 
ra demokrasi, kata demokrasi pada hakikatnya mengandung makna 
(Mas oed, 1997) partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan politik ya- 
itu: 

1. Penduduk ikut pemilu, 

2. Penduduk hadir dalam rapat selama lima tahun terakhir, 
3. Penduduk ikut kampanye pemilu, 

4. Penduduk jadi anggota parpol dan ormas, 

5 


. Penduduk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah. 


Perwujudan sistem demokrasi pada masing-masing negara dapat 
berbeda-beda tergantung dari kondisi dan situasi dari negara yang 


bersangkutan. 
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Ciri-ciri dan Prinsip Demokrasi 


Ciri-ciri Demokrasi 


1. G. Bingham Powell Jr. mengemukakan lima kriteria terwujudnya 


demokrasi, yaitu: 


a. 


Pemerintah mengklaim dirinya mewakili hasrat para warga ne- 


gara. 


. Klaim tersebut berdasarkan pada pemilihan kompetitif secara 


berkala antara calon alternatif. 


. Kebanyakan orang dewasa dapat ikut serta, baik sebagai pemi- 


lih maupun sebagai calon untuk dipilih. 


. Pemilihan dilakukan secara bebas. 


. Para warga negara memiliki kebebasan-kebebasan dasar, yaitu 


kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, 


kebebasan berorganisasi, serta membentuk partai politik. 


2. Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi memiliki tujuh ciri 
hakiki, yaitu: 


a: 
b. 
€: 


d: 


e. 


£ 


. 


Pejabat yang dipilih 

Pemilihan yang bebas dan adil 

Hak pilih yang mencakup semua 

Hak untuk menjadi calon suatu jabatan 

Kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tertulis 
Informasi alternatif 


Kebebasan membentuk asosiasi 


3. Afan Gaffar menyebutkan lima ciri pokok demokrasi, yaitu: 


a. Akuntabilitas 


b. 


Rotasi kekuasaan 
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c. Rekruitmen politik yang terbuka 
d. Pemilihan umum 
e. Menikmati hak-hak dasar 


. Miriam Budiarjo menegaskan bahwa “demokrasi konstitusional” 


terdiri atas: 

a. Perlindungan konstitusional 

b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 

c. Pemilihan umum yang bebas 

d. Kebebasan menyatakan pendapat 

e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi 

f. Pendidikan kewarganegaraan 

g. Kebijakan politik ditetapkan atas dasar kehendak mayoritas 


Ciri-ciri tersebut dapat tercapai melalui struktur institusional yang 


memuat unsur-unsur sebagai berikut. 

a. Pemerintahan yang bertanggung jawab. 

b. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. 
c. Adanya beberapa partai politik. 

d. Pers/media yang bebas. 

e. Sistem peradilan yang bebas. 

f. Menjamin hak-hak asasi. 


. Benhard Sutor menyebutkan bahwa demokrasi memiliki tanda- 
tanda empiris, yaitu jaminan terhadap hak-hak untuk mengeluar- 
kan pendapat, memperoleh informasi, kebebasan pers, berserikat 
dan berkoalisi, berkumpul dan berdemonstrasi, mendirikan par- 
tai-partai, beroposisi, pemilihan yang bebas, serta memilih para 


wakil untuk waktu yang terbatas. 
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6. Reinholf Zippelius menegaskan bahwa pemilihan umum harus se- 
cara efektif menentukan siapa-siapa yang memimpin negara, arah 
kebijakan apa yang mereka ambil, serta dalam demokrasi penda- 


pat umum memainkan peranan penting. 


7. Jack Lively menyebutkan tiga kriteria kadar demokrasi sebuah ne- 


gara, di antaranya: 
a. Keterlibatan dalam proses-proses pengambilan keputusan 


b. Sejauh mana keputusan pemerintah berada di bawah kontrol 


masyarakat 


c. Sejauh mana warga negara bisa terlibat dalam administrasi 


umum 


Prinsip Demokrasi 


Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi 
yang kemudian dikenal sebagai “soko guru demokrasi”. Menurutnya, 


prinsip-prinsip demokrasi adalah: 

1. Kedaulatan rakyat 
. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah 
. Kekuasaan mayoritas 
. Hak-hak minoritas 


. Jaminan hak asasi manusia 


2 
3 
4 
5 
6. Pemilihan yang bebas dan jujur 
7. Persamaan di depan hukum 

8. Proses hukum yang wajar 

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional 


10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik 


11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. 
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Sejarah Demokrasi di Indonesia 


Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Ne- 
gara Indonesia melalui UUD 1945 (yang disahkan pada 18 Agustus 
1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, di mana kedaulat- 
an (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan 
demikian, berarti NKRI tergolong sebagai negara yang menganut pa- 


ham Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy). 


Sebagian besar para pendiri Negara Indonesia yang duduk di 
BPUPKI tersebut, mempunyai pengalaman pendidikan demokra- 
si negara barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-nega- 
ra Eropa Barat (khususnya Belanda) maupun mengikutinya melalui 
pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan 
oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa da- 
sawarsa sebelumnya. Dengan demikian, mereka telah cukup akrab 
dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa 
Barat dan Amerika Serikat. Selain itu, pada Agustus 1945, negara- 
negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Pe- 


rang Dunia II. 


Di dalam praktik kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemer- 
dekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi yang dijalankan 
di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang 


saling berbeda satu dengan lainnya. 


Pelaksanaan demokrasi di Indonesia 


Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa perio- 
desasi yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa Revolusi, Orde Lama, 
masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan masa Reformasi sampai 


sekarang. 
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1. Pelaksanaan demokrasi pada masa Revolusi (1945-1950). 


Pada 1945-1950, Indonesia masih berjuang melawan Belanda 
yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan de- 
mokrasi belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena 
masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih ter- 
dapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat dari Pasal 4 Aturan 
Peralihan UUD 1945 yang berbunyi “Sebelum MPR, DPR, dan 
DPA dibentuk, menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan 
oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP”. Untuk menghindari 
kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, peme- 


rintah mengeluarkan: 


» Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, 
KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. 


»« Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang 
Pembentukan Partai Politik. 


» Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang 
perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlemen- 


ter. 
2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama 
a. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) 


Kondisi ini ditunjukkan adanya kabinet parlementer yang di- 
pimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Terjadi penggunaan 
konstitusi Republik Indonesia dalam UUDS, di mana prinsip 
yang dipakai adalah suara mayoritas yang berbeda dengan pe- 
nekanan musyawarah mufakat yang terdapat dalam Demokra- 
si Pancasila. Pada masa Demokrasi Liberal yang parlementer, 
presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala 
negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini 
peranan parlemen sehingga akuntabilitas politik sangat tinggi 


dan partai-partai politik berkembang dengan signifikan. Mes- 
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kipun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal 


karena: 
» Dominannya partai politik 
» Landasan sosial ekonomi yang masih lemah 


» Tidak mempunyai konstintuante bersidang untuk meng- 


ganti UUDS 1950 


Atas dasar kegagalan itu, Presiden mengeluarkan Dekrit Presi- 


den 5 Juli 1959: 

# Bubarkan konstituante 

» Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950 
“ Pembentukan MPRS dan DPAS 


b. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) 


Pengertian Demokrasi Terpimpin menurut TAP MPRS 
No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 
yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong 
royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif 
revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri: 

1. Dominasi Presiden 


2. Terbatasnya peran partai politik 


3. Berkembangnya pengaruh PKI 


Penyimpangan masa Demokrasi Terpimpin antara lain: 


Is 


2 


Mengaburnya sistem kepartaian dan pemimpin partai banyak 
yang dipenjarakan 

Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh 
presiden, lalu presiden membentuk DPRGR. 
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3. Jaminan HAM lemah 
4. Terjadi sentralisasi kekuasaan 


5. Terbatasnya peranan pers 


6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok 


Timur) 


Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 
1965 oleh PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin, lahirnya 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia kembali pada UUD 
1945, namun lahir gagasan Demokrasi Terpimpin yang inti- 
nya tidak boleh melakukan pemungutan suara dan jika terjadi 
perbedaan pendapat yang tidak mungkin dicari pemenanga- 
nya, diserahkan kepada presiden. Hal ini menunjukan kecen- 
derungan sistem pemerintahan ke arah otoriter, di mana pre- 
siden merupakan seorang yang memiliki kuasa penuh untuk 


mengambil keputusan. 


3. Pelaksanaan Demokrasi Orde Baru (1966-1998) 


Pelaksanaan Demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Su- 
rat Perintah 11 Maret 1966 yang berisi Orde Baru bertekad akan 
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konse- 
kuen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pem- 
bangunan di segala bidang melalui Pelita I, II, HI, IV, V dan Pe- 
milihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 


Meskipun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru 
ini dianggap gagal karena: 
1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada 


2. Rekrutmen politik yang tertutup 
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3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis 
4. Pengakuan HAM yang terbatas 
5. Tumbuhnya KKN yang merajalela 
Sebab jatuhnya Orde Baru: 
» Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi) 
» Terjadinya krisis politik 
» TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru 


» Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presi- 


den Soeharto untuk turun jadi Presiden 


» Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 sampai 


sekarang. 


Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan keku- 
asaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada 
21 Mei 1998. 


4. Pelaksanaan Demokrasi Era Reformasi (1998—sekarang) 


Demokrasi yang dikembangkan pada masa Reformasi didasar- 
kan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan penyempurnaan pe- 
laksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demo- 
kratis. Demokrasi ini dilaksanakan dengan meningkatkan peran 
lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegas- 
kan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada 
prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara 
lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuk- 
nya DPR dan MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presi- 
den dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga ting- 


gi yang lain. 
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Masa Reformasi berusaha membangun kembali kehidupan 


yang demokratis, antara lain: 


» Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang po- 
kok-pokok reformasi 


» Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR 


tentang Referandum 


» Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan ne- 
gara yang bebas dari KKN 


» Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa 
Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI 


» Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV 


Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan 
umum sebanyak dua kali, yaitu pada 1999 dan 2004. Sistem 
demokrasi yang sedang berjalan sekarang disebut juga dengan 


sistem Demokrasi Pancasila. 


Demokrasi Pancasila 


Pengertian Demokrasi Pancasila 
Demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: 


1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekelu- 
argaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan 
rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, ber- 
dasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepri- 


badian Indonesia, dan berkesinambungan. 


2. Dalam Demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dila- 


kukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. 


3. Dalam Demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat 


mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. 


74 


. Dalam Demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi 


dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai 
oleh semangat kekeluargaan sehingga tidak ada dominasi mayori- 


tas atau minoritas. 


Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila: 


1. 


Pemerintahan berdasarkan hukum dalam penjelasan UUD 1945 
dikatakan: 


a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechrsstaat) dan 


tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) 


b. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) 


yang tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas) 
c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. 


Perlindungan terhadap hak asasi manusia, 


3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, 


Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) 
merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contohnya Presiden, 
BPK, DPR, DPA atau lainnya. 


Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfung- 


si untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 
Pelaksanaan pemilihan umum. 


Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 
MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945), yang berbunyi Kedaulatan ada 
di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Per- 


musyawaratan Rakyat 


. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 


9. 
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Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral ke- 
pada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun 


orang lain. 


10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 


Ciri-ciri Demokrasi Pancasila 


Dalam buku Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganega- 


raan, Idris Israil (2005:52—53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi In- 


donesia sebagai berikut: 


I3 
2 
3 


DAN TA SAN 1 


8. 
3. 


Kedaulatan ada di tangan rakyat. 
Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong. 


Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk menca- 


pai mufakat. 

Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. 
Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. 
Menghargai hak asasi manusia. 


Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan 
dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki 
adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua 
pihak. 

Tidak menganut sistem monopartai. 


Pemilu dilaksanakan secara luber. 


10. Mengandung sistem mengambang. 


11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. 


12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. 
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Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila 


Landasan formal dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasi- 
la, UUD 45, serta Ketetapan-ketetapan MPR. Sementara itu, sistem 
pemerintahan Demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang 
terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh 
sendi pokok, yaitu: 


1. Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Hukum 


Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechsstaat), tidak berdasar- 
kan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Hal ini mengandung arti 
bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya 
dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hu- 
kum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga ne- 


gara harus tercermin di dalamnya. 
2. Indonesia Menganut Sistem Konstitusional 


Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan 
tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). 
Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah 
dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ke- 
tentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum 
lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR 
dan Undang-undang. 


3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 


MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti 
telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 memiliki arti 
bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan di- 
lakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah 
lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indo- 
nesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, MPR 
mempunyai tugas pokok, yaitu: 

a. Menetapkan UUD 

b. Menetapkan GBHN 


c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden 
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Wewenang MPR, yaitu: 


a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh 
lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksa- 


naannya ditugaskan kepada presiden. 


b. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai 


pelaksanaan GBHN. 


c. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presi- 


den dan wakil presiden. 


d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa 
jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh me- 


langgar haluan negara dan UUD 1945. 
e. Mengubah undang-undang. 


Presiden 


Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah Ma- 
jelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain diangkat oleh majelis, 
presiden juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. 
Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan- 
putusan MPR. 


1. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR meng- 


awasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang 
oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pem- 
bentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan 
undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. 
Hak DPR di bidang legislatif ialah hak inisiatif, hak amandemen, 
dan hak budget. 
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Hak DPR di bidang pengawasan meliputi: 
a. Hak Tanya/bertanya kepada pemerintah. 


b. Hak Interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan ke- 


pada pemerintah. 
c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah. 
d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal. 


e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerin- 


tah. 


2. Menteri Negara 


Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak 
bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang 
untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Men- 
teri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada 
presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet Indone- 
sia adalah kabinet kepresidenan/presidensial. Kedudukan Menteri 
Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan 
pegawai tinggi biasa. Menteri ini menjalankan kekuasaan peme- 


rintah dan dalam praktiknya berada di bawah koordinasi presiden. 


3. Kekuasaan Kepala Negara Terbatas 
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia 


bukan diktator, artinya kekuasaan terbatas. Ia harus memperha- 
tikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat ka- 
rena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota 
DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan 


presiden. 
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Fungsi Demokrasi Pancasila 
Adapun fungsi Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: 


1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernega- 


ra. 


Contohnya: Ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pem- 


bangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawarat- 


an, dll. 
2. Menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan RI. 


3. Menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan RI yang mengguna- 


kan sistem konstitusional. 
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. 


5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang 


antarlembaga negara. 


6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. 


Nilai-nilai yang Terkandung dalam Demokrasi Pancasila 


Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila, 


antara lain: 
1. Rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 


2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat 


dan martabat manusia. 
3. Menjamin dan mempersatukan bangsa. 
4. Dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. 


Keterkaitan Demokrasi Pancasila dengan empat nilai moral terse- 


but dapat dikaji dalam uraian berikut: 


1. Demokrasi Pancasila dibimbing oleh adanya pengakuan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa yang terwujud dalam kesadaran keagama- 
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an yang tinggi dan mempunyai beberapa konsekuensi sebagai ber- 


ikut. 


a. Menolak pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateis- 


me) dalam kehidupan bernegara. 
b. Menolak adanya propaganda antiagama. 
c. Pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehi- 


dupan bernegara harus diwujudkan melalui budi pekerti dan 
sikap kemanusiaan yang luhur dan menjunjung tinggi toleransi 


dalam kehidupan beragama. 
2. Jika dikaitkan dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 


kerakyatan dalam Demokrasi Pancasila memandang manusia se- 
bagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kesadaran 
keagamaan dan kesadaran akan norma-norma, khususnya norma 
keadilan. Jadi, kerakyatan yang diintegrasikan dengan kemanusi- 
aan yang adil berarti menghendaki terwujudnya norma keadilan 


dalam kehidupan bernegara. 


3. Dikaitkan dengan sila Persatuan Indonesia, Demokrasi Pancasila 
menghendaki integrasi (penyatuan) seluruh bangsa dan tumpah 
darah Indonesia. Di samping itu, hal ini juga menuntut adanya 
identitas nasional sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, memiliki 
kepribadian nasional dalam pergaulan antarbangsa, serta mengu- 
payakan stabilitas yang mantap sebagai syarat mutlak bagi pemba- 


ngunan bangsa dan negara. 


Dampak Demokrasi terhadap Ekonomi 


Pertumbuhan ekonomi sebuah negara dipengaruhi oleh banyak va- 
riabel determinan seperti modal sosial, modal manusia, dan kualitas 
pemerintahan yang ikut berkontribusi pada pertumbuhan. Robert 
Barro (1996) menyimpulkan: the established links between democracy 
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and growth are a result of the connections between democracy and other 
determinanis of growth such as human capital and social capital, as the 
relationship is mediated by the guality of government. 


Beragam variabel determinan tersebut hanya dapat berpengaruh 
langsung bila didukung oleh sistem demokrasi. Sistem demokrasi 
dapat berguna untuk menata struktur pemerintahan sehingga dapat 
beroperasi dengan baik dan membuka ruang yang kondusif bagi ak- 


tivitas perekonomian. 


Sistem demokrasi mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap 
total faktor productivity (TFP) dan pertumbuhan GDP per kapita 
sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pemerintahan. 


Studi oleh Rivera-Batiz menjadi bukti empiris yang diambil dari 
hampir semua kawasan: Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa, dan 
Amerika Utara. Studi ini membuat perbandingan di 65 negara yang 
mencakup negara maju dengan sistem demokrasi dan negara ber- 
kembang dengan sistem otoriter. Survei ini menggunakan indeks 
penilaian berskala 0 (full autocracy) sampai 1 (full democracy) untuk 
mengukur kualitas pemerintahan yang dihubungkan dengan TFP 
dan pertumbuhan GDP per kapita. Variabel-variabel yang diteliti 
antara lain mencakup: (i) stabilitas politik, (ii) kesenjangan dan keti- 
dakmerataan pendapatan, (iii) modal manusia, (iv) tingkat investasi, 
(v) keterbukaan perdagangan, (vi) log initial income, dan (vii) belanja 
publik/pengeluaran pemerintah. 

Hasil survei dengan jelas menunjukkan bahwa negara-negara in- 
dustri maju dengan sistem demokrasi yang mapan memiliki indeks 
paling tinggi seperti Swiss (1,00), Amerika (0,97), dan Kanada (0,96). 

Adapun negara sedang berkembang umumnya otoriter dengan kua- 
litas pemerintahan rendah memiliki indeks rendah pula seperti Myan- 
mar (0,184), Sudan (0,167), Somalia (0,160), dan Zaire (0,113). 

Freedom House juga melakukan survei serupa dengan indikator 


kurang lebih sama dengan skala penilaian 0 sampai 7 dan mempero- 
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leh hasil yang sama pula. Negara-negara industri maju dengan sistem 
demokrasi mendapat indeks paling tinggi: Jerman, Prancis, dan Ka- 


nada masing-masing dengan skor 7,0. 


Demikian pula negara berkembang yang menganut sistem demo- 
krasi mendapatkan skor tinggi seperti Kosta Rika (7,0), Barbados 
(7,0), Venezuela (6,3), dan Bostwana (5,9). Adapun negara sedang 
berkembang yang menerapkan sistem politik nondemokrasi seperti 
Afrika Tengah, Somalia, dan Mali berindeks rendah, masing-masing 
dengan skor 1,0. 


Pengalaman negara-negara barat menunjukkan bahwa sistem de- 
mokrasi mampu menjadi signifikan sebagai basis untuk mencapai 
kemajuan ekonomi yang membawa implikasi langsung pada pe- 
ningkatan kesejahteraan sosial. Data-data pada negara-negara Barat 
menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi berjalan paralel dengan 
kemapanan sistem demokrasi negara bersangkutan. Pada perjalanan 
penerapan sistem demokrasi di Indonesia terdapat fenomena yang 
ganjil. Sistem demokrasi yang berhasil dibangun selama lebih dari 
satu dasawarsa ternyata belum membawa dampak signifikan pada ke- 


majuan ekonomi. 


Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, variabel yang menen- 
tukan pertumbuhan ekonomi meliputi modal sosial, modal manu- 
sia, dan kualitas pemerintahan. Dengan kualitas pemerintahan yang 
baik, pemerintah dapat membuat kebijakan publik untuk memfasili- 
tasi percepatan pertumbuhan, memperluas pasar, dan meningkatkan 


ekspansi ekonomi. 


Oleh karena itu, sistem demokrasi harus diarahkan ke tata kelola 
pemerintahan yang baik. Sistem demokrasi harus dapat melahirkan 
pemerintahan yang bersih, mencegah praktik korupsi di kalangan pe- 
jabat negara dan aparatus birokrasi, serta meningkatkan mutu pela- 


yanan publik. 
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Sistem politik Indonesia memang merujuk pada sistem demokrasi 
modern. Semua kelembagaan politik yang menjadi pilar utama de- 
mokrasi telah tersedia dan terbangun dengan baik, bahkan presiden 
dan anggota parlemen pun dipilih langsung oleh rakyat. 


Namun, pemerintahan demokratis tak didukung oleh institu- 
si publik-organis yang bersih (birokrasi, aparat kepolisian, institusi 
peradilan). Lembaga parlemen yang sangat vital dalam proses peru- 
musan kebijakan publik justru menjadi salah satu pusat terjadinya 
korupsi sehingga mengakibatkan sulitnya membangun tata kelola pe- 


merintahan yang baik. 


Dalam hal ini, sistem demokrasi di Indonesia tidak menyumbang 
secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi karena terhalang oleh 
praktik korupsi berjenjang dan berkelanjutan sehingga tidak mampu 
menciptakan iklim kondusif bagi aktivitas bisnis, investasi, serta per- 


tukaran dan lalu lintas modal domestik maupun asing. 


Dampak Demokrasi terhadap Sosial Budaya 


Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Sesuai dengan sem- 
boyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yaitu berbeda-beda tetapi satu, In- 
donesia memiliki banyak budaya. Ini bukan berarti keberagaman itu 
dapat memecah belah bangsa Indonesia. Walaupun setiap rakyatnya 
memiliki budaya yang beragam, tetapi dalam sistem demokrasi seti- 
ap orang dianggap sama ketika memberikan aspirasi ke pemerintah, 
menggunakan hukum, dan lain sebagainya. Demokrasi membawa 
budaya yang sangat baik bagi kita. Mengakui kekalahan dan mendu- 
kung yang menang merupakan salah satu budaya demokrasi. Banyak 
hal yang dipengaruhi oleh demokrasi, seperti halnya rapat dalam me- 
rumuskan peraturan desa dan lain sebagainya yang dilakukan dengan 


demokratis. 


KESIMPULAN DAN SARAN 


Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari 
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, rakyat mempu- 
nyai peran yang penting dalam sistem demokrasi. Demokrasi meru- 
pakan salah satu bentuk sistem pemerintahan sebuah negara sebagai 
upaya menciptakan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan 
oleh pemerintah. Demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat, ber- 
negara, serta menjalankan pemerintahan yang memberikan penekan- 
an pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik penyelenggara- 


an negara maupun pemerintahan. 


Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi sejak Demokrasi 
Masa Revolusi (1945-1950), Demokrasi Liberal (1950-1959), De- 
mokrasi Terpimpin (1959-1966), Demokrasi Orde Baru (1966— 
1998), serta pelaksanaan Demokrasi Era Reformasi (1998—sekarang). 


Terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem demokrasi di In- 
donesia disebabkan oleh adanya kelemahan dari sistem demokrasi itu 
sendiri. Pada masa Revolusi, Indonesia masih dalam perjuangan un- 
tuk mendapatkan kedaulatannya dari Belanda sehingga sistem demo- 


krasi yang dibentuk belum berjalan dengan baik. 
Pada pelaksanaan Demokrasi Orde Lama yang dikenal dengan sis- 


tem Demokrasi Liberal yang parlemen, peranan parlemen dan akun- 
tabilitas politik sangat tinggi disertai dengan berkembangnya partai- 
partai politik. Sistem demokrasi ini dianggap gagal karena adanya 


beberapa hal, antara lain: dominannya dari partai politik, landasan 
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sosial ekonomi yang masih lemah, serta tidak mampunya konstituan- 


te bersidang untuk mengganti UUDS 1950. 


Pada masa Demokrasi Terpimpin, terjadi beberapa penyimpang- 
an antara lain, mengaburnya sistem kepartaian, peranan parlemen 
yang lemah, jaminan HAM yang lemah, adanya sentralisasi kekuasa- 
an, terbatasnya peranan pers, serta kebijakan politik luar negeri yang 


memihak ke RRC. 


Kelemahan-kelemahan pun juga terjadi pada sistem demokra- 
si pada masa Orde Baru sehingga sistem demokrasi pada masa ini 
dianggap gagal karena rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrut- 
men politik yang tertutup, pemilu yang tidak demokratis, pengakuan 
HAM yang terbatas, serta tumbuhnya KKN. 


Sistem demokrasi yang kita anut sekarang adalah sistem Demo- 
krasi Pancasila yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. De- 
mokrasi Pancasila ini memiliki perbedaan dengan sistem demokrasi 
di masa Orde Baru, namun memiliki kesamaan dengan demokrasi 
parlementer. Akan tetapi, Demokrasi Pancasila ini dinilai lebih de- 
mokratis dibandingkan sistem demokrasi yang telah dijalankan se- 
belumnya. Perbedaan sistem Demokrasi Reformasi dengan sistem 


demokrasi sebelumnya adalah: 

“ Pemilu yang dilaksanakan pada 1999-2004 dinilai jauh lebih 
demokratis dibanding yang sebelumnya. 

» Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat 
sampai pada tingkat desa. 

» Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan dilakukan secara 
terbuka. 


» HAM bisa terjamin. 


Jadi, sistem demokrasi dipilih sebagai sistem pemerintahan di In- 
donesia karena sistem demokrasi merupakan sebuah sistem pemerin- 


tahan di mana pengambilan kekuasaan tertinggi ada di tangan rak- 
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yat sehingga rakyat sendiri juga memiliki peran yang tinggi untuk 
berkembangnya negara Indonesia. Selain itu, Demokrasi Pancasila 
dianggap paling cocok sampai saat ini karena Demokrasi Pancasila 
berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. 


Perwujudan Demokrasi Pancasila dapat dilihat dalam bidang 


politik, ekonomi, dan sosial. 
a) Dalam Bidang Politik 


Karena Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi tidak langsung 
atau demokrasi perwakilan, kebijakan dijalankan oleh para wakil rak- 
yat untuk menetapkan berbagai kebijakan pemerintahan dalam ben- 


tuk peraturan perundangan. 


Dalam melakukan tugasnya, para wakil rakyat harus mampu me- 
mikirkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan aneka ragam 
kepentingan rakyat agar keputusan-keputusan yang diambilnya be- 
nar-benar mencerrninkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan be- 


nar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. 


Tentu tidak hanya wakil rakyat yang harus menjalankan kebijak- 
sanaan dalam melaksanakan tugasnya. Semua penyelenggara negara 
(para penegak hukum, presiden, wakil presiden, para menteri, para 
anggota DPR, para anggota BPK, dan seluruh aparat pemerintahan 
lain, baik di pusat maupun di daerah) wajib menjalankan tugasnya 


dengan benar. 


b) Dalam Bidang Ekonomi 
Pancasila dan UUD 1945 menggariskan dua prinsip pokok demokra- 


si ekonomi, yaitu: 


1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar semangat 


kekeluargaan. 


2. Segala hal yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikua- 
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sai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemak- 


muran rakyat. 


Dua prinsip pokok ini menunjukkan bahwa kemakmuran seluruh 
rakyat harus menjadi tujuan utama pelaksanaan Demokrasi Pancasila 
dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seo- 
rang pun menguasai bidang-bidang ekonomi yang menguasai hajat 
(kepentingan) orang banyak. Pemerataan kesempatan-kesempatan 
ekonomis dan kesejahteraan bagi setiap warga bangsa ini sangat per- 
lu untuk dibuat. Semua itu hanya bisa dicapai apabila semua pihak 
menggunakan kebijaksanaan sebagai pedoman dalam bersikap mau- 


pun berkiprah di perekonomian bangsa dan dan negara Indonesia. 


b) Dalam Bidang Sosial 


Dalam kehidupan bermasyarakat, Demokrasi Pancasila menggaris- 
kan “hikmat kebijaksanaan” sebagai penuntut hubungan antarma- 
nusia Indonesia dengan bangsa lain. Dengan demikian, bukan hanya 
wakil rakyat atau pejabat/aparat pemerintah yang dituntut untuk se- 
lalu mengunakan hikmat kebijaksanaan dalam mengurus kepenting- 
an bersama. Seluruh bangsa Indonesia, baik anak dan orangtua dalam 
keluarga, warga dan pengurus RT dan RW, murid, guru, kepala seko- 
lah, dan warga sekolah lainnya di sekolah, maupun kemasyarakatan, 
partai politik, instansi pemerintah, perusahaan, Dewan Perwakilan 
Rakyat, dituntut untuk menjalankan hidupnya atas dasar hikmat ke- 


bijaksanaan. 


Jadi, sistem Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi 
yang sampai saat ini diterima oleh masyarakat luas di Indonesia dan 
juga berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Sistem demo- 
krasi perlu dipertahankan karena sistem demokrasi ini bersifat demo- 
kratis, tidak seperti sistem demokrasi lainnya yang pernah diterapkan 


di Indonesia. 


BAGIAN 4 
KOMUNIKASI POLITIK DALAM 
SISTEM DEMOKRASI 


Komunikasi politik hadir sebagai perpaduan antara ilmu komunika- 
si dan ilmu politik. Menurut Lesmana (2005:2), komunikasi politik 
merupakan segala bentuk komunikasi yang mengenali, mempertim- 
bangkan, dan menerapkan suatu relasi kekuasaan.” Menurut Brian 
McNair, komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang memiliki 
tujuan untuk membahas mengenai politik. Komunikasi politik ini 
tidak hanya berupa pernyataan secara verbal maupun tertulis, namun 
juga berupa gambaran yang representatif seperti suatu logo. Hal ini 
berarti bahwa komunikasi politik mengandung suatu identitas poli- 
tik? 

Komunikasi politik terdiri atas pelaku politik dan pesan-pesan po- 
litik, yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan 
pemerintah. Dalam praktiknya, komunikasi politik telah diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari sebab tidak ada orang yang tidak berko- 
munikasi. Terkadang isi dari komunikasi politik secara tidak langsung 
telah menjadi pokok bahasan di antara proses komunikasi yang ada. 


Banyak orang seperti mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, 


2? Tjipta Lesmana, “Komunikasi Politik: Beberapa Konsep Dasar”. Makalah. 
(Lemhamnas, 2005), hlm. 2. 
0 Brian McNair. An Introduction to Political Communication (London: Rout- 


ledge, 2003), hlm. 24. 
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dan sebagainya telah melakukan komunikasi politik tanpa aksi politik 
yang nyata. Contoh komunikasi politik adalah orang awam yang ber- 
komentar mengenai kenaikan harga BBM yang telah melalui proses 
komunikasi politik, yaitu mendapat persetujuan dari DPR.S' 


Demokrasi adalah bentuk/sistem pemerintahan suatu negara un- 
tuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh 
pemerintah negara. Dengan kata lain, demokrasi berasal dari rakyat, 
oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Demokrasi dirancang sebagai per- 
tanggungjawaban politik kepada rakyat. Konsep demokrasi menjadi 
sebuah kata kunci dalam ilmu politik karena merupakan sebuah in- 
dikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi mempunyai 
peranan penting dalam pembagian kekuasaan dalam suatu negara 
(berdasarkan prinsip trias politica: eksekutif, yudikatif, dan legislatif 
yang ketiganya memiliki kedudukan yang sejajar) yang diperoleh dari 
rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Prinsip trias politica merupa- 
kan salah satu pilar demokrasi untuk membentuk masyarakat yang 


adil dan beradab, serta menjunjung hak asasi manusia. 


Salah satu negara demokrasi adalah Indonesia. Indonesia telah 
memilih demokrasi sebagai sistem politiknya karena hanya dengan 
demokrasi, “Bhinneka tunggal ika” bisa diwujudkan demi pemba- 
ngunan rakyat dan bangsa Indonesia. Indonesia telah mengalami be- 
berapa pergantian sistem demokrasi, hingga kini sistem demokrasi 


Indonesia adalah Pancasila.? 


Demokrasi merupakan pemerintahan yang sah jika berhasil meng- 
ikutsertakan rakyat dalam proses sistem politik yang dapat dilihat dari 


S1 Asep Syamsul M. Romli. Komunikasi Politik: Pendekatan Teori dan Praktik (Ja- 
karta: Romelteamedia,2014), hlm. 7. 


2 Idham Holik. 2005. “Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia: dari 
Konsolidasi Menuju Pematangan”. Jurnal MADANI 2:56 


8 Ibid. 
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perkembangan media massa, termasuk di dalamnya suatu massa komu- 
nikasi politik.“ Komunikasi politik dan demokrasi merupakan dua hal 
yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada de- 
mokrasi tanpa kebebasan komunikasi politik. Di Indonesia, kebebasan 
komunikasi politik dan demokrasi telah lahir sejak Reformasi Politik 
1998.5' Selain itu, adanya persaingan antara pelaku komunikasi politik, 
pihak elite (penguasa), atau publik (yang dikuasai) membuat komuni- 
kasi politik memiliki peranan sangat penting dalam sistem demokrasi. 
Pelaku komunikasi politik terus bersaing atas kepentingannya untuk 


memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaannya.” 


Komunikasi politik dalam sistem politik memiliki fungsi untuk 
mengolah keputusan-keputusan politik yang berasal dari berbagai aspi- 
rasi dan kepentingan untuk dipertimbangkan menjadi produk kebijak- 
an publik. Hal ini terlihat saat perdebatan kepentingan suprastruktur 
politik (pihak elite) dalam pengambilan keputusan untuk menghasil- 
kan kebijakan publik. Kebijakan publik kemudian diserahkan kepada 
infrastuktur politik, yaitu kesatuan kekuatan massa. Dalam sistem po- 
litik terbuka, seperti Indonesia, pihak mana pun bisa saling berkompe- 
tisi untuk memperkuat pengaruh. Selain itu, komunikasi politik juga 
terlihat saat kampanye, di mana pihak elite (di suprastruktur politik) 
berusaha memengaruhi publik untuk mendukungnya dengan strategi 
kampanye yang diperkuat dengan media massa. Dengan demikian, ko- 
munikasi politik berdasarkan seorang pribadi yang ingin memengaruhi 
dan strategi kampanye dalam media massa. Hal ini umumnya terlihat 
saat adanya pemilihan umum (pemilu) legislatif, pemilihan presiden 


(pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada). 


S$ Brian McNair. op. cit., hlm. 205. 
S Idham Holik. op. cit, hlm. 70. 


& Adhi Iman Sulaiman. 2013. “Komunikasi Politik dalam Demokratisasi” . Jurnal 
FISIP 11(2):120. 


9 Ibid. 
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Pemilihan umum merupakan syarat utama sistem politik demo- 
kratis. Sebagai negara demokratis yang besar, pemilu oleh rakyat me- 
rupakan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara 
yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu me- 
rupakan bentuk komunikasi politik dua arah antara kandidat politik 
dan partai yang menawarkan program politik untuk pemerintahan ke 
depannya dengan rakyat. Partisipasi politik (rakyat) saat pemilu me- 


rupakan penentu kualitas demokrasi dan pemerintahan suatu negara. 


Selain itu, perkembangan media massa yang bebas dan dilindungi 
oleh hukum merupakan instrumen komunikasi politik yang penting 
karena mampu menciptakan suatu wilayah untuk masyarakat umum. 
Dalam demokrasi, media massa harus mampu memfasilitasi para 
jurnalis untuk dapat memberikan informasi kepada publik dengan 
membuat berita terhangat yang ditampilkan di media. Di Indonesia, 


pengaruh media massa terhadap publik telah berkembang pesat. 


Komunikasi politik dalam sistem demokrasi merupakan topik 
yang menarik untuk dipelajari sehingga tulisan ini disusun untuk 
membahasnya lebih lanjut. Pembahasan dalam tulisan ini terdiri atas: 
pengertian komunkasi politik, pengertian sistem demokrasi, peran 
komunikasi politik dalam demokratisasi, komunikasi politik dalam 
Demokrasi Pancasila, komunikasi politik dalam demokrasi seca- 
ra global dan di Indonesia, dan hubungan komunikasi politik dan 
media demokrasi. Peran komunikasi politik dalam sistem demokrasi 
mencakup hubungan, kontrol, keseimbangan kekuasaan antara pela- 
ku politik dan rakyat, peran komunikasi politik dalam strategi, pro- 


gram, serta identifikasi hasil kampanye/pemilu. 


8 Idham Holik. op. cit, hlm. 71. 


PEMBAHASAN 


Komunikasi Politik 


Pengertian Komunikasi 


Kata latin comunicare memiliki arti “to make common yang berarti 
memiliki pengertian dan persepsi yang sama. Definisi komunika- 
si adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada 
orang lain untuk memberi tahu atau mengubah pendapat, sikap dan 
perilaku, baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Oxford 
English Dictionary, komunikasi adalah pemberian, penyampaian, 
atau pertukaran ide, pengetahuan, dan informasi. Menurut Harold 
Lasswell, komunikasi adalah barang siapa mengatakan apa melalui 
saluran mana kepada siapa dan dengan pengaruh apa. Menurut JL. 
Aranguren, komunikasi adalah pengalihan informasi untuk mem- 
peroleh tanggapan. Menurut Melvin L DeFleur, komunikasi meru- 
pakan koordinasi makna antara seseorang dengan khalayak. Menu- 
rut Wilbur Schramm, komunikasi adalah saling berbagi informasi, 
gagasan, atau sikap satu terhadap yang lain. Fungsi dari komunikasi 
adalah memberi sebuah informasi, mendidik, menghibur, dan me- 


mengaruhi. 


Jenis-jenis komunikasi ada yang verbal dan nonverbal. Komuni- 
kasi verbal merupakan komunikasi lisan, sedangkan nonverbal meru- 
pakan komunikasi yang menggunakan isyarat dan bahasa tubuh. Ko- 
munikasi bisa dibagi secara langsung maupun tidak langsung. Secara 


langsung yaitu bertatapan muka terhadap lawan bicara, sedangkan 
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secara tidak langsung yaitu berkomunikasi melalu media. Contoh je- 
nis-jenis lainnya adalah komunikasi dalam grup, komunikasi tulisan, 


komunikasi politik, komunikasi keluarga, dan komunikasi organisasi. 


Alur dan komponen komunikasi terdiri atas pengirim pesan, pro- 
ses penyusunan ide menjadi simbol atau pesan, pesan, saluran, proses 
pemecahan atau penerjemahan simbol-simbol, penerima pesan, dan 


respons dari penerima pesan.” 


Pengertian Politik 


Politik berasal dari kata polis yang berarti “city state, lalu berkembang 
menjadi politik, police, policy Definisi politik menurut Harold Las- 
well, “who gets what, when, and how”. Menurut David Easton, politik 
adalah alokasi nilai-nilai secara sah dan sesuai dengan kewenangan. 
Menurut G.E.G Catlin, politik adalah kekuasaan dan pemegang ke- 
kuasaan. Menurut Joyce Mitchell, politik merupakan pengambilan 
keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masya- 
rakat seluruhnya. Menurut Jack Plano dkk., politik adalah seni me- 
merintah: seni untuk melakukan sesuatu yang mungkin: penggunaan 
pengaruh, perjuangan kekuasaan, dan persaingan alokasi nilai-nilai 


dalam masyarakat.” 


Komunikasi Politik 


Komunikasi politik dapat disimpulkan sebagai komunikasi yang me- 


libatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau sebagai sesu- 


8 Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003: Prof. Dr. Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: 
Sebuah Pengantar, Rosdakarya, Bandung, 2010. 

7 Prof. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia, Jakarta, 1982, 
Dan Nimmo. Komunikasi Politik. Rosda, Bandung, 1982. 


» 95 


atu yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan 
pemerintah. Untuk mempermudah pemahaman, komunikasi politik 
bisa disebut juga komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang 


diperintah”. 


Banyak masyarakat telah mempraktikkan komunikasi politik da- 
lam kehidupan sehari-hari mereka tanpa aksi politik yang sebenarnya. 
Oleh sebab itu, komunikasi politik juga disebut sebagai neologisme, 
yakni ilmu yang sebenarnya adalah istilah belaka. 


Sangat sulit bagi kita untuk tidak berkomunikasi politik dalam 
kehidupan sehari-hari. Kekentalan komunikasi politik ini bisa dilihat 
dari cara kita dengan masyarakat kerap kali berbagi opini, menilai, 


dan berkomentar tentang kenaikan BBM. 


All of the functions performed in the political system, political socia- 
lization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule 
making, rule application and rule adjudication are performed by means 
of communications.” (Gabriel Almond, 1960) 


Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang ada dalam setiap 
sistem politik.”' Menurut Dan Nimmo, kegiatan komunikasi yang 
dianggap sebagai politik berdasarkan konsekuensinya (aktual atau 
potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. 
Menurut Miriam Budiardjo, komunikasi politik merupakan salah 
satu fungsi partai politik yang menyalurkan aneka ragam pendapat 
dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa untuk di- 
perjuangkan menjadi public policy. 

Analisis politik merupakan penyebaran aksi, makna, atau pesan 
yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik yang melibat- 
kan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lain- 


nya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang 


7! Gabriel Almond The Politics of the Development Areas, 1960 
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lembaga-lembaga khusus seperti media massa, badan informasi pe- 
merintah, atau partai politik. Namun, komunikasi politik tetap dapat 
ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua 


orang hingga ruang kantor parlemen. (Jack Plano dkk.)” 


Praktik proses komunikasi politik sering mengalami empat distor- 


si (Mochtar Pabotinggi, 1993): 


1. Distorsi bahasa sebagai “topeng”, yaitu bahasa yang menampilkan 
sesuatu lain dari apa yang dimaksudkan sebenarnya atau bahasa 


yang berbeda dengan situasi yang sebenarnya. 


2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”. Lupa sebagai sesuatu yang 
dimanipulasikan, diciptakan, dan direncanakan bukan hanya atas 


satu orang, melainkan puluhan bahkan ratusan orang. 


3. Distorsi bahasa sebagai “representasi”, terjadi bila kita melukiskan 


sesuatu tidak sebagaimana mestinya. 


4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif. Pertama 
adalah perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai 
hak istimewa sekelompok orang. Kedua adalah perspektif yang 
semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. 
Mereka yang menganut perspektif ini hanya fokus pada tujuan 
tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang se- 
sungguhnya dikehendaki rakyat. 


Sistem Demokrasi 


Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokra- 


si dalam sistem pemerintahannya. Rakyat Indonesia bebas memberi 


2 Jack Plano dkk., Kamus Analisa Politik, Rajawali Jakarta 1989. 


2? Mochtar Pabottinggi, “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik” da- 
lam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrum (eds). 
Jakarta, Gramedia, 1993. 
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pendapat dan kritikan di muka umum. Kebebasan itu telah dijamin 
oleh undang-undang. Walaupun masih malu-malu, sejak sepuluh ta- 
hun belakangan ini (era Reformasi), perkembangan demokrasi di In- 
donesia terasa jauh lebih baik. Sekarang banyak tayangan yang meng- 
ungkapkan perilaku para pejabat dan kritikan terhadap pemerintah. 
Puncaknya yaitu pemilihan langsung kepala daerah dan Presiden 
Republik Indonesia. Demokrasi memang identik dengan kebebasan, 
namun harus dapat dipertanggungjawabkan. Kekuasaan pemerintah- 
an berada di tangan rakyat yang mengandung pengertian dalam tiga 
hal: pemerintah dari rakyat (government of the people), pemerintahan 
oleh rakyat (government by the people), dan pemerintahan untuk rak- 
yat (government for the people). 


Sebagai suatu sistem, demokrasi memiliki unsur-unsur yang mem- 
buatnya eksis dan tegak di dalam sebuah negara. Unsur-unsur yang 
dapat menopang tegaknya demokrasi adalah negara hukum, masya- 
rakat madani (civil society), dan infrastruktur politik. Istilah negara 
hukum identik dengan terjemahan dari rechrsstaat dan the rule of law. 
Konsep rechtsstaat mempunyai ciri-ciri seperti adanya perlindungan 
terhadap hak asasi manusia (HAM), pemisahan dan pembagian ke- 
kuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM, 
serta pemerintahan berdasarkan peraturan dan adanya peradilan ad- 
ministrasi. The rule of law dicirikan oleh adanya supremasi aturan- 
aturan hukum, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan 
adanya jaminan perlindungan HAM. Masyarakat madani (civil so- 
ciety) memiliki ciri masyarakat terbuka yang bebas dari pengaruh 
kekuasaan dan tekanan negara. Hal ini merupakan elemen yang sa- 
ngat signifikan dalam membangun demokrasi. Masyarakat madani 
mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara dalam asosiasi-aso- 
siasi sosial. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok 
gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan. 


Pada saat ini, terdapat beberapa model demokrasi. Sklar mengung- 


kapkan ada lima model demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokra- 
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si terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi 
konstitusional. Demokrasi liberal adalah pemerintahan yang dibatasi 
oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggara- 
kan dalam waktu yang pasti. Demokrasi terpimpin adalah pemerin- 
tahan yang sangat memercayai pemimpinnya. Demokrasi sosial ada- 
lah demokrasi yang peduli pada keadilan sosial dan egalitarianisme 
bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Demokrasi 
partisipasi adalah pemerintahan yang menekankan hubungan timbal 
balik antara penguasa dan yang dikuasai. Demokrasi konstitusional 
adalah pemerintahan yang menekankan proteksi khusus bagi kelom- 
pok-kelompok budaya dengan kerja sama yang erat di antara elite 


yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. 7 


Jenis-jenis demokrasi juga bisa dibagi berdasarkan cara menyam- 
paikan pendapat, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak lang- 
sung, dan demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung 
dari rakyat. Dalam demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam 
proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pe- 
merintah. Demokrasi tidak langsung dijalankan oleh rakyat melalui 
wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Demokrasi perwakilan 
dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat merupakan campur- 
an antara demokrasi langsung dan tidak langsung. Rakyat memiliki 
wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi 
wakil rakyat menjalankan tugasnya dengan diawasi rakyat melalui 
referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi berdasarkan prinsip ide- 
ologi dibagi dalam demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Demo- 
krasi liberal memberikan kebebasan yang luas pada individu, di mana 
campur tangan pemerintah diminimalkan atau bahkan ditolak. De- 
mokrasi rakyat atau demokrasi proletar bertujuan menyejahterakan 


rakyat dan tidak mengenal perbedaan kelas. 


“ Subiyakto, Gatot. SH dkk , 2007, Buku Teks Mata Kuliah Pendidikan Kewar- 
ganegaraan, Universitas Gunadarma, Jakarta. 
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Untuk meyakinkan baiknya sistem demokrasi, harus ada pola pe- 
rilaku yang menjadi tuntutan atau nilai-nilai demokrasi yang diya- 
kini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan kesadaran 
akan pluralisme. Masyarakat yang hidup dengan demokrasi harus ada 
keberagaman. Kesadaran akan pluralitas penting dimiliki rakyat In- 
donesia karena Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam dari 
sisi etnis, bahasa, budaya, agama, dan potensi alamnya. Sikap yang 
jujur dan pikiran yang sehat juga penting dalam demokrasi. Selain 
itu, demokrasi juga membutuhkan kerja sama antarwarga masyara- 


kat, sikap, serta iktikad baik. 


Suatu negara dikatakan negara demokratis apabila sudah mewu- 
judkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang 


harus ada dalam sistem pemerintahan adalah: 


1. Adanya kontrol atas keputusan pemerintah. Pemerintah bertugas 
melaksanakan pemerintahan tapi dalam mengambil keputusan 
masih dikontrol oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPRD, 
seperti yang sudah terjadi di Indonesia. 


2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi bisa berjalan 
dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara 
yang teliti dan jujur. 

3. Demokrasi berjalan apabila warga negara bisa memilih dan di- 
pilih. Hak pilih rakyat merupakan pengawasan rakyat terhadap 
pemerintah dan pengambilan keputusan seperti memilih calon 


presiden dan wakil presiden. 


4. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam mengutarakan pen- 
dapat tanpa ancaman. Apabila warga negara tidak dapat berpen- 
dapat atau berkritik dengan aman, saluran aspirasi akan tersendat 


dan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. 


5. Demokrasi membutuhkan kebebasan untuk mengakses informa- 


si yang akurat. Keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan 
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mendapatkan persetujuan DPR sehingga informasi antara peme- 
rintah dan DPR akurat dan benar. 


6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk ber- 
serikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa 
lemah untuk menjadi lebih kuat dengan keberadaan teman atau 
kelompok. Keberadaan serikat pekerja dan terbukanya system po- 


litik memungkinkan rakyat untuk memberikan aspirasi secara ter- 


buka dan lebih baik. 


Pada bangsa Indonesia, Demokrasi Liberal tidak membawa per- 
ubahan banyak pada kurun waktu 1945-1959. Pada era Presiden 
Soekarno, Indonesia sempat menganut Demokrasi Terpimpin pada 
1956. Demokrasi Terpimpin membuat masyarakat Indonesia terdiri 
atas struktur atas dan bawah dan munculnya elite-elite politik ekono- 
mi yang tidak berakar dalam masyarakat. Banyak faktor yang mem- 
buat Indonesia gagal melaksanakan demokrasi konstitusional pada 
masa tersebut, seperti Soekarno, TNI, separatis (kedaerahan) dengan 
perjuangan kemerdekaan dan mempertahankannya sehingga demo- 
krasi tersebut tidak mampu mengangkat bangsa Indonesia ke tingkat 
yang lebih baik. Format politik Orde Lama berfokus pada Soekarno 
sebagai penguasa tunggal, diikuti oleh elite PKI, militer, dan bebera- 
pa elite perorangan di berbagai bidang. 


Pada era Presiden Soeharto, Indonesia juga pernah menggunakan 
demokrasi semu (Demokrasi Pancasila) hingga 1998 ketika Soeharto 
digulingkan oleh gerakan mahasiswa. Format politik yang didirikan 
oleh Demokrasi Pancasila terdiri atas Presiden Soeharto sebagai fi- 
gur dengan kekuasaan yang besar. Pada masa Orde Baru, Demokrasi 
Pancasila menumbuhkan elite-elite baru dalam struktur masyarakat 
Indonesia, seperti militer, Golkar, pengusaha, dan kelompok terten- 
tu. Demokrasi Pancasila tidak mampu mewujudkan pemerintahan 


yang baik. Pemilu demokratis yang diselenggarakan pada 1999 dime- 
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nangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada 2004, 
untuk pertama kali, bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan 
umum presiden. Ini adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi 


Indonesia. 


Peran Komunikasi Politik dalam Demokratisasi 


Komunikasi politik memegang peranan yang besar dalam demokrati- 
sasi. Komunikator politik yaitu pihak elite atau publik yang ingin me- 
mengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasa- 
annya dalam sistem politik sangat membutuhkan komunikasi politik 
yang baik dan menentukan dalam demokrasi. Fenomena komunikasi 
politik suatu masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
dinamika politik di mana komunikasi itu bekerja.” Ada dua fenome- 
na komunikasi politik. Pertama adalah fenomena komunikasi politik 
dalam sistem politik demokratris. Pihak elite politik di suprastruktur 
politik (eksekutif dan legislatif) mempunyai kegunaan untuk mengolah 
keputusan politik dari aspirasi dan kepentingan, lalu diubah menjadi 
kebijakan politik yang akan diumpan balik ke kesatuan massa pada 
infrastruktur politik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
Dalam fenomena politik ini, elite politik dan rakyat harus punya hu- 
bungan, kontrol, dan keseimbangan kekuasaan. Dinamika fenomena 
komunikasi politik akan berkembang apabila media massa yang kuat 


bisa mendukung dan mewujudkan demokratisasi. 


Dalam sistem politik yang terbuka seperti Indonesia dengan de- 


mokrasi yang sebagai struktur dasar, siapa pun bisa menjadi aktor po- 


7 Rowland B. F. Pasaribu, 2013, Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Guna- 
darma, Jakarta. 


76 Muhtadi, A.S. (2008) Komunikasi Politik Indonesia : Dinamika Islam Politik 
Pasca-Orde Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
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litik yang berkompetisi untuk saling memberikan pengaruh.” Dalam 
proses pembuatan kebijakan publik, terutama di dalam pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh suprastruktur politik (eksekutif dan 
legislatif), dinamika komunikasi politik sangat terlihat dan berperan 


secara signifikan. 


Kedua, fenomena komunikasi politik dalam kampanye. Elite po- 
litik yang ingin mempunyai posisi di suprastruktur politik akan ber- 
kampanye untuk mendapatkan dukungan publik dengan mengguna- 
kan strategi dan media massa. Dengan demikian, proses komunikasi 
sosial atau komunikasi politik didasarkan atas kedua pengaruh, yaitu 
interpersonal dan strategi kampanye seperti yang terlihat dalam me- 
dia massa.” Di dalam proses politik yang diselenggarakan oleh ko- 
munikator politik, komunikasi politik sangat penting dan tidak bisa 
diabaikan. Komunikasi antara lembaga yang memiliki kekuasaan dan 
rakyat (yang dikuasai) merupakan hal penting dalam sistem politik, 
bagaimanapun dinamika strategi yang memengaruhi dan memperta- 


hankan kekuasaan dalam demokrasi”. 


Penelitian komunikasi politik bertujuan untuk mengkaji interaksi 
dan perubahan dalam hubungan antara politik, media, warga nega- 
ra, dan suatu pemahaman, khususnya tentang peran kampanye da- 
lam membangun masyarakat, di mana negara dan rakyatnya merasa 


memiliki hubungan atau berinteraksi." Oleh sebab itu, komunikasi 


” Mietzner, M. (2007). Local Elections and Autonomy in Papua and Aceh. Indo- 
nesia Journal, Vol 84. Oktober 2007. 

2 Lachapelle, G.( 2005). Political Communication and Personal Influence : Do the 
media make a difference?. Maarek, PJ and Wolfsfeld, G. ed. Political Communication 
ina New Era: A cross-national perspective. London and New York : Routledge. 

7 Lilleker, D.G. (2006). Key Concepts in Political Cmmunication. London, Tho- 
usand Oaks, New Delhi : Sage Publications. 

2 De Vreese, C.H. (2006). Ten Observations about the Past, Present and Future of 
Political Communication. Amsterdam : Vossiuspers UVA. 
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politik adalah suatu keharusan. Di dalam pelaksanaan pembangun- 
an, selain dibutuhkan instruksi dari elite politik kepada masyarakat, 
masyarakat juga harus memberi umpan yang balik sehingga mening- 


katkan partisipasi. 


Sistem politik yang memenuhi persyaratan demokratis adalah sis- 
tem politik yang komunikasi politiknya dapat mengontrol keseim- 
bangan kekuasaan antara suprastruktur politik (eksekutif dan legisla- 
tif) dan infrastruktur politik. Komunikasi politik dalam infrastruktur 
politik berfungsi untuk mendukung, memberi kritik, dan menolak 
di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal tersebut adalah 
salah satu mekanisme demokrasi dengan fungsi komunikasi politik 
untuk mengimbangi serta mengontrol kekuatan suprastruktur poli- 
tik. Dalam sistem politik yang demokratis, komunikasi politik sangat 
penting dalam menggunakan media massa untuk memunculkan per- 
soalan politik yang tersembunyi menjadi terbuka di hadapan publik. 
Dengan demikian, publik bisa ikut terlibat dalam persoalan politik. 
Demokratisasi yang mengutamakan mayoritas dalam sistem politik 
dapat mengubah sifat komunikasi dan kegiatan politik ke dalam wi- 
layah publik. 


Mengingat pentingnya komunikasi politik dalam sistem demokra- 
si, pastilah banyak masalah yang timbul dalam komunikasi politik 
yang menjadikan demokrasi tersebut tidak dapat maksimal dijalan- 
kan, atau disebut juga “demokrasi setengah hati”. Pertama, sulitnya 
melepaskan diri dari ketergantungan pada kekuatan partai politik se- 
bagai “kendaraan politik” atau “sponsor politik”. Partai politik yang 
memberikan “sponsor”, baik secara materi maupun nonmateri, masih 
memegang kendali terhadap kepala daerah sebagai eksekutif sehing- 
ga dukungan, pengaruh, dan kekuasaan yang diberikan memenga- 
ruhi komunikasi politik eksekutif yang bersangkutan. Kepentingan 
masyarakat luas tentu tidak bisa menandingi kekuatan partai politik 


yang berada di balik pelaksana demokrasi. Hal ini akan menyebab- 
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kan terciptanya lingkungan komunikasi politik yang lebih condong 
ke arah kepentingan pribadi atau kelompok dibanding kepentingan 


seluruh masyarakat. 


Dalam proses kepemimpinan kepala daerah selama satu periode 
atau lima tahun, indikasinya adalah tahun pertama, yakni merealisasi- 
kan janji-janji kampanye dengan kegiatan yang populis dan memenuhi 
kontrak politik yang pernah disepakati. Tahun kedua yaitu mengemba- 
likan besarnya modal finansial sebagai ongkos politik yang telah dikelu- 
arkan selama pencalonan, kampanye, dan pemenangan. Tahun ketiga 
dan keempat, kepala daerah meraih keuntungan politis (dukungan dan 
pencitraan) dan juga finansial, termasuk modal pencalonan pada peri- 
ode berikutnya. Tahun kelima, mereka melakukan kegiatan kampanye 
dengan memanfaatkan pelaksanaan seremonial pembangunan yang le- 
bih banyak berinteraksi dengan masyarakat (pemilih) untuk memper- 
tahankan kekuasaan, lebih peningkatan popularitas, pencitraan, serta 
penguatan dukungan masyarakat. Politikus lebih sering mengakhiri 
pencitraan politiknya justru setelah terpilih dan malahan memikirkan 


dirinya sendiri untuk pengembalian modal kampanye." 


Tidak hanya badan eksekutif, hal yang sama terjadi pada badan 
legislatif. Partai politik yang sudah mendanai dan mendukung badan 
legislatif yang bersangkutan melalui pemberian kekuasaan, keduduk- 
an, dan lain sebagainya, akan cenderung “menyetir” badan legislatif 
tersebut, seolah-olah mereka adalah boneka partai politik dan tidak 
mencerminkan seorang wakil rakyat secara menyeluruh. Padahal, se- 
harusnya mereka menjabat untuk menjalankan fungsinya yang benar, 
yaitu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi 


atau golongan. Hal ini juga berpengaruh terhadap keputusan dan ke- 
bijakan publik. 


S1 Wasesa, Agung Silih. (2011). Political Branding dan Public Relations : Saatnya 
Kampanye Sehat, Hemat, dan Bermartabat. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 
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Masalah kedua yang menjadi hambatan dalam peranan komuni- 
kasi politik dalam demokrasi adalah sedikitnya anggota legislatif yang 
hadir dalam rapat sidang komisi atau paripurna karena berbagai alas- 
an. Keputusan politik dalam proses penentuan suatu kebijakan ter- 
tentu sudah disepakati bersama di tingkat fraksi dan hasilnya sudah 
diberikan kepada perwakilan fraksi tersebut yang menghadiri rapat. 
Hal inilah yang menyebabkan tidak perlunya seluruh anggota fraksi 
hadir dalam rapat. Alasan berikutnya adalah lebih mudahnya sua- 
tu keputusan politik untuk diselesaikan ketika dibahas dalam rapat 
komisi atau fraksi karena peluang untuk melakukan negosisasi an- 
taranggota fraksi lebih besar. Alasan terakhir adalah badan legislatif 
menganggap bahwa rapat paripurna sebatas formalitas karena hanya 
membahas masalah yang keputusannya dianggap sudah diketahui 
dan disepakati. Dengan demikian, rapat hanya diadakan sebagai sa- 
rana pengesahan saja. Rapat hanya akan dihadiri oleh sebagian besar 
badan legislatif apabila rapat tersebut merupakan rapat yang membu- 
tuhkan kekuatan jumlah anggota seperti pelaksanaan voting dan lain 
sebagainya. Padahal, kehadiran di dalam rapat merupakan salah satu 
bentuk komunikasi politik yang sangat penting.” 


Masalah ketiga yaitu ketika kegiatan reses yang diberikan seba- 
nyak tiga kali dalam setahun kepada badan legislatif tidak bisa diman- 
faatkan dengan baik untuk melakukan komunikasi politik. Melalui 
kegiatan reses, sebenarnya pihak legislatif bisa melakukan banyak hal, 
antara lain sosialisasi kebijakan dan program pembangunan, penja- 
ringan aspirasi, dan identifikasi masalah serta potensi di masyarakat. 
Namun, karena kurangnya kontrol dan pengecekan, kegiatan ini ha- 


nya menjadi kegiatan formalitas dan tidak dilaksanakan dengan baik. 


82 Sulaiman, A.I. 2008. Komunikasi Politik Perempuan: Studi Fenomenologi Para 
Politisi Perempuan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pro- 
vinsi Jawa Barat 2004-2009. Tesis, Universitas Padjadjaran. 
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Peran komunikasi politik yang dibangun dalam sistem politik de- 
mokratis, yaitu: Pertama, sebagai aspirasi dari rakyat untuk berbicara 
kepada elite politik (eksekutif dan legislatif) serta memanfaatkan me- 
dia sosial yang ada untuk melakukan pengaduan yang jelas. Hal ini 
bisa mendukung dan membawa fungsi legislatif menjadi lebih mak- 
simal dalam menjaring aspirasi, dan identifikasi masalah dan potensi 
yang ada di masyarakat. Kedua, sebagai sarana dalam kegiatan reses 
yang benar-benar serius untuk melakukan penjaringan aspirasi, sosia- 
lisasi, dan pelaksanaan program pembangunan. Tidak hanya bersifat 
musiman, namun hal ini dilakukan secara terus-menerus dalam seti- 
ap kesempatan yang ada agar rakyat mempunyai kesempatan untuk 
menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Ketiga, sebagai sara- 
na di mana rakyat diperlakukan sebagai subjek yang berpartisipasi da- 
lam proses politik dan pembangunan melalui pemberian pendidikan 
dan pemberdayaan politik oleh elite politik. Rakyat bukanlah objek 
yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. Terakhir adalah 
rakyat dapat menggunakan kekuatannya di dalam fungsi komunikasi 
politik sehingga dapat aktif beraspirasi, seperti menagih dan mengon- 
trol janji politik berupa program pembangunan atau kebijakan pub- 
lik dari elite politik. 


Komunikasi Politik dalam Demokrasi Pancasila 


Demokrasi Pancasila 


Demokrasi yang dianut Indonesia berdasarkan Pancasila masih ber- 
kembang. Pemikiran, pandangan, sifat, dan ciri dari Demokrasi 
Pancasila masih dalam perkembangan. Tidak dapat disangkal bah- 
wa nilai-nilai demokrasi konstitusional tertulis jelas dalam Undang- 
Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu, UUD secara eksplisit memberi 
dua prinsip yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem 


Pemerintahan Negara, yaitu: 
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1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) 


Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan tidak 
berdasarkan kekuasaan belaka (muachstaat). 


2. Sistem Konstitusional 


Pemerintahan berdasarkan Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) dan 


tidak bersifat absolutisme, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. 


Berdasarkan rechstaat dan sistem konstitusi, dapat diketahui bah- 
wa demokrasi konstitusional menjadi dasar UUD 1945.8 Dapat di- 
ketahui juga bahwa demokrasi Indonesia memiliki corak khas yang 
dimuat dalam Pembukaan UUD, yaitu kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawaratan dan perwa- 
kilan. Oleh sebab itu, demokrasi di Indonesia memiliki nilai-nilai 
khusus yang memberi pedoman tingkah laku rakyat Indonesia dalam 
berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan 


Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Pengertian Jain dari Demokrasi Pancasila yang diterapkan RI ada- 
lah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per- 
musyawaratan perwakilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indone- 
sia yang bertujuan untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia. Di samping mempunyai nilai umum, demokra- 
si Indonesia mengandung nilai khusus yang memberikan pedoman 
tingkah laku. Pengertian ini mirip perkataan Abraham Lincoln, yakni 
demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 


dan untuk rakyat. Seperti yang diketahui, konsep demokrasi menyi- 


8 Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia 
Pustaka Utama. 
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ratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga 


masyarakat didefinisikan sebagai warga negara." 


Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasari kekelu- 
argaan dan gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat 
yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kecintaan dan 
budi perketi luhur, kebenaran, berkepribadian Indonesia, dan berke- 
sinambungan. Dalam Demokrasi Pancasila terdapat sistem pengor- 
ganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan per- 
setujuan rakyat. Kebebasan individu dalam sistem ini tidak bersifat 
mutlak, tetapi harus ada tanggung jawab sosial. Terdapat keuniversa- 
lan dalam demokrasi yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan bangsa 


Indonesia sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. 


Prinsip Demokrasi Pancasila 


Prinsip demokrasi dapat dijalankan dengan adanya dua landasan po- 
kok yang harus diketahui oleh pemimpin negara dan rakyat, yaitu 
negara adalah milik seluruh rakyat dan bukanlah milik perorangan, 
kelompok/golongan/partai, atau penguasa negara. Siapa pun yang 
menjadi pemegang kekuasaan negara harus bisa bersikap dan bertin- 
dak adil terhadap seluruh rakyatnya. Pemimpin tidak boleh bertin- 


dak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rakyat. 


Adapun prinsip pokok Demokrasi Pancasila adalah sebagai beri- 
kut: 


1. Pemerintahan berdasarkan hukum 


Dalam penjelasan UUDD 1945 tertulis: 


““Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. 
Malang: Fakultas Peternakan Brawijaya. 
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a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechstaat) dan ti- 
dak berdasarkan kekuasaan belaka (muachstaat) 


b. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) dan 


tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) 
c. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR 
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia 
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah 


4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) ter- 
lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, 


contohnya presiden, BPK, DPR, DPA, atau lainnya. 
5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik yang berfungsi 


untuk menyalurkan aspirasi rakyat 
6. Pelaksanaan pemilihan umum 


7. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya 
oleh MPR (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi Kedaulatan 
adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 
Permsyawaratan Rakyat.) 


8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 


9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral ke- 
pada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun 
orang lain 


10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.” 


85 Raha, Septian. Makalah Demokrasi Pancasila. Magelang: Universitas Muham- 
madiah. 
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Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila 


Menurut Israil, ciri-ciri demokrasi adalah: 


ls, 
2 
s$ 


1 OMA 


8. 
3 


Kedaulatan ada di tangan rakyat 
Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong 


Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk menca- 


pai mufakat 

Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi 
Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajibam 
Menghargai hak asasi manusia 


Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan 
dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki 
adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua 
pihak 

Tidak menganut sistem monopartai 


Pemilu dilaksanakan secara luber 


10. Mengandung sistem yang mengambang 


11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas 


12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum" 


Fungsi Demokrasi Pancasila 


1 
2 


Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI 


Menjamin keikutsertaan rakyat dalam hidup bernegara, seperti 


menyukseskan pemilu dan ikut menyukseskan pembangunan 


8 Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegara- 


an. Malang: Fakultas Peternakan Brawijaya. 


s 111 


. Menjamin hukum yang tetap bersumber pada Pancasila 
. Menjamin hubungan selaras dan seimbang antara lambang negara 


. Menjamin tetap tegaknya gatra RI 


N Mm » &» 


. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, seper- 
ti adanya presiden yang bertanggung jawab kepada Majelis Per- 
musyahwaraan Rakyat 


Perkembangan Komunikasi Politik dalam Demokrasi 


Pancasila? 


Pancasila merupakan ideologi terbuka sebagaimana Presiden Soehar- 
to berulang kali mengatakannya. Oleh sebab itu, terbukalah ruang 
untuk mengembangkan berbagai pemikiran baru tentang komuni- 
kasi politik asal hal itu masih berada dalam batas-batas paradigma 
ideologi Pancasila. Dengan macam pemikiran baru, kita dapat me- 
nyempurnakan dan meningkatkan kualitas komunikasi politik dan 
sistem politik Demokrasi Pancasila sekaligus memperkuat relevansi 
dan memantapkan aktualitas ideologi Pancasila. Jadi, sistem ini dapat 
menjadi semakin hidup sehingga pembangunan Indonesia dalam ba- 
nyak bidang dapat lebih berkembang, termasuk dalam pembangunan 
bidang politik. 


Ada dua hal yang dapat diperhatikan dari perkembangan tersebut. 
Pertama dalah paradigma ideologi Pancasila itu sendiri dan kaitannya 
dengan komunikasi politik dalam sistem politik Demokrasi Pancasi- 


la. Jika paradigma ini dipahami, akan diperoleh wawasan untuk me- 


8 Raha, Septian. Makalah Demokrasi Pancasila. Universitas Muhammadiah 
Magelang. 

88 Rauf, Maswadi dan Nasrun Mappa. 1993. Indonesia dan Komunikasi Politik. 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 
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nyempurnakan dan mempertinggi kualitas komunikasi politik dalam 
sistem politik Demokrasi Pancasila. Kedua adalah sifat transisi bang- 
sa dan negara Indonesia. Jika kita telah menyepakati suatu strategi 
pembangunan nasional, sifat transisi harus dilakukan secara bertahap. 
Melalui strategi pembangunan yang bertahap, kita dapat mengetahui 
arah komunikasi politik yang dikembangkan dan akan mempercepat 


proses penyempurnaan sistem politik Demokrasi Pancasila. 


Ideologi Pancasila mempunyai lima nilai dasar yang menjadi ha- 
kikat dirinya. Meskipun kelima nilai itu juga dimiliki oleh negara 
lain dan bersifat universal, kita telah melangkah maju dengan me- 
rangkainya menjadi satu kesatuan yang utuh. Kelebihan inilah yang 
menjadikan Pancasila sebagai ideologi orsinal Indonesia sekaligus 
ideologi yang terbaik. Jadi, dapat diketahui bahwa ideologi Pancasila 
mengandung makna demokrasi politik, demokrasi sosial budaya, dan 
demokrasi ekonomi. Ketiga demokrasi yang terkandung dalam Pan- 


casila itu bersifat saling berkaitan dan memperkuat sesamanya. 


Terdapat dua nilai dasar Pancasila yang menjadi paradigma ideo- 


logi Pancasila, yaitu: 
1. Sila ketiga, Persatuan Indonesia yang menjadi nilai dasar persatuan. 


2. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan yang menjadi nilai dasar mu- 


syawarah dan mufakat atau demokrasi/kedaulatan rakyat. 


Kedua nilai dasar ini, persatuan dan demokrasi, saling berkaitan 
dan saling memperkuat. Demokrasi akan berkualitas jika didasari 
oleh nilai-nilai persatuan. Atas dasar-dasar paradigma ideologi Panca- 
sila terbentuk sistem politik Demokrasi Pancasila dengan komunikasi 
politik. Komunikasi politik dengan demikian dapat dikembangkan 
sejauh itu tidak merusak persatuan masyarakat dan tidak bertentang- 


an dengan asas-asas demokrasi. 
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Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila” 


Republik Indonesia didasari oleh Pancasila, UUD 1945, dan kete- 


tapan-ketetapan MPR. Sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila 


memenuhi prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 


yang berdasarkan tujuh pokok: 


1. Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum 


Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan berdasarkan keku- 
asaan belaka. Tindakan lembaga-lembaga pemerintah atau negara 
lainnya harus dilandasi hukum dan berdasarkan rakyat. Harus ada 


persamaan kedudukan hukum bagi semua warga. 


. Indonesia menganut sistem konstitusional 


Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan tidak besifat 
absolutisme. Sistem konstitusional menegaskan bahwa pemerin- 
tah yang melaksanakan tugasnya harus dibatasi oleh ketentuan 
konstitusi dan hukum lainnya. Pokok konstitusional adalah TAP 
MPR dan undang-undang. 


. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

MPR merupakan pemegang lembaga gatra kekuasaan yang ter- 
tinggi seperti halnya yang tertulis pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. 
Sebagai yang tertinggi, ia mempunyai tugas pokok, yaitu: 

a. Menetapkan GBHN 

b. Menetapkan UUD 


c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden 


8 Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara 


Ilmu. 
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MPR juga memiliki wewenang: 
a. Membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga 


b. Meminta pertanggungjawaban dari presiden/mandataris me- 


ngenai pelaksanaan GBHN 
c. Pemilihan dan mengangkat presiden dan wakil presiden 


d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa 


jabatannya jika ia melanggar Haluan Negara dan UUD 1945 
e. Mengubah undang-undang 


4. Presiden 


Presiden adalah penyelanggaraan pemerintah yang tertinggi di ba- 
wah MPR. Presiden diangkat oleh majelis dan harus tunduk serta 
bertanggung jawab padanya. Presiden adalah mandataris MPR 
yang menjalankan keputusan-keputusan MPR. 


5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 


DPR mengawasi pelaksanaan mandat, yaitu pemerintah kekuasa- 
an yang dipengang oleh presiden. Namun, presiden tidak bertang- 
gung jawab kepada DPR, melainkan harus saling bekerja sama un- 
tuk pembentukan undang-undang, termasuk APBN. Pengesahan 
undang-undang memerlukan persetujuan DPR. 

DPR mempunyai hak di bidang pengawasan, yaitu: 

a. Hak Mosi kepada pemerintah 

b. Hak Tanya/bertanya kepada pemerintah 

c. Hak Angket, hak untuk review dan menyelidiki suatu hal 


d. Hak Petisi, hak untuk mengajukan usul/saran kepada pemerin- 


tah 
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e. Hak Interpelasi, hak untuk meminta penjelasan atau keterang- 


an dari pemerintah 


6. Menteri Negara 


Menteri negara membantu presiden, namun tidak bertanggung 
jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk meng- 
angkat dan memberhentikan gatra menteri. Jadi, sistem kabinet 
Indonesia merupakan sistem kabinet kepresidenan/presidensial. 
Menteri bertanggung jawab kepada presiden, tetapi menjalankan 


kekuasaan pemerintah yang berada di bawah koordinasi presiden. 


7. Kekuasaan Kepala Negara Terbatas 
Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR tapi memi- 


liki kekuasaan yang terbatas. Ia harus memperhatikan suara DPR. 
Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presi- 
den dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. 
Dapat dikatakan bahwa DPR sejajar dengan presiden. 


Komunikasi Politik dalam Demokrasi Secara Global di 


Indonesia 


Dalam proses politik, semua organisasi politik mempunyai tujuan 
yang ingin dicapai. Sering kali, organisasi-organisasi politik mempu- 
nyai keinginan untuk mendapatkan manfaat satu sama lain sehingga 
timbul konflik baik dalam bentuk ekonomik, diplomatik, ataupun 
militer. Demi mencapai apa yang diinginkan, setiap organisasi politik 


mengandalkan alat-alat kuasa atau “senjata andalan” yang dimiliki”. 


2 McNair, Brian. An Introduction to Political Communication. 5th ed. N.p.: 
Taylor & Francis, 2011. Print. 


116 » 


Komunikasi politik dan demokrasi saling berhubungan erat karena 
dalam demokrasi, rakyat berperan besar dalam berjalannya suatu pe- 
merintahan sehingga semua kegiatan politik harus secara transparan 
dipaparkan kepada rakyat. Dengan demikian, terwujudlah pemerin- 
tahan “dari rakyat, untuk rakyat”. 


Sebelum era globalisasi di mana komunikasi massa sangat berpe- 
ranan dalam hidup masyarakat, hubungan politik antara suatu orga- 
nisasi dan organisasi lainnya hanya dapat diketahui oleh kaum elite 
berpendidikan yang pada saat itu jumlahnya masih terbatas sehingga 
kebanyakan orang tidak tahu-menahu tentang kegiatan pemerintah 
di sekeliling mereka. Dengan berkembangnya media massa kini, jeda 
waktu antara suatu peristiwa dan sampainya berita tersebut ke ma- 
syarakat dapat diperpendek, termasuk kebijakan-kebijakan politik 
yang dengan mudah terpapar di hadapan mata masyarakat. Selain 
menambah pengetahuan masyarakat, pemaparan mengenai peristiwa 
politik dapat membentuk opini publik yang dapat digunakan sebagai 
salah satu “senjata andalan” suatu organisasi politik dalam mengejar 
kepentingan masing-masing. 

Di AS, masalah utamanya adalah sikap sinis masyarakat yang me- 
luas terhadap institusi politik dan para pemimpin yang berperan di 
dalamnya karena sikap sinis ini menimbulkan kekhawatiran akan 
timbulnya penarikan diri masyarakat dari pemerintahan. Masalah 
yang serupa juga dialami di Eropa. Penarikan diri masyarakat ini pa- 
ling dapat dihubungkan dengan komunikasi politik, terutama yang 
dilakukan lewat media massa yang kebanyakan mengandung kritik. 
Selain media, kampanye politik oleh partai sendiri dapat menimbul- 


kan penarikan diri dari masyarakat”!. 


” Norris P. A Virtuous Circle? The Impact of Political Communications in Post- 
Industrial Democracies. Cambridge: Harvard University: 2004. 
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Dalam demokrasi yang dikenal saat ini, terdapat suatu konsep ko- 
munikasi politik yang dikenal sebagai political marketing. Dalam kon- 
sep ini, perkembangan utamanya melibatkan cara seorang kandidat, 
sebuah partai, pemerintahan, atau kelompok tertentu menggunakan 
teknik komunikasi yang dipinjam dari sektor swasta untuk mencapai 
tujuan strategis seperti mendapatkan suara masyarakat, membentuk 
suatu opini masyarakat, atau bahkan memengaruhi undang-undang. 
Konsep ini disebut “amerikaniasi” yang seolah-olah berasal dari Ame- 
rika. Namun, sebenarnya, praktik seperti iklan-iklan yang saling men- 
jatuhkan pada saat pemilu, personalized politics atau pengeluaran dana 
kampanye yang besar merupakan suatu proses yang diekspor dari satu 


negara ke negara lainnya sehingga menyebar ke seluruh dunia”. 


Walaupun komunikasi politik mengadaptasi konsep marketing 
dari sektor swasta, efektivitasnya tetap terbatas karena target marke- 
ting-nya, yaitu rakyat masih merespons berita di media dan sistem 
politik secara keseluruhannya turut berpengaruh terhadap respons 
masyarakat. Dengan luasnya penggunaan internet pada hari ini dan 
juga hubungan yang kurang erat antara partai dan pemilihnya, bisa 
jadi makin sulit atau menjadi kesempatan untuk para politikus yang 
ingin mengontrol agenda berita dalam lingkungan komunikasi yang 


tidak dapat diprediksi. 
Bahkan, jika sebuah negara ingin menyatakan perang, hubung- 


an antara para politikus dan media menjadi sangat penting, di mana 
kepentingan pemerintah dapat disampaikan sedemikian rupa dan 
menjadi tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sebalik- 
nya. Jika timbul ketidaksesuaian antara kepentingan pemerintah dan 
masyarakatnya, pemerintah harus “menghasilkan” suatu izin dari ma- 


syarakat untuk menyatakan perang dan membangun opini-opini ma- 


2 Bartle, John, and Dylan Griffiths. Political Communications Transformed: 
From Morrison to Mandelson. Houndmills: Palgrave, 2001. Print. 
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syarakatnya agar tujuan dari perang tersebut dapat tercapai. Dalam 
sebuah negara demokrasi, opini masyarakat yang mendukung sama 
pentingnya dengan pasukan tentara yang bersumber daya lengkap. 
Jadi, dampak dari liputan media massa harus turut diperhitungkan 
dalam pembentukan strategi. Salah satu kasus semacam ini adalah 
usaha AS-Britania dalam menghentikan rezim Saddam Hussein yang 
menolak untuk menuruti resolusi PBB tentang senjata pemusnah 
massal. Kedua negara ini dengan gencar berusaha membangun opini 
rakyatnya untuk mendirikan suatu kampanye melawan diktator Irak 
ini. Bahkan dimunculkan berkas-berkas (yang kemudian diketahui 
palsu) sedemikian rupa untuk membuktikan kepada para menteri 
dan rakyat bahwa senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak me- 
rupakan suatu ancaman yang besar. Berkas-berkas ini menyebabkan 
para menteri di Britania setuju pada keputusan Tony Blair untuk 
menyatakan perang karena itu merupakan ancaman bagi Britania dan 


negara-negara Barat lainnya. 


Komunikasi Politik dan Demokrasi di Indonesia 
Pemerintahan Orde Baru Soeharto yang dimulai pada 1967 berha- 


sil menciptakan mekanisme-mekanisme politik yang dapat menca- 
pai kestabilan politik dan ekonomi setelah kebijakan-kebijakan pada 
zaman pemerintahan Sukarno meninggalkan Indonesia dengan laju 
pertumbuhan negatif, kadar inflasi yang mencapai 6006, dan utang 
negara yang mencapai lebih dari 2 miliar USD. Kesuksesan ini sangat 
bergantung pada strategi sistematis dan komprehensif yang memasti- 
kan pemerintahan Indonesia dapat mengontrol distribusi kekuasaan 
antara berbagai partai dan parlemen. Pada 1973, partai Golongan 
Karya (Golkar) yang berkuasa memaksa partai-partai politik yang la- 
innya untuk bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 
dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian, dibentuklah 


suatu format pemilu oleh pemerintah untuk memastikan dan me- 
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nunjukkan kekuasaan absolut Partai Golkar. Alhasil, anggota parle- 
men yang dipilih pada masa Orde Baru tidak dapat berfungsi sebagai 
badan legislatif yang mengangkat kehendak rakyat atau sebagai me- 
kanisme penyeimbang dan pengawas cabang eksekutif.” Pada perte- 
ngahan 1998, terjadi inflasi yang mengakibatkan harga pangan dan 
kebutuhan sehari-hari meningkat sehingga menambahkan keluhan 
masyarakat tentang pemerintahan Soeharto. Demonstrasi besar- 
besaran terjadi di seluruh Indonesia pada awal Januari 1998 sampai 
Februari yang disertai kekerasan. Pada akhirnya, Suharto turun dari 
takhtanya pada Mei 1998. Peristiwa-peristiwa ini merupakan titik 


dimulainya transisi demokrasi di Indonesia”. 


Pada masa transisi ini, demokrasi belum terwujud secara stabil 
sehingga dibutuhkan konsolidasi, di mana pada prosesnya, terdapat 
konsensus sosial dan politik yang kuat. Terjadi desentralisasi peme- 
rintahan, terdapat pemerintahan yang tunduk terhadap undang- 
undang media, terdapat kelompok media swasta, dan juga terdapat 
masyarakat yang mempunyai akses kepada berbagai informasi, baik 
dalam bentuk cetak atau elektronik, selain dari adanya asosiasi-asosi- 


asi wartawan.” 


Demokrasi hanya dapat terwujud apabila terdapat dua elemen 
utama, yaitu pilihan dan informasi. Pertama, pilihan alternatif harus 
ada bagi publik. Ide utamanya adalah demokrasi yang operasional 
sebagai pilihan alternatif bagi persetujuan publik yang pada prin- 


2 Willnat L, Aw A. Political Communication in Asia. New York: Routledge, 
2009. 


“4 Ahmad N, Herdiansah A. Ambiguity in Indonesian Cartelized Democracy: An 
Analysis on the Political Communication. African and Asian Studies. 2013512(3):245- 
265. 

5 Ispandriarno L. Political Communication in Indonesia: An Analysis of the Free- 


dom of the Press in the Transition Process after the Downfoall of the Soeharto Regime 
(1998-2004) (Ph.D). Technische Universitat Ilmenau: 2008. 
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sipnya berbentuk pilihan kandidat dalam pemilihan umum. Kedua, 
publik harus mempunyai informasi yang cukup untuk membuat pi- 
lihan yang berarti, yaitu pilihan yang berhubungan dengan nilai-nilai 
yang tertanam dalam dirinya, keyakinannya, dan kesadarannya sesuai 
dengan kemampuan mental dan imajinasi mereka. Dua elemen ini 


sangat dipengaruhi oleh media dan kebebasannya." 


Pada masa transisi setelah turunnya Soeharto, terjadi euforia di 
seluruh Indonesia. Pada 1998, ketika pemerintah membatalkan la- 
rangan pers, terjadi pertumbuhan publikasi-publikasi yang tidak ter- 
kontrol. Pada 1982, dikeluarkan ketetapan pers yang berisikan un- 
dang-undang yang intinya menetapkan pers sebagai: (1) salah satu 
instrumen untuk mengekspresikan ide dan pendapat, (2) pers pen- 
ting untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, (3) pers harus “bebas 
dari” dan “bebas untuk” mengimplementasikan kegiatan jurnalistik- 
nya, (4) pers berfungsi untuk menjaga kedamaian dunia, (5) undang- 
undang pers yang lama tidak lagi berlaku, dan (6) pers telah lahir 


sebagai mandat konstitusi. 


Hingga hari ini, pers masih memegang peranan yang cukup besar 
dalam komunikasi politik dalam sistem demokrasi di Indonesia. Mi- 
salnya, seorang politikus yang membiarkan kegiatannya diliput oleh 
media, kemudian disampaikan dalam bentuk berita kepada masya- 
rakat sehingga masyarakat sendiri dapat menilai sikap dan kegiatan 
orang-orang yang mewakili mereka dalam pemerintahan. Apakah 
sang politikus tersebut menjalankan tanggung jawabnya dengan baik 
dengan menyampaikan aspirasi masyarakat? Semuanya dikembalikan 
lagi kepada masyarakat melalui pers. Jadi, pers merupakan komponen 
penting dalam komunikasi politik di Indonesia. Namun, dalam era 
ketidakstabilan politik ini, banyak politikus yang sering kali mengece- 
wakan rakyat. Peristiwa-peristiwa seperti ini juga tidak luput dari pers 
dan masyarakat. Dari pemberitaan seperti ini, harapan rakyat tentang 


terwujudnya suatu pemerintahan yang dapat benar-benar mewakili 
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kehendak mereka, pemerintahan yang benar-benar demokratis akan 
pudar. Timbullah sikap apatis dan acuh-tak acuh dari rakyat pada 
pemerintah. Rakyat menjadi tidak sungguh-sungguh terlibat dalam 


pemilu, misalnya golput karena malas, dan sebagainya. 


Oleh karena itu, penting untuk mengomunikasikan politik de- 
ngan benar, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, 
di mana kondisi demokrasi masih bisa dikatakan dalam masa transisi 
yang kurang stabil. Komunikasi politik harus dapat membangun an- 


tusiasme rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. 


Komunikasi Politik dan Media Demokrasi 
Peran Media Massa (Media Power) 


Komunikasi politik di negara yang menganut sistem politik demo- 
kratis lebih menekankan pada peran media dalam setiap aktivitas po- 
litik. Bahkan, para ahli komunikasi menyatakan bahwa media massa 
merupakan fourth estate, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif 
dalam pemikiran Trias Politika. Hal ini juga ditegaskan oleh Thomas 
Carlyle (1907), yaitu “The press is a power, a branch of government 
with an inalienable weight in law-making, derived from the will of the 
people”. Dalam buku Media and Power, ada tiga peran media dalam 
sistem politik demokratis. Pertama, watchdog role yaitu media harus 
memonitor semua aktivitas negara dan berani mengungkap penya- 
lahgunaan kekuasaan. Agar peran ini optimal dibutuhkan adanya free 
market dan deregulation untuk media. Kedua, information and debate: 
media harus mampu memberikan saluran komunikasi antara peme- 
rintah dan rakyat. Untuk itu, media harus membuat forum dialog 
(a forum of debate) di mana rakyat dapat mengidentifikasi masalah, 
mengajukan solusi, membuat kesepakatan, dan memandu arah ma- 
syarakat (to guide the public direction of society). Ketiga, voice of the 
people: media mengantarkan kepentingan rakyat kepada pemerintah. 
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Ini adalah kulminasi dari misi media. Media berbicara untuk rakyat 
dan merepresentasikan pandangan dan kepentingan mereka dalam 
wilayah publik (the public domain)? Media merupakan sarana ma- 
syarakat, pemerintah, partai politik, lembaga nonpemerintah, pressure 


group, dan lain sebagainya untuk saling berhubungan. 


Selain peran penting media seperti yang telah dideskripsikan, Do- 
nald Shaw dan Maxwell McComb menyatakan bahwa media me- 
miliki kemampuan mengarahkan agenda kebijakan suatu pemerin- 
tahan. Hal ini tergambar dalam fungsi agenda setting media. Fungsi 
tersebut merupakan sebuah proses linier dari tiga bagian (4 three-part 
linear process) yaitu pertama, media agenda merupakan prioritas isu- 
isu yang ditampilkan pembuatan kebijakan atau ini disebut policy 
agenda (Littlejohn, 2002. p.319—320). Rangkaian proses tersebut di- 


gambarkan sebagai berikut. 


Media Agenda — Public Agenda — Policy Agenda 


Di Indonesia bisa kita lihat dengan jelas aplikasi fungsi agenda setting 
tersebut, misalnya media massa Indonesia senantiasa mengawal pe- 
laksanaan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan korupsi de- 
ngan cara terus meliput peristiwa kejahatan korupsi dan melakukan 


investigative report tentang hal tersebut. 


Public Sphere dan Kebebasan Media (Pers) 


Menurut Edward S. Herman dan Robert W. McChensey (1997), 
public sphere ialah segenap tempat dan forum di mana segala isu yang 
memiliki makna penting bagi komunitas politik didiskusikan dan 
diperdebatkan. Public sphere merupakan tempat penyajian arus in- 
formasi yang esensial bagi partisipasi warga dalam kehidupan kema- 
syarakatan.- Dalam sistem politik demokrasi, media massa memain- 


kan peran yang sangat penting, yaitu sebagai instrumen public sphere. 
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Denis McOuail (2000) menegaskan “.... The media are now probably 
the key institution of the public sphere, and its guality will depend on the 
guality of media” (p.502). Jadi, kualitas public sphere kembali pada me- 
dia itu sendiri, namun tidak lepas dari media owners interest.” Mam- 
pukah media menampilkan jati dirinya sebagai watchdog role dan voi- 
ce of the people? Inilah tantangan media di tengah arus demokratisasi. 
Ade Armando (2002) menyatakan bahwa public sphere merupakan 
wilayah vital bagi demokrasi yang mengasumsikan bahwa setiap war- 
ga negara terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan me- 
nyangkut kehidupan bersama sehingga warga negara membutuhkan 
informasi yang memadai. “Jadi, public sphere merupakan representasi 
dari partisipasi politik rakyat (the peoples political partisipation) dalam 
rangka mekanisme check and balances. Untuk mendukung konsep 
public sphere tersebut mesti ada kebebasan media atau pers (media fre- 
edom). Kebebasan media menjadi indikator yang paling lazim untuk 
mengukur berlangsung tidaknya perlindungan hak-hak asasi manu- 
sia atau demokratis tidaknya sistem politik di sebuah negara. Tidak 
ada negara demokratis, tanpa kebebasan media. Kebebasan media di 
negara demokrasi, seperti Indonesia, sangat membantu proses per- 
kembangan konsolidasi demokrasi menuju pematangan demokrasi. 
Adanya kebebasan media telah mendatangkan manfaat publik yang 
besar seperti yang diungkapkan oleh Denis McOuail (2000), yaitu 
“Main public benefits of media freedom are systematic and independent 
public serutiny of those in power and an adeguate supply of reliable in- 
Jormation about their activities (this refer to the watchdog or critical role 
of the press): stimulation of an active and informed democratic system 
and social life: the change to express ideas, beliefs and views about the 
world: continued renewal and change of culture and society: and increase 
in the amount and variety of freedom available.” ” Kebebasan media 
(pers) bisa terwujud setidak-tidaknya dengan tidak adanya penyen- 
soran berita dan opini media massa yang dilakukan oleh pemerintah 


dan adanya kebebasan bagi warga negara dalam mengakses berita me- 
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dia massa. Negara Indonesia termasuk negara yang menganut 4 social 
responsibility paradigm di mana kebebasan yang dimiliki pers tetap 
saja mengedepankan pertanggungjawaban sosial atas isi pemberitaan- 
nya. Selanjutnya, hal yang terpenting dalam prinsip kebebasan pers 
adalah negara menjamin secara hukum kebebasan pers tersebut. Di 
Indonesia, praktik kebebasan media (pers) di awal Reformasi dijamin 
oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang tidak lagi menganut 
politik hukum kriminalisasi pers. UU tersebut menyatakan bahwa 
pertama, “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” 
(Pasal 4 ayat 1): kedua, “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers 
nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan me- 
nyampaikan gagasan dan informasi” (Pasal 4 ayat 2): ketiga, “untuk 
menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak menca- 
ri, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi (Pasal 
4 ayat 3)5 dan keempat, “dalam melaksanakan profesinya, wartawan 
mendapatkan perlindungan hukum” (Pasal 8). Pada perkembangan 
selanjutnya, mulai 2002, kebebasan pers di Indonesia mulai terancam 
dengan (1) UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, di mana dalam bebe- 
rapa pasal mengakomodasi politik hukum yang lebih kejam. Isi siaran 
televisi, termasuk karya jurnalistik, bermuatan fitnah, hasutan, me- 
nyesatkan, dan kebohongan diancam dengan pidana penjara bukan 
hanya sampai lima tahun, juga dapat ditambah dengan denda paling 
banyak 10 miliar rupiah. (2) Pada 25 Maret 2008, RUU Informasi 
dan Transaksi Elektronik telah ditetapkan. Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 
45 ayat 1 UU Informasi Transaksi Eletronik menyatakan bahwa pers 
yang mendistribusikan karya jurnalistik memuat penghinaan dan 
pencemaran nama baik dalam wujud informasi elektronik diancam 
dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda sam- 
pai satu miliar rupiah. (3) Pada 3 April 2008, RUU Keterbukaan dan 
Informasi Publik telah ditetapkan. Pasal 51 UU KIP menyatakan, 
“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik 


secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 
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1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Judul- 
nya keterbukaan, isinya ancaman penjara.” UU tersebut mengatur 
informasi rahasia dan informasi publik. Informasi publik mestinya 
terbuka untuk publik, tetapi masih dengan ancaman. Pasal dalam 
UU tersebut dimaksudkan untuk menghambat efektivitas jurnalisme 
investigasi untuk menggunakan informasi publik dalam mengungkap 
kebobrokan birokrasi dan BUMN. (4) Menteri hukum dan HAM 
Kabinet SBY-JK telah mempersiapkan RUU KUHP yang lebih ke- 
jam dari KUHP buatan pemerintah kolonial Belanda (1917). KUHP 
dengan 37 pasal yang telah mengirim orang-orang pergerakan dan 
pers ke penjara Digul selama 63 tahun ini masih digunakan untuk 
memenjarakan wartawan. Kini, RUU KUHP bukannya disesuaikan 
dengan konsep good governance, namun justru berisi 61 pasal yang 
dapat memenjarakan wartawan. Di Indonesia, sejak pasca-Reformasi 
hingga kini, telah terjadi banyak kasus kriminalisasi terhadap media 
atau pers di Indonesia, misalnya pada 28 Agustus 2007 Majelis Ha- 
kim Mahkamah Agung memvonis majalah 7ime Asia untuk memba- 
yar ganti rugi satu triliun rupiah kepada Mantan Presiden Soeharto. 
Ini disebabkan atas laporan investigasi Time edisi 24 Mei 1999 ten- 
tang bagaimana Mantan Presiden Soeharto membangun kekayaan 
keluarga yang dinilai mencemarkan nama baik Soeharto. Menurut 
Leo Batubara (Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia), berdasarkan UU 
pers, pemberitaan Time itu adalah karya jurnalistik dan kalaupun di- 
vonis mencemarkan nama baik, hukumannya maksimum lima ratus 
juta rupiah. Kebijakan pemerintah yang semakin kurang berpihak 
pada kebebasan pers tersebut akan membahayakan proses demokrati- 
sasi dan dikhawatirkan akan mengarah pada pemerintahan yang tak 
demokratis. Kini saatnya pemerintah melihat kembali esensi tujuan 
reformasi di Indonesia, yaitu memberikan kebebasan politik bagi rak- 


yat dan media massa. 
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Jurnalisme Publik 


Jurnalisme bukan persoalan praksis pemberitaan saja, tetapi juga 
merupakan manifestasi komunikasi politik. Kovach dan Rosentiel 
(2001) menyatakan bahwa salah satu prinsip jurnalisme yaitu jurna- 
lisme harus menghadirkan sebuah forum untuk kritik dan komentar 
publik. Selanjutnya, mereka menegaskan bahwa jurnalisme ada untuk 
membangun kewargaan (citizenship) di mana hak-hak warga negara 
terpenuhi ?" Jadi, jurnalisme ada untuk demokrasi. Kini kajian jur- 
nalisme sudah berkembang menjadi jurnalisme publik. Penambahan 
kata “publik” pada jurnalisme diharapkan dapat lebih memfokuskan 
konsep bahwa aktivitas jurnalisme adalah milik publik, bukan hanya 
milik industri media (jurnalisme berbasis pasar), pemerintah, bahkan 
profesi jurnalis itu sendiri. Jurnalisme publik bersumber dari publik 
untuk publik. Ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam po- 
litik. Peran tersebut mampu meningkatkan proses demokratisasi se- 
perti yang diungkapkan oleh Charity (1995.p.6—7): “reducing issues to 
choices, plumbing to core values, spelling out the costs and conseguences of 
each choice, bridging the expert-public gap, facilitating deliberation, and 
promoting civility” (dalam Adiputra, 2006). John Dewey menyatakan 
bahwa tujuan sejati demokrasi adalah kebebasan manusia di mana 
orang dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. "' Ini sa- 
ngat compatible dengan konsep jurnalisme publik dengan dukungan 
kemajuan ICT atau kamera digital yang canggih dan masif, kini kon- 
sep jurnalisme publik semakin diberikan ruang yang luas oleh indus- 
tri media di Indonesia, baik media siaran ataupun cetak. Misalnya, 
sudah lama stasiun radio siaran memberikan ruang bagi publik untuk 
menyampaikan reportasenya tentang suatu peristiwa. Selanjutnya, 
stasiun televisi MetroTV mulai Maret 2008 menayangkan program 
i-Witness, di mana publik indonesia dapat mengirimkan news story ke 


program tersebut untuk ditayangkan. 


KESIMPULAN DAN SARAN 


Kesimpulan 


Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 
kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah pendapat, 
sikap, dan perilaku, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh se- 
bab itu, komunikasi politik dapat disimpulkan sebagai komunikasi 
yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik. Dapat 
juga disebut sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, peme- 
rintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik merupakan 
salah satu fungsi partai politik yang menyalurkan aneka ragam pen- 
dapat dan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan menjadi public 
policy. 

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demo- 
krasi dalam sistem pemerintahannya. Sebagai suatu sistem, demokra- 
si memiliki unsur-unsur yang membuatnya eksis dan tegak di dalam 
sebuah negara. Unsur-unsur yang dapat menopang tegaknya demo- 
krasi antara lain negara hukum, masyarakat madani (civil society), dan 
infrastruktur politik. Masyarakat madani (civil society) dicirikan de- 
ngan masyarakat terbuka yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan 
tekanan negara. Hal ini merupakan elemen yang sangat signifikan 
dalam membangun demokrasi. Untuk meyakinkan akan baiknya sis- 
tem demokrasi, harus ada pola perilaku yang menjadi tuntutan atau 
nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari de- 


mokrasi membutuhkan kesadaran akan pluralisme. 
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Suatu negara dikatakan demokrasi apabila sudah mewujudkan 


prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang harus ada 


dalam sistem pemerintahan adalah sebagai berikut: 


Is 


Adanya kontrol atas keputusan pemerintah. Pemerintah bertugas 
melaksanakan pemerintahan, tetapi dalam mengambil keputusan 
masih dikontrol oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPRD, 
seperti yang sudah terjadi di Indonesia. 


. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi bisa berjalan 


dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara 
yang teliti dan jujur. 


. Demokrasi berjalan apabila warga negara bisa memilih dan dipi- 


lih. Maksudnya yaitu hak pilih dalam pengawasan rakyat terhadap 
pemerintah serta memutuskan pilihan yang terbaik, seperti memi- 


lih calon presiden dan wakil presiden. 


. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam mengutarakan pen- 


dapat tanpa ancaman. Apabila warga negara tidak dapat berpen- 
dapat atau berkritik dengan aman, saluran aspirasi akan tersendat 
dan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. 


. Demokrasi membutuhkan kebebasan untuk mengakses informa- 


si yang akurat. Keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan 
mendapatkan persetujuan DPR, dan informasi antara pemerintah 


dan DPR akurat dan benar. 


. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk ber- 


serikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa 
lemah. Untuk memperkuatnya dibutuhkan teman atau kelompok 
dalam bentuk serikat. Adanya serikat pekerja dan terbukanya sis- 


tem politik memungkinkan rakyat untuk memberikan aspirasi se- 


cara terbuka dan lebih baik. 


Komunikasi politik memegang peranan yang besar dalam demo- 


kratisasi. Dalam sistem politik yang terbuka seperti di Indonesia dan 
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demokrasi yang menjadi struktur dasar, siapa pun bisa menjadi aktor 
politik yang berkompetisi untuk saling memberikan pengaruh.” Da- 
lam proses pembuatan kebijakan publik, terutama di dalam pengam- 
bilan keputusan yang dilakukan oleh suprastruktur politik (eksekutif 
dan legislatif), dinamika komunikasi politik sangat terlihat dan ber- 


peran secara signifikan. 


Sistem politik yang memenuhi persyaratan demokratis adalah sis- 
tem politik yang komunikasi politiknya dapat mengontrol keseim- 
bangan kekuasaan antara suprastruktur politik (eksekutif dan legisla- 
tif) dan infrastruktur politik. Komunikasi politik dalam infrastruktur 
politik berfungsi untuk mendukung, memberi kritik, dan menolak 
di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal tersebut adalah 
salah satu mekanisme demokrasi dengan fungsi komunikasi politik 
untuk mengimbangi serta mengontrol kekuatan suprastruktur poli- 
tik. Dalam sistem politik yang demokratis, komunikasi politik sangat 
penting dalam penggunaan media massa untuk membuka persoal- 
an politik yang tersembunyi di hadapan publik. Dengan demikian, 
publik bisa ikut terlibat dalam persoalan politik. Demokratisasi yang 
mengutamakan mayoritas dalam sistem politik dapat mengubah sifat 
komunikasi dan kegiatan politik ke dalam wilayah publik. 


Demokrasi yang dianut Indonesia masih berkembang. Pemikir- 
an, pandangan, sifat, dan ciri dari Demokrasi Pancasila masih dalam 
perkembangan. UUD secara eksplisit memberikan dua prinsip yang 
dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Ne- 


gara, yaitu: 
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) 


Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak ber- 
dasarkan kekuasaan belaka (machstaat). 


?6 Mietzner, M. (2007). Local Elections and Autonomy in Papua and Aceh. Indo- 
nesia Journal, Vol 84. Oktober 2007. 


130 » 


2. Sistem Konstitusional 


Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Da- 
sar) dan tidak bersifat absolut, yaitu kekuasaan yang tidak terba- 


tas. 


Dapat diketahui juga bahwa demokrasi Indonesia memiliki corak 
khas yang dimuat dalam Pembukaan UUD, yaitu kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawaratan dan 
perwakilan. Jadi, demokrasi di Indonesia memiliki nilai-nilai khusus 
yang memberi pedoman tingkah laku rakyat Indonesia dalam berhu- 
bungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian lain dari Demokrasi Panca- 
sila yang diterapkan RI adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 
dan Persatuan Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadil- 
an sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping mempunyai nilai 
umum, demokrasi Indonesia mengandung nilai khusus yang mem- 
berikan pedoman tingkah laku. Demokrasi Pancasila merupakan de- 
mokrasi yang didasarkan pada kekeluargan dan gotong royong yang 
ditujukan pada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur 
berkesadaran religius, kecintaan dan budi perketi luhur, kebenaran, 


berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. 


Prinsip demokrasi dapat dijalankan dengan adanya dua landasan 
pokok yang harus diketahui oleh pemimpin negara dan rakyat yaitu, 
bahwa negara adalah milik seluruh rakyat, bukan milik perorangan, 
milik suatu kelompok/ golongan/partai, atau milik penguasa negara. 
Siapa pun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, ia harus bisa 
bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya. Pemimpin 
tidak boleh bertindak untuk dirinya sendiri tetapi untuk rakyat. 
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Ideologi Pancasila mempunyai lima nilai dasar yang menjadi haki- 
kat dirinya. Meskipun kelima nilai itu juga dimiliki oleh negara lain 
dan bersifat universal, kita telah melangkah maju dengan merangka- 
inya menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada dua nilai dasar Pancasila 


yang menjadi paradigma ideologi Pancasila yaitu: 
1. Sila ketiga, Persatuan Indonesia yang menjadi nilai dasar persatuan. 


2. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan yang menjadi nilai dasar mu- 


syawarah dan mufakat atau demokrasi/kedaulatan rakyat. 


Kedua nilai dasar ini, persatuan dan demokrasi, berikaitan dan 
saling memperkuat. Dalam demokrasi yang dikenal pada hari ini, ter- 
dapat suatu konsep komunikasi politik yang dikenal sebagai political 
marketing. Dalam konsep ini, perkembangan utamanya melibatkan 
cara seorang kandidat, sebuah partai, pemerintahan, atau kelompok 
tertentu menggunakan teknik komunikasi yang dipinjam dari sektor 
swasta untuk mencapai tujuan strategis seperti mendapatkan suara 
masyarakat, membentuk suatu opini masyarakat, atau bahkan meme- 


ngaruhi undang-undang. 


Demokrasi hanya dapat terwujud apabila terdapat dua elemen 
utama, yaitu pilihan dan informasi. Pertama, pilihan alternatif harus 
ada bagi publik. Ide utamanya, demokrasi yang operasional, adalah 
pilihan alternatif bagi persetujuan publik. Pada prinsipnya, ide ini 
dalam bentuk pilihan kandidat pada pemilihan umum. Kedua, pub- 
lik harus mempunyai informasi yang cukup untuk membuat pilihan 
yang berhubungan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya, 
keyakinannya, dan kesadarannya sesuai dengan kemampuan mental 
dan imajinasi mereka. Dua elemen ini sangat dipengaruhi oleh media 


dan kebebasannya. 
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Saran 


Komunikasi politik di Indonesia harus lebih dilaksanakan secara se- 
rius. Pelaksanaan yang tidak serius dapat membawa masalah-masa- 
lah komunikasi politik yang akan menimbulkan demokrasi yang se- 
tengah-setengah. Anggota legislatif harus lebih sering datang rapat 
dan lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada partai politik, 
berani untuk tidak disetir oleh “sponsor politik” dan mampu berdi- 
ri sendiri, serta melaksanakan kegiatan reses yang sudah ditetapkan 
dengan baik sehingga kelancaran hubungan antara elite politik dan 
rakyat dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat mening- 


katkan sistem demokrasi di Indonesia. 


BAGIAN 5 
PERAN PERS DAN MEDIA MASSA 
DALAM KOMUNIKASI POLITIK DI 
INDONESIA 


Latar Belakang 


Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara ber- 
kala. Secara etimologis, kata pers dalam bahasa Belanda pers dan bahasa 
Inggris press, berasal dari bahasa Latin yaitu perssare dari kata premere 
yang berarti “tekan atau “cetak. Pers dalam pengertian luas meliputi 
segala penerbitan, bahkan pers elektronik, radio siaran, dan televisi si- 
aran. Pers dalam arti sempit hanya terbatas pada pers cetak, yakni surat 
kabar, majalah, dan buletin kantor berita (Ardianto, 2009).” 


Pers adalah lembaga kemasyarakatan. Sebagai lembaga kemasya- 
rakatan, pers merupakan salah satu bagian dari sistem kemasyarakat- 
an tempat ia berada bersama dengan bagian-bagian sistem lainnya. 
Dengan demikian, pers tidak hidup secara mandiri, tetapi dipenga- 
ruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lain. Pers dan lembaga- 
lembaga kemasyarakatan lainnya berada dalam keterikatan dengan 
negara, maka pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan 
sistem politik negara tempat pers itu hidup (Nurudin, 2004). 


” Ardianto, dkk. 2009. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Rekat- 
ama Media. 


2 Nurudin. 2004. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 


134 » 


Ada empat teori pers menurut Fred S. Siebert, Theodore Peter- 
son, dan Wibur Schramm (1963) dalam Four Theories of the Press 
yaitu teori pers otoriter, teori pers liberal, teori pers komunis, dan 
teori pers tanggung jawab sosial. Pers di Indonesia sesuai yang dia- 
tur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 menganut teori 
tanggung jawab sosial. Namun, sejak era Demokrasi Terpimpin, ter- 
utama setelah runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, Pers Indo- 
nesia mengalami reformasi bahkan liberalisasi yang luar biasa dalam 
sejarahnya. Perkembangan baru itu telah melahirkan semangat eup- 
horia dalam sejarah demokrasi di Indonesia dan melibatkan seluruh 
elemen nasional yang mau tidak mau harus menyesuaikan diri de- 
ngan perkembangan era baru tersebut yaitu era Reformasi (Lesmana, 
2005). 


Dalam dunia pers, hal itu dicerminkan oleh munculnya sikap aro- 
gansi sebagian komunitas pers yang memberi kesan bebasnya pers di 
Indonesia yang melebihi kebebasan pers liberal di Amerika. Kebebas- 
an dan merdekanya pers di negara kita berujung pada lahirnya media 
massa, yang tidak jelas status perusahaan, alamat, maupun pengasuh- 
nya. Isinya bahkan berisi fitnah, balas dendam, pornografi, serta ke- 
pentingan sesaat politik maupun ekonomi sehingga menuai sebagai 


“pers kebablasan”. 
Banyak sekali penyimpangan pers di negara kita. Pemerintah dan 


institusi yang seharusnya bertanggung jawab untuk menertibkan pe- 
langgaran-pelanggaran dalam dunia pers malah bersikap hati-hati ka- 
rena takut menuai reaksi keras dari publik, terutama dari komunitas 
pers itu sendiri. Pemerintah juga sejauh mungkin menghindari urus- 
an dengan pers karena konstitusi melarang campur tangan terhadap 


kehidupan pers. 


9 Lesmana, Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers, Antara Indonesia dan 
Amerika, Erwin-Rika Press Jakarta, 2005. 
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Menurut Lesmana, semua perkembangan itu merupakan kon- 
sekuensi dari liberalisasi pers yang lemah penghargaan terhadap 
standar profesi, standar organisasi, dan standar media massa. Kem- 
balinya sistem pers ke sistem pers otoriter memang sangat tidak 
diinginkan, namun bukan berarti kebebasan pers dapat menjadi 
tidak terkontrol dan tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun. Da- 
lam tulisan ini akan dibahas lebih mendalam mengenai sistem pers 
di Indonesia, bagaimana sistem pers berperan dalam komunikasi 
politik, dan masalah-masalah yang ada dalam sistem pers di negara 


kita. 


Rumusan Masalah 


1. Bagaimana arti pers dalam sistem komunikasi di Indonesia? 

2. Bagaimana peran media massa dalam komunikasi politik? 

3. Bagaimana hubungan pers dan sistem hukum di Indonesia? 

4. Bagaimana fenomena kebebasan pers sejak masa Orde Baru? 
3 


. Apa saja masalah-masalah sistem pers dalam Indonesia? 


Tujuan 
Adapun tujuan dari penyusunan tulisan ini adalah: 


1. Mengetahui dan memahami tentang arti pers dalam sistem ko- 


munikasi 
2. Mengetahui jenis-jenis sistem pers Indonesia 


3. Mengetahui dan memahami tentang kedudukan pers dalam sis- 


tem hukum dan kebebasan pers dalam masa Reformasi 


4. Mengetahui masalah-masalah mengenai sistem pers yang ada di 


Indonesia 
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Manfaat 


Iss 


Mendapatkan pemahaman mengenai pers secara umum dan sis- 
tem pers yang ada di Indonesia, jenis-jenis sistem pers, serta kedu- 


dukan terhadap hukum. 


. Dapat mengerti peran media massa dan penggunaannya dalam 


komunikasi politik. 


. Memahami masalah-masalah pers di Indonesia. 


KAJIAN TEORI 


Komunikasi Politik 


Pengertian Komunikasi Politik 
Pengertian komunikasi politik: 


1. Nimmo (2005) mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegi- 
atan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya 
(aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di 


dalam kondisi-kondisi konflik (Nimmo, 2005). ' 


2. Cangara (2009) menyebutkan komunikasi politik adalah suatu 
bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komu- 
nikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpe- 
ngaruh terhadap perilaku politik. Pengertian komunikasi politik 
dirumuskan sebagai suatu proses pemindahan lambang-lambang 
atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan poli- 
tik dari seseorang atau kelompok pada orang lain dengan tujuan 
membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap 


dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.'”' 


10 Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik (Jilid Dua). Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 


101 Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta: Rajawali Pers. 
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Pengertian komunikasi politik dapat disimpulkan sesuai dengan 
tulisan Harsono Suwardi (1997), yaitu “komunikasi politik dapat di- 
lihat dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit, 
komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik 
dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata 
tertulis atau terucap, ataupun dalam bentuk isyarat yang memenga- 
ruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan 
tertentu. Dalam arti luas, komunikasi politik adalah setiap jenis pe- 
nyampaian pesan, khususnya yang bermuatan informasi politik dari 


suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan (Suhandi, 1993). '? 


Fungsi Komunikasi Politik 
Fungsi Komunikasi Politik (Nimmo,1989)'": 


Komunikasi politik menurut McNair memiliki lima fungsi dasar, ya- 

itu: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terja- 
di di sekitarnya. Di sini media komunikasi memiliki fungsi peng- 
amatan dan fungsi monitoring untuk mengetahui apa yang sebe- 


narnya sedang terjadi di dalam masyarakat. 


2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. 
Di sini para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada sehingga 
berusaha membuat liputan yang objektif (objective reporting) se- 
hingga bisa mendidik masyarakat luas atas realitas fakta tersebut. 


3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah- 
masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk 


public opinion, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masya- 


12 Sumarno dan Suhandi. 1993. Pengantar Bidang Komunikasi Politik. Ban- 
dung: Orba Shakti. 


103 Nimmo, Dan. 1989. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media 
(Edisi Terjemahan oleh Tjun Surjaman). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
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rakat. Dengan cara demikian, media bisa memberi arti dan nilai 


pada usaha penegakan demokrasi. 


4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan in- 
stitusi politik. Di sini media bisa berfungsi sebagai anjing penja- 
ga (watchdog) dalam membantu terciptanya good governance yang 


transparan dan akuntabel. 


5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai 
saluran pembela yang bisa membantu agar kebijakan dan program- 


program institusi politik dapat disalurkan kepada media massa. 


Sementara itu, Almond berpendapat bahwa komunikasi politik 
adalah salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem 
politik, yaitu (Nimmo, 1989): 


Komunikasi politik 

Sosialisasi dan rekrutmen politik 
Artikulasi kepentingan 

Agregasi kepentingan 
Pembuatan aturan 

Aplikasi aturan 


Pengadilan atas pelaksanaan aturan (rule adjudication) 


Komponen dan Model Komunikasi Politik 
Komponen dan Model Komunikasi Politik (Arifin, 2010)”: 


Gurevith dan Blummer (1977) menyampaikan empat komponen 


dalam komunikasi politik, yaitu: 


104 Arifin, Anwar. 2010. Pers dan Dinamika Politik: Analisis Media Politik Indo- 
nesia. Jakarta: Yarsif Watampone. 
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Iss 


Institusi-institusi politik dalam aspek komunikasinya 


2. Institusi media dalam aspek politiknya 


3. Orientasi audiens terhadap komunikasi 


4. Aspek political culture yang relevan dengan komunikasi. 


Objek Komunikasi Politik 
Objek komunikasi politik (Arifin, 2010) ': 


IT, 


Objek komunikasi politik adalah dampak atau hasil yang bersi- 
fat politik (political outcomes) di samping sebagai salah satu fungsi 


yang menjadi syarat untuk berfungsinya sistem politik. 


. Jika komunikasi politik dilihat sebagai jembatan metodologis an- 


tara disiplin ilmu komunikasi dan politik, objek formal komuni- 
kasi politik adalah proses penciptaan kebersamaan dalam makna 


(the commonness in meaning) tentang fakta dan peristiwa politik. 


Golongan Berdasarkan Karakteristik Dominan 


Golongan berdasarkan karakteristik dominan (Nimmo, 1989)'5: 


Ta 


Golongan inaktif ialah golongan yang tidak berpartisipasi dalam 
organisasi politik atau sosial di daerahnya yang memiliki peluang 


untuk berpartisipasi dalam organisasi politik. 


. Golongan konstruktivis ialah golongan yang bekerja pada organi- 


sasi tertentu atau pada proyek pelayanan sosial, tapi jarang menja- 


di protes yang terorganisasi. 


. Golongan aktivis ialah golongan yang selalu mrngajukan protes 


akan kekecewaan mereka terhadap para pemimpin yang dinilai 


105 Nimmo, Dan. 1989. Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek. Bandung: Re- 


maja Rosdakarya. 
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mempunyai prestasi buruk dan berpartisipasi dalam memperbaiki 
citra tersebut. Mereka lebih peka, independen, dan bertanggung 


jawab. 


4. Golongan pengingkar ialah golongan yang selalu tidak searah atau 
selalu kontra dalam melaksanakan kepribadian politik karena sela- 
lu mengizinkan segala sesuatu yang dianggap benar. Tipe masya- 
rakat ini tidak bisa memiliki kedudukan yang jelas dibandingkan 


dengan masyrakat yang taat. 


Sistem Pers 

Definisi 

Pers merupakan suatu istilah yang berasal dari Belanda yang memiliki 
makna “tekan” atau “cetak”. Dalam bahasa Inggris, kata pers dikenal 
dengan kata press, sedangkan pers dalam bahasa Prancis adalah presse 
dan dalam bahasa latin adalah pressare. Umumnya, pers memiliki de- 
finisi sebagai semua upaya yang menggunakan alat-alat komunikasi 
media massa untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam bidang 
berita dan informasi, maupun hiburan. Pers mencakup media-media 
umum seperti radio, majalah, surat kabar, film, majalah, buletin, 
atau tabloid. Dalam UU No.40 Tahun 1999 mengenai pers, pers 
memiliki definisi sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komuni- 
kasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, maupun suara 
dan gambar, serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya yang 


menggunakan media cetak (Bambang S, 2007: Purwanto, 2010)'5197, 


106 Bambang S dan Sugiyarto, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA kelas XII, 
Grahadi, Surakarta, 2007. 


1 Bambang Tri Purwanto dan Sunardi, Membangun Wawasan Kewarganegara- 
an 3, Platinum, Jakarta, 2010 
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Fungsi dan Peranan Media 


Media-media komunikasi tersebut memiliki lima fungsi utama dalam 
yee 


suatu masyarakat demokrasi yang ideal, yakni (McNair, 1993 
1. Menyampaikan warga akan hal-hal yang sedang terjadi di sekitar 


mereka. Dikenal juga dengan istilah fungsi media sebagai surveil- 


lance atau monitoring. 


2. Megedukasi masyarakat mengenai arti dan betapa pentingnya 
fakta-fakta. 


3. Menyediakan suatu “panggung” untuk pidato politik publik dan 
memfasilitasi pembentukan dari opini publik, menyalurkan opini 


tersebut kembali kepada publik ketika opini tersebut muncul. 


4. Memberikan publisitas kepada institusi-institusi pemerintah dan 
politik. 
5. Menjadi sarana untuk berperan sebagai advokat untuk memenga- 


ruhi massa dengan sudut pandang dan opini politik. 


Sejak abad ke-18, media beserta dengan fungsi-fungsinya yang 
tertulis memiliki peranan-peranan yang semakin penting untuk ke- 
lancaran berlangsungnya proses demokrasi politik. Peranan-peranan 
pers tersebut menurut UU No. 40 1999 adalah untuk memenuhi 
hak masyarakat untuk memeroleh informasi, menegakkan nilai-nilai 
dasar dalam berdemokrasi, mengolah opini umum yang berpatokan 
pada informasi yang benar, mengawasi berbagai hal mengenai kepen- 


tingan umum: dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.” 


108 Mcnair, An Introduction to Political Communication, London & New York 
Routledge, London & New York, 1993, hlm. 18-20. 


109 Bambang S dan Sugiyarto, Op.Cit. 


H0 Bambang Tri Purwanto dan Sunardi, Op.cit. 
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Munculnya internet juga telah memberikan kesempatan baru bagi 
publik untuk berpartisipasi dalam debat politik, seperti blogging dan 
“citizen journalism”. Situs-situs web seperti YouTube dapat juga men- 
jadi sarana bagi kelompok politik dalam memberikan pernyataan da- 


1 111 


lam skala globa 


Pers dan media siaran (broadcast media), dari dasar fungsi dan pe- 
rannya memiliki intervensi politik yang cukup berbeda. Pers terkesan 
sangat gencar dalam pendekatannya pada masalah-masalah politik, 
dan peran pers lebih diartikulasikan berdasarkan opini. Contohnya 
pada saat pemilu, pandangan-pandangan diekspresikan sesuai dengan 
preferensi partai, misalnya koran- koran secara aktif mengampanye- 
kan partai yang lebih diminati oleh mereka dan merendahkan atau 
mengkritik partai yang lainnya. Pers yang tergolong populer akan 
melakukan semua hal tersebut secara propaganda, diikuti dengan 
beberapa derajat dari distorsi, ketidakbenaran, dan sensasionalisme, 
sementara media siaran akan memaparkan garis besar dari pandangan 


mereka dengan alas an yang lebih masuk akal."” 


Politik dan Produksi Media 
Politik dan Produksi Media'' 


Banyak ciri dari media dapat lebih baik dimengerti dengan adanya 
analisis dari proses produksi dari media tersebut, yang meliputi tiga 


kategori: commercialization, organizational, dan professional. 


Maksud dari commercialization yang telah diamati oleh Greg Philo 


mengungkapkan suatu kenyataan yang sederhana dalam kegiatan se- 


HM McNair, Op.cit., hlm. 13. 
1 McNair, Op.cit., hlm 68-69. 
13 McNair, Op.cit., hlm 60-65. 
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hari-hari institusi media dan jurnalis yang bekerja di dalamnya. Mereka 
semua berada dalam suatu jenis kompetisi antara satu dengan lainnya 
untuk menjual cerita dan memaksimalkan peminat. Tujuan paling uta- 
ma dari pers sejak munculnya dari media massa pada abad ke-19 adalah 
memproduksi informasi dan memaksimalkan pendapatan dengan cara 
menjual informasi yang telah diperoleh tersebut kepada pembaca seba- 
nyak mungkin. Oleh karena itu, aspek politik yang terkandung dalam 
proses ini berasal dari cerita yang paling diminati oleh masyarakat, yak- 
ni cerita yang memiliki ciri yang spektakuler dan dramatis sehingga ada 
aspek politik yang mengendalikan jalannya media. 

Organizational dapat dilihat pada terbentuknya suatu hubungan 
yang saling membutuhkan satu sama lainnya antara politikus dan 
jurnalis di mana kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan. 
Hubungan tersebut terbentuk karena adanya media yang selalu haus 
akan berita baru, sementara arena politik memiliki potensi untuk 
menjadi sumber berita yang tidak terbatas. Akan tetapi, tidak semua 
berita yang mengalir tersebut akan disukai oleh seorang politikus se- 
hingga terdapat kemungkinan di mana politikus yang andal dapat 


memanipulasi media. 


Professional yang mengacu pada salah satu unsur dari proses produk- 
si media yang mendukung pembangunan adalah etika profesionalisme 
kepada objektivitas yang dianut oleh sebagian besar dari jurnalis-jur- 
nalis politik. Etika profesionalisme terhadap objektivitas ini mencakup 
pemisahan antara fakta dengan opini, mengikutsertakan semua liputan 
dari semua sisi yang berlawanan dalam suatu debat, dan validasi dari 


narasi jurnalistik berdasarkan sumber yang terpercaya. 


Media Massa 


Definisi Media Massa 
Media massa (mass media) adalah alat-alat yang digunakan dalam ko- 


munikasi massa yang bisa menyebarkan pesan secara serempak dan 
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cepat kepada audience yang luas dan heterogen. Kelebihan media 
massa dibandingkan dengan jenis komunikasi lainnya yaitu media 
massa dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan, media 
massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang 
tak terbatas kepada masyarakat luas (Nurudin, 2015). 


Media massa merupakan suatu temuan teknologi yang sangat luar 
biasa sehingga memungkinkan orang-orang untuk melakukan suatu 
komunikasi dengan lebih banyak lagi orang di sekitarnya, baik yang 
ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Betapa majunya media 
massa yang ada saat ini bahkan dapat membuat kita mampu untuk 
berkomunikasi dengan komunikan yang tidak terlihat, tetapi juga de- 
ngan generasi yang akan datang. Itulah alasan mengapa media massa 


dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu. 
Menurut Denis McOuail, media adalah (McOuail, 1987)": 


1. Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghi- 


dupkan industri lain 


2. Sumber kekuatan, seperti alat kontrol, manajemen, dan inovasi 


masyarakat 
3. Tempat untuk menampilkan peristiwa masyarakat 
4. Wahana pengembangan kebudayaan 


5. Sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masya- 


rakat 


NM Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, Pusat Komunikasi Publik Kementri- 
an Pekerjaan Umum, 2015. 


H5 Dennis McOuail, Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakar- 
ta, 1987. 
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Jenis-Jenis Media Massa 


Sejak awal mula perkembangan media massa, dari surat kabar hingga 
saat ini, sudah tersedia berbagai akses ke internet untuk mengeksplo- 
rasi dunia luar sehingga media massa dapat dibedakan berdasarkan 


jenis-jenisnya (William R. Rivers, dkk., 2003)"'5: 


1. Media Massa Cetak 


Merupakan media massa yang dicetak dalam lembaran kertas, se- 


perti surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, dan buletin. 
2. Media Massa Elektronik 


Merupakan media massa yang menyebarkan informasi melalui su- 
ara, gambar, ataupun gambar dan suara ke dunia sekitarnya mela- 


lui teknologi elektro (listrik), seperti radio, televisi, dan film. 
3. Media Online 


Merupakan media massa yang dapat ditemukan melalui situs-situs 


di internet. 


Fungsi dan Karakteristik Media Massa 


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 
1999, Bab II pasal 3.1, fungsi media massa adalah sebagai berikut 
(Undang-Undang Republik Indonesia) ': 


e Media Informasi 


» Fungsi Pendidikan 


Hc William R. Rivers, dkk, Media Massa dan Masyarakat Modern: Edisi Kedua, 
Prenada Media, Jakarta, 2003. 

17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, Bab II pasal 
31. 
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» Fungsi Hiburan 
» Fungsi Kontrol Sosial 
» Lembaga Ekonomi 


Media massa sebagai media informasi berarti media massa menye- 
diakan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan ma- 


syarakat untuk mencukupi kebutuhan informasi masyarakat lainnya. 


Media massa sebagai fungsi pendidikan, artinya media massa (pers) 
menyediakan informasi yang berisi hal-hal yang menambah wawasan 
dan pengetahuan masyarakat. Media massa sebagai fungsi hiburan, ar- 
tinya media massa juga menyajikan berbagai konten yang berisi hibur- 
an untuk mengimbangi informasi-informasi berat yang juga disajikan 


kepada masyarakat, contohnya cerita pendek, puisi, dan novel. 


Media massa sebagai fungsi kontrol sosial, artinya media massa 
menyampaikan informasi-informasi yang demokratis kepada masya- 
rakat, misalnya menyampaikan hal-hal yang menarik partisipasi dan 
dukungan masyarakat terhadap pemerintahan, menyampaikan kewa- 


jiban pemerintah dan hak-hak yang pantas diperoleh masyarakat, dll. 


Media massa sebagai lembaga ekonomi, artinya media massa da- 
pat memanfaatkan keadaan di sekitar masyarakat untuk menghasil- 
kan nilai jual tersendiri untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu 


sendiri. 

Sementara itu, Pasal 6 UU Pers Nasional melaksanakan peranan 
sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia): 

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, 

2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya 
supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati ke- 
binekaan: 

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang te- 


pat, akurat dan benar, 
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4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal- 


hal yang berkaitan dengan kepentingan umum: 


5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 


Karakteristik media massa (William R. Rivers, dkk., 2003): 
1. Publisitas, yaitu disebarluaskan kepada publik atau orang banyak 


2. Universalitas, yaitu pesannya bersifat umum, tentang segala aspek 


kehidupan dan kepentingan umum masyarakat di berbagai tempat 


3. Periodisitas, artinya disajikan secara tetap atau berkala, misalnya 


setiap hari atau setiap minggu 
4. Kontinuitas, yaitu berkesinambungan sesuai dengan jadwal terbit 


5. Aktualitas, yaitu berisi hal-hal yang baru yang menyangkut infor- 


masi mengenai kejadian terbaru 


Selain memiliki fungsi-fungsi tersebut, sekarang ini dari berbagai 
macam kalangan, banyak yang memanfaatkan media massa sebagai 


alat politik. 


Konstruksi realitas politik yang dibentuk oleh sebuah media mas- 
sa pertama-tama dipengaruhi oleh kehidupan sistem politik di mana 
media massa menjadi salah satu subsistemnya. Walaupun demiki- 
an, media massa memiliki kekuatan tersendiri dalam memengaruhi 
sistem politik sehingga hubungan antara keduanya biasanya ditan- 
dai oleh dua hal. Pertama, bentuk dan kebijaksanaan politik sebuah 
negara menentukan pola operasi media massa di negara itu, mulai 
dari kepemilikan, tampilan isi, hingga pengawasannya. Begitu domi- 


nannya sistem politik memengaruhi sistem media sehingga kondisi 


H8 William R. Rivers, dkk., Op.cit. 
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demikian ini mendorong orang untuk membuat kesimpulan bahwa 
sistem media massa yang berlaku di sebuah negara menjadi cerminan 
sistem politik negara itu. Kedua, media massa sering menjadi media 
komunikasi politik terutama oleh para penguasa. Dalam dunia po- 
litik modern, media bahkan telah menjadi keniscayaan, juga untuk 
bermacam kepentingan. Setiap kekuatan politik sedapat mungkin 
memakai media massa untuk melancarkan hajat politiknya (Ibnu 
Hamad, 2004). 


Dampak Positif dan Negatif Media Massa 

Dampak Positif dan Negatif Media Massa (Adhitya, 2014)'2 
Dampak Positif 

1. Sebagai sarana mendapat informasi yang berguna bagi masyarakat 
. Dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan 

. Dapat melihat perkembangan dunia melalui media 

Dapat memberi hiburan kepada masyarakat 


. Dapat menjadi sarana untuk mengawasi kinerja dari pemerintahan 


NM NN» 


. Dapat menjadi mdia untuk berkomunikasi secara luas 


Dampak Negatif 
1. Dapat merusak kepribadian bangsa jika tidak bijak dalam peman- 


faatannya 


2. Dapat menimbulkan penyakit-penyakit sosial 


19 Ibnu Hamad. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Jakarta 10230, 
Granit, 2004. 

120 Adhitya IP. Analisis dan Penelitian Perkembangan Media Massa dari Zaman 
ke Zaman. Jakarta. 2014. 
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3. Dapat menimbulkan opini negatif jika berita tidak disampaikan 
dengan baik 


4. Dapat menimbulkan perbedaan presepsi yang dapat menimbul- 


kan perpecahan 


5. Mengancam keutuhan NKRI karena kekuatan media massa dapat 


memicu konflik-konflik sosial antara ras, agama, dan suku 


Hubungan pers, media sosial, dan komunikasi politik 


Salah satu komponen media mayor dalam komunikasi politik ada- 
lah pengiklanan (advertising).Pengiklanan memiliki dua fungsi antara 
pembuat iklan (program politik, servis, hal-hal baik) dengan konsu- 
men. Pertama adalah memberi informasi. Pada proses politik, peng- 
iklanan seharusnya memasukkan unsur-unsur rasional yang dapat 
dipikirkan oleh pemilih (voters) berupa informasi kepada masyarakat 
tentang siapa yang berdiri/mencalonkan diri dan apa yang mereka 


tawarkan kepada masyarakat dalam aspek politik (McNair, 1993). "8 


Setiap strategi pengiklanan bertujuan menyukseskan pemasaran 
dalam produk yang ditawarkan dengan mengemukakan hal-hal yang 
unik tentang produk tersebut dan memaparkannya pada kelompok 
masyarakat yang telah menjadi langganan/penonton iklan tersebut. 
Contoh yang paling umum adalah iklan sabun/parfum yang menge- 
mukakan suatu kompenen mutlak yang membuat setiap orang wajib 
memilikinya dan memanfaatkan ikon publik yang populer seperti ar- 
tis dan aktor yang turut ada dalam pengiklanan dan mengajak masya- 
rakat untuk membeli produk tersebut dan berhasil menarik perhatian 
masyarakat. Jika diidentifikasi dari hal yang dijual, pada komunikasi 
dan pengiklanan politik, akan terdapat perbedaan. Namun, strategi 


RI McNair, Op.cit., hlm. 87. 
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pemasaran itu tetap masuk di dalamnya, seperti kutipan Nimmo dan 
Felsberg, “Kandidat politik harus sering menawarkan dirinya sebagai 


produk yang berbeda dan unik dari produk semacamnya.” 


Dilihat dari sejarahnya, teknik pengiklanan politik (political ad- 
vertising) dimulai dari Amerika Serikat pada abad-20. Pada masa itu 
kampanye politik masih berisikan kampanye motivasi pada masyara- 
kat untuk meningkatkan keaktifan dalam berpolitik melalui hak khu- 
sus milik mereka. Kandidat pada masa itu melakukan lagu kampanye, 
memberi janji, memaparkan tema politik yang mengajak masyarakat 
mendukung kelompok politiknya, dan menolak kelompok yang lain. 
Pada perkembangannya, durasi kampanye politik pada media sosial 
mulai perlahan menurun mulai dari 30 menit dan sekarang menjadi 
sekitaran 30 detik. Hal tersebut didasarkan pada riset dan studi yang 
dilakukan pada masyarakat bahwa durasi kampanye pada media sosi- 
al yang terlalu lama tidak diminati masyarakat dan membuat mereka 


bosan. 


Tren yang berlangsung selanjutnya adalah pengiklanan tentang 
pembentukan kebesaranj/citra diri suatu kandidat politik secara masif 
maupun menjelek-jelekkan citra diri musuh politiknya. Contoh dari 
tren ini adalah kampanye Barrack Obama pada 2008 sebagai rupa 
yang berjiwa muda, inspirasional, gambaran pengharapan orang kulit 
hitam, dan perubahan. Metode lain dalam pengiklanan politik adalah 


metode negatif. 


Metode ini merupakan metode yang kontroversial karena peng- 
iklanan semacam ini difokuskan untuk menyerang sisi buruk mu- 
suh daripada memaparkan hal baik dari suatu kandidat. Contoh 
dari tipe iklan politik kini yaitu kampanye 2008 Hillary Clinton 
“3.AM” bukan menentang Republicans tetapi ditujukan pada rival 
Democratic Obama. Hal itu kontroversial karena menyugesti Oba- 
ma tidak bisa dipercaya pada situasi genting (emergency) seperti 


yang Hillary Clinton telah hadapi (sebagai First Lady) semasa jabat- 
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annya di White House dan senat. Hillary Clinton muncul memakai 
pakaian resmi pukul 03.00 dini hari dengan pesan “orang tercinta 
kami sedang dalam bahaya dan hanya Mrs. Clinton yang dapat me- 
nyelamatkan mereka...” (McNair, 1993). 12 


Pers dengan kebebasannya jika ditinjau dari komunikasi politik 


berfungsi'?: 
1. Memfasilitasi khalayak memahami isu politik 


Pers sebagai komunikator politik yang telah diberi hak bebas dari 
dan untuk semestinya memberikan pemahaman bagi khalayak 
tentang isu-isu, agenda-agenda, atau berbagai pembicaraan politik 
yang berlangsung di dalam negeri secara berimbang. Pers Indone- 
sia dalam praktiknya masih berkutat pada kepentingan ekonomi 
politik media yang sarat akan bingkai subjektivitas. 


2. Menjadi bagian dari proses politik 


Poin ini dapat dicontohkan dengan peran politik pers dalam 
menghantarkan Indonesia menuju gerbang reformasi. Pers walau 
dibungkam sedemikian rupa, mampu membantu dalam suksesi 
kebebasan rakyat dari Orde Baru pada zaman itu yang dengan 
kata lain menghantarkan jiwa politik Indonesia menjadi negara 


berkedaulatan rakyat. 


3. Menjadi khalayak tertarik akan politik 
Menjadikan rakyat tertarik akan politik dapat mendorong masya- 


rakat untuk sadar akan politik. Dengan demikian, mereka berke- 


inginan untuk ikut serta dalam proses politik tersebut, misalnya 


2 McNair, Op.cit., hlm. 89-100. 
12 Abrar dan Ana Nadhya, 2011, hlm: 144-149. 
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dengan menyulut rakyat bahwa berbagai regulasi dan peraturan 


pemerintah membutuhkan andil rakyat. 


. Pers sebagai media massa harus mengedukasi, memberi informasi, 
menghibur, dan memengaruhi. Kebebasan yang diberikan bukan 
berarti pers dengan sesuka hati mengumbar berbagai aib politik 
lantas diproduksi dan dipaksa untuk dijejalkan pada masyarakat. 
Pers mestinya lebih santun dalam menata kebebasannya tapi tidak 


berarti membatasi apa yang diberitakan. 


KESIMPULAN & SARAN 


Kesimpulan 


Komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang mengandung in- 
formasi-informasi mengenai politik, yaitu hal yang berkaitan dengan 
kekuasaan ataupun lembaga kekuasaan yang disampaikan dari suatu 


sumber kepada penerima pesan. 


Fungsi komunikasi politik secara singkat antara lain: membe- 
rikan informasi tentang politik kepada masyarakat luas, berperan 
sebagai wadah tempat menampung masalah politik untuk dibicara- 
kan dan didiskusikan, memublikasikan informasi baik kepada ma- 
syarakat maupun kepada pemerintah dan institusi politik, dan ber- 
fungsi sebagai pembantu masyarakat dalam penyaluran kebijakan 
dan program yang telah direncanakan oleh institusi polotik kepada 


media massa. 


Melalui komunikasi politik, negara akan lebih mudah dalam 
membuat aturan, di mana komunikasi politik akan menjadi media 
perantara dalam pembuatan aturan tersebut. Komunikasi politik 
sendiri dapat menjadi media dalam mengaplikasikan aturan terten- 
tu, dan melalui komunikasi politik pula, dapat dilakukan pengadilan 


atas pelaksanaan aturan (rule adjudication). 


Terdapat beberapa golongan populasi yang menjalani komunika- 
si politik. Golongan pertama adalah golongan inaktif. Golongan ini 
merupakan golongan yang tidak berpartisipasi dalam organisasi poli- 


tik karena satu dan lain hal, walaupun mereka memiliki peluang yang 
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sama dengan orang lain untuk ikut terlibat. Golongan kedua adalah 
golongan konstruktivis, yaitu golongan yang bekerja pada organisa- 
Si tertentu dan jarang menyuarakan protes. Golongan ketiga adalah 
golongan aktivis, yaitu golongan yang selalu menyuarakan protes dan 
kekecewaannya. Namun, golongan ini merupakan golongan yang 
peka, independen, dan bertanggung jawab. Golongan terakhir ada- 
lah golongan pengingkar, di mana mereka selalu kontradiksi dalam 
pelaksanaan kepribadian politik. Tipe golongan ini lebih mengaju 


kepada pemikirannya sendiri yang ia anggap benar. 


Terdapat beberapa hal yang berkaitan erat dengan komunikasi 
politik. Salah satu hal tersebut adalah pers. Hal lain yang tidak kalah 
penting dan berkaitan erat dengan komunikasi politik dan juga pers 


adalah media massa. 


Pers merupakan lembaga sosial dan sarana komunikasi masyarakat 
yang meliputi berbagai kegiatan jurnalistik seperti mencari, mengo- 
lah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk yang dapat 


diterima masyarakat sendiri. 


Pada kehidupan sehari-hari, pers dapat memiliki beberapa ka- 
rakteristik terkait dengan komunikasi politik. Yang pertama adalah 
commercialization, di mana para jurnalis akan berlomba untuk “men- 
jual” informasi kepada para penerima informasi. Pada kasus ini, para 
jurnalis akan bersaing untuk menyajikan berita yang mereka miliki 
dalam kemasan yang spektakuler dan dramatis sehingga dapat meng- 
hasilkan sebanyak mungkin peminat yang akan “membeli” informasi 
tersebut. Pada fase ini, aspek politik serta komunikasi politik berpe- 


ran dalam jalannya media. 


Karakteristik kedua adalah organization. Pada ciri ini, terdapat 
hubungan simbiosis mutualisme antara politikus dan juga jurnalis se- 
bagai pengolah dan penyaji berita. Seperti diketahui, jurnalis sangat 


haus akan berita baru. Terkadang hal ini akan menguntungkan poli- 
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tikus di mana ia perlu untuk diberitakan, sepanjang berita yang akan 
disebarkan tersebut merupakan berita yang menguntungkan baginya 
dalam dunia politik. Namun tidak semua waktu akan menguntung- 
kan bagi sang politikus, maka sangat diperlukan strategi politik yang 


andal dalam organisasi ini. 


Karakteristik yang ketiga adalah profesionalisme. Dalam ciri ini, 
para jurnalis politik akan menyajikan berita secara bijaksana dan adil 
yang berarti mereka akan membedakan mana yang termasuk fakta 
dan mana yang termasuk opini. Mereka juga akan menyajikan berita 
dari berbagai sudut pandang terkait dan tidak memihak salah satu 
sisi. Selain itu, para jurnalis politik juga akan memberikan berita yang 
telah diperoleh dari sumber tepercaya, di mana telah teruji kebenaran 


dari berita tersebut. 


Pers memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan po- 
litik. Melalui pers, masyarakat dapat mengetahui dan memahami 
berita politik yang terjadi di negaranya. Pers sendiri dapat berperan 
untuk membuat masyarakat tertarik akan politik sehingga dapat me- 
ningkatkan partisipasi politik dari masyarakat. Adanya pers juga akan 
membantu pengembangan dan penyaluran pendapat umum masya- 
rakat luas. Melalui pers pula keadilan dan kebenaran dapat diperju- 
angkan, di mana pengawasan, kritik, dan saran dapat tersampaikan 


kepada pihak terkait. 
Dalam praktiknya, pers dapat berperan melalui media sebagai 


perantaranya, yaitu media massa. Media massa merupakan alat atau 
instrumen yang digunakan dalam berbagai jenis komunikasi (terma- 
suk juga komunikasi politik), di mana media ini dapat menyebarkan 
berita heterogen dalam waktu bersamaan dengan jangkauan individu 


dan cakupan daerah yang sangat luas. 


Media massa merupakan bagian dari teknologi yang canggih dan 
sudah maju, di mana dalam pelaksanaannya, media massa tidak ter- 


hambat oleh ruang dan waktu. Dengan adanya kemajuan teknologi 
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saat ini dan terciptanya media massa, semua orang di belahan dunia 
dapat berkomunikasi dengan siapa pun, di mana pun, dan kapan pun 
diinginkan. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan melalui media 
massa, seperti mencari pekerjaan, membeli barang, bahkan media 
massa menjadi kekuatan yang dapat mengontrol masyarakat. Di sini- 
lah politik dapat berperan untuk mengatur masyarakat melalui media 
massa. Melalui media massa pula, komunikasi politik dapat berjalan 
dengan lebih baik, di mana sudah mulai bermunculan berbagai pem- 
bicaraan dan diskusi-diskusi politik yang saat ini telah menggunakan 


media massa sebagai wadahnya. 


Beberapa jenis media massa yang sekarang ini digunakan dapat be- 
rupa media cetak, media elektronik, dan media online. Keuntungan 
adanya media massa adalah dapat memperkaya wawasan masyarakat, 
menjadi hiburan, dan yang terpenting adalah sebagai media komu- 
nikasi masyarakat. Salah satu fungsi penting lain dari media satunya 
adalah sebagai fungsi kontrol sosial. Melalui media massa, komunika- 


si politik dapat dilakukan dengan lebih mudah. 


Media massa sangat erat terkait dengan komunikasi politik. Be- 
gitu erat hubungan keduanya hingga banyak orang berpikir bahwa 
media massa yang berlaku dalam suatu negara akan mencerminkan 
sistem politik negara tersebut. Dewasa ini, dunia politik sangat sering 
menggunakan media massa sebagai media komunikasi politik. Ba- 
nyak sekali politikus yang selalu menggunakan media massa semaksi- 
mal mungkin dalam menyusun strategi politiknya, di mana kegiatan 
politik dan rencana-rencana politik yang ingin ia sebarluaskan, akan 
ia sajikan. Hal ini disebabkan oleh begitu kuatnya pengaruh media 
massa yang dapat berdampak pada kekuatan politiknya. 


Meskipun demikian, terdapat juga beberapa dampak negatif dari 
media massa. Melalui media massa, dapat terjadi perpecahan kare- 
na sangat mungkin terjadi perbedaan persepsi dari setiap berita yang 


dimuat. Media massa dapat menimbulkan opini-opini negatif yang 


» 159 


pada akhirnya dapat menimbulkan penyakit sosial di kalangan ma- 
syarakat maupun pemerintah dan politikus. Pada akhirnya, jika ti- 
dak digunakan dengan baik, media massa dapat merusak kepribadian 
bangsa yang dapat mengakibatkan terancamnya keutuhan NKRI ka- 


rena konflik sosial yang terjadi. 


Saran 


Begitu besarnya kekuatan pers dan media massa dalam komunika- 
si politik hingga dapat memengaruhi kekuatan suatu negara. Oleh 
karena itu, dibutuhkan kebijaksanaan yang tinggi dan strategi yang 
cerdas dalam menggunakan pers serta media massa untuk melakukan 
komunikasi politik. Hendaknya komunikasi politik dapat dilakukan 
dengan hati yang tulus dan murni, tanpa ada keinginan negatif untuk 
menjatuhkan lawan politik ataupun menggunakan instrumen yang 
ada (media massa dan pers) sebagai pemenuhan kepentingan pribadi 


semata. 


BAGIAN 6 
KARAKTERISTIK KOMUNIKASI 
POLITIK DAN EFEKTIVITAS 
KOMUNIKASI POLITIK 


Pengertian Komunikasi Politik 


Komunikasi politik merupakan fungsi penting dalam sistem politik. 
Pada setiap proses politik, komunikasi politik menempati posisi yang 
strategis. Bahkan, komunikasi politik dinyatakan sebagai “urat nadi” 
proses politik karena aneka struktur politik seperti parlemen, kepresi- 
denan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepen- 
tingan, dan warga negara biasa memperoleh informasi politik. Setiap 


struktur mengetahui apa yang telah dan akan dilakukan. 


Secara umum, komunikasi politik adalah suatu proses dan 
kegiatan-kegiatan yang membentuk sikap dan perilaku politik yang 
terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan 
simbol-simbol yang berarti. Komunikasi politik bukan membahas 
suatu proses yang bersifat temporer atau situasional tertentu, namun 
menampakkan karakter sebagai identitas keilmuan, baik sebagai ilmu 


murni yang bersifat ideal maupun berupa ilmu terapan. 


Karakteristik Komunikasi Politik 


Karakteristik komunikasi politik yang pertama, dalam arti luas me- 


ngandung pengertian bahwa proses komunikasi dapat berlangsung di 
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setiap lapisan masyarakat melalui saluran apa saja yang dapat diguna- 
kan dan tersedia. Oleh karena itu, para ilmuwan politik menganggap 
media massa (surat kabar, TV, radio, dan film) sebagai salah satu salur- 
an di mana kegiatan komunikasi politik dijalankan. Saluran tata muka 
dianggap sama pentingnya dengan saluran media. Karakteristik komu- 
nikasi politik yang kedua adalah pentingnya pandangan yang menga- 
takan bahwa arus komunikasi politik adalah arus dua arah: ke bawah, 
yaitu dari penguasa politik atau pemerintah kepada rakyat, dan ke atas, 
yaitu: dari rakyat kepada penguasa politik atau pemerintah. 


Efektivitas Komunikasi Politik 


Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah 
satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. '“Efektivitas 
komunikasi sangat ditentukan oleh fungsi rekrutmen dalam partai 
politik. Inti dari fungsi rekrutmen ini adalah untuk "menyeleksi 
individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik tertentu 
dalam pemerintah, seperti jabatan struktural dalam partai. Orang- 
orang yang berbakat dan memiliki keahlian di bidangnya hampir 
dapat dipastikan bahwa partai politik dapat melaksanakan fungsi 
komunikasi politiknya dengan baik sehingga hasilnya akan dapat 
membawa kesuksesan bagi sebuah partai. Begitu pula sebaliknya, 
apabila orang-orang yang terpilih tidak berbakat dan tidak memiliki 
keahlian, hal tersebut akan berakibat kepada ketidakberhasilan atau 
kegagalan partai dalam mendapatkan dukungan politik dari publik/ 


massa sekaligus kekuatan pesaing dari partai lain yang semakin ketat. 


14 Rochhajat Harun dan Sumarno AP. 2006. Komunikasi Politik sebagai Suatu 
Pengantar. Bandung: CV Mandar Maju. 


15 Zulkarnaen Nasution, 1990, Komunikasi Politik Suatu Pengatar, Jakarta: 
Yudhistira. 
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PEMBAHASAN 


Karakteristik Komunikasi Politik 
26CManusia merupakan makhluk sosial (z0on politikon) yang tidak akan 


bisa hidup sendirian, melainkan butuh manusia yang lain. Kesalingi- 
katan manusia satu dengan yang lain terjadi melalui komunikasi. Tan- 
pa adanya komunikasi, manusia tidak bisa melakukan interaksi dengan 
yang lainnya. Komunikasi manusia bisa digolongkan menjadi dua, 
yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal umum di- 
gunakan oleh manusia karena komunikasi ini menggunakan simbol- 
simbol bahasa. Sementara itu, komunikasi nonverbal jumlahnya sangat 
banyak karena komunikasi jenis ini penyampaiannya tidak mengguna- 
kan kata-kata seperti komunikasi verbal yang menggunakan simbol- 
simbol, melainkan berupa isyarat, ekspresi wajah, bahasa tubuh, ben- 


tuk penampilan, intonasi suara, gaya bicara, dan lain sebaginya. 


Definisi komunikasi sendiri sangat banyak, dari masa ke masa terja- 
di perbedaan dalam mengerti dan mengartikan komunikasi. Ada yang 
mengartikan komunikasi sebagai pengalihan informasi untuk mem- 
peroleh tanggapan atau pengoordinasian makna antara seseorang dan 


khalayak dengan saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap. 


Komunikasi sendiri memiliki beberapa karakteristik. Karakter- 


istik komunikasi bisa dilihat dari: 


126 Karbitan, Komunikasi Politik dan Ideologi Politik (Jakarta: Gramedia, 2012): 6. 


1? Komala, Lukiati, Ilmu Komunikasi: Perspektif, Proses, dan Konteks (Bandung: 
Widya Padjajaran, 2009): 15. 
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1. Komunikasi merupakan suatu proses. Proses adalah arus, peru- 
bahan, dan ketidaktetapan dalam hubungan kegiatan terhadap 
satu sama lain. Barlund secara khusus melukiskan sifat proses itu 
sendiri yang adalah berkembang, dinamis, sinambung, sirkular, ti- 
dak dapat diulang, tidak dapat dibalikkan, dan kompleks. Hal ini 
dapat diartikan bahwa komunikasi itu berlangsung terus-menerus 


tidak bisa berhenti serta tidak memiliki titik tolak. 


2. Komunikasi dilakukan secara sengaja dan dengan adanya suatu 
tujuan. Salah satu tujuan komunikasi adalah penyampaian pesan, 


maka komunikasi dilakukan dengan sengaja dan sadar. 


3. Adanya partisipasi dan kerja sama dari partisipan komunikasi, da- 
lam hal ini komunikasi, menuntut adanya timbal balik (feedback) 
dari pesan yang disampaikan komunikator ke penerima pesan (ko- 
munikan). Timbal balik ini bisa terjadi apabila pesan yang disam- 


paikan dapat dimengerti oleh komunikan. 


4. Bersifat simbolis. Adanya simbol menggambarkan bentuk komu- 


nikasi nonverbal. 


Seseorang akan dapat menginterpretasikan berbagai bentuk dan 
tindakan yang dilakukan oleh orang lain sehingga terbentuk inter- 
pretasi bersama mengenai suatu tindakan tersebut. Hal ini seperti 
satu pengertian komunikasi ialah proses interaksi sosial yang digunakan 
orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai 
dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar cit- 


ra itu melalui simbol-simbol. 


1. Bersifat transaksional. Artinya, antara komunikator dan komu- 
nikan harus bertanggung jawab terhadap dampak/akibat yang 
ditimbulkan dari komunikasi yang terjadi karena dalam komu- 
nikasi secara tidak langsung terjadi proses pertukaran (transaksi) 


pesan. 
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2. Menembus ruang dan waktu. Komunikasi bisa dilakukan mela- 
lui media-media komunikasi (ruang), seperti Skype, internet, dan 
lainnya. Selain itu, komunikasi terjadi sudah sejak dahulu sampai 


sekarang. 


Komunikasi merupakan hal yang biasa bagi manusia untuk dija- 
lankan, namun komunikasi yang baik memerlukan pengertian dan 
pemahaman agar bisa diterapkan dengan baik. Komunikasi yang baik 
adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan mampu menye- 
suaikan diri sendiri (contoh: antusias saat mendengar seseorang ber- 
cerita), mampu menyesuaikan diri terhadap situasi (contoh: merasa 


iba), dan terjalin secara dua arah/terdapat feedback. 


Komunikasi dijalankan di mana pun, kapan pun, dan kepada siapa 
pun. Fungsi-fungsi komunikasi sangatlah banyak, beberapa di antara- 
nya adalah sebagai kendali, motivasi, pengungkapan emosi, dan infor- 
masi. Komunikasi juga memiliki beberapa keuntungan, baik bagi diri 
sendiri dan orang lain. Bagi diri sendiri, komunikasi akan menumbuh- 
kan diri menjadi pribadi yang mandiri, siap bersosialisasi kepada siapa 
pun atau berbagai macam orang, meningkatkan kepercayaan diri, dan 
semakin mengenal banyak orang dan mengenal orang lebih dalam lagi. 
Bagi orang lain, komunikasi akan meminimalkan kesalahpahaman de- 
ngan meluruskan masalah bersama, menghindari perselisihan, menjadi 
saling terbuka terhadap satu sama lain, dan bisa mengetahui apa yang 
terjadi/dirasakan lawan bicara. Seperti suatu pepatah “berbagi kebaha- 
giaan akan melipatgandakan kebahagiaan itu, mengutarakan kesedihan 
akan mengurangi kesedihan itu setengahnya.” 


Kajian komunikasi politik bersifat spesifik karena materi bahas- 
an terarah kepada topik tertentu yaitu politik dan aspek-aspek yang 
tercangkup di dalamnya. Secara filosofis, kajian komunikasi politik 
adalah hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup 
dalam lingkup berbangsa dan bernegara. 
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Setiap negara akan selalu berorientasi kepada fungsi primer nega- 
ra yaitu tujuan negara itu sendiri. Tujuan ini dapat dicapai apabila 
terwujud sifat-sifat terintegrasi dari semua unsur penghuni negara. 
Dalam kenyataan empiris, pengaturan hak-hak berkomunikasi tidak 
dapat digeneralisasikan ke dalam satu pola sistem. Dalam kenyataan 
terdapat empat macam sistem komunikasi politik, yaitu sistem otori- 


ter, sistem liberal, sistem komunis, dan konsep tanggung jawab sosial. 


18Sistem Otoriter (authoritarianism) Dasar pemikiran Sistem Oto- 
riter muncul dari para tokoh seperti Machiavelli (Il Principle, 1450), 
Thomas Hobbes (De Cive), dan G.W. Friederich Hegel (“Grundli- 
nien der Philosophie des Rechts”). Kesimpulan dari beberapa buah 
pemikiran tokoh-tokoh tersebut yaitu: 


1. Negara merupakan organisasi kekuatan belaka (Joutere machtsorga- 
nisatie) atau “machstaat”. Artinya adalah mempertahankan keku- 
atan dan menjalankan kekuatan karena yang diutamakan adalah 
hanya kepentingan negara. Apabila perlu, negara menindas kepen- 


tingan individu guna kepentingan negara (Machiavelli, II Princip- 


le). 


2. Negara perlu diberikan kekuatan yang tak terbatas atau disebut 
“Jeviathan mahakuasa”. Masyarakat perlu mengadakan perjanjian 
negara (factum unionis) yang melahirkan negara sebagai dasar pe- 
nyerahan semua hak rakyat kepada organisasi itu (Thomas Hob- 
bes, De Cive). 


3. Tujuan negara adalah menyelenggarakan kepentingan umum. Di 
atas negara tidak ada kekuasaan lain. Negara adalah kekuasaan ter- 
tinggi di atas dunia. Semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam 


upaya pemerintahan, namun akan tampak jurang pembeda anta- 


18 T'ribuana Said, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila (Jakar- 
ta: Haji Masagung, 1988): 13. 
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ra penguasa sebagai pemimpin, dan rakyat sebagai yang dipimpin 


(G.W. Friederich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts). 


Sistem otoriter memiliki ciri-ciri sebagai beikut: 
1. Proses komunikasi berlangsung secara vertikal. 
2. Feedback dari rakyat hampir tidak tampak. 


3. Tema pesan komunikasi ditunjukkan dalam bentuk: menumbuh- 
kan sifat-sifat pengkultusan, mewujudkan loyalitas pengabdian, 
orientasi kewilayahan, mewujudkan integrasi sikap, dan perilaku 


terhadap sistem dogma negara. 
4. Pendapat umum tidak berkembang bahkan cenderung tidak ada. 


5. Media massa dikendalikan dan dikontrol secara ketat. 


Sistem liberal ini berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 sebagai 
akibat timbulnya Revolusi Industri dan perubahan besar di dalam 
pemikiran-pemikiran masyarakat di barat pada waktu itu yang lebih 
dikenal sebagai abad aufklarung (abad pencerahan). 


Menurut teori ini, manusia pada dasarnya mempunyai hak-hak- 
nya secara alamiah untuk mengejar dan mengembangkan potensinya 
apabila diberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat. Hal ini ti- 
dak mungkin berlaku apabila ada kontrol dari pemerintah. Menu- 
rut paham liberalisme, manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai 
makhluk bebas yang dikendalikan oleh rasio atau akalnya. Kebahagi- 
aan dan kesejahteraan individu merupakan tujuan dari manusia, ma- 
syarakat, dan negara. Manusia adalah makhluk yang menggunakan 
akalnya untuk mengatur dunia sekelilingnya dan dapat mengambil 
keputusan-keputusan yang sesuai dengan kepentingannya. Oleh ka- 
rena kemampuan yang dimilikinya, manusia merupakan unsur uta- 


ma dari dunia peradaban dan sekaligus penggeraknya. Kedudukan is- 
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timewa yang diberikan kepada individu dalam masyarakat libertarian 
ini mengakibatkan timbulnya anggapan bahwa fungsi dari masyara- 
kat ialah untuk memajukan kepentingan anggota-anggotanya secara 
individual. Mengenai hakikat kebenaran dan pengetahuan, paham 
liberal memandangnya tidak berasal dari kelompok kecil orang-orang 
yang berkuasa atau merupakan monopoli mereka, namun harus dite- 


mukan sendiri oleh manusia dengan memanfaatkan akalnya. 


1?9Mengenai kebebasan pers, teori libertarian beranggapan bahwa 
pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk mem- 
bantu manusia dalam usahanya mencari kebenaran. Untuk mencari 
kebenaran, manusia memerlukan kebebasan untuk memperoleh in- 
formasi dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima 


ketika itu, apabila disampaikan melalui pers. 


80Sistem politik Indonesia, terutama pada 1950-1959 dengan 
berlakunya UUDS, pernah menerapkan teori pers liberal. Peratur- 
an perundangan tentang pers masih mengacu pada KUHP warisan 
kolonial. Realitas kehidupan pers benar-benar menggambarkan pe- 
nerapan teori pers liberal. Pers pada masa ini cenderung tidak lagi di- 
pergunakan untuk perjuangan negara, namun dipergunakan sebagai 
terompet partai. Banyak surat kabar yang beredar merupakan organ 
dari partai politik pada sistem politik waktu itu (baca: Tribuana Said, 
1988, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila, CV 
Haji Masagung, Jakarta). Merdeka dan Indonesia Raya merupakan 
surat kabar yang masih bisa disebut sebagai surat kabar yang netral 


(memperjuangkan kepentingan bangsa). 


Untuk sistem komunis, teori ini berkembang pada awal abad kedua 


puluh sebagai akibat dari sistem komunis di Uni Soviet. Sistem ini dida- 


129 A Muis, Gejolak Aspirasi Kebebasan Pers (Jakarta: Kompas, 2005): 27. 


130 F. Rachmadi, Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di 
Berbagai Negara (Jakarta: Gramedia, 1990): 31. 
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sarkan pada teori Karl Marx tentang perubahan sosial yang diawali oleh 
teori dialektika Hegel. Sesuai dengan sejarah kelahirannya dan pertum- 
buhannya yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah ideologi komunis 
dan berdirinya negara Uni Soviet, maka teori pers ini lebih sering dise- 


but dengan istilah pers totalitar Soviet atau pers komunis Soviet. 


Dalam teori komunis ini, media massa merupakan alat pemerin- 
tah (partai) dan bagian integral dari negara. Ini berarti bahwa media 
massa harus tunduk pada perintah dan kontrol dari pemerintah atau 
partai. Tunduknya media massa pada partai komunis membawa arti 
yang lebih dalam, yaitu sebagai alat dari partai komunis yang berku- 
asa. Kritik diizinkan dalam media massa, tetapi kritik terhadap dasar 
ideologi dilarang. Media massa melakukan apa yang terbaik menurut 
pemimpin elite negara dan partai, dan apa yang terbaik bagi elite 
negara dan partai. Yang dilakukan media massa untuk mendukung 
komunis dan negara sosialis merupakan perbuatan moral, sedangkan 
perbuatan membahayakan atau merintangi pertumbuhan komunis 
adalah pembuatan immoral. Fungsi pers komunis ditetapkan seba- 
gai alat untuk melakukan indoktrinasi massa atau pendidikan massa 
yang dilancarkan oleh partai. Bimbingan dan pendidikan massa ini 
dilakukan melalui propaganda dan agitasi yang merupakan salah satu 


aspek terpenting dari fungsi partai dan kegiatan formal negara. 


Tunduknya pers secara total kepada partai komunis ini membawa 
konsekuensi bahwa kebebasan dibatasi untuk menerbitkan berita- 
berita atau pandangan-pandangan sendiri, demikian juga usaha me- 
manfaatkan kebebasan untuk sedapat mungkin melayani kepenting- 


an atau pendapat para pembacanya. 


Selain sistem yang sudah dijelaskan di atas, sistem tanggung jawab 


sosial ini adalah sistem keempat yang akan dibahas. "'Teori tanggung 


81 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005): 73. 
£ J Ty. 
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jawab sosial ini muncul pada permulaan abad kedua puluh sebagai 
protes terhadap kebebasan yang mutlak dari Teori Libertarian yang 
mengakibatkan kemerosotan moral pada masyarakat. Dasar pemi- 
kiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab 
kepada masyarakat. Teori ini merupakan hasil pemikiran para ahli 
pikir ketika itu yang merasa bahwa teori libertarian murni dan tradi- 
sional sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman dan kebutuhan 
masyarakat pada waktu itu. Teori ini sering dianggap sebagi bentuk 
revisi terhadap teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa tang- 
gung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang. Hal ini ingin 
ditekankan sebagai orientasi yang utama dari pers. Penekanan tang- 
gung jawab moral kepada masyarakat dilakukan sebagai usaha untuk 
menghindari kemungkinan terjadinya keadaan yang membahayakan 
kesejahteraan umum. Teori ini berasal dari dari sebagian besar lapor- 
an “Komisi Hutchins” yang diterbitkan pada 1947. Dari laporan ini 
dikembangkan pendapat betapa pentingnya peran pers dalam masya- 
rakat modern seperti sekarang ini yang menekankan pada keharusan 


akan adanya tanggung jawab sosial dari setiap media komunikasi. 


Para pemilik media pada teori tanggung jawab sosial yang tidak puas 
terhadap fungsi pers dalam teori libertarian, berpendapat bahwa pers 
tidak dapat menjalankan fungsinya secara sempurna. Dalam membe- 
rikan pelayanan kepada sistem ekonomi, mereka mengharapkan agar 
tugas-tugas yang dijalankan oleh pers tidak mendahului fungsi-fungsi 
pers yang lain, seperti meningkatkan proses demokrasi dan pemberian 
penerangan kepada masyarakat. Hiburan yang disajikan haruslah hi- 
buran yang baik. Dalam mencukupi keuangan media-media individu 


tertentu, hendaknya diberikan kebebasan untuk mencari pasar. 


52Theodore Peterson (Rachmadi, 1990) mengatakan bahwa teori 


tanggung jawab sosial mendasarkan pada pandangannya kepada su- 


132 Maswadi Rauf, Mappa Nasrum, Indonesia dan Komunikasi Politik (Jakarta: 
Gramedia, 1993): 46. 
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atu prinsip bahwa “kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban- 
kewajiban, dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab 
kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibe- 
bankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern seperti 
sekarang ini”. Uraian Peterson ini mengandung makna bahwa teori 
ini berorientasi pada mementingkan kepentingan umum, baik secara 
individual maupun kelompok. Misalnya pengertian mengenai siapa 
yang berhak menggunakan media massa, oleh teori tanggung jawab 
sosial dianggap bahwa bahwa setiap orang mempunyai sesuatu untuk 
dikatakan. Sementara itu, hak kontrol dari media diberikan kepada 
kelompok-kelompok sebagai pendapat masyarakat, tindakan-tindak- 


an konsumen, dan nilai-nilai profesi. 


Efektivitas Komunikasi Politik 


Teori Efektivitas Komunikasi Politik 


Teori klasik Harold D. Lasswel selalu menjadi titik tolak penentuan 
unsur-unsur dalam suatu proses komunikasi, demikian juga halnya 
dengan komunikasi politik. Teori tersebut mengemukakan lima un- 


sur fundamental komunikasi: 
1. who (komunikator) 

. says what (pesan) 

. to whom (komunikan) 

. in which channel (media) 


. with what effect (dampak) 


m3 NX & N 


Effect atau dampak adalah suatu keniscayaan dalam komunika- 
si. Setiap proses komunikasi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang 


ingin dicapai, begitu pula dengan komunikasi politik. Ditinjau dari 
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bahasanya, komunikasi berasal dari kata common yang artinya “sama'. 
Komunikasi bertujuan untuk menyamakan. Efektifitas komunikasi 
dapat dinilai dari seberapa jauh kesamaan antara komunikator dan 
komunikan, entah itu sama dari tataran pengetahuan atau informasi, 
sama sikap, hingga sama tindakan atau perilaku. Hal inilah yang di- 
konsepsikan sebagai dampak komunikasi. Kita mengindikasi dampak 
dengan tiga tingkatan: 


1. Kognitif 
Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan 
yang sifatnya informatif bagi dirinya. 

2. Afektif 
Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Komunikan 


yang memiliki dampak afektif mulai memberi sikap atas suatu in- 
formasi, bukan hanya berhenti pada tataran tambahan pengetahu- 
an (kognitif). 

3. Konatif/ behavioral 


Efek behavioral/ konatif ini kaitannya pada perilaku komunikan 


setelah proses komunikasi berlangsung. 


Ketika sikap dan perilaku komunikan sesuai dengan harapan ko- 
munikator, hal itu dapat digolongkan sebagai komunikasi efektif. 
Namun, tidak semua proses komunikasi, konteks apa pun itu, bisa 


berakhir di tingkatan konatif atau behavioral. 


Teori tiga tingkatan dampak ini bisa direfleksikan dalam teori 
Dan Nimmo mengenai efek politik. Dan Nimmo memperkenalkan 


empat efek penting komunikasi: 
1. Sosialisasi Politik 
Manusia tidak dilahirkan dengan membawa kepercayaan, nilai, 


dan penghargaan politik. Seorang individu menjadi terbuka terha- 


dap komunikasi yang relevan dengan politik melalui komunikasi 
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interpersonal, organisasi, dan komunikasi massa. Komunikasi in- 
terpersonal mengajak setiap individu untuk mengungkap identitas 
nasional dan partisan serta menilai politik pemerintah dan juga 


figur otoritas. 


Melalui komunikasi organisasi, utamanya di sekolah, setiap 
anak mendapatkan tambahkan informasi faktual dan juga mem- 
peroleh kesadaran akan kewajiban kewarganegaraannya secara 
personal dan bukan secara kolektif. Lewat perantara komunikasi, 
yaitu media massa, seorang anak mengikuti informasi politik se- 
bagai berita, memperoleh pengetahuan politik, mengembangkan 
beberapa orientasi evaluatif, dan mulai mengambil bagian afektif 


dalam politik. 


. Partisipasi Politik 


Melalui sosialisasi politik, manusia mengembangkan kepercayaan, 
nilai dan pengharapan yang relevan dengan politik. Bagaimana se- 
seorang berpartisipasi secara penuh dalam politik tergantung pada 
kuatnya sosialisasi politik yang ia dapatkan. Keterbukaan terhadap 
komunikasi politik dapat memengaruhi orang agar secara aktif da- 
pat terlibat dalam politik. Di samping itu, komunikasi politik bisa 


menekan partisipasi politik. 


Konsekuensi komunikasi politik bisa primer dan sekunder. 
Konsekuensi primer terjadi jika orang yang dipengaruhi itu te- 
lah melibatkan diri secara langsung ke dalam proses komunikasi. 
Konsekuensi sekunder terjadi jika orang tidak terlibat secara lang- 
sung dalam komunikasi, tetapi terpengaruh oleh perubahan pada 
orang yang terlibat. 


. Memengaruhi Pemilu 


Propaganda, retorika, periklanan, dan promosi yang dilakukan 


oleh komunikator politik tak lain dan tidak bukan merupakan 
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upaya komunikator politik untuk mendapatkan suara dalam se- 


buah pemilu. 
Melalui perspektif seorang komunikan politik yang telah bel- 


ajar mengidentifikasikan diri dengan lambang-lambang politik 
yang signifikan, ia sebagai individu akan mengembangkan citra 


dirinya yang merupakan bagian dari representasi politik. 


4. Memengaruhi Pejabat 


Komunikasi politik selalu mengenai komunikasi dua arah yaitu 
antara warga negara dan pejabat. Dalam setiap kajian komunikasi 
politik, terdapat diskusi mengenai keterkaitan opini publik dan 
kebijakan pemerintah. ' 


Efektivitas Komunikasi Politik Bergantung pada 
Komunikator Politik, Komunikan, dan Media 


Kemampuan seorang tokoh dalam mengirimkan pesan atau informa- 
si yang baik, kemampuan menjadi pendengar yang baik, dan kemam- 
puan atau keterampilan menggunakan berbagai media atau alat audio 
visual merupakan bagian penting dalam melaksanakan komunikasi 
yang efektif. Komunikasi politik juga memiliki hubungan yang cu- 
kup erat dengan pemasaran politik. Komunikasi politik yang efektif 
dan tepat sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan guna meme- 
nuhi kebutuhan-kebutuhan politik. Hal ini menjadi suatu strategi 
persaingan dalam dunia politik. Pada saat ini, semakin berkembang- 
nya zaman, semakin maju pula persaingan politik sehingga diperlu- 
kan strategi pemasaran politik yang tepat pula. Dengan mengguna- 


kan teori-teori komunikasi, dapat dipetakan strategi apa yang harus 


333 Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek (Bandung : Rosda, 2001) 
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digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan politiknya 


kepada komunikan. 
Komunikator yang efektif memiliki ciri: 


1. Mereka memandang manusia sebagai sebuah kompleksitas se- 
hingga harus dipahami sebagai individu-individu yang tidak bisa 
digeneralisasi. 

2. Komunikator dalam kelompok ini akan menghindari sikap kaku 


dalam berkomunikasi. 


3. Mereka akan menyeimbangkan kepentingan mereka dengan ke- 


pentingan orang lain. 


4. Mereka sadar akan pentingnya mempertimbangkan apakah suatu 
hal atau ide harus dikomunikasikan atau tidak dalam satu sisi ter- 


tentu. 


Pesan komunikasi politik adalah pesan yang berkaitan dengan pe- 
ran negara dalam melindungi semua kepentingan masyarakat (warga 
negara). Bentuk pesannya dapat berupa keputusan, kebijakan, dan 
peraturan yang menyangkut kepentingan dari keseluruhan masyara- 
kat, bangsa, dan negara. Dalam pembicaraan politik, komunikator 


lebih banyak menggunakan instrumen komunikasi yang meliputi: 
1. Lambang 


Pembicaraan politik adalah kegiatan simbiotis. Kegiatan ini dapat 


berupa: 
a) Pembicaraan otoritas dilambangkan oleh konstitusi hukum. 
b) Pembicaraan kekuasaan dilambangkan oleh parade militer. 


c) Pembicaraan pengaruh dilambangkan oleh mimbar partai, slo- 


gan, pidato, dan editorial. 
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Bahasa 


Bahasa dalam komunikasi politik merupakan suatu sarana sangat 
penting dengan fungsi sebagai “cover” bagi isi pesan (content messa- 
ge) yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan 
sehingga pesan tersebut memiliki daya tarik serta mudah diterima 


oleh komunikan. 


. Opini Publik 


Pesan yang disampaikan oleh komunikator politik dilakukan de- 
ngan memperhatikan secara saksama pendapat umum atau penda- 
pat yang berkembang dalam realitas kehidupan masyarakat yang 
ada dan mengemuka melalui media massa cetak, audio, maupun 
audio visual serta media komunikasi langsung yang berasal dari 
elemen infrastruktur politik yang mengartikulasi kepentingan ma- 
syarakat luas, baik melalui media dialog, diskusi, konsep, pemikir- 
an, maupun orasi di lapangan (demonstrasi). Semuanya ditujukan 
untuk memelihara harmonisasi komunikasi antara komunikator 


politik dengan komunikan atau khalayak. 


Dalam menyampaikan komunikasi politik, komunikator politik 


harus menggunakan saluran komunikasi politik dan saluran komuni- 


kasi persuasif politik yang memiliki kemampuan menjangkau seluruh 


lapisan masyarakat, bangsa dan negara. Tipe-tipe saluran komunikasi 


politik, yaitu: 


ls 
2: 
23 


Komunikasi Massa (surat kabar, radio, televisi) 
Komunikasi Interpersonal (dialog, lobi, konferensi tingkat tinggi) 


Komunikasi Organisasi (komunikasi antar-atasan, komunikasi se- 


sama bawahan) 


Komunikan atau khalayak dalam komunikasi politik adalah semua 


khalayak yang tergolong dalam infrastruktur maupun suprastruktur 
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politik atau dengan kata lain semua komunikan yang secara hukum 
terikat oleh konstitusi, hukum, dan ruang lingkup komunikator su- 


atu negara. 3 


Model Efektivitas Komunikasi Politik 


Komunikasi efektif menurut Littlejohn bisa dibangun dengan kon- 
sep saling ketergantungan (interdependency) karena unsur yang paling 
penting dalam komunikasi bukan sekadar pada apa yang dikatakan 
atau ditulis, tetapi lebih kepada karakter komunikator dan bagaimana 
ia menyampaikan pesan kepada penerima pesan (komunikan). Me- 
lalui konsep saling ketergantungan ini, diharapkan munculnya efek 


saling percaya, saling menghargai, dan saling empati. 


Selain konsep ketergantungan tadi, Ariwibowo Prijosaksono dan 
Roy Sembel dari The Indonesia Learning Institute membangun lima 
hukum komunikasi yang efektif (the inevitable laws of effective com- 


munication). Kelima hukum ini yaitu: 
I. Respect (penghargaan) 
Respect (penghargaan) sangat diperlukan dalam mengembang- 


kan komunikasi yang efektif. Rasa hormat dan saling menghargai 
merupakan hukum pertama dalam berkomunikasi dengan orang 
lain. Pada prinsipnya, semua manusia ingin dihargai dan dianggap 


penting. 


2. Empathy (empati) 


Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada 


situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Salah satu prasayarat 


134 Muhtadi, Asep Saiful Muhtadi, Komunikasi Politik Indonesia (Bandung : PT. 
Remaja Rosdakarya, 2008) 
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utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan seorang 
pemimpin untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu se- 


belum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. 


3. Audible (dapat didengar) 
Audible (dapat didengar) adalah pemimpin hendaknya selalu 


mendengar umpan balik dengan baik. Pesan harus disampaikan 
melalui media atau delivery channel hingga dapat diterima dengan 


baik oleh penerima pesan. 


4. Clarity (jelas) 


Clarity (kejelasan) pesan tidak menimbulkan multi-interpretasi 
atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat berupa ke- 
ter$bukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi, seorang pe- 
mimpin perlu mengembangkan sikap terbuka dan dapat menim- 


bulkan rasa percaya terhadap penerima pesan. 


5. Humble (rendah hati) 
Humble adalah sikap yang merupakan unsur yang terkait dengan 


hukum pertama, yaitu untuk membangun rasa menghargai orang 


lain. 


Strategi komunikasi yang efektif: 
1. Pembangunan citra (image builder) 
2. Peneguhan personalitas (personality awareness) 


3. Memosisikan (positioning)? 


335 Stephen W. Littlejohn, Theories of Human Communication (Belmont CA : 
Wadsworth Publishing, 1999), hlm. 3-18, 79-122 
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Komunikator Politik Menentukan Efektivitas Komunikasi 
Politik 
Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah 


satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Beberapa studi 
mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang memengaruhi kemam- 
puan seseorang untuk memengaruhi orang lain. Richard E. Petty dan 
John T. Cacioppo dalam bukunya Artitudes and Persuasion: Classic 
and Contemporary Approaches, menyatakan bahwa ada empat kompo- 


nen yang harus ada pada komunikator politik, yaitu: 
1. Kredibilitas 


Kredibilitas dari seorang komunikator politik dapat dilihat dari 
keahliannya dalam menyampaikan suatu informasi sehingga in- 
formasi tersebut dapat dipercayai oleh komunikannya. Semakin 
ahli seorang komunikator politik, maka informasi yang disam- 
paikan akan semakin bisa dipercaya sehingga penyampaian pesan 
menjadi lebih efektif. Tingkat keahlian dari seorang komunikator 
politik dapat dilihat dari tingkat pengetahuannya akan sumber in- 
formasi yang akan disampaikan kepada pendengarnya sesuai de- 
ngan bahasa yang dapat dimengerti oleh pendengarnya. Sementara 
itu, tingkat kepercayaan dari seorang komunikator politik dilihat 
dari sejauh mana sang komunikator tersebut dapat memberikan 
informasi seobjektif dan sejujur mungkin kepada pendengarnya. 
Para peneliti terdahulu mengemukakan bahwa keahlian dan ke- 
percayaan memberikan kontribusi independen terhadap efek- 
tivitas komunikator politik. Petty menyatakan bahwa, “expertise 
was therefore important in inducing attitude change, especially when 
that advocated position was guite different from the recipients initial 
attitude.” (keahlian karena itu menjadi sangatlah penting dalam 
mendorong perubahan sikap, terutama ketika pesan yang dianjur- 


kan sangatlah berbeda dengan sikap awal penerima). Karena pesan 
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yang disampaikan oleh komunikator politik memiliki kredibilitas 
yang baik, hal tersebut menghalangi adanya argumen tandingan 
dari para komunikan politik sehingga pesan yang disampaikan 
menjadi lebih persuasif dan efektif. Sebagaimana dikemukakan 
oleh Lorge berdasarkan hasil penelitiannya, 4 high credibility sour- 
ce was more persuasive than a low credibility source if attitudes were 
measured immediately after the message.” (sumber kredibilitas tinggi 
lebih persuasif bila dibandingkan dengan sumber kredibilitas ren- 
dah jika perubahan sikap diukur segera setelah pesan disampai- 
kan). Aspek kepercayaan itu sendiri memiliki indikator-indikator 
penting, antara lain: tidak memihak, jujur, memiliki integritas, 


mampu, bijaksana, mempunyai kesungguhan, dan simpatik. 


2. Daya tarik 


Daya tarik seorang komunikator politik bisa dilihat dari penam- 
pilan fisiknya, gaya bicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, kete- 
rampilan komunikasi, dan perilakunya. Di dalam buku Attitudes 
and Persuasion dinyatakan bahwa: "Two communicators may be trus- 
ted experts on some issue, but one may be more liked or more physically 
attractive than the other... in part because of his physical appearance, 
style of speaking and mannerism, ...the attractiveness is due to the 
performance, communication skills, selfevaluation ... by verbal and 
by the behavioral measure.” (Dua komunikator mungkin dapat di- 
percaya keahliannya pada beberapa masalah, namun salah seorang 
mungkin lebih disukai atau lebih menarik secara fisik dibanding- 
kan yang lainnya ... sebagian karena penampilan fisiknya, gaya 
bicara, dan perangainya, ... daya tarik tergantung pada kinerja, 
kemampuan komunikasi, evaluasi diri ... yang diukur secara verbal 
dan melalui perilaku). Daya tarik fisik dari seorang komunikator 
politik saat ini sudah hampir menjadi suatu syarat yang mutlak di- 


perlukan. Hal ini dikarenakan seorang komunikator dengan daya 
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tarik fisik yang menarik umumnya lebih berhasil dalam mengu- 
bah sikap dan kepercayaan komunikannya. Beberapa aspek yang 
dapat menggambarkan daya tarik seseorang antara lain tampan 


atau cantik, sensitif, hangat, gembira, rendah hati, dan sebagainya. 


. Kesamaan 


Seorang komunikator politik disukai oleh komunikannya bisa jadi 
karena komunikator tersebut memiliki kesamaan dengan pende- 
ngarnya, misalnya dalam hal kebutuhan, harapan, dan perasaan. 
Dari sudut pandang pendengar, komunikator tersebut adalah se- 
seorang yang menyenangkan dan dapat memberikan kepuasan 
kepada komunikannya lewat pesan yang disampaikannya. Hal ini 
dikarenakan informasi yang diberikan memiliki nilai positif dan 
sesuai bagi pendengarnya. Secara umum, komunikator yang dika- 
takan menyenangkan itu mengacu pada sejauh mana komunikator 
tersebut berperilaku dan bertindak atau mendukung kepercayaan 


yang hampir sama dengan komunikannya. 


Komunikator politik yang menyenangkan (yang sesuai dengan 
kebutuhan, harapan, dan perasaan komunikan) akan memberikan 
kontribusi yang besar bagi terciptanya efektivitas komunikasi poli- 
tik, bahkan dapat lebih memberikan dampak terhadap perubahan 
perilaku komunikan. Bila efektivitas dari komunikasi politik itu 
terjadi, dapat dikatakan bahwa komunikator tersebut telah berha- 


sil menyampaikan makna dari pesan/informasi yang disampaikan. 


. Power 


Power, menurut Petty adalah “the extent to which the source can admi- 
nister rewards or punishment” (sejauh mana sumber dapat mengelola 
penghargaan atau hukuman). Komunikator yang mempunyai power 
secara otomatis akan lebih efektif dalam penyampaian dan peneri- 


maan pesan dibandingkan sumber yang kurang atau tidak mempu- 
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nyai power. Pada dasarnya, orang akan mencari sebanyak mungkin 
penghargaan dan menghindari hukuman. Sebagaimana yang dike- 
mukakan oleh Kelman bahwa, “People simply report more agreement 
with the powerful source to maximize their rewards and minimize their 
punishment.” (individu hanya melaporkan kesepakatan yang dibuat 
dengan sumber yang kuat untuk memaksimalkan penghargaan dan 


meminimalkan hukuman mereka). 


Jadi, pada dasarnya, harus ada tiga syarat bagi seseorang agar dapat 


berkomunikasi dengan baik (Petty, 1996), yaitu: 


1. Komunikan harus percaya bahwa komunikator mampu mengelo- 


la power (penghargaan dan hukuman) dengan baik. 


2. Komunikan harus memutuskan bahwa komunikator akan meng- 
gunakan power (penghargaan dan hukuman) untuk memberikan 


yang terbaik bagi komunikan. 


3. Komunikan harus percaya bahwa komunikator akan mencari tahu 


apakah mereka telah memenuhi kebutuhan komunikan. 


Dalam upayanya memengaruhi atau mempersuasi komunikan, bi- 
asanya ada dua faktor penunjang yang juga harus diperhatikan oleh 
komunikator politik, yaitu keterlibatan komunikator dan kepenting- 
an isu/isi dari informasi politik yang disampaikan kepada penerima- 
nya. Keterlibatan yang tinggi dari seorang komunikator politik akan 
menghasilkan efektivitas pesan yang tinggi pula. Sementara itu, isu 
yang semakin dekat dengan kepentingan penerimanya, biasanya akan 
lebih mendorong efektivitas penyampain dan penerimaan pesan ter- 


sebut. 85 


56 Richard E. Petty dan John T. Cacioppo, Artitudes and Persuasion: classic and 
contemporary approaches (US : Westview Press, 1996), hlm. 105-114 
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Sebuah pesan yang disampaikan oleh komunikator, memiliki ke- 


harusan: 
1. Menumbuhkan perhatian masyarakat. 


Apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator politik me- 
nimbulkan rasa perhatian terhadap apa yang telah disampaikan, 
pendengar akan mencoba untuk mendengarkan lebih lanjut isi 


dari pesan komunikasi politik yang hendak disampaikan. 


2. Bahasa yang digunakan dapat dimengerti secara jelas oleh pende- 


ngar. 


Bahasa yang digunakan oleh seorang komunikator sangat meme- 
ngaruhi proses penyampaian pesan kepada partisipannya. Bahasa 
yang efektif akan menimbulkan pengertian dari partisipan komu- 
nikator tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. 
Jika seorang komunikator politik menggunakan bahasa-bahasa 
atau istilah-istilah politik yang hanya dapat ia mengerti, namun 
tidak dimengerti oleh pendengarnya, proses komunikasi politik 
tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Jadi, masalah bahasa meru- 
pakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi 
politik. Bahasa yang digunakan menggambarkan bagaimana diri 
seorang komunikator politik. Citra bisa timbul dari bahasa yang 
digunakan oleh komunikator politik. Oleh karena itu, selain harus 
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti komunikan, bahasa 
yang digunakan juga harus bahasa yang sopan sesuai tata bahasa 
yang baik dan benar. 


3. Cara menyampaikan kalimat konkrit, detail, dan spesifik. 


Salah satu indikator dalam efektivitas pesan yang disampaikan 
adalah penggunaan kalimat yang baik dalam penyampain pesan. 


Apabila sebuah isi pesan menimbulkan keraguan atau kebingung- 
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an terhadap komunikannya, perlu ditambahkan bukti-bukti yang 
nyata untuk memperkuat informasi yang disampaikan oleh ko- 


munikator.' 


Efektivitas Komunikasi Politik Gus Dur 


Dari beberapa analisis kepemimpinan Gus Dur dapat ditunjukkan 
bahwa Gus Dur menampilkan kepemimpinan yang terbuka, teru- 
tama terkait masalah demokrasi, kebebasan pers, dan politik. Gus 
Dur juga menampilkan kepemimpinan gaya kyai yang agak otoriter, 
suka berubah-ubah, dan terkesan membingungkan. Kepemimpinan 
Gus Dur juga dinilai berbeda jauh dengan pendahulunya. Kepemim- 
pinan Gus Dur penuh dengan kejutan politis dan terobosan yang 
mencengangkan. Langkah-langkah politiknya sering mengejutkan. 
Manwver politiknya juga tidak mudah dimengerti oleh umum. Jalan 
politik yang dibangun Gus Dur kadang melingkar, berbelok-belok, 
dan lebih sering membuat jantung pendukung demokratisasi berpacu 


cepat. 


Pusat Studi Demokrasi (PSD) dan Litbang Kompas melakukan 
penelitian atau mengumpulkan pendapat masyarakat melalui survei 
lapangan. Hasil penelitian menunjukkan ketidakpuasan masyarakat 
yang menonjol pada pemerintahan Gus Dur. Menurut penelitian, 
rasa ketidakpuasan masyarakat terungkap dalam tiga macam perso- 


alan besar, yaitu: 


1. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam bidang pereko- 


nomian dan kesejahteraan masyarakat. 


2. Ketidakpuasan yang dilontarkan terhadap penanganan masalah 


politik dan keamanan. 


137 Anwar Arifin, Komunikasi Politik (Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Ko- 
munikasi Politik Indonesia (Jakarta : PT Balai Pustaka, 2003) 
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3. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam upaya mene- 
gakkan hukum. 


Gus Dur dinilai belum berhasil mengangkat dan menyelesaikan 
beberapa kasus ekonomi, politik, dan hukum, namun Gus Dur ada- 
lah pemimpin yang tegas. Sebagai seorang presiden, meskipun bukan 
berasal dari kalangan militer, dengan tegas ia mengendalikan kekuat- 
an militer. Saat Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(KPP HAM) untuk Timor-Timur menyebutkan dugaan keterlibatan 
Jenderal Wiranto, kala itu sebagai panglima ABRI (Pangab), dan be- 
berapa perwira tinggi dalam kasus pelanggaran HAM Timor-Timur 
pasca-penentuan pendapat, seketika itu pula Gus Dur meminta 
Wiranto mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Poli- 
tik Keamanan (Menko Polkam). 


Dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, Gus Dur 
juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebuah perubahan terjadi 
pada bangsa ini ketika benih-benih keangkuhan penguasa yang terta- 
nam sejak dahulu menjadi tidak berarti sama sekali. Demikian juga 
para wakil rakyat dan pers, kini tidak segan-segan bersilang pendapat, 
menyorot secara kritis segenap kebijakan pemerintah. Ini merupakan 
sebuah pemandangan baru yang tidak mungkin dijumpai beberapa 
waktu lalu. Hanya saja sikap tegas Gus Dur belum diikuti dengan 
sikap tegas yang lain sehingga masyarakat masih “bingung” meng- 
hadapi pernyataan-pernyataannya, terutama pernyataan kontroversi- 
al yang dikembangkan. Akibatnya, keberhasilan tertutupi sehingga 
yang tampak di permukaan akhirnya hanya keburukannya saja. 


Kejatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenan bukan semata-mata 
disebabkan oleh alasan tindak korupsi yang serius, tetapi lebih pada 
kurangnya kompetensi Gus Dur dan tidak baiknya manajemen pe- 
merintahan. Pendekatannya yang amatiran dan sering berubah-ubah 


semaunya dalam menjalankan pemerintahan membuatnya mudah 
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diserang sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi cukup un- 
tuk bidang pekerjaannya itu, serta tidak mampu menjalankan tugas- 


tugasnya sebagai seorang presiden dengan baik. 


Komunikasi Politik Brutal dan Anarkis 


Setiap pemerintahan memiliki komunikasi politiknya sendiri. Presi- 
den Soeharto, misalnya, ia kerap menggunakan bahasa “bersayap”, 
yakni bicara tak banyak, sering tersenyum, dan menganggut-anggut. 
Kalimat-kalimat yang dia ucapkan sering sulit dimaknai dengan jelas. 
Bahkan, mungkin hanya dia sendiri yang mengerti makna di balik 
kata-kata itu. Hal semacam ini merupakan karakteristik komunikasi 
politik yang dimilikinya. 

Untuk memahami komunikasi politik suatu negara, dapat dilihat 
dari karakteristik komunikasi politiknya, salah satunya yaitu dilihat 
dari bagaimana arah dan sejauh mana efektivitas komunikasi telah 
belaku. Komunikasi politik pada akhir masa Orde Baru bukan hanya 
tidak efektif, tetapi juga mengarah pada kekerasan demi mencapai 
tujuan politik dari penguasa. Komunikasi politiknya sering ditandai 
dengan adanya aksi brutal, anarkis, ketidakberaturan, dan hukum 
yang dinjak-injak. Pada setiap demonstrasi yang dilakukan, sering 
dijumpai adanya pembakaran gedung, mobil, serta fasilitas-fasilitas 
umum lainnya secara beringas. Berbeda halnya dengan komunikasi 
politik pada masa awal Orde Baru di mana komunikasi politik lebih 
tertib dan santun, namun di saat yang sama, media banyak yang di- 
bungkam. Pada masa itu, semua bentuk komunikasi politik diken- 
dalikan oleh pihak penguasa sehingga tidak ada orang yang berani 
bicara menyuarakan pendapatnya. Bahkan, legislatif pun tidak bera- 


188 Fuad Anwar, Melawan Gus Dur (Yogyakarta : Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), 
hlm. 68-76 
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ni melawan kekuasaan eksekutif karena presiden Soeharto bersikap 
powerful sehingga komunikasi politik semua dikendalikan olehnya. 
Komunikasi politik pada Orde Baru dapat dikatakan tidak efektif 
dan harus diperbaiki agar komunikasi politik dapat berjalan dengan 
baik. Hal ini harus dimulai dari perbaikan hukum, aturan main, dan 
perbaikan aturan pers. Seharusnya pers wajib menjalankan kode etik- 
nya dalam kaitannya untuk menjadi media penghubung komunikasi 


politik antara komunikator politik dan komunikan." 


139 Prof. Dr. Tjipta, “Komunikasi Politik Brutal dan Anarkis”. Dalam Tabloid 
Reformata, 8 April 2008. Hlm.10 


KESIMPULAN DAN SARAN 


Kesimpulan 


Dari semua referensi yang ada, kita semua mengetahui bahwa manu- 
sia adalah makhluk sosial. Makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri 
dan selalu membutuhkan orang lain yang tersambung melalui komu- 
nikasi. Komunikasi adalah sebuah kata yang memiliki sangat banyak 
pengertian, tetapi ada karakterisitik dari komunikasi yang tidak bisa 
kita ganti. Komunikasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan 
dari manusia. Namun, banyak manusia yang tidak mengerti seperti 
apa komunikasi yang baik. Penting untuk kita mengetahui bahwa ko- 
munikasi yang baik merupakan komunikasi yang berjalan dua arah, 


yaitu harus bisa menyesuaikan diri terhadap situasi. 


Komunikasi politik suatu bagian spesifik dari komunikasi pada 
hakikatnya merupakan kehidupan manusia untuk mempertahankan 
hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Ada beberapa teori 
untuk komunikasi politik seperi teori klasik oleh Harold D. Lasswel 
yang memiliki lima unsur fundamental komunikasi. Lalu, ada teori 
tiga tingkatan yang membagi dampak dari komunikasi ke dalam tiga 
tingkatan berbeda. Selanjutnya, teori Dan Nimmo memperkenalkan 
empat efek penting komunikasi seperti sosialisasi politik, partisipasi 
politik, memengaruhi pemilu, dan memengaruhi pejabat. Komuni- 
kasi politik juga sangat bergantung kepada komunikator politik, ko- 


munikan, dan media. 


Komunikator yang efektif memiliki ciri seperti mengetahui bah- 


wa manusia itu kompleks dan tidak bisa dipandang secara general. 
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Komunikator efektif juga tidak akan bersikap kaku dalam berkomu- 
nikasi, tetapi berusaha menyeimbangkan kepentingan mereka dan 
orang lain sehingga sadar akan pentingnya suatu hal harus dikomu- 
nikasikan. Pada komunikasi politik, komunikator akan lebih banyak 
menggunakan instrumen komunikasi dan harus menggunakan salur- 
an komunikasi politik yang persuasif dan bisa menjangkau seluruh 
lapisan masyarakat, bangsa, dan negara. Penting untuk kita mengeta- 
hui bahwa komunikasi menganut lima hukum, yaitu respect, empathy, 
audible, clarity, humble. Dalam melaksanakan komunikasi politik, 
komunikator merupakan faktor penting. Agar komunikasi yang ber- 
jalan bisa berhasil, seorang komunikator harus memiliki kredibilitas, 


daya tarik, kesamaan, dan power. 


Hal penting yang harus kita ketahui selain semua hal di atas adalah 
memahami komunikasi politik jenis apa yang ada di negara kita. Per- 
bedaan jenis politik di setiap negara akan memiliki jenis pendekatan 
yang berbeda agar mendapatkan hasil komunikasi politik yang baik 


dan benar. 


Saran 


Untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan dalam berkomunikasi 
politik, kita harus mempelajari karakteristik apa saja yang harus kita 
ketahui dan cara-cara yang benar agar komunikasi poltik kita efek- 
tif. Yang ada sekarang, khususnya di Indonesia, komunikasi politik 
masih sangat kurang terbuka sehingga masih banyak hal dalam per- 
politikan Indonesia yang seharusnya rakyat sebagai pengawas negara 
ketahui. Contoh yang lain, Indonesia juga masih kurang dalam hal 
penyampaian komunikasi politik, khususnya ke daerah yang sulit ter- 
jangkau oleh media. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi komu- 
nikasi politik yang baik dan efektif. Untuk mencapai hal itu, perlu 


mengindahkan lima komunikasi efektif. 


BAGIAN 7 
DEFINISI KOMUNIKASI POLITIK 
DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL 


Komunikasi menurut Bernard Berelson dan Bary A. Stener adalah su- 
atu kegiatan pertukaran informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan 
sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, 
figur grafik, dan sebagainya. Definisi politik menurut Gabriel A. Al- 
mond adalah kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan kepu- 
tusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana 
kendali ini bersifat otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (ber- 
sifat memaksa). Apabila definisi tersebut digabungkan, didapatkan 
definisi komunikasi politik, yaitu suatu kegiatan yang berkaitan de- 
ngan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah yang me- 
libatkan aktor-aktor politik. Komunikasi politik juga bisa dipahami 


sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. 


Hubungan internasional adalah hubungan antarnegara atau an- 
tarindividu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk 
kepentingan kedua belah pihak. Hubungan internasional dianggap 
penting dalam rangka untuk menumbuhkan saling pengertian antar- 
bangsa, mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan an- 
tarbangsa, saling mencukupi kebutuhan masing-masing bangsa yang 
bekerja sama, memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan, dan mem- 
bina dan menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia. Komunikasi 


menjadi sebuah alat untuk melakukan interaksi antarnegara. 
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Apabila digabungkan, komunikasi politik dan hubungan inter- 
nasional disebut sebagai komunikasi internasional. Keduanya dapat 
diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dari 
suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan de- 
ngan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili ne- 


gara lain. 


Ruang lingkup komunikasi internasional dapat dipelajari dari tiga 


perspektif: diplomatik, jurnalistik, dan propagandistik. 
» Perspektif Diplomatik. 


Umumnya dilakukan secara interpersonal atau kelompok kecil 
(small group) lewat jalur diplomatik. Contohnya adalah komu- 
nikasi langsung antara pejabat tinggi negara untuk bekerja sama 
atau menyelesaikan konflik, memelihara hubungan bilateral atau 
multilateral, memperkuat posisi ataupun meningkatkan reputasi 
negara di tengah pergaulan internasional. Perspektif ini dilakukan 
pada saat konferensi pers, pertemuan politik, forum internasional 
di tingkat PBB atau forum regional, atau bahkan pada pertemuan 


diplomatik seperti jamuan makan malam (kenegaraan). 


» Perspektif Jurnalistik 


Dilakukan melalui saluran media massa. Karena arus informa- 
si didominasi negara maju, pengguna komunikasi internasional 
dalam perspektif ini pun didominasi oleh negara maju. Dengan 
demikian, negara maju menjadi alat kontrol terhadap kekuatan 
sosial yang dikendalikan kekuatan politik dalam percaturan poli- 
tik internasional. Penguasa arus informasi menjadi gatekeeper yang 
mengontrol arus komunikasi. Jalur jurnalistik ini juga sering digu- 
nakan untuk tujuan propaganda dengan mengubah kebijakan dan 


kepentingan suatu negara atau memperlemah posisi negara lawan. 
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» Perspektif Propagandistik 


Umumnya dilakukan melalui media massa untuk menanamkan 
gagasan ke dalam benak masyarakat negara lain dan dipacu sede- 
mikian kuat agar memengaruhi pemikiran, perasaan, serta tindak- 
an. Contohnya adalah perolehan atau perluasan dukungan, pena- 
jaman atau pengubahan sikap dan cara pandang terhadap suatu 
gagasan atau peristiwa atau kebijakan luar negeri negara terten- 
tu. Propaganda merupakan instrumen yang sangat ampuh untuk 


memberikan pengaruh. 


BAGIAN 8 
APLIKASI KOMUNIKASI 
POLITIK DALAM HUBUNGAN 
INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN 
INDONESIA 


Hubungan internasional adalah hubungan antarnegara atau bangsa- 
bangsa yang tergabung dalam lembaga. Dalam komunikasi politik 
hubungan internasional, Indonesia menganut politik bebas dan aktif. 
Politik bebas dan aktif berarti Indonesia bebas atau terikat dengan 
kebijakan politik negara lain dan Indonesia turut selalu aktif meng- 
ikuti perkembangan kebijakan politik negara lain. Hubungan inter- 
nasional ini membahas tentang hubungan perdagangan, sosial, dan 
pertahanan. Untuk melakukan suatu hubungan internasional, kita 
memerlukan suatu komunikasi atau bisa kita sebut komunikasi in- 


ternasional. 


Sebagai contoh adalah keikutsertaan Indonesia dalam organisasi 
ASEAN. Indonesia bergabung dengan ASEAN sejak 8 Agustus 1967. 
Sementara tujuan didirikan ASEAN sendiri adalah menciptakan 
pertahanan, keamanan, menciptakan kerja sama di bidang perdang- 
an, memberantas kemiskinan masayarakat, menciptakan penguatan 
demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, mengembangkan 
sumber daya manusia, dan memajukan identitas dengan meningkat- 
kan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan 


warisan kawasan. Dengan adanya komunikasi internasional antara 
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Indonesia dan ASEAN, kesepakatan-kesepakatan antarnegara pun 
tercapai. Sebagai contoh adalah keikutsertaan ASEAN dalam proses 


perdamaian di Aceh melalui Aceh Monitoring Mission. 


Pada Aceh Monitoring Mission, ASEAN bertugas untuk memo- 
nitor implementasi dari komitmen yang diambil oleh Pemerintah 
Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk mencapai 
perdamaian dari kedua belah pihak. Ada lima negara dari ASEAN 
yang bergabung dalam AMM, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, 
Filipina, Singapura, Thailand, dan ditambah negara Uni-Eropa se- 
perti Swiss dan Norwegia. Perjanjian ini disepakati di Helsinki, Fin- 
landia, 15 Agustus 2005. 


Selain itu ASEAN juga banyak membantu ketika Indonesia sedang 
mengalami bencana besar. Contohnya tsunami di Aceh pada 2004, 
gempa dan gunung meletus di Yogyakarta pada 2006 dan 2010, dan 
gempa dan tsunami di Pulai Nias pada 2009. Dengan adanya ko- 
munikasi politik dalam hubungan dengan ASEAN terjadi beberapa 
dampak yang dapat menguntungkan Indonesia sehingga menjalin 


tali komunikasi antarnegara. 


Contoh lain adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh Indo- 
nesia dengan negara-negara di Afrika. Negara-negara di Afrika meru- 
pakan negara yang masih penuh dengan pertentangan etnis, agama, 
perbatasan, dan perebutan kekuasaan. Tak heran hal ini berdampak 
pada perekonomiannya, seperti kemiskinan, kelaparan, kurangnya 
fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Hal ini membuat Afrika melakukan 
kerja sama dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sa- 
lah satu hal yang berdampak bagi Afrika ketika diadakan Konferensi 
Asia Afrika di Bandung pada 18 April-24 April 1955 adalah Dasasi- 
la. Dasasila adalah sepuluh dasar-dasar yang berisi tentang penyataan 


mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerja sama dunia. 


Contoh terakhir adalah keikutsertaan Indonesia dalam lembaga 


perekonomian regional seperti Asia Pacific Economic Coporation 


" 197 


(APEC) dan Economic and Social Commission for Asian dan the 
Pacific (ESCAP). Inti dari pertemuan ini adalah untuk memfasili- 
tasi perdagangan bebas dan terbuka untuk regional Asia Pasifik serta 
mendukung pembiayaan proyek-proyek kerjas ama teknik dan eko- 
nomi yag dipandang dapat memberikan manfaat besar bagi kepen- 


tingan pembangunan nasional. 


Selain itu, Indonesia juga berpatisipasi dalam Asia Europe 
Economic Meeting di Bangkok pada 1—2 Maret 1996. Pertemuan ini 
dilakukan untuk menjalin hubungan dalam rangka mempererat kerja 


sama Asia dan Eropa. 


BAGIAN 9 
PENTINGNYA KOMUNIKASI 
POLITIK DALAM HUBUNGAN 
INTERNASIONAL 


Komunikasi adalah salah satu bentuk kegiatan umat manusia yang 
paling penting. Tiada hari tanpa komunikasi. Setiap makhluk hidup 
membutuhkan komunikasi karena komunikasi adalah lambang dari 
adanya kehidupan di dalam masyarakat. Dilihat dari sudut pandang 
ini, komunikasi menunjukkan adanya suatu hubungan dan interak- 
si yang terjadi antara dua orang/pihak atau lebih. Interaksi tersebut 
terjadi karena seseorang menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk 
tertentu yang diterima pihak lain yang menjadi sasarannya sehingga 
sedikit banyak akan memengaruhi sikap dan tingkah laku pihak di- 
maksud. Siapa pun sebagai anggota masyarakat melakukan ini secara 
terus-menerus—kadang-kadang bahkan tanpa sadar, termasuk mere- 
ka yang tidak mengerti makna konsep komunikasi. Oleh karena itu, 
dapat dimengerti bahwa komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan 


oleh semua anggota masyarakat, kapan pun dan dimana pun. 


Komunikasi memiliki beberapa fungsi untuk menginformasikan 
(to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertain), dan 
untuk memengaruhi (to influence). Ada beberapa jenis komunikasi, 
salah satunya adalah komunikasi politik. Politik didefinisikan oleh 
Aristoteles yaitu seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara kon- 


stitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu, politik juga 
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merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan 


kebaikan bersama. 


Studi komunikasi politik mencakup dua disiplin dalam ilmu so- 
sial, yakni ilmu politik dan ilmu komunikasi. Para ilmuwan politik 
beranggapan bahwa komunikasi politik termasuk objek studi ilmu 
politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komuni- 
kasi itu mempunyai ciri-ciri politik, yaitu berkaitan dengan kekuasa- 
an politik/negara/pemerintahan dan komunikator serta komunikan 
yang terlibat di dalamnya bertindak dalam kedudukan mereka seba- 
gai pelaku kegiatan politik. 


Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan menjadi dua bagian. 
Pertama adalah fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur 
pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut juga dengan istilah 
the governmental political sphere, berisi informasi yang menyangkut 
seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunika- 
si ditujukan pada upaya mewujudkan loyalitas dan integritas nasional 
untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas. Kedua, fungsi yang 
berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) juga disebut 
dengan istilah the socio political sphere, yaitu sebagai agredasi kepen- 
tingan dan artikulasi kepentingan, di mana kedua fungsi tersebut me- 
rupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua kelompok 
asosiasi dan proses penyampaian dan penyaluran isi komunikasi ter- 
hadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut. Komu- 
nikasi politik juga dapat dipahami sebagai komunikasi antara “yang 
memerintah” dan “yang diperintah”. Selain itu, fungsi komunikasi 


politik dikemukakan oleh McNair, yaitu: 


1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terja- 
di di sekitarnya. Di sini media komunikasi memiliki fungsi peng- 
amatan dan fungsi monitoring tentang apa yang terjadi dalam 


masyarakat. 


2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang 
ada. Di sini para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada se- 
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hingga berusaha membuat liputan yang objektif dan bisa mendi- 
dik masyarakat luas atas realitas fakta tersebut. 


3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah- 
masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk 
opini publik dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyara- 
kat. Dengan cara demikian, komunikasi politik bisa memberi arti 


dan nilai pada usaha penegakan demokrasi. 


4. Membuat publikasi yang ditunjukkan kepada pemerintah dan in- 
stitusi politik. Di sini media bisa berfungsi sebagai watchdog da- 


lam membantu terciptanya good governance yang transparan dan 


akuntabel. 


5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi se- 
bagai saluran pembela yang bisa membantu agar kebijakan dan 


program-program institusi politik disalurkan kepada media masa. 


Seperti telah dijelaskan sebelumnya, komunikasi merupakan su- 
atu alat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, contoh- 
nya dalam berinteraksi sehingga menimbulkan suatu pengaruh satu 
sama lain. Komunikasi juga dapat digunakan secara luas dan dapat 
memberikan pengaruh yang sangat besar. Komunikasi internasional 
adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewa- 
kili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan 
dengan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili 


negara lain. 


Sebagai sebuah bidang kajian, komunikasi internasional mem- 
fokuskan perhatian pada keseluruhan proses melalui data dan in- 
formasi yang mengalir melalui batas-batas negara. Subjek yang di- 
telaah bukanlah sekadar arus itu sendiri, melainkan juga struktur 
arus yang terbentuk, faktor-faktor yang terlibat di dalamnya, sarana 
yang digunakan, efek yang ditimbulkan, serta motivasi yang men- 


dasarinya. 
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Dilihat dari pelakunya, komunikasi internasional dapat dipan- 
dang sebagai: 
» Official Transaction (transaksi resmi), yakni kegiatan komunikasi 
yang dijalankan pemerintah. 


» Unofficial Transaction (transaksi tidak resmi), yakni kegiatan ko- 


munikasi yang melibatkan pihak non-pemerintah. 


Pemerintah, sebagai salah satu pelaku utama komunikasi inter- 
nasional, menjalankan sejumlah langkah yang berpengaruh terhadap 
posisi negara yang diwakilinya dalam peraturan politik internasional. 
Pemerintah dapat menjalankan langkah-langkah yang berefek politik 
langsung, seperti diplomasi dan propaganda ataupun langkah yang 
berdampak tidak langsung, seperti mempromosikan pendidikan in- 
ternasional. Kegiatan komunikasi internasional bisa berlangsung an- 


tara people to people ataupun goverment to government. 


Hubungan internasional adalah suatu bentuk hubungan antar- 
negara. Komunikasi politik dalam hubungan internasional adalah 
hubungan antarnegara, yakni konflik-konflik yang menyangkut po- 
litik internasional dengan latar belakang hubungan tertentu antara 
negara-negara yang berdaulat. Komunikasi politik dalam hubungan 
internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi secara inter- 
nasional yang membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat 
internasional, Dalam arti sempit yaitu berfokus pada diplomasi dan 
hubungan antarnegara serta kesatuan politik lainnya. Politik interna- 
sional seperti halnya politik domestik terdiri atas elemen-elemen ker- 
ja sama dan konflik, permintaan dan dukungan, serta gangguan dan 
pengaturan. Dalam komunikasi politik internasional, tindakan suatu 
negara dipandang sebagai respons atas tindakan negara lain. Secara 
singkat, peran komunikasi politik dalam suatu hubungan internasi- 
onal sebetulnya telah dijelaskan di atas, namun terdapat perbedaan 
pada tingkat komunikator dan komunikan di mana suatu interaksi 


yang terjadi antarnegara berdasarkan ide-ide dan tujuan politik. 


BAGIAN 10 
TUJUAN KOMUNIKASI 
POLITIK DALAM HUBUNGAN 
INTERNASIONAL 


Komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi 
yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau 
berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan peme- 
rintah. Menurut Gabriel Almond (1960) komunikasi politik adalah 
salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “ALI of 
the functions performed in the political system, political socialization 
and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule ma- 
king, rule application, and rule adjudication,are performed by means 


of communication.” 


Tujuan komunikasi politik dalam hubungan internasional sangat 
terkait dengan pesan politik yang disampaikan komunikator politik. 
Oleh sebab itu, tujuan komunikasi dalam hubungan internasional 
meliputi pembentukan citra politik, pembentukan opini publik (pen- 
dapat umum), partisipasi politik, sosialisasi politik, pendidikan poli- 
tik, dan rekrutmen politik. 


1. Citra Politik, komunikasi tidak secara langsung menimbulkan penda- 
pat dan perilaku tertentu, tetapi cenderung memengaruhi cara kha- 
layak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan. Citra (image) 
adalah gambaran seseorang (figure) yang tersusun melalui persepsi 


yang bermakna melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan. 
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2. Pendapat Umum, yang diterjemahkan dari bahasa Inggris public 
opinion dikenal pada awal abad ke-18. Alguin menganggap bahwa 
suara rakyat adalah suara Tuhan “vox populi, vox dei” yang berarti 
pendapat umum adalah hasil interaksi antara orang-orang dalam 
suatu kelompok, sedangkan Whyte menyebutkan sebagai suatu si- 
kap rakyat mengenai suatu masalah yang menyangkut kepenting- 
an umum sehingga bisa dicitrakan sebagai: (a) pendapat, sikap, 
perasaan, ramalan, pendirian, dan harapan-harapan dari individu, 
kelompok dalam masyarakat tentang masalah yang berhubungan 
dengan kepentingan umum atau persoalan sosial, (b) hasil interak- 
si, diskusi, atau penilaian sosial antarindividu berdasarkan pertu- 
karan pikiran secara sadar dan rasional, (c) pendapat umum akan 
dapat dikembangkan, diubah, dan dibentuk oleh media massa, (d) 
bisa dilakukan pada penganut paham demokratis. 


3. Partisipasi Politik, sebagai perhatian dari warga negara yang ber- 
upaya menyampaikan kepentingan-kepentingannya terhadap pe- 
jabat publik atau sebagai kegiatan warga negara yang bertindak 
secara pribadi atau kolektif dengan maksud untuk memengaruhi 
pembuatan keputusan oleh pemerintah, secara spontan atau teror- 
ganisasi, mantap atau sporadis secara damai atau kekerasan, legal 
atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Partisipasi politik bisa be- 
rupa: (a) agregasi kepentingan (interest aggregation function), pada 
fungsi ini terdapat proses penggabungan kepentingan, kemudian 
dirumuskan dan disalurkan kepada pemegang kekuasaan atau pe- 
merintah yang memegang kekuasaan dan berwenang untuk dija- 
dikan kebijakan publik, (b) fungsi artikulasi kepentingan (interest 
articulation fungtion), pada fungsi ini terjadi proses sintesis aspirasi 
individu-individu sebagai anggota kelompok berupa ide, penda- 
pat yang kemudian dijadikan pola dan program politik. 


4. Sosialisasi Politik, sebagai suatu proses perkembangan seseorang 


untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola ting- 
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kah laku atau merupakan proses perubahan perilaku yang berhu- 
bungan erat dengan proses belajar pemahaman terhadap peristiwa 
politik. 

5. Pendidikan Politik, sebagai usaha menanamkan, mengubah, atau 
mempertahankan sistem nilai politik atau orientasi politik dengan 
mengaktifkan proses sikap, perilaku, sistem berpikir, pandangan 
seseorang atau kelompok, baik kader, simpatisan, dan masyarakat 
umum yang dilakukan oleh politikus. Profesional dan aktivis (se- 
bagai komunikator politik) atau oleh lembaga (organisasi) seperti 


partai politik. 


6. Rekrutmen Politik, yaitu suatu usaha untuk mengajak individu- 
individu masuk ke dalam orientasi dan nilai politik yang pada 
akhirnya secara konkret menjadikan anggota politik, baik simpati- 


san sampai kader politik dan pengurus organisasi politik. 


Komunikasi politik dalam hubungan internasional bertujuan un- 
tuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat 
gambaran atau keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa 
depan yang diinginkan. Pemerintah negara menetapkan berbagai sa- 
rana yang diusahakan untuk dicapai dengan melakukan berbagai tin- 


dakan yang menunjukkan adanya kebutuhan, keinginan, dan tujuan. 


Setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau kepen- 
tingan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui 
kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang 
dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasi- 
onal yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk men- 
jangkaunya. Tujuan dirancang, ditetapkan, dan dipilih oleh pembuat 
keputusan dan dikendalikan adalah mengubah kebijakan (revisionist 
policy) atau mempertahankan kebijakan (status guo policy) ikhwal ne- 


gara tertentu di lingkungan internasional. 
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Ada tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan komuni- 


kasi politik dalam hubungan internasional, yaitu: 
1. Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan. 


2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan 
yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek 
(short-term), jangka menengah (middle-term), dan jangka panjang 
(long-term). 


3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain. 


Dalam konteks ini, pemerintah juga harus memperhatikan per- 
timbangan-pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor na- 
sional sebagai faktor internal seperti aspirasi konstituen domestik, 
elemen masyarakat sipil (civil society), dan faktor-fator internasional 
sebagai faktor eksternal seperti peta kepentingan-kepentingan keku- 
atan internasional. Di samping itu, dalam pelaksanaan politik luar 
negeri harus dipilih teknik atau instrumen yang cocok untuk menca- 
pai sasaran yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan kekuatan 


nasional (national power). 


BAGIAN 11 
CONTOH KASUS KOMUNIKASI 
POLITIK DI DUNIA INTERNASIONAL 


Ditinjau dari perspektif, komunikasi politik di dalam hubungan 
internasional memiliki tiga perspektif, yaitu perspektif diplomatik, 
perspektif jurnalistik, dan perspektif propaganda: 

1. Perspektif Diplomatik 
Dari segi perspektif diplomatik, komunikasi politik dilakukan un- 


tuk bekerja sama, menyelesaikan konflik, memelihara hubungan 
bilateral atau multilateral, memperkuat posisi, atau meningkatkan 
reputasi negara di dalam pergaulan internasional. Contoh komu- 
nikasi politik dalam hubungan internasional yang paling mudah 
dari segi diplomatik adalah Konferensi Asia Afrika yang diseleng- 
garakan di Jakarta pada 19-23 April 2015 dan di Bandung pada 
24 April 2015. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh 109 delegasi 
dari negara-negara di Asia dan Afrika, 16 negara pemantau, dan 
25 organisasi internasional. Konferensi Asia Afrika diselenggara- 
kan sebagai sarana berbagi pengalaman dan meningkatkan pem- 
bangunan ekonomi di Asia dan Afrika. Selain itu, Konferensi Asia 


Afrika juga membahas mengenai dukungan akan Palestina. 


2. Perspektif Jurnalistik 


Dari segi perspektif jurnalistik, komunikasi dilakukan untuk mem- 


berikan informasi mengenai peristiwa internasional untuk meme- 
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ngaruhi opini publik internasional, menemukan peluang bisnis, 
atau mendorong upaya kerja sama. Komunikasi politik dari per- 
spektif ini digunakan untuk mengontrol kekuatan sosial dan politik 
dengan menggunakan media massa sebagai lahan komunikasi. Da- 
lam perspektif jurnalistik, setiap negara harus memiliki gatekeeper 
dalam menyaring pemberitaan, yakni kantor-kantor berita. 


Contoh kasus komunikasi politik dari perspektif jurnalistik 
adalah pada 30 September 2005, sebuah harian terbesar di Den- 
mark, /ylland Posten, memublikasikan 20 gambar karikatur Nabi 
Muhammad karya Kurt Westergard. 


Beberapa karikatur dari Nabi Muhammad tersebut kemudian 
diterbitkan ulang di surat kabar Mesir, E/ Fagr, pada 30 Oktober 
2005 untuk mendampingi sebuah artikel yang mengkritik keras 
penerbitan karikatur di Jyllands Posten. Pada saat itu, keberadaan 
karikatur ini hanya diketahui segelintir publik. Kemarahan inter- 
nasional mulai merebak pada Desember 2005, ketika Organisasi 
Konferensi Islam mulai menyatakan kecamannya secara terang- 
terangan terhadap pembuatan karikatur ini. Publikasi karikatur 
ini menuai kecaman dari umat Islam di seluruh dunia karena da- 
lam ajaran Islam penggambaran Nabi Muhammad dalam bentuk 


apa pun adalah haram. 


Pada Januari 2006, penerbitan karikatur tersebut masih terus 
dilakukan oleh surat kabar Norwegia Magazinet, koran Jerman 
Die Welt, surat kabar Prancis France Soir, surat kabar Selandia 
Baru dan Yordania. Di Indonesia, karikatur tersebut dipublikasi- 
kan di tabloid Gloria dan PETA. Pemimpin redaksi tabloid Gloria 
kemudian meminta maaf dan melakukan penarikan tabloidnya, 
sementara pemimpin tabloid PETA dijadikan tersangka. Rakyat 
Indonesia berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Denmark un- 


tuk Indonesia. 


Pemerintah Denmark menyesali penerbitan karikatur terse- 


but, namun tetap mengedepankan dalih kebebasan pers sehingga 
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menimbulkan banyak reaksi dari berbagai negara yang mayoritas 
penduduknya adalah muslim. Arab Saudi dan Suriah memanggil 
pulang duta besarnya untuk Denmark. Di Jalur Gaza, Palestina, 
penduduk bersenjata mengepung kantor Uni Eropa. Di Irak, di- 
lakukan pembakaran bendera Denmark dan pemerintah Iran me- 
ngeluarkan larangan impor sekaligus menghentikan hubungan da- 
gang dengan Denmark. Akibatnya, bisnis perusahaan-perusahaan 
Denmark menurun drastis di Timur Tengah sehingga merugikan 


perekonomian Denmark. 


. Perspektif Propaganda 


Komunikasi politik internasional digunakan, baik untuk mem- 
bentuk dan memperkuat citra sebuah negara, juga untuk mere- 
kayasa terciptanya musuh sebuah negara. Penciptaan figur musuh 
ini dilakukan atas kerja sama media dan pihak militer. Hal ini 
merupakan salah satu perspektif dari komunikasi internasional, 
yaitu perspektif propaganda, yang tujuannya adalah memengaruhi 


publik domestik terhadap suatu gagasan atau peristiwa. 


Contoh propaganda yang pernah terjadi adalah pada 2003 
yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak. Amerika Se- 
rikat melancarkan serangan invasi ke Irak dengan alasan untuk 
melucuti senjata pemusnah missal, baik senjata nuklir, biologis, 
maupun kimiawi, untuk mengakhiri dukungan Saddam Husein 


terhadap terorisme dan membebaskan rakyat Irak. 


Hubungan Amerika Serikat dan Irak ini tidak pernah lepas dari 
pemberitaan media massa. Sebagian besar media massa berusaha 
menggerakkan masyarakat untuk mendukung serangan tersebut. 
Contohnya adalah New York Times, salah satu harian terbesar di 
Amerika Serikat yang berkali-kali menerbitkan artikel mengenai 
berbagai usaha Saddam Hussein untuk membuat senjata pemus- 
nah massal. Beberapa pemberitaan juga turut menghubungkan 


Saddam Husein dengan gerakan Al-Oaeda yang dipionirkan oleh 
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Osama bin Laden, padahal peristiwa serangan teroris pada 9 Sep- 


tember 2001 belum jelas kebenarannya. 


Sejak awal telah terjadi berbagai protes dan mosi tidak setuju 
terhadap diadakannya invasi. Sebanyak 63Yo warga Amerika yang 
mengikuti polling CBS memilih penyelesaian damai bagi konflik 
Amerika Serikat-Irak dibandingkan dengan jalan kekerasan kare- 
na mereka percaya invasi Amerika Serikat kepada Irak hanya akan 
menambah tindakan-tindakan terorisme di Amerika Serikat. Be- 
gitu juga halnya di Roma, terjadi demonstrasi besar-besaran oleh 
tiga juta orang yang dicatat Guiness Book of World Record sebagai 


demonstrasi anti-perang terbesar di dunia. 


Langkah awal propaganda Amerika Serikat di Irak disebut 
black propaganda. Amerika Serikat menggunakan media milik 
Irak untuk menyebarkan propaganda mereka, contohnya peng- 
gunaan Radio Tikrit untuk menyebarkan informasi pro-Amerika, 
padahal Radio Tikrit dijalankan oleh pendukung Saddam. Ame- 
rika Serikat juga sering kali membayar koran-koran Irak untuk 
menerbitkan artikel yang pro-Amerika. Berbagai propaganda yang 
dilakukan Amerika Serikat membuat dua harian besar di Amerika, 
yaitu Chicago Tribune dan Los Angeles Times menuduh pemerintah 
Amerika melakukan manipulasi pemberitaan mengenai Irak agar 


tindakan mereka didukung dan moral pasukan Irak menurun. 


Akhirnya, pada 2005, setelah invasi Amerika Serikat berakhir, 
CIA mengeluarkan sebuah laporan bahwa tidak ditemukan senjata 
pemusnah massal apa pun di Irak. Hal ini juga diperkuat dengan 
pernyataan negara-negara aliansi Amerika Serikat yaitu Jerman, 
Prancis, dan Kanada bahwa tidak ditemukan senjata pemusnah 
apa pun di Irak dan mereka tidak membenarkan adanya penye- 
rangan terhadap suatu negara. Pada akhirnya, hal ini hanya sema- 
kin menguatkan persepsi bahwa invasi Amerika Serikat ke Irak 


hanyalah untuk menguasai ladang minyaknya. 


BAGIAN 12 
KOMUNIKASI POLITIK DI 
INDONESIA 


Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan komunikasi sebagai 
pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau 
lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi 
dapat berbentuk linier, yaitu penyampaian pesan yang hanya berja- 
lan satu arah, yaitu dari pengirim pesan pada penerima. Komunikasi 
juga dapat dalam bentuk interaksi, di mana pesan berjalan dua arah 
antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Politik didefinisikan seba- 
gai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti 
sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Berdasarkan definisi 
dari KBBI tersebut, komunikasi politik dapat diartikan sebagai pe- 
ngiriman dan penerimaan pesan atau berita mengenai ketatanegaraan 
atau kenegaraan di antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang 


dimaksud dapat dipahami. 
Menurut Denton and Woodward, “Komunikasi politik didefi- 


nisikan sebagai diskusi mengenai alokasi sumber daya (pendapatan) 
masyarakat, otoritas resmi (yang diberi kekuasaan untuk merancang, 
membuat dan menjalankan keputusan untuk negara), dan sanksi- 
sanksi resmi dari pemerintah (apa yang diberi penghargaan atau san- 


ksi oleh pemerintah).” “0 


10 Brian McNair, An Introduction to Political Communication (USA: Routledge, 
2011), 3-4 
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Dalam buku An Introduction to Political Communication, komuni- 
kasi politik didefinisikan sebagai suatu komunikasi mengenai politik 


dengan suatu tujuan yang jelas,yaitu: 


1. Segala bentuk komunikasi yang melibatkan politikus atau para pe- 


laku politik lainnya dengan suatu tujuan tertentu. 


2. Komunikasi yang ditujukan bagi para pelaku politik tersebut, oleh 
pihak yang bukan merupakan pelaku politik seperti para pemilih 


dalam pemilu dan penulis-penulis artikel. 


3. Komunikasi mengenai para pelaku politik dan aktivitas mereka 
seperti dalam berita, editorial, dan berbagai bentuk media diskusi 


politik lainnya. 


Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang melibatkan pelaku 
politik dan pihak selain pelaku politik yang mendiskusikan mengenai 
ketatanegaraan atau aspek-aspek kenegaraan lainnya. Pihak selain pe- 
laku politik dapat meliputi masyarakat awam, wartawan, atau jurnalis 


dalam media massa. 


Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik 
rakyat yang menjadi input sistem politik. Pada waktu yang sama, ia 
juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output sistem poli- 
tik itu. Melalui komunikasi politik, rakyat memberikan dukungan, 
menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap sistem 
politik. 

Komunikasi politik memiliki kaitan erat dengan sistem politik. 
Contoh sistem politik adalah sistem politik demokrasi dan sistem 


politik diktator. Kedua sistem ini saling bertentangan, terutama da- 


MI Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, Indonesia dan Komunikasi Politik. (Jakar- 
ta: Gramedia, 1993), 3. 
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lam hal komunikasi politik. Pada sistem politik diktator, masya- 
rakat memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk berpartisipasi 
dengan pemerintah dalam pembuatan keputusan-keputusan. Ma- 
syarakat tidak dapat memberi opini mengenai kebijakan yang dibu- 
at oleh pemerintah sehingga komunikasi politik yang berjalan ialah 
komunikasi satu arah, yaitu dari pihak pemerintah kepada masyara- 
kat. Sementara dalam sistem politik demokrasi, masyarakat memi- 
liki peran yang lebih besar dalam pembuatan keputusan-keputusan. 
Komunikasi politik yang berjalan merupakan komunikasi dua arah, 
di mana masyarakat dapat memberi opini dan masukan kepada pe- 
merintah sebagai tanggapan dari kebijakan yang dibuat oleh peme- 


rintah. 


Bagi negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia, komu- 
nikasi politik dianggap krusial dalam pembangunan negara. Diper- 
lukan hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah dan ma- 
syarakat. Pemerintah harus transparan mengenai tindakan-tindakan 
pemerintah dan harus lebih responsif dalam menanggapi opini dan 
masukan masyarakat, sementara masyarakat harus lebih aktif dalam 


menyalurkan opini dan aspirasi untuk membantu pemerintah. 


Dan Nimmo menjelaskan bahwa luas lingkup komunikasi po- 
litik meliputi komunikator politik, pesan-pesan politik, media ko- 
munikasi politik, khalayak politik, dan efek politik.'“? Komunikator 
politik dapat berupa pemerintah atau masyarakat. Saat pemerintah 
mengeluarkan suatu kebijakan, pemerintah berperan sebegai komu- 
nikator politik. Saat masyarakat mengungkapkan pendapat menge- 
nai tindakan pemerintah, masyarakat berperan sebagai komunikator 
politik. Pesan-pesan politik merupakan pesan yang disampaikan oleh 


komunikator politik. Misalnya, saat pemerintah mengeluarkan sebu- 


"2 Prof. Dr. H. Anwar Arifin, Komunikasi Politik dan Pers Pancasila: Suatu Ka- 
jian Mengenai Pers Pancasila. (Jakarta: Media Sejahtera, 1992), 10. 
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ah peraturan baru, peraturan tersebut merupakan suatu pesan politik 
yang disampaikan kepada masyarakat. Media komunikasi politik me- 
rupakan perantara yang menyalurkan pesan politik kepada khalayak 
politik. Contohnya adalah media cetak seperti koran dan majalah 
politik yang memuat bahasan mengenai tindakan pemerintah dan 
opini dari masyarakat. Khalayak politik adalah kelompok target sa- 
saran komunikasi politik. Saat pemerintah mengumumkan suatu ke- 
bijakan, masyarakat menjadi khalayak politik yang ditargetkan oleh 
pemerintah. Sebaliknya, saat masyarakat menyampaikan opininya, 
pemerintah yang menjadi target komunikasi mereka berperan sebagai 
khalayak politik. 

Komunikasi politik akan mengakibatkan efek politik. Efek politik 
tersebut dapat sesuai atau berbeda dengan tujuan dari komunikator 
politik. 

Tulisan ini akan membahas mengenai komunikasi politik di Indo- 
nesia. Bahasan yang dimuat meliputi jenis-jenis komunikasi politik, 
bentuk-bentuk komunikasi politik, fungsi dan tujuan komunikasi 
politik, teori komunikasi politik di Indonesia, sejarah perkembangan 
komunikasi politik di Indonesia, serta komunikasi politik dalam bi- 


rokrasi di Indonesia. 


PEMBAHASAN 


Sejarah Perkembangan Komunikasi Politik di Indonesia 
Zaman Penjajahan 


Sejak abad ke-20, bangsa Indonesia mengembangkan komunikasi 
politik yang menimbulkan rasa kebangsaan dengan cara-cara baru. 
Pemerintah kolonial Belanda yang bersifat sangat otoriter berusaha 
dengan keras untuk mencegah berkembangnya komunikasi politik 
untuk menghentikan arus nasionalisme yang ditimbulkan. Bebera- 
pa contohnya merupakan pengontrolan ketat pemberitaan dalam 
pers nasional, penghentian rapat, pelarangan organisasi-organisasi 
yang dianggap berbahaya, serta penangkapan, pemenjaraan, dan 
pembuangan tokoh-tokoh nasionalis.'8 Meskipun berbagai macam 
kesulitan, bahaya, dan risiko mengadang, komunikasi politik di In- 
donesia terus berjalan dan merangsang rasa nasionalisme. Contoh- 
nya, para tokoh nasionalisme yang ditangkap, dipenjarakan, dan 
dibuang melakukan komunikasi politik melalui surat. Lembaga res- 
mi Volksraad pun dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan visi 


politik mereka". 


"8 Alfian, Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia (Jakarta : Gramedia 
Pustaka Utama, 1991), hlm. 21. 


#4 Ibid., hlm. 22. 
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Pada zaman kedudukan militer-fasis Jepang yang otoriter atau to- 
taliter, pengawasan makin ketat. Pers sangat dikontrol, dan justru 
dimanfaatkan sebagai alat propaganda Jepang. Namun, wartawan- 
wartawan Indonesia yang menangani media cetak dapat meman- 
faatkan pers untuk menghidupkan terus semangat nasionalisme di 
masyarakat. Tokoh-tokoh yang bekerja sama dengan Jepang, seperti 
Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur dapat 
memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangkitkan rasa na- 
sionalisme seperti melalui pidato-pidato kepada masyarakat umum 
dan ceramah atau kuliah-kuliah yang disampaikan di asrama maha- 
siswa/pemuda. Selain itu, pada zaman itu, terdapat juga jaringan ko- 
munikasi politik “bawah tanah” di beberapa kota. Dengan cerdik, 
komunikasi politik di masyarakat Indonesia tetap dipertahankan dan 


tetap menghidupkan rasa nasionalisme, meskipun dikontrol dengan 
ketat', 


Zaman Revolusi 


Zaman Revolusi dimulai setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dan 
pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Komunikasi politik yang 
berkembang pada zaman revolusi didominasi oleh Soekarno dan 
Hatta, khususnya Soekarno sebagai pemimpin dan simbol revolusi. 
Soekarno yang telah membuktikan dirinya sebagai komunikator poli- 
tik yang luar biasa melalui pidato-pidatonya yang memukau, berhasil 
menggalang bangsa Indonesia untuk mendukung kebijaksanaan po- 
litik dan garis-garis politik kabinet yang digariskannya bersama-sama 
Hatta'48, Komunikasi politik pada zaman Revolusi lebih bersifat satu 


arah, yaitu dari atas ke bawah. Namun, sifat komunikasi politik yang 


"5 Ibid., hlm. 22-23. 
Mc Ibid., hlm. 28. 
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cenderung satu arah ini merupakan jawaban tepat untuk menyela- 
matkan revolusi, bangsa, dan negara dari ancaman bahaya serangkai- 


an kemelut politik yang menjurus ke arah anarkisme'7. 


Orde Lama 
Pada 1950 sampai dengan 1959, pers sebagai sumber dan saluran 


komunikasi politik, berperan sebagai pranata sosial dari masyarakat 
demokrasi yang sesuai dengan sistem liberal, sesuai Undang-Undang 
Dasar Sementara 1950". Pada UUDS 1950 Pasal 19 tertulis, “Setiap 
orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan penda- 
pat.” Menurut Dicey, kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi 
manusia, dan bagian dari Rule of Law yang penting dan menjamin 


kedamaian, moral, dan kesejahteraan negara.” 


Orde Lama ini menggunakan sistem politik Demokrasi Liberal. 
Pada zaman Demokrasi Liberal, kehidupan politik bangsa dan nega- 
ra Indonesia mengalami suasana kebebasan yang luar biasa, hingga 
nyaris tidak terbatas dan hampir tidak terkendali. Oleh karena itu, 
sistem politik yang berlaku saat itu memiliki kecenderungan yang 
keras ke arah anarkisme, yaitu mau benar dan mau menang sendi- 
ri, Demokrasi Liberal ini memberikan kesempatan untuk partai 
atau kekuatan politik yang ada untuk memperjuangkan ideologi ma- 


sing-masing'”'. Posisi Pancasila sebagai ideologi bersama bangsa pun 


17 Ibid., hlm. 29. 


48 Aim Abdul Karim, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Grafindo Media 
Pratama, 2008), hlm. 76. 


19 A.V. Dicey, Introduction to the study of the law of the Constitution (The Mac 
Millan Press Ltd., 1971), hlm. 124. 


150 Alfian, loc.cit., hlm. 29. 
51 Ibid., hlm. 30. 
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diperlemah'”. Komunikasi politik yang ada saat itu berperan penting 
dalam memelihara, menghidupi, dan mengembangkan suasana kehi- 
dupan politik yang tidak baik. Komunikasi politik pada Demokrasi 
Liberal membangun sikap dan tingkah laku emosional-konfrontatif. 
Namun, tetap ada komunikasi politik yang bersifat rasional-persua- 
sif, tetapi hanya pada kalangan yang amat terbatas sehingga lambat 
laun tenggelam oleh suasana komunikasi politik yang bersifat emo- 
sional-konfrontatif. Pers yang makin berkembang sebagai salah satu 
saluran komunikasi politik yang ampuh dan penting pada waktu itu 
benar-benar menggunakan dan menikmati kebebasan tersebut. Be- 
rita-berita, ulasan, artikel, dan tajuknya sangat memihak kepada par- 


tai atau kekuatan politik yang menghidupinya.'? 


Ada dua dimensi peranan komunikasi politik yang menyeret De- 
mokrasi Liberalisme ke arah anarkisme. Pertama, komunikasi po- 
litik memperkuat ikatan emosional yang dalam antara pemimpin 
dan pengikutnya. Komunikasi politik vertikal ini mengembangkan 
suatu hubungan emosional pada pengikut terhadap pemimpin dan 
ideologinya. Pemimpin pun memiliki kuasa atas pengikutnya mela- 
lui ikatan emosional ideologi dan primordial yang dibentuk. Hal ini 
memperkuat keyakinan sang pemimpin tentang kebenaran ideologi 
partainya. Dari hal tersebut, lahir dan berkembanglah sikap dan ting- 


154 Kedua, komunikasi 


kah laku mau benar dan mau menang sendiri 
politik horizontal berperan dalam membangkitkan suasana emosio- 
nal-konfrontatif antara partai dan kekuatan politik yang bersaing. Si- 
kap dan tingkah laku mau benar dan mau menang sendiri pun meng- 
akibatkan saling memburukkan, mendiskreditkan, mencurigai, dan 


bahkan saling memusuhi lawan ideologi dan politik.” 


12 Ibid., hlm. 31. 
53 Ibid., hlm. 33. 
154 Ibid., hlm. 34-35. 
155 Ibid., hlm. 35. 
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Demokrasi Terpimpin 

Zaman Demokrasi Terpimpin merupakan rentang waktu setelah 
Demokrasi Liberal, dan sebelum Orde Baru, yaitu dari 1959 sampai 
dengan 1965. Zaman Demokrasi Liberal sebelumnya telah membu- 
at kekacauan dalam sistem politik dan menyeret bangsa Indonesia ke 
arah anarkisme. Itulah mengapa rakyat sangat mendukung Dekrit Pre- 
siden 5 Juli 1959 yang mengumumkan bahwa Indonesia kembali ke 
UUD 1945'5. Dekrit bersejarah tersebut memberikan harapan baru 
bagi masyarakat Indonesia. Namun, masyarakat pun dikecewakan se- 
telah mereka mengetahui bahwa sistem politik Demokrasi Terpimpin 
yang menggantikan sistem politik Demokrasi Liberal tidak melaksakan 
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sistem politik 
baru yang berlaku memperlihatkan kecenderungan yang kuat ke arah 
otoritarianisme atau totaliterisme sebagaimana terlihat dari sikap dan 
tingkah laku politik yang meremehkan dan menginjak-injak nilai-nilai 
demokrasi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945'”. Ke- 
cenderungan otoriterisme atau totaliterisme dari Demokrasi Terpim- 
pin terlihat pada proses pengkultusan individu Bung Karno. Salah satu 
penyebabnya merupakan pendirian Bung Karno bahwa revolusi belum 
selesai, terutama karena masyarakat belum berhasil mengubah diri- 
nya secara ekonomi, politik, dan sosial budaya sesuai dengan visi dan 
idenya yang sudah diyakininya semenjak zaman kolonial.!?8. Komuni- 
kasi politik yang ada dan berlaku pada waktu itu ikut berperan penting 
dalam merangsang kehidupan politik yang seperti itu. Di satu pihak, 
komunikasi politik memperkuat arus ke arah otoritarianisme atau tota- 
literisme, sedangkan di pihak lain ia juga merangsang perkembangan 


ke arah anarkisme'?”., 


156 bid., hlm. 37. 
157Ibid., hlm. 38. 
158 Ibid., hlm. 45. 
159 Ibid., hlm. 48. 
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Pers Terpimpin 


Pers Terpimpin sesuai dengan sistem politik Demokrasi Terpim- 
pin yang berlaku di Indonesia pada 1959-1965. Dalam keadaan 
darurat perang, pemerintah mengambil sejumlah tindakan terha- 
dap pers. Salah satu alasan pentingnya adalah pers telah menya- 
lahgunakan kebebasannya dan turut mempertajam konflik dan 
ketidakstabilan politik di Tanah Air. Oleh sebab itu, kebebasan 
pers harus dikurangi dan sebaliknya, pers harus memiliki tanggung 
jawab yang lebih besar dalam memelihara ketertiban, keamanan, 
dan kesatuan bangsa. Pers pun ditertibkan, diawasi, dan dikontrol 


dengan ketat. 


Dalam sistem politik Demokrasi Terpimpin, posisi dan peranan 
pers digariskan secara tajam dalam rangka kehidupan sosial politik. 
Secara singkat, pemerintah diwajibkan membina dan mengembang- 
kan pers sebagai alat revolusi. Agar pers betul-betul menjadi alat re- 
volusi, sejak Oktober 1960, penguasa perang tertinggi (presiden) me- 
ngeluarkan peraturan tentang izin terbit terhadap penerbitan surat 
kabar dan majalah (No.10 tahun 1960). Dengan peraturan ini, se- 
mua surat kabar harus menyesuaikan diri dan harus memperoleh izin 
dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah ditetapkan''. 
Selain itu, para penerbit dan pemimpin redaksi surat kabar dan ma- 
jalah diwajibkan untuk menandatangani pernyataan yang berisi 19 
pasal. Penerbitan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
akan dicabut izin terbitnya dan dihukum berdasarkan hukum yang 
berlaku. Ada juga peraturan dari Keputusan Menteri Penerangan 
(No.29/SK/M/1965) mengenai Norma-Norma Pokok Pengusahaan 


Pers dalam rangka Pembinaan Pers Indonesia. Keputusan ini mewa- 


10 H. Anwar Arifin, Komunikasi Politik dan Pers Pancasila (Jakarta: Media Se- 
jahtera, 1992), hlm. 46 


Ici Fbid., hlm. 48. 
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jibkan semua surat kabar berafiliasi atau menggantung kepada salah 


satu kekuatan sosial politik.!9? 


Peraturan-peraturan tersebut digunakan untuk membatasi anggo- 
ta masyarakat dalam penerbitan pers, juga terutama agar surat kabar 
memantapkan tanggung jawab politiknya dan membatasi kebebas- 
annya. Dalam sistem pers terpimpin ini, pers benar-benar tunduk di 
bawah kekuasaan dan menjadi alat kekuasaan. Pers harus melayani 
kepentingan politik penguasa. Pers yang tidak setuju dan tidak ber- 
sedia mengikut pola tersebut, dengan sendirinya tidak akan memiliki 


hak hidup.'? 


Namun, Sistem Pers Terpimpin akhirnya runtuh juga, sejalan de- 
ngan runtuhnya kekuasaan Soekarno. Akhirnya, tampak bahwa sis- 
tem politik Demokrasi Terpimpin tidak dapat menghilangkan kon- 
flik politik, namun justru membuatnya semakin parah'. Dimulailah 
periode lain yang disebut Orde Baru. Dengan adanya periode baru 


ini, muncul juga sistem pers yang berbeda'$. 


Orde Baru 


Pada awal Orde Baru, bangsa Indonesia kembali mengalami kebe- 
basan politik yang luas setelah sekian lama berada dalam kehidupan 
politik yang mencekam di zaman Demokrasi Terpimpin. Kebebasan 
politik tersebut sangat luas dan tidak terkendali. Terjadi pertentangan 
ideologi dan politik, sedangkan sebagian masyarakat lebih cenderung 
untuk tidak ikut campur dan kembali mengurung diri ke dalam ko- 
tak-kotak ideologi, aliran politik, atau ikatan primordial yang sempit. 


12 Tbid., hlm. 49. 
13 Tbid. 
1 Tbid. 
15 Tbid., hlm. 50. 
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Situasi tersebut tercermin dalam kehidupan politik Indonesia seperti 
saat penyelenggaraan pemilu 1971 bahkan peristiwa berbahaya Ma- 
lari (15 Januari 1974). Semangat Pancasila dan UUD 1945 hampir 
tergeser. Kondisi politik Indonesia pada masa Orde Baru yang masih 
rapuh dan masalah kebebasan politik yang hampir tidak terbatas sa- 
ngat mengguncang kondisi Indonesia dengan berat. Komunikasi po- 
litik berperan penting dalam memicu sikap dan tingkah laku politik 
emosional-konfrontatif. Pada waktu itu, perkembangan komunikasi 
politik berupa keterbukaan melalui pers, demonstrasi mahasiswa, ra- 
pat-rapat dan seminar-seminar, maupun secara terselubung melalui 
rumor dalam masyarakat. Komunikasi politik yang tidak sehat dapat 
mudah menyulut pertentangan, saling curiga, dan saling memusuhi 
yang tidak sehat bagi bangsa dan negara. Kekacauan tersebut terlihat 
dalam gelombang-gelombang unjuk rasa mahasiswa dan isi media 
massa yang sering kali bersifat menghasut dari kalangan penguasa. 
Kekacauan memuncak saat meletusnya peristiwa Malari 1974. Peris- 
tiwa tersebut membuat para penguasa untuk lebih mengintrospeksi 
dinamika kebebasan dan keterbukaan sehingga lebih mengutamakan 
kestabilan nasional melalui kebijakan atau tindakan yang bersifat pre- 


ventif. 195 


Sistem pengendalian yang baru muncul setelah peristiwa Ma- 
lari adalah pengendalian komunikasi politik ala Gelang Karet. Si- 
fat pengendalian diibaratkan seperti gelang karet yang mengerut 
saat krisis politik terjadi dan melonggar bila krisis politik mulai 
mereda serta keadaan telah stabil. Hal tersebut diterapkan untuk 
menghindari terciptanya suasana anarkis yang dapat menghambat 
proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat 
dan politik. 


166 Alfian, Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia (Jakarta : Gramedia 
Pustaka Utama), p.53 
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Pengendalian gelang karet tersebut berhasil karena: 


1. Faktor pertama adalah keberhasilan pemerintahan Orde Baru di 
bawah pimpinan Presiden Soeharto dalam membangun basis pen- 
dukung yang kuat dan luas: kombinasi ABRI-Golkar menempat- 
kan posisi pemerintah yang kukuh dan tak tergoyahkan. 


2. Faktor kedua adalah sifat kepemimpinan Presiden Soekarno yang 
konsisten, konsekuen, tegas, dan tidak bergeming dalam melak- 
sanakan berbagai kebijakan-kebijakan yang diputuskan. Sikap 
tersebut memiliki peran penting untuk memelihara kestabilan 
sehingga menunjukkan bahwa pemerintahan tidak mudah diom- 
bang-ambingkan dan keputusan telah dipikirkan secara matang 


dan bijaksana. 
3. Faktor ketiga adalah kekhawatiran psikologis terhadap godaan 


ke arah otoritarianisme /totaliterisme yang dapat dirangsang oleh 
pengendalian komunikasi politik. Hal tersebut dapat mengerem 
keinginan untuk terlalu memperketat pengendalian secara berke- 


panjangan atau pelonggaran setelah krisis teratasi. 


4. Faktor keempat adalah berkembangnya semangat konstitusiona- 
lisme dalam pemerintahan Orde Baru yang bersumber dari tekad 


untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. 
5. Faktor kelima adalah makin berkembangnya budaya pengendali- 


an diri dalam masyarakat. 


Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab 


Saat Orde Baru, pers Pancasila muncul akibat dorongan usaha yang 
keras bangsa Indonesia untuk melahirkan sistem baru yang lebih andal 
sesuai dengan filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik 
dalam bidang politik maupun bidang pers. DPR pada 12 Desember 
1966 mengesahkan UU No.11 tahun 1966 tentang Ketentuan-keten- 
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tuan Pokok Pers. Berdasarkan UU ini, pers Indonesia dikembangkan 
dalam kerangka konsepsial yang disebut Pers Bebas dan Bertanggung 
jawab. Pers Indonesia ditetapkan sebagai alat perjuangan nasional 
untuk mencapai tujuan nasional. Demikian pula dengan Ketetapan 
MPRS no. XXXII/MPRS/1966 tercantum (pasal 2 ayat 2) bahwa ke- 
bebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan kebenar- 
an, keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam arti liberalisme.'” 


Lahirnya UU Pers pada akhir 1966 telah menjadi batu karang 
berdirinya pers nasional dalam sistem Demokrasi Pancasila yang me- 


nitikberatkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. 


Dalam dunia pers, pengendalian gelang karet tercurah ke dalam kon- 
sep kebebasan pers yang bertanggung jawab. Kebebasan-kebebasan pers 
atau kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan 
berbicara adalah hak asasi yang paling mendasar. Kebebasan ini tidak 
boleh dibatasi oleh siapa pun, kecuali kebebasan itu merugikan orang 
lain. Namun, pada awal Orde Baru, kebebasan tidak terkendali dan pers 
Pancasila belum diterapkan sehingga terjadi kekacauan pada negara. 


Terjadi beberapa perubahan peraturan, yakni makna kebebasan 
pers yang bertanggung jawab tersimpul dalam Bab II, yang berisi 
pasal 2 sampai pasal 5 mengenai tugas, fungsi, hak, dan kewajiban 
pers. Perubahan-perubahan tersebut berfungsi untuk lebih memba- 
tasi ruang gerak pers. Seperti perubahan dalam Pasal 3 dalam UU 
no.11 tahun 1966: “Pers mempunyai hak kontrol, kritik, dan koreksi 
yang bersifat korektif dan konstruktif” dalam UU No. 21 tahun 1982 
berubah menjadi: “Pers memiliki hak kontrol, kritik, dan koreksi 
yang bersifak konstruktif”. Hilangnya kata korektif secara otomatis 
mempersempit ruang gerak pers. Setelah meletusnya peristiwa Malari 


1947, pemerintah menutup sejumlah media cetak akibat dianggap 


17 Aim Abdul Karim, Pendidikan kewarganegaraan Jakarta: Grafindo Media 
pratama 2008, p.77 
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ancaman keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tin- 
dakan preventif yang dilakukan terhadap pers dilakukan melalui per- 
aturan Menteri Penerangan RI No.01/Pen/Menpen/1984 tentang 
Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SIUPP dapat dibatalkan 
sehingga surat kabar atau majalah yang diterbitkannya berhenti terbit 
bilamana penyelenggaraan penerbitannya dinilai Dewan Pers tidak 
sehat atau tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, kehidupan 


168 


pers selalu dibayang-bayangi oleh pencabutan SIUP. 
Di Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 28 dicantumkan kebebasan 


mengeluarkan pikiran atau pendapat agar kehidupan demokrasi da- 
pat ditumbuhkan. Dalam UU No. 40 tahun 1999, pasal 4 ayat 1 juga 
tercantum bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga 
negara. Pers dapat bebas dan berekspresi tanpa tekanan dan paksaan 
dari pihak manapun, tetapi tidak mengabaikan etika, nilai-nilai, dan 
norma-norma yang berlaku, serta memegang teguh kode etik jurna- 
listik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kebebasan pers harus 
bertanggung jawab sesuai Pancasila, UUD 1945, UU No. 40 tahun 
1999, tata nilai masyarakat, dan etika. 


Pada masa Orde Baru, Soeharto membatasi hak-hak komunikasi 
politik masyarakat dengan alasan stabilitas keamanan. Pembangunan 
ekonomi sangat dikembangkan tapi ruang kebebasan semakin diper- 
sempit. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru berjalan tanpa kontrol 
dari masyarakat sehingga kemajuan ekonomi disertai dengan marak- 
nya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam bidang politik, ternyata 
Orde Baru belum dapat dikatakan mengarah pada pembangunan De- 
mokrasi Pancasila secara bertahap. Ia dilakukan melalui pendekatan 
stabil dinamis yang berorientasi pada status guo dan mengisolasikan 
kehidupan politik dari pembangunan politik yang diperlukan dalam 


pembangunan nasional. 


168 Alfian, loc cit 
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Era Reformasi 


Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri- 
nya. Wakil Presiden BJ. Habibie yang menggantikan kepemimpinan 
nasional di Indonesia dilantik di hadapan Ketua MA dan Ketua ser- 
ta Wakil Ketua DPR/MPR. Komunikasi Politik pada era Reformasi 
mengalami perubahan kebijakan pemerintah yang memberi kebebas- 
an lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat secara 
lisan maupun tulisan yang terwujud dalam bentuk peraturan perun- 
dang-undangan. Misalnya, dikeluarkannya UU No. 12/1999 ten- 
tang Pegawai Negeri yang menjadi anggota parpol, UU No. 31/2002 
tentang parpol, dan sebagainya. Upaya membersihkan pemerintahan 
yang bersih dari KKN, berwibawa, dan bertanggung jawab dibukti- 
kan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. IX/MPR /1998. 
Ketetapan MPR ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya UU No. 
30 tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan berbagai tindakan lainnya. Lembaga legislatif 
dan organisasi sosial politik sudah memiliki keberanian untuk me- 
nyatakan pendapatnya terhadap eksekutif yang cenderung lebih se- 
imbang dan proporsional. Lembaga tertinggi negara (MPR) telah be- 
rani mengambil langkah-langkah politik melalui pelaksanaan sidang 
tahunan dengan menuntut adanya laporan kemajuan kerja (progress 
report) semua lembaga tinggi negara, amandemen terhadap UUD 
1945, pemisahan jabatan antara ketua DPR dan MPR, dan sebagai- 
nya. Media massa diberikan kebebasan dalam menentukan tugas jur- 
nalistiknya secara profesional tanpa ada rasa ketakutan untuk dicabut 
surat izin penerbitannya. Wartawan diberikan kebebasan pula untuk 
membentuk organisasi profesi sesuai dengan aspirasi dan tujuannya. 
Selain itu, dibentuk pula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk 


mengakomodasi aspirasi daerah. '” 


19 H. Anwar Arifin, Komunikasi Politik dan Pers Pancasila Jakarta: Media Se- 
jahtera, p.50 
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Sistem politik “terbuka” pada era Reformasi menjadikan perombak- 
an komunikasi politik media menuju suatu perbaikan, di mana kebe- 
basan bermedia mulai muncul dan penerima pesan politik dipandang 
aktif/tidak pasif lagi. Fungsi media sebagai media komunikasi politik 
dan pemantau kekuasaan berjalan dengan apa adanya. Selain itu, me- 
dia sebagai salah satu aktor politik telah bisa menjalankan fungsinya, 


yakni ciri komunikasi politik bermedia terdiri atas dua arah. 


Pelaksanaan kebebasan pers pada era Reformasi, yaitu kebebasan 
berpendapat dan kebebasan berorganisasi diikuti dengan banyaknya 
diterbitkan surat kabar atau media, serta didirikannya partai-partai 


politik. 


Fungsi, Tujuan, dan Penerapan Komunikasi Politik 


Fungsi dan Tujuan 


Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi mela- 
lui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem 
politik. Fungsi dari komunikasi politik terbagi menjadi dua bagian. 
Pertama adalah fungsi politik komunikasi yang berada pada struktur 
pemerintah (suprastruktur politik) dan yang kedua adalah struktur 
masyarakat (infrastruktur politik). 


Suprastruktur politik berisikan informasi tentang kebijakan yang 
telah ditentukan dan dijalankan oleh pemerintah sehingga fungsi dari 
komunikasi tersebut adalah mewujudkan loyalitas dan integritas na- 
sional untuk menggapai tujuan negara yang lebih tinggi. Infrastruk- 
tur politik adalah artikulasi informasi yang menjadi sebuah wadah 
komunikasi di antara kelompok asosiasi yang akan menyampaikan 
isi komunikasi tersebut kepada pemerintah. Dengan singkat kata, in- 


frastruktur politik adalah tempat terkumpulnya aspirasi, pandangan, 
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dan gagasan oleh masyarakat untuk pemerintah. "” 


Selain kedua bagian di atas, fungsi komunikasi menurut Brian 


McNair terbagi menjadi sepuluh bagian. 


1. Untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat tentang kinerja 
yang dilakukan lembaga politik atau apa pun yang berhubungan 


dengan pemerintahan masyarakat. 


2. Untuk mengenalkan masyarakat tentang kebijakan, program, dan 
tujuan dari lembaga politik. 


3. Memberikan dukungan terhadap politikus, fungsionaris, dan 


para pendukung partai. 


4. Menjadi sebuah wadah untuk semua aspirasi, pendapat, dan pan- 
dangan masyarakat yang akan menjadi opini publik. 


5. Untuk memberi edukasi terhadap masyarakat dalam pemilihan 
umum. Memberi tahu masyarakat tentang pentingnya hak me- 
reka untuk pemberian suara dan dampak yang dapat mereka be- 


rikan. 


6. Untuk kampanye politik ataupun kritisi oleh pengamat politik 
tentang keadaan saat ini. 
7. Untuk menguatkan rasa persatuan nasional dengan membangun 


integrasi dan rasa kebangsaan. 


8. Untuk mencari dukungan masyarakat tentang gerakan reformasi 


dan demokrasi. 


9. Untuk meningkatkan aktivitas politik masyarakat. 


10. Untuk menjadi pengawas agar terdapat pemerintahan yang baik 


dan jujur. 


70 Dan Nimmo. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Indone- 
sia: Rosda, 2006. 


7! Brian McNair. Introduction to Political Communication: Routledge, 1995 
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Tujuan dari komunikasi politik sangatlah terkait dengan pesan 
politik yang ingin disampaikan oleh komunikator politik. Contoh 
dari komunikator politik adalah politikus, profesional, ataupun akti- 
vis. Masing-masing dari mereka memiliki tujuan komunikasi politik 
yang berbeda, namun masing-masing dari mereka mencoba untuk 
mendapatkan dukungan publik sehingga dalam singkat kata tujuan 
politik dapat terbagi menjadi dua bagian. 


Bagian pertama adalah pembentukan citra politik. Citra politik 
adalah gambaran politik tentang seorang individu ataupun sebuah 
partai politik yang tersusun melalui nilai, kepercayaan, dan harap- 
an. Namun, sebuah citra politik tidaklah selalu sesuai dengan realitas 
politik. Menurut Dan Nimmo, citra politik terjalin melalui pikiran 
dan perasaan secara subjektif yang akan memberikan penilaian dan 


pemahaman terhadap peristiwa politik tertentu. 


Bagian kedua adalah pembentukan opini publik yang dapat di- 
kembangkan melalui: 
Diskusi antarindividu ataupun kelompok. 
Pendapat, sikap, harapan-harapan, dan perasaan seorang individu 


ataupun kelompok tentang masalah yang berhubungan dengan 


masalah umum ataupun sosial. 


Media massa juga dapat membentuk dan mengubah pandangan indi- 


vidu maupun kelompok 


Pengamat-pengamat politik dan komentator politik yang memahami 


politik. 


Penerapan (Proses Komunikasi Politik) 


Menurut Harold Lasswell, proses komunikasi politik terbagi menjadi 
lima pertanyaan yang kemudian direformulasikan oleh Dan Nimmo 


menjadi: 
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1. Siapa? 

. Mengatakan apa? 

. Dengan saluran (-saluran) apa? 
. Kepada (-dengan) siapa? 

. Dengan akibat (-akibat) apa? 


DN »X & NN 


Kelima pertanyaan tersebut dapat mengidentifikasikan unsur- 


unsur yang terdapat dalam sebuah komunikasi. Unsur-unsur tersebut 


adalah: 


1. Pengirim atau komunikator adalah pihak yang mengirim pesan 
terhadap pihak lain. 


2. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim 


ataupun komunikator terhadap pihak-pihak lain. 
3. Saluran adalah wadah yang digunakan pengirim atau komunika- 


tor untuk menyampaikan informasi atau pesan-pesannya. Saluran 
dapat berbentuk komunikasi massa, komunikasi interpersonal, 


dan komunikasi organisasi. 7? 


4. Penerima adalah pihak yang mendapatkan dan mendengarkan in- 
formasi yang ingin disalurkan oleh pengirim atau komunikator. 


Dengan kata lain adalah “target audience”. 


5. Umpan balik adalah respons dari penerima yang dapat berbentuk 


pesan maupun aksi.? 


12 Dan Nimmo. Komunikasi Politik. Bandung: Rosda, 1982. 


" 231 


Jenis-Jenis Komunikasi Politik 


Komunikasi Vertikal 


Komunikasi vertikal mempunyai dua arah yaitu ke bawah dan ke 
atas. Komunikasi politik vertikal ke bawah melibatkan komunikasi 
dari organisasi politik (partai-partai, lembaga yang tertarik pada po- 
litik) ke publik atau peserta lainnya. Peserta lainnya termasuk ang- 
gota-anggota partai atau lembaga tersebut atau masyarakat umum 
yang bersifat politik dan nonpolitik. Contohnya adalah penyampaian 
sebuah tujuan, instruksi, atau prosedur, undangan untuk menonton 


debat presiden, kampanye, dan sebagainya. 


Komunikasi juga dapat dinyatakan dari pihak masyarakat umum 
atau anggota ke partai-partai atau otoritas atas dengan melakukan se- 


leksi, referendum, polling opini, protes, revolusi, berita, dan lainnya. 


Komunikasi Horizontal 


Komunikasi politik secara horizontal melibatkan komunikasi antar 
tokoh politik atau organisasi politik yang mempunyai tingkat yang 
sama. Contohnya adalah komunikasi antar divisi-divisi dalam sebuah 
pemerintahan, organisasi non-pemerintah, partai-partai, atau antara 
masyarakat sendiri. Sifat diskusi tersebut adalah interpersonal karena 
dapat dilakukan secara umum atau melalui media sosial. Pada rapat, 
konferensi pers, surat, dan lain-lain juga dapat digunakan untuk ko- 


munikasi horizontal. 


Komunikasi Formal 


Komunikasi formal mengikuti sesuai alur komunikasi yang ditentu- 
kan untuk menyampaikan suatu pesan kepada suatu pihak. Contoh- 


nya adalah untuk menyampaikan pesan kepada suatu ketua organi- 
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sasi harus mengikuti dan memenuhi semua syarat-syarat organisasi 
tersebut hingga pesan dapat sampai pada pihak yang diinginkan. Pe- 
nyampaian tersebut dalam bentuk surat, melalui anggota-anggota or- 


ganisasi tersebut, dan lainnya." 


Komunikasi Informal 


Komunikasi informal adalah penyampaian pesan-pesan di luar per- 
syaratan atau keterikatan oleh suatu organisasi. Sifatnya personal dan 
melakukan pertemuan/tatap muka. Pihak tersebut dihubungi lang- 


sung melalui nomor pribadi dan membuat janji untuk bertemu." 


Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik 


Komunikasi politik saat ini dianggap sangat penting karena dapat me- 
mengaruhi tingkah laku politik di dalam masyarakat dan memenga- 
ruhi hasil pemilu“. Menurut Arni Muhammad, komunikasi adalah 
pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara si pengirim pesan 
dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku"?. Terdapat 
beberapa komponen dari komunikasi yang harus dijalankan dengan 


176. 


baik sehingga komunikasi politik dapat berjalan dengan baik yaitu 
1. Komunikator (aktor/partisipan) 


Komunikator di dalam komunikasi politik berarti perseorangan 
atau kelompok yang melakukan komunikasi untuk menyampai- 


kan pesan politik kepada pihak lain. Di dalam komunikasi poli- 


13 Dan Nimmo. Komunikasi Politik. Bandung: Rosda, 1982. 


”74Mc Nair, Brian. 2011. An introduction to political communication. New York: 
Routledge Taylor & Francis Group 


"5 Muhammad, Arni, 2007. Komunikasi Organisasi. Bumi Aksara, Jakarta. 
V6 Pawito. 2009. Komuniksasi Politik. Yogyakarta: Jalasutra 
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tik, yang menjadi komunikator secara langsung dalam pemilihan 
umum adalah para calon pemimpin ataupun salah satu wakil rak- 
yat yang mewakili suatu partai tertentu. Setiap perwakilan akan 
melakukan strategi yang berbeda-beda untuk dapat menarik mas- 
sa sehingga mereka mendapatkan partisipan untuk mendukung 
kegiatan politik mereka. Biasanya orang-orang yang mendukung 
adalah orang-orang yang mempunyai persamaan visi dan misi. Di 


Indonesia, para partisipan ini disebut tim sukses. 
. Pesan 


Sesuai dengan arti dari komunikasi yaitu mengirimkan pesan, di 
dalam komunikasi politik juga terdapat pesan politik yang ingin 
disampaikan kepada masyarakat. Di dalam pemilihan umum ter- 
dapat pesan yang mengandung kepentingan publik atau masyara- 
kat pada umumnya. Selain itu, di dalam pesan politik juga harus 
terdapat keadilan karena jika masyarakat sebagai penerima pesan 


merasa bahwa pesan yang disampaikan tidak mengandung keadil- 
an, maka akan timbul konflik. 


. Saluran 


Cara penyaluran pesan dari komunikasi politik dapat melalui be- 
berapa cara, misalnya melalui media institusi, sekolah, serta media 
massa. Sementara itu, cara penyaluran yang paling berpengaruh 
adalah media massa dan organisasi karena media massa merupa- 
kan media yang sangat berpengaruh dengan menyebarkan berita- 
berita yang baik maupun yang buruk mengenai para calon. Sela- 
in komunikasi yang diberikan dari para calon, komunikasi juga 
dapat terjadi dari masyarakat kepada para calon ataupun partai 
tertentu dengan cara melakukan protes ataupun demonstrasi. Jadi, 


komunikasi politik dapat berjalan dua arah. 
. Konteks 


Komunikasi politik yang terjadi juga terpengaruh dari beberapa 
aspek seperti filsafat, ideologi, sejarah, dan juga budaya. Oleh se- 
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bab itu, konteks pesan yang disampaikan juga terpengaruh aspek 
tersebut. Setiap aspek akan berbeda pada setiap daerah sehingga 
konteks pesan dalam komunikasi politik di suatu daerah dapat 
berbeda dari daerah lainnya. Dengan demikian, pesan dapat dite- 
rima dengan baik oleh masyarakat di daerah tersebut. 


. Pengaruh (efek) 


) 


Dalam suatu komunikasi, pesan yang disampaikan pasti mempu- 
nyai maksud tertentu. Di dalam komunikasi politik, pesan politik 
bersifat persuasif untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat 
yang mendengar pesan tersebut. Hasil atau efek dari komunika- 
Si politik dipengaruhi oleh proses komunikasi politik itu sendiri. 
Pengaruh yang timbul dapat berupa perubahan yang baik, buruk, 
ataupun tidak terjadi perubahan apa pun. 


Bentuk-bentuk komunikasi politik menurut A.W Widjaja dibagi 


177. 


dalam tiga kelompok yaitu 


. Komunikasi personal: komunikasi yang ditujukan kepada sasaran 


yang tunggal. Bentuknya dapat berupa anjangsana, tukar pikiran, 
dan sebagainya. Komunikasi personal efektivitasnya paling tinggi 


karena komunikasinya timbal balik dan terkonsentrasi. 


. Komunikasi kelompok: komunikasi yang ditujukan kepada ke- 


lompok yang tertentu. Kelompok adalah suatu kumpulan ma- 
nusia yang mempunyai hubungan antarsosial yang nyata dan 
memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi 
ini adalah ceramah, briefing, indoktrinasi, penyuluhan, dan se- 


bagainya. 


17 Azam Awang. Peran DPRD Provinsi Riau Dalam Penjaringan Aspirasi Ma- 


syarakat, Jurnal Ilmu Politik 8 AIPI dan LIPI, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
hlm.100. 
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3. Komunikasi massa: komunikasi yang ditujukan kepada massa 
atau komunikasi yang menggunakan media massa. Dalam ka- 
sus ini, massa adalah kumpulan orang-orang yang hubungan 
antarsosialnya tidak jelas dan tidak mempunyai struktur ter- 


tentu. 


Bentuk-bentuk komunikasi politik yaitu" : 


a. Retorika 


Retorika berarti ilmu bicara atau seni berbicara yang digunakan 
dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk 
saling memengaruhi. Aristoteles menyebutkan bahwa retorika me- 
rupakan seni persuasi dengan uraian yang singkat, jelas, dan dapat 
meyakinkan dengan menggunakan keindahan bahasa. Menurut 


Aristoteles terdapat tiga jenis retorika, yaitu: 


» Retorika deliberitif: dirancang untuk memengaruhi masyarakat 
dalam kebijakan pemerintah yang fokus kepada keuntungan 
atau kerugian jika sebuah kebijakan diputuskan atau dilaksa- 
nakan 


» Retorika forensik: berkaitan dengan keputusan pengadilan 


» Retorika demonstratif: mengembangkan wacana yang dapat 


memuji atau menghujat. 


Selain itu, Aristoteles juga memaparkan tujuan dari retorika ada- 
lah membenarkan (corrective), memerintah (instructive), mendo- 
rong (suggestive), dan mempertahankan (defensive) suatu hal demi 


kebaikan masyarakat luas. 


18 Dan Nimmo. 2006. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. In- 
donesia : Rosda. 
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b. Agitasi politik 

Agitasi politik adalah upaya untuk menggerakkan massa melalui tu- 
lisan maupun lisan untuk membangkitkan emosi masyarakat luas. 
Dengan cara agitasi, komunikator menggerakkan massa dengan cara 
membuat kontraindikasi di dalam masyarakat untuk menentang ke- 
nyataan hidup yang dialami selama ini sehingga menimbulkan ke- 
gelisahan di masyarakat. Setelah itu, masyarakat digerakkan untuk 
mendukung gagasan baru agar tercipta keadaan baru. Orang yang 
menimbulkan agitasi disebut agitator. Agitator akan menimbulkan 
ketidakpuasan, kegelisahan, hingga pemberontakan orang lain. 


c. Propaganda 


Propaganda merupakan salah satu komunikasi yang berkaitan 
erat dengan persuasi. Persuasi merupakan suatu upaya untuk me- 
nyampaikan informasi/pesan dengan cara tertentu untuk membu- 
at seseorang menjadi terpengaruh dengan informasi/pesan yang 
diberikan. Di dalam komunikasi politik, biasanya politikus atau 
kader dari partai politik memiliki kemampuan untuk memberi- 
kan sugesti kepada masyarakat. Menurut W. Dobb, propaganda 
dipahami sebagai suatu usaha individu atau kelompok yang ber- 
kepentingan untuk mengontrol sikap kelompok individu lainnya 
dengan menggunakan sugesti. Menurut Roger Brown, propagan- 
da merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengun- 
tungkan sumbernya, tetapi tidak menguntungkan penerimanya. 
Harold D.Lasswell menyebutkan empat tujuan propaganda, yaitu 
menumbuhkan kebencian terhadap musuh, melestarikan persa- 
habatan dengan sekutu, mempertahankan persahabatan, dan jika 
mungkin menjalin kerja sama dengan pihak netral, serta yang 
terakhir adalah menghancurkan semangat musuh. Menurut Dan 
Nimmo, propaganda adalah suatu alat yang digunakan oleh ke- 
lompok yang terorganisasi untuk menjangkau individu-individu 


yang secara psikologis bagian dari kelompok tersebut. 
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d. Public Relations politik 


Public relations adalah kegiatan yang dilakukan pada seluruh jenis 
organisasi termasuk pemerintah. Public relations dimaksudkan un- 
tuk menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat untuk 
mencapai tujuan tertentu. Di dalam kampanye politik terdapat 
konsultan kampanye yang membangun citra politik terhadap par- 
tai politik. Di dalam dunia politik, public relation akan mengatur 
jalannya kampanye seperti membuat agenda serta isi dari naskah 
pidato atau pernyataan politik dan juga memilih media yang tepat 


untuk menjadi saluran pesan tersebut. 


e. Kampanye politik 
Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik untuk mem- 


peroleh dan memperkuat dukungan politik dari masyarakat atau 


suatu pemilih. 


f£. Lobi politik 
Di dalam dunia politik, lobi adalah upaya pendekatan dan per- 


suasi yang dilakukan suatu pihak untuk memperoleh dukungan 
dari pihak lain yang dianggap mempunyai pengaruh maupun 
wewenang dalam tujuan yang ingin dicapai. Di Indonesia, para 
kandidat akan berusaha melobi partai politik untuk pencalonan 


dirinya. 


g. Lewat media massa 


Media massa sebagai media pesan politik untuk mendapatkan penga- 
ruh, kekuatan otoritas, serta membentuk opini publik yang lebih luas 


atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain. 
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Teori-Teori Komunikasi Politik di Indonesia 


Komunikasi politik merupakan suatu pandangan politik melalui per- 
spektif komunikasi yang bersifat sangat kompleks. Komunikasi politik 
adalah suatu proses yang bersifat unik dan berstrategi, baik bentuknya 
maupun isinya. Mulai dari zaman dahulu, komunikasi politik sudah 
mulai dibahas, salah satunya oleh Aristoteles. Pada 2.300 tahun yang 
lalu, ia menyadari akan hubungan erat dari politik dan komunikasi de- 
ngan sifat dasar manusia, yaitu kemampuan berbicara dan hati nurani 
untuk membedakan yang benar dan salah, yang seharusnya dan yang 
tidak. Hal ini kemudian dibahas dalam Politics and the Rhetoric. 


Menurut G. R. Boynton, politik adalah percakapan, pembicara- 
an, argumen dan ajakan, dan komunikasi itu sendiri. Teori Boynton 
meliputi aspek percakapan (conversation), institusi penyalur (instituti- 
onalized channel), dan keputusan (vote). Keputusan adalah suatu cara 
kita atau mereka, sesuai konteks, menyatakan keadaan dari perihal 
yang dibahas sebelum kembali melanjutkan pembicaraan. Sementa- 
ra itu, institusi penyalur adalah semua tempat pembicaraan terjadi. 
Hal ini dapat melalui media massa ataupun kampanye, seperti jumpa 
pers, surat, dan sejenisnya. '”” 


ie oa 
LA PE 


1? Robert E. Denton, Jim A. Kupers, Politics and Communication in America: 
Campaigns, Media, and Governing In The 21st Century (Long Grove : Waveland 
Press, 2008), 4 
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Sebagai suatu negara yang memiliki ideologi terbuka, Pancasila 
tidak menutup diri dari pemikiran dan perubahan terhadap hal po- 
sitif yang ada. Dengan demikian, komunikasi politik di Indonesia 
didasari oleh beberapa sudut pandang yaitu pandangan global, pan- 


dangan Amerika, dan Pancasila. 


Pandangan Global 


Perkembangan demokrasi yang terjadi menyebabkan terbukanya 
kesempatan bagi perkembangan manusia, termasuk komunikasi 
politik. Pada akhir seperempat abad kedua puluh, telah terjadi per- 
kembangan hak-hak politik dan kebebasan warga negara di seluruh 
dunia. Pada 1974, proporsi negara yang menerapkan demokrasi telah 
meningkat pesat, dan jumlah pemerintahan demokrasi di dunia te- 
lah berlipatganda. Negara-negara seperti Republik Ceko, Meksiko, 
dan Afrika Utara mengalami transformasi radikal pada sistem politik 
melalui pembentukan partai saingan yang lebih efektif, pemilu yang 


bebas dan adil, dan media pers yang lebih independen. 


Peran komunikasi massa yang bebas dan independen dalam mem- 
perkuat suara dan akuntabilitas pemerintahan dan perkembangan 
manusia akan berperan penting dalam proses demokrasi. Hal ini 
diwujudkan dengan cara berkontribusi pada hak kebebasan bereks- 
presi, berpikir, memilih, dan memperkuat respons pemerintah pada 
warga negara dan menyediakan sarana untuk keanekaragaman sudut 


pandang politik.'' 


180 A, Rahman Zainuddin, Indonesia dan Komunikasi Politik (Jakarta : PT Gra- 
media Pustaka Utama), 87-88 

181 Pippa Noris, Global Political Communication (New York : Cambridge Uni- 
versity Press), 115-153 
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Pandangan Amerika 


Pandangan dari Dunton dan Kuypers terhadap komunikasi politik 
Amerika ditinjau dari perspektif yang lebih luas: sebagai diskusi pub- 
lik mengenai alokasi sumber daya manusia (revenues), otoritas resmi 
(yang memegang kendali: badan legislatif dan eksekutif), sanksi res- 
mi (penghargaan atau hukuman), dan makna sosial (makna menja- 
di seorang penduduk Amerika dan kewajiban sebagai warga negara, 
implikasi kebijakan sosial, dll.). Komunikasi politik adalah sebuah 
media perantara berharga yang mampu menggantikan konflik keke- 
rasan dan membuat perubahan seteratur mungkin. Komunikasi poli- 
tik mampu mempersiapkan pembuatan keputusan dengan argumen, 
fakta, dan opini dalam suatu isu yang berperan dalam pertimbangan 
berbagai masalah. Retorika politik ini dapat berarti banyak hal, seper- 
ti: menyembuhkan, memecah belah, mengasingkan, menginspirasi, 
atau memberikan informasi. Strategi dan taktik dalam komunikasi 
politik tidak terbatas, namun sering dihubungkan dengan konteks 
kampanye politik, debat, dan sebagainya. 


Jadi, politik adalah pembicaraan, diskusi, dan argumen. Komuni- 
kasi manusia merupakan suatu sarana pemikiran politik, debat, dan 
tindakan. Hal tersebut praktis, tersentralisasi, dan berorientasi ter- 
hadap keputusan karena bergantung kepada persetujuan dari pihak 
tertentu. Kegunaannya sangat ketat terhadap waktu dan ketersedi- 
annya dari media politik yang dapat membuat pesannya gampang 
diakses. Komunikasi politik itu dapat diwujudkan melalui pidato 
atau penyampaian dalam bentuk diskusi publik seperti laporan, surat 
terbuka, mendengar, mediasi melalui pers, dan penyampaian yang 
bersifat nonpolitik seperti film dan acara televisi. Jadi, faktor utama 
yang mendasari komunikasi politik bukanlah sumber pesan, melain- 


kan isi dan tujuannya. '8? 


12 Robert E. Denton, Jim A. Kupers, op. cit., p. 9 
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Pandangan Pancasila 


Komunikasi politik berdasarkan pandangan Pancasila memiliki pe- 
ran untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pem- 
bukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial. Kemudian, komunikasi politik juga didukung 
oleh Pasal 28 dalam UUD yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat 
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.” Pasal 28F yang 
berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memper- 
oleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosi- 
alnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyim- 
pan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 


segala jenis saluran yang tersedia.” '$4 


Salah satu contoh penerapan nyata komunikasi politik di Indone- 
sia telah dilakukan oleh Presiden Soeharto pada 1971, 1978, 1980, 
dan 1984 melalui pidato kepada masyarakat Indonesia. Pidato yang 
dibawakan merupakan suatu pesan yang disampaikan kepada mayo- 
ritas penduduk Indonesia yang beragama Islam untuk menerima kon- 
disi penduduk yang majemuk. Pers yang dikembangkan di Indonesia 
adalah pers yang bersifat sehat, bebas, dan bertanggung jawab. Pers ini 
diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai media penyebar in- 
formasi yang bersifat objektif, konstruktif, dapat menyalurkan aspirasi 


masyarakat, serta memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. 


Jadi, komunikasi politik di Indonesia didasari oleh tiga elemen, 


yaitu organisasi politik, media, dan masyarakat. Untuk mencapai su- 


8 A, Rahman Zainuddin, op. cit, p. 102 
184 Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-undang Dasar 1945, Bab XA, pasal 28 
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atu komunikasi politik yang baik, interaksi ketiga hal di atas harus 


dikembangkan secara positif. '" 


Komunikasi Politik dalam Birokrasi di Indonesia 


Komunikasi Politik dan Birokrasi di Indonesia 


Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem 
pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah kerena telah 
berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi juga diarti- 
kan sebagai cara kerja atau susunan pekerjaan yang serbalamban serta 
menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya. 
Dalam sebuah negara, birokrasi merupakan konstitusi yang mema- 


parkan sifat, sistem, dan mekanisme pertahanan dari negara tersebut. 


Di Indonesia, konstitusi negara adalah setiap pasal yang terkan- 
dung dalam UUD 1945. Ciri dan kekhususan pemerintah Indonesia 
secara formal dijelaskan di dalam UUD 1945 untuk menjadikan pe- 
tunjuk tentang tanggung jawab dan peran dari birokrasi. Keterkait- 
an antara komunikasi politik dan birokrasi dapat dilihat dari sejarah 


negara Indonesia. 


Pada periode Orde Baru, munculnya birokrasi/institusi dianggap 
dapat mengancam perkembangan demokrasi. Di sisi lain, birokrasi/ 
institusi juga merupakan elemen yang mendasar untuk proses mo- 
dernisasi dari sebuah negara. Tuntutan masyarakat untuk mendapat- 
kan persamaan hak dan kewajiban memunculkan komunikasi politik 
dalam bentuk dialogis sehingga terjadi perubahan terhadap sistem 
politik di Indonesia. Dialogis adalah berjalannya komunikasi politik 
secara dua arah dari masyarakat ke pemerintah dan sebaliknya. Pe- 


ranan pemerintah sebagai birokrasi pada periode Orde Baru sangat 


85 A. Rahman Zainuddin, op. cit, p. 104-106 
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besar, terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan 
sosial-ekonomi. Pada periode tersebut, demokrasi ditangani dari pe- 
merintah, oleh pemerintah, tetapi tetap untuk rakyat. Sesuai tujuan 
negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka 
lahirnya lembaga-lembaga negara sesuai yang tercantum dalam UUD 
1945. 186 

Kelangsungan dari sebuah proses komunikasi memerlukan komu- 


nikator. Di Indonesia perananan komunikator dijelaskan sebagai pe- 


misahan kekuasaan ke dalam: 

1. Penyelenggara kesejahteraan umum (bestuurzore) 
2. Pemerintahan dalam arti sempit (bestuur) 

3. Polisi (politia) 

4. Peradilan (rectsspraak) 

2 


. Pembuat peraturan (regeliv, wet geving) 


Pemegang kekuasaan inilah yang memiliki otonomi untuk meng- 
interpretasikan simbol komunikasi menjadi fungsi-fungsi yang berja- 


lan dengan tepat. 


Dalam bukunya, Dan Nimmo menjelaskan pendapat dari James 
Rossenau tentang dua kategori dari komunikator suprastruktur ber- 


dasarkan struktur kekuasaan, yaitu: 


I. Governmental opinion makersIpembentuk opini pemerintah ada- 
lah komunikator yang menangani masalah pada skala nasional. Di 
Indonesia, kategori ini disebut juga sebagai kekuasaan eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif terdiri atas presiden 


sampai para menteri kabinet. Kekuasaan legislatif terdiri atas De- 


186 Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, Indonesia dan Komunikasi Politik (Jakarta 
: Gramedia Pustaka Utama, 1993) ,133-176 
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wan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan kekuasaan yudikatif 
terdiri atas para hakim Mahkamah Agung (MA). 


2. “Single issue opinion makers” adalah komunikator untuk menangani 


masalah khusus pada suatu departemen seperti seorang sekretaris. 


Selain dua jenis komunikator utama tersebut, birokrasi di Indo- 
nesia juga menjalankan komunikasi politik untuk menyebarluaskan 
produk komunikasi sampai sasarannya di masyarakat luas tingkat 
distrik/provinsi. Begitu pula sebaliknya, birokrasi juga mewadahi 
aspirasi rakyat untuk diteruskan kepada lembaga negara yang ditu- 
ju. Komunikasi seperti ini disebut sebagai komunikasi dalam supra- 
struktur. Jalinan komunikasi dimulai dari komunikasi dominan yang 
melibatkan kerja sama di dalam sistem pemerintahan. Di Indonesia, 
presiden sebagai pimpinan eksekutif baru dapat menjalankan fungsi- 
nya setelah mendapatkan persetujuan dari DPR sebagai lembaga le- 
gislatif. Setelah itu, untuk tercapainya komunikasi politik yang baik 
dalam sebuah negara, lembaga-lembaga tersebut berfungsi untuk 
menginterpretasikan simbol komunikasi menjadi simbol yang dapat 


dimengerti oleh masyarakat luas. "7 


Dengan besarnya peran pemerintah, hal tersebut tidak seharusnya 
menjadikan pemerintah sebagai penguasa, melainkan kembali pada 
tujuan awal yaitu pengabdian dan pelayanan masyarakat Indonesia. 
Seiring berkembangnya zaman, bobot dominasi pemerintah mulai 
berkurang dan diambil alih oleh partai politik, Golongan Karya, dan 
organisasi kemasyarakatan. Dalam perkembangannya sekarang, ko- 
munikasi politik diharapkan dapat berjalan dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat. 


187 Rochajat Harun dan Sumarno AP, Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengan- 
tar (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2006 ), 42-49 
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Kesejahteraan Rakyat 


Suprastruktur | Infrastruktur 
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Mekanisme Politik di Indonesia 


Komunikasi Politik di Tingkat Desa 


Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang 
tinggi dan membentang dari Sabang sampai Merauke dalam wilayah 
yang luas. Pembangunan sebuah negara harus didukung oleh berba- 
gai faktor. Selain pemerintah yang memfasilitasi dan memacu potensi 
dari masyarakat, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk men- 
dukung pembangunan tersebut. Organisasi yang didukung masyara- 
kat disebut juga non-governmental organization (NGO) dan termasuk 
dalam salah satu infrastruktur politik di Indonesia. 


Berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980, terbentuk 
sebuah orgnaisasi yang disebut Lembaga Sosial Desa (LSD) yang 
meningkat menjadi LKMD, Permendagri No. 7/1983 mengenai 
pembentukan RT dan RW, dan Keputusan Menteri No. 28/1984 
tentang Pembinaan PKK. LSD merupakan salah satu lembaga so- 
sial pertama yang terbentuk pada 5 Mei 1952 dan berhasil men- 
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jalankan fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada 
kenyataannya, ketika LSD diubah menjadi LKMD dengan harap- 
an dapat menjadi wadah partisipasi masyarakat dan komunikator 
dua arah antara masyarakat dan pemerintah, fungsi tersebut tidak 
berjalan dengan baik. Dominasi dari pemerintah tetap terjadi dan 
esensi dari sebuah lembaga sosial menjadi berkurang. Hal ini dise- 
babkan oleh kedua belah pihak. Pemerintah cenderung tidak sabar 
dengan reaksi masyarakat. Begitu pula dengan masyarakat yang ti- 
dak segera menunjukan tanggapan positif terhadap hal baru. Hal 
ini mendorong pemerintah sebagai pihak yang mampu memfasi- 
litasi pembangunan untuk cenderung mendominasi lembaga ter- 
sebut. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya 
dana dan sumber daya menyebabkan minimnya partisipasi aktif 
dari masyarakat dalam pengelolaan lembaga. Akibatnya, komuni- 
kasi politik yang terjadi cenderung satu arah/top down, yaitu dari 


pemerintah ke masyarakat. 


Alternatif yang muncul dari masalah tersebut adalah pemben- 
tukan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ciri dari lembaga terse- 
but adalah sebuah lembaga masyarakat non-pemerintah yang tidak 


mengambil keuntungan, misalnya Pramuka dan Kelompencapir. 


Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 
politik di Indonesia terutama dalam pembangunan desa akan tetap 
berlangsung satu arah dengan peran pemerintah yang lebih besar dari 
masyarakat. Seharusnya, pemerintah lebih bersabar dalam memberi- 
kan kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mandiri. Hal terse- 
but dapat dicapai ketika masyarakat diberi banyak pilihan, kebebasan 


memilih, serta kemampuan untuk memilih. '$ 


188 Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun , loc. cit. 
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Perbandingan Komunikasi Politik 


Komunikasi Politik di Amerika Serikat 


Komunikasi politik di Amerika dikembangkan secara multidisipli- 
ner seperti Lasswell. Dalam model Lasswell, ada stimulus untuk me- 
lakukan riset komunikasi politik sehingga dipandang sebagai upaya 
persuasi. Dan Nimmo (1981) dengan tegas menyatakan, “Political 
communication as a field of inguiry is cross-disciplinary.” Setiap disiplin 
ilmu dapat memberikan dampak yang baik seperti fokus yang nanti- 


nya akan dipakai sebagai bahan bahasan dalam komunikasi politik. 


Untuk memahami dan mahir dalam komunikasi politik, ada ba- 
nyak dasar yang perlu dipelajari. Sosiologi dan antropologi mempel- 
ajari sosiolinguistik dan simbolisme sebagai dasar untuk mempelajari 
studi bahasa politik. Psikologi memberikan landasan untuk menge- 
tahui efek pesan politik, konstruksi politik, dan sosialisasi politik. 
Retorika politik adalah penyedia dalam metode historis, kritis, dan 
kuantitatif untuk analisis. Sibernetika dapat membantu untuk me- 
mandang komunikasi politik secara holistik. Dari berbagai literatur, 
rentangan pokok bahasan komunikasi politik menjadi luas dengan 
adanya media massa, bahasa politik termasuk pengetahuan tentang 


ketatanegaraan atau kenegaraan (politikolinguistik), dan lain-lainnya. 


Komunikasi ini dapat menganalisis banyak aspek kehidupan po- 
litik. Nimmo mendefinisikannya sebagai “communication (activity) 
considered political by virtue of its consguences which regulate human 
conduct under the condition of conflict” Jika tanda kehadiran disiplin 
bisa merupakan penelitian, penerbitan, pengakuan profesional, peng- 
akuan akademis, dan aplikasinya, ini juga bagian dari komunikasi po- 
litik. Organisasi profesional yang menyelenggarakan forum diskusi, 
lokakarya, seminar, dan pertemuan tahunan yang menelaah komuni- 
kasi politik juga harus diperhitungkan. Lalu, semua bahan telaahan 
dan hal lain yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan 


politik akan dipakai untuk kampanye politik. Diskusi tentang ko- 
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munikasi politik di Amerika pun tidak terbatas dan mulai tersebar 


ke negara-negara lain, terutama Eropa, yang disebut cross-national. 


Komunikasi Politik di Eropa 


Setiap negara di Eropa mempunyai komunikasi politik yang berbe- 
da. Pada negara Inggris, Bagehot, Maine, Bryce dan Graham Wallas 
terfokuskan pada peranan pers dalam pembentukan opini publik se- 
bagai disiplin yang mandiri dan sejarah terbesar di Eropa. Penelitian 
komunikasi politik yang pertama adalah kampanye politik dan pemi- 
lihan umum. Kampanye politik akan diukur dengan meneliti opini 


publik lewat survei sikap.'?” 


Di Jerman, penelitian tersebut bernama Meinungforschung (De- 
moskopie) oleh Hennis pada 1957 dan disusul oleh Habernas dengan 
Strukturwandel der offentichkeit pada 1962. Buku-buku ini dikenal 
sebagai pendekatan teori kritis yang pesan-pesan komunikasi tidak 
bisa dipisahkan dari komunitas komunikasi atau struktur masyarakat 
sebagai sumber legitimasi dan autentisitas. Di Prancis, Jacgues El- 
lul dari Universitas Bordeaux mempunyai topik tentang propaganda 
yang menyampaikan pesan-pesan persuasif dengan “propaganda so- 
siologis” di dalam sistem sosial sendiri seperti lembaga-lembaga so- 
sial. Di Italia, Umberto Eco, Giargio Galli dan Francesco Alberoni 
berfokus pada hubungan antara media dan masyarakat politik. Pada 
tahun selanjutnya, peranan media cetak dan elektronik terutama tele- 
visi dalam komunikasi politik diteliti oleh Inggris. Polling opini pub- 
lik dirancang di berbagai negara contohnya COFREMCA di Prancis 
yang menggambarkan arus sosiokultural. Selain itu, adanya hubung- 
an antara media dan pemerintah dan juga sistem informasi yang ber- 


langsung pada institusi biokratis. Komunikasi politik di Eropa secara 


189 Gazali, Effendi. Interaksi Politik Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik 
Komunikasi. Jakarta, Juli 2004. 
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garis besar mempunyai sedikit perbedaan dengan komunikasi politik 


di Amerika.” 


Komunikasi Politik di Tiongkok 
Komunikasi politik di Tiongkok mempunyai tiga gelombang. Ge- 


lombang tersebut adalah buku mengenai struktur, fungsi, dan ope- 
rasional propaganda yang dipublikasikan pada 1950, penelitian ten- 
tang perkembangan nasional dan peran propaganda pada 1960, dan 
media massa secara tradisi dan politik di Tiongkok pada 1989. Fokus 
penelitian komunikasi politik di Tiongkok adalah interaksi pemerin- 
tah dan pers dan kebebasan pers. 


Pada 1998, Taubman melakukan diskusi bermakna tentang bahaya 
internet terhadap pemerintah. Untuk melindungi pemerintah Tiong- 
kok serta keamanan, dilakukan implementasi pelebaran penggunaan 
internet tapi mengkontrol isi konten internet yang dapat dibuka oleh 
masyarakat. Berita-berita di media yang disiarkan juga bergantung 
pada hubungan dengan negara-negara lain yang tidak sesuai dengan 
relevansi. Setelah Revolusi Kultural atau protes di Tiananmen Sguare, 
komunikasi politik berfokus pada penulisan jurnal dengan dampak so- 
sial yang tinggi dibandingkan dengan dampak organisasi politik. Polling 
yang tersedia untuk masyarakat jumlahnya sangat terbatas dan diawasi 
dengan ketat oleh pemerintah setempat. Tradisi masyarakat di Tiong- 
kok tentang kepatuhan dan ketundukan pada otoritas menyebabkan 
interaksi negatif kepada otoritas yang berlawanan dengan interaksi di 
Taiwan. Komunikasi politik tersebut hanya bersifat internal dan tidak 
mempunyai efek yang besar pada publik ketika terpapar oleh media. '! 


190 Dan Nimmo. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Indone- 
sia: Penerbit Rosda, 2006. 


V1 Kaid, Lynda Lee. Handbook of Political Communication Research. United Sta- 
tes of America: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. 


KESIMPULAN DAN SARAN 


Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang melibatkan pelaku 
politik dan pihak selain pelaku politik (masyarakat awam, wartawan, 
atau jurnalis media massa) yang mendiskusikan mengenai ketatan- 
egaraan atau aspek-aspek kenegaraan lainnya. Komunikasi politik 
menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat sebagai input 
sistem politik dan juga menyalurkan kebijakan yang diambil sebagai 
output sistem politik itu. Jadi, melalui komunikasi politik, rakyat da- 
pat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, dan melakukan 


pengawasan terhadap sistem politik. 


Komunikasi politik di Indonesia turut berkembang seiring dengan 
pergantian zaman. Dimulai dengan penjajahan yang komunikasi po- 
litiknya diawasi dengan ketat oleh pihak penjajah, namun tetap dapat 
dipertahankan dan tetap menghidupkan rasa nasionalisme. Kemudian 
pada zaman Revolusi, komunikasi politiknya lebih bersifat satu arah, ya- 
itu dari atas ke bawah sehingga mampu menyelamatkan revolusi, bang- 
sa, dan negara dari ancaman bahaya anarkisme. Pada masa Orde Lama, 
komunikasi politik berperan penting dalam memelihara, menghidupi, 
dan mengembangkan suasana kehidupan politik yang tidak baik de- 


ngan cara membangun sikap dan tingkah laku emosional-konfrontatif. 


Pada masa Demokrasi Terpimpin, komunikasi politik memper- 
kuat arus ke arah otoritarianisme atau totaliterisme, sedangkan di pi- 
hak lain ia juga merangsang perkembangan ke arah anarkisme. Saat 
itu juga dibentuk sistem pers terpimpin yang menyebabkan pers be- 


nar-benar tunduk di bawah kekuasaan dan menjadi alat kekuasaan. 
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Kemudian, dimulailah masa Orde Baru di mana terjadi perkem- 
bangan komunikasi politik berupa keterbukaan melalui pers, demon- 
strasi mahasiswa, rapat-rapat dan seminar-seminar, maupun secara 
terselubung melalui rumor dalam masyarakat. Namun, kondisi poli- 
tik Indonesia yang masih rapuh dan masalah kebebasan politik yang 


hampir tidak terbatas sangat mengguncang Indonesia dengan berat. 


Akhirnya sampailah ke zaman Reformasi yang masih dijalankan 
oleh Indonesia hingga saat ini. Komunikasi Politik pada era Refor- 
masi mengalami perubahan kebijakan pemerintah yang memberi 
kebebasan yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan 
pendapat secara lisan maupun tulisan yang terwujud dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan. Sistem politik “terbuka” pada era 
Reformasi menjadikan perombakan komunikasi politik media menu- 
ju suatu perbaikan, di mana kebebasan bermedia mulai muncul dan 
penerima pesan politik dipandang aktif/tidak pasif lagi. Fungsi media 
sebagai media komunikasi politik dan pemantau kekuasaan berjalan 
dengan apa adanya. Selain itu, media sebagai salah satu aktor politik 
telah bisa menjalankan fungsinya dan ciri komunikasi politik berme- 


dia telah terdiri atas dua arah. 


Fungsi dari komunikasi politik terbagi menjadi dua bagian yai- 
tu fungsi politik komunikasi yang berada pada struktur pemerintah 
(suprastruktur politik) dan struktur masyarakat (infrastruktur po- 
litik). Tujuan dari komunikasi politik adalah untuk pembentukan 
citra politik dan pembentukan opini publik. Ada beberapa unsur ko- 
munikasi yang harus ada dalam suatu komunikasi politik agar dapat 
berjalan dengan baik yaitu: pengirim (komunikator), pesan, saluran, 


penerima, dan umpan balik. 


Jenis-jenis komunikasi politik terbagi atas komunikasi vertikal 
yang mempunyai dua arah yaitu ke bawah dan ke atas, komunikasi 
horizontal yang melibatkan komunikasi antara tokoh politik atau or- 


ganisasi politik yang mempunyai tingkat yang sama, komunikasi for- 
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mal yang mengikuti alur komunikasi sesuai dengan yang ditentukan 
untuk menyampaikan suatu pesan kepada suatu pihak, dan komu- 
nikasi informal yang menyampaikan pesan-pesan di luar persyaratan 


atau keterikatan oleh suatu organisasi. 
Bentuk-bentuk komunikasi politik yaitu: 


a. Retorika: ilmu bicara, seni berbicara yang digunakan dalam perde- 
batan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling meme- 


ngaruhi. 


b. Agitasi politik: upaya untuk menggerakkan massa melalui tulisan 


maupun lisan untuk membangkitkan emosi masyarakat luas. 


c. Propaganda: suatu usaha individu atau kelompok yang berkepen- 
tingan untuk mengontrol sikap kelompok individu lainnya de- 


ngan menggunakan sugesti. 


d. Publik relations politik: agar menciptakan hubungan yang baik de- 


ngan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. 


e. Kampanye politik: bentuk komunikasi politik untuk memperoleh 
dan memperkuat dukungan politik dari masyarakat atau suatu pe- 
milih. 

f£. Lobi politik: upaya pendekatan dan persuasi yang dilakukan suatu 
pihak untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang diang- 
gap mempunyai pengaruh maupun wewenang dalam tujuan yang 
ingin dicapai. 

g. Media massa: sebagai media pesan politik untuk mendapatkan 
pengaruh, kekuatan otoritas, serta membentuk opini publik yang 
lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi 


lain. 


Menurut pandangan global, peran komunikasi massa yang bebas 


dan independen dalam memperkuat suara, akuntabilitas pemerintah- 
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an, dan perkembangan manusia akan berperan penting dalam proses 
demokrasi. Hal ini diwujudkan dengan cara berkontribusi pada hak 
kebebasan berekspresi, berpikir, dan memilih, memperkuat respons 
pemerintah pada warga negara dan menyediakan sarana untuk ke- 
anekaragaman sudut pandang politik. Menurut pandangan Ameri- 
ka, politik adalah pembicaraan, diskusi, dan argumen. Komunikasi 
manusia merupakan suatu sarana pemikiran politik, debat, dan tin- 
dakan. Faktor utama yang mendasari komunikasi politik bukanlah 
sumber pesan, melainkan isi dan tujuannya. Menurut pandangan 
Pancasila, komunikasi politik di Indonesia didasari oleh tiga elemen, 
yaitu organisasi politik, media, dan masyarakat. Untuk mencapai su- 
atu komunikasi politik yang baik, interaksi ketiga hal di atas harus 


dikembangkan secara positif. 


Pada periode Orde Baru, munculnya birokrasi/institusi dianggap 
dapat mengancam perkembangan demokrasi. Di sisi lain, birokrasi/ 
institusi juga merupakan elemen yang mendasar untuk proses moder- 
nisasi dari sebuah negara. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan 
persamaan hak dan kewajiban memunculkan komunikasi politik da- 
lam bentuk dialogis sehingga terjadi perubahan terhadap sistem poli- 
tik di Indonesia. Peranan pemerintah sebagai birokrasi pada periode 
Orde Baru sangat besar karena demokrasi ditangani dari pemerin- 
tah, oleh pemerintah, tetapi tetap untuk rakyat. Birokrasi di Indo- 
nesia juga menjalankan komunikasi politik untuk menyebarluaskan 
produk komunikasi sampai sasarannya di masyarakat luas di tingkat 
distrik/provinsi. Begitu pula sebaliknya, birokrasi juga mewadahi as- 
pirasi rakyat untuk diteruskan kepada lembaga negara yang dituju. 


Dengan besarnya peran pemerintah, hal tersebut tidak seharusnya 
menjadikan pemerintah sebagai penguasa, melainkan kembali pada 
tujuan awal yaitu pengabdian dan pelayanan masyarakat Indonesia. 
Seiring berkembangnya zaman, bobot dominasi pemerintah mulai 


berkurang dan diambil alih oleh partai politik, Golongan Karya, dan 
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organisasi kemasyarakatan. Dalam perkembangannya sekarang, ko- 
munikasi politik diharapkan dapat berjalan dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat. Selain pemerintah yang memfasilitasi dan memacu 
potensi dari masyarakat, partisipasi masyarakat juga diperlukan un- 
tuk mendukung pembangunan tersebut. Organisasi yang didukung 
masyarakat disebut juga non-govermental organization (NGO) dan 


termasuk dalam salah satu infrastruktur politik di Indonesia. 


Komunikasi politik di Indonesia terutama dalam pembangunan 
desa akan tetap berlangsung satu arah dengan peran pemerintah yang 
lebih besar dari masyarakat. Seharusnya, pemerintah lebih bersabar 
dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi 
mandiri. Hal tersebut dapat dicapai ketika masyarakat diberi banyak 


pilihan, kebebasan memilih, serta kemampuan untuk memilih. 


Berbeda dengan di Indonesia, diskusi tentang komunikasi politik 
di Amerika tidak terbatas dan mulai tersebar ke negara-negara lain, 
terutama Eropa, yang disebut cross-national. Setiap negara di Eropa 
mempunyai komunikasi politik yang berbeda. Komunikasi politik di 
Eropa menggambarkan arus sosiokultural. Selain itu, sudah ada hu- 
bungan antara media dan pemerintah dan juga sistem informasi yang 
berlangsung pada institusi biokratis. Berbeda halnya dengan Tiong- 
kok yang komunikasi politiknya lebih tertutup, tradisi masyarakat 
Tiongkok tentang kepatuhan dan ketundukan pada otoritas menye- 
babkan interaksi negatif kepada otoritas yang berlawanan dengan in- 
teraksi di Taiwan. Komunikasi politik tersebut hanya bersifat internal 
dan tidak mempunyai efek yang besar pada publik ketika terpapar 


oleh media. 


Jadi, meskipun di Indonesia telah terdapat kebebasan untuk me- 
nyampaikan pendapat dalam komunikasi politik, para pelaku poli- 
tik dan masyarakat hendaknya memanfaatkan hal tersebut dengan 
baik, bukan malah menggunakan kebebasan ini dengan menimbul- 


kan kericuhan atau konflik baru. Selain itu, masih terdapat banyak 
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persaingan politik melalui komunikasi politik tidak sehat yang dapat 
menjatuhkan nama baik dan merugikan orang lain. Kami berharap 
agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi dan sepatutnya orang-orang 
yang terlibat dalam komunikasi politik dapat lebih mendahulukan 


kepentingan bersama. 


Kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun dari para pembaca agar kami dapat memperbaiki pem- 


buatan tulisan kami di waktu mendatang. 


DAFTAR PUSTAKA 


Abdulkarim, Aim. Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga 
Negara yang Demokratis. Bandung: PT Grafindo Media Pratama. 
2008 


Adhitya IP. Analisis dan Penelitian Perkembangan Media Massa dari 
Zaman ke Zaman. Jakarta. 2014. 


Ahmad N, Herdiansah A. Ambiguity in Indonesian Cartelized Democ- 
racy: An Analysis on the Political Communication. African and Asian 
Studies. 2013:12(3):245-265 

Alfian, Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Gra- 
media Pustaka Utama, 1991. 

Ali Mohammadi. International Communication and Globalization. 
NOOF: 

Almond, Gabriel A. The Politics of the Developing Areas. Princeton: 
Princeton University Press. 1960. 

Aminulloh A. “Strategi Komunikasi Politik Partai Pada Pemilu Le- 
gislatif 2009 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta)”. 
Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 8(1). 2010. 


Anwar, Fuad. Melawan Gus Dur. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 
2004. 


Ardianto, Elvinaro.dkk. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Ban- 
dung: Simbiosa Rekatama Media. 2009. 

Arifin A. Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Ko- 
munikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka: 2003. 


258 » 


Arifin HA. Komunikasi Politik dan Pers Pancasila: Suatu Kajian Me- 
ngenai Pers Pancasila. Jakarta: Media Sejahtera: 1992. 


Arifin, Anwar. Pers dan Dinamika Politik: Analisis Media Politik Indo- 
nesia. Jakarta: Yarsif Watampone. 2010 


Arifm, Anwar. Komunikasi Politik (Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi 
& Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003. 


Armando, Ade. Independensi Media, Public Sphere, dan Demokrasi di 
Indonesia. Dalam Maruto MD & Anwari WMK (Ed.). Reformasi 
Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju 
Demokrasi. Jakarta: LP3ES. 2002 


Awang A. “Peran DPRD Provinsi Riau Dalam Penjaringan Aspirasi 
Masyarakat” dalam Jurnal Ilmu Politik 8 AIPI dan LIPI, Jakarta, 
Gramedia Pustaka Utama. 


Balkin, J.M. “How Mass Media Simulate Political Transparency”, 
Yale University, diakses dari http://www.yale.edu/lawweb//jbal- 
kin/articles/media01l.htm# ednl, pada tanggal 20 November 
2015 pukul 8.50. 


Bambang S, Sugiyarto. Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA kelas 
XII. Surakarta. Grahadi. 2007. 

Bambang Tri Purwanto, Sunardi. Membangun wawasan kewargane- 
garaan 3. Jakarta. Platinum. 2010. 

Bartle, John, and Dylan Griffiths. Political Communications Trans- 
Jormed: From Morrison to Mandelson. Houndmills: Palgrave. 2001 


Berelson, Bernard dan Gary A. Steiner, Human Behavior: An In- 
ventory of Scientific Findings, New York: Harcourt, Brace Jovano- 
vich, 1964. 


Bluemler J dan Gurevitch M. The Crisis of Public Communication. 
London: Routledge. 1995. 


Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama. 2002 


" 259 


Cangara, H. Komunikasi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
2009 


Cangara, H. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Penerbit Raja Gra- 
findo Persada. 2004 


Curran, James. Media Power. London: Routledge. 2002. 
De Vreese, C.H. Ten Observations about the Past, Present and Future 
of Political Communication. Amsterdam: Vossiuspers UVA. 2006. 


Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XA, 
pasal 28. 


Dicey AV. Introduction to the study of the law of the Constitution. The 
Mac Millan Press Ltd.,1971. 


Didi Nazmi Yunas. Konsepsi Negara Hukum. Padang: Penerbit Ang- 
kasa Raya. 1992. 


Dominick, Joseph R. The Dynamic Mass Communiaction: Media In 
The Digital Age 7th Edition. New York: The Mc Graw-Hill Com- 
panies. 2002 


Edukasi PPKn, “5 Unsur Infrastruktur Politik di Indonesia”, diakses 
dari http://www.edukasippkn.com/2015/09/5-unsur-infrastruk- 
tur-politik-di.html, pada tanggal 14 November 2015 pukul 17.55 
WIB 


Effendy, Onong Uchjana. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Ban- 
dung: Citra Aditya Bakti. 2003 


Entman R. “Reporting Environmental Policy Debate: the Real Me- 
dia Biases”. Harvard International Journal of Press/Politics. 1996. 


Freedom In The World 2015. Freedom House. Diakses pada 21 No- 


vember 2015 melalui: www.freedomhouse.org 


Gazali E. Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke 
Politik Komunikasi. 2004: 8 (ISSN 1410-4946): 53—74. 


260 » 


Grant W. Pressure Groups, Politics, and Democracy in Britain. Hemel 
Hamad, Ibnu. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Granit: 
Jakarta 10230. 2004 
Hampstead: Phillip Allan. 1989. 
Hans Kelsel. Pure Theory of Law. Los Angeles: University of Califor- 
nia Press. 1978. 


Harun, Rochajat dan Sumarno, A.P. Komunikasi Politik sebagai Suatu 
Pengantar. Bandung: CV Mandar Maju. 2006 


Haryati. Pencitraan Tokoh Politik Menjelang Pemilu 2014, Balai Peng- 
kajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung 


(BPPKI). 2013. 

Heywood A., Politics, Macmillan, Basingstoke. 1997. 

Holik, Idham. “Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia: 
dari Konsolidasi Menuju Pematangan”. MADANI 2:57-74. 2005. 

http://rosit.wordpress.com/2009/12/09/ media-sebagai-saluran- 
komunikasi-politik/ 

Ingrid Volkmer, International Communication Theory in Transition: 


Parameters of the New Global Public Sphere. 


Ispandriarno L. Political Communication in Indonesia: An Analysis of 
the Freedom of the Press in the Transition Process after the Downfoall of 
the Soeharto Regime (1998-2004) (Ph. DJ. Technische Universitat 
Ilmenau: 2008. 


Israil, Idris. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegara- 
an. Malang: Fakultas Peternakan Brawijaya. 2005. 


Kaid LL. Handbook of Political Communication Research. United Sta- 
tes of America: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. 

Karbitan. Komunikasi Politik dan Ideologi Politik. Jakarta: Gramedia, 
2012. 


s 261 


Karim AA. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Grafindo Media 
Pratama: 2008. 


Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Bangsa, Negara, Demo- 
krasi, Dan Kedaulatan Rakyat (Buku I), Jakarta: Kementerian Pen- 
didikan Dan Kebudayaan, 2015 


Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Bangsa, Negara, De- 
mokrasi, Dan Kedaulatan Rakyat (Buku 1), Jakarta: Kementeri- 
an Pendidikan Dan Kebudayaan, 2015), hlm. 34. Dalam http:// 
sertifikasiguru.uny.ac.id/sites/sertifikasigurul .uny.ac.id/ files/ 


modul9620pkn9020upload.pdf. 


Kenterelidou, Clio. Public Political Communication and Media The 
case of contemporary. Greece. Diakses dari http://www.Ise.ac.uk/ 
europeanlnstitute/ research/hellenicObservatory/pdf/2nd Sym- 
posium/Clio Kenterelidou paper.pdf pada tanggal 20 November 
2015 pukul 15.16. 


Ketterer S. Political Communication the mass media ,and the Elabora- 
tion Likelihood Model: Match or Dismatch. 


Komala, Lukiati. Ilmu Komunikasi: Perspektif, Proses, Dan Konteks. 
Bandung: Widya Padjajaran, 2009. 


Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. The Elements of Journalism, What 
Newspeople Should Know and the Public Should Expect. terjemah- 
an Yusi A. Pareanom (2003). Elemen-elemen Jurnalisme, Apa yang 
Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik. Ja- 
karta: Institute Studi Arus Informasi & Kedutaan Besar Amerika 
Serikat di Jakarta. 2001 

Lachapelle, G. Political Communication and Personal Influence : Do 
the media make a difference?. Maarek, P.J and Wolfsfeld, G. ed. 


Political Communication in a New Era: A cross-national perspective. 
London and New York : Routledge. 2005. 


262 » 


Lesmana, Tjipta. 2005. “Komunikasi Politik: Beberapa konsep dasar”. 
Makalah. 


Lesmana. Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers, Antara Indone- 
sia dan Amerika. Jakarta: Erwin-Rika Press. 2005 


Lilleker, D.G. Key Concepts in Political Cmmunication. London, Tho- 
usand Oaks, New Delhi: Sage Publications. 2006. 


Littlejohn, Stephen W. Theories of Human Communication. Belmont, 
California: Wadsworth Publishing, 2009. 


Malik, Deddy Djamaluddin, dkk. Komunikasi Internasional, Ban- 
dung. 1993 


Maswadi Rauf, Mappa Narsum. Indonesia dan Komunikasi Politik. 
Jakarta: Gramedia, 1993. 


McNair B. An Introduction to Political Communication. New York: 
Routledge Taylor & Francis Group, 2011. 


McOuail, Denis. MeGuails Mass Communication Theory. Fourth 
Edition. London: SAGE Publication, Ltd. 2000. 


Mc0Ouail, Dennis. Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Jakarta: 
Erlangga. 1987. 


Mietzner, M. Local Elections and Autonomy in Papua and Aceh. Indo- 
nesia Journal, Vol 84. Oktober 2007. 


Miyo Y. The Knowledge Gap Hypothesis and Media Dependency. 1983. 


Mohammad, Shoelhi. Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional. 
Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2011 


Mohammad, Shoelhi. Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik. 
Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2009 


Mohammad, Shoelhi. Komunikasi Internasional: Perspektif. Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media. 2009 


Muhammad A. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. 2007. 


“ 263 


Muhtadi, A.S. Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik 
Pasca-Orde Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008. 


Muhtadi, Asep Saiful Muhtadi. Komunikasi Politik Indonesia. Ban- 
dung: PT Remaja Rosdakarya, 2008. 


Muis, A. Gejolak Aspirasi Kebebasan Pers. Jakarta: Kompas, 2005. 


Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar. Bandung: 
Rosdakarya. 2010. 


Nasution, Zulkarnaen. Komunikasi Politik Suatu Pengantar. Jakarta: 
Yudhistira, 1990. 


Nimmo D. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media Indo- 
nesia. Rosda, 2006. 


Norris P. A Virtuous Circle? The Impact of Political Communications in 
Post-Industrial Democracies. Cambridge: Harvard University. 2004. 


Nurudin, M.Si. Pengantar Komunikasi Massa. Pusat Komunikasi 
Publik Kementerian Pekerjaan Umum. 2015. 


Nurudin. Komunikasi Propaganda. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001. 
Nurudin. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2004. 


Nusantara A. Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi. Jurnal Bisnis dan 
Ekonomi, Maret 2001. STIE Stikubank Semarang. Diakses pada 21 
November 2015 melalui:http://id-jurnal.blogspot.co.id/2008/04/ 
dampak-korupsi-terhadap-ekonomi. tml) 


Pabottinggi, Mochtar. “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu 
Politik” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf 
dan Mappa Nasrum (eds). Jakarta: Gramedia. 1993. 


Pasaribu, Rowland B. F. 2013. Jurnal Kewarganegaraan, Jakarta: 


Universitas Gunadarma. 
Pawito. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Jalasutra, 2009. 


Pippa Noris. Global Political Communication. New York: Cambridge 
University Press, 2004. 


264 » 


Plano, Jack dkk. Kamus Analisis Politik, Jakarta: Rajawali. 1989. 

Rachmadi, F. Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers 
di Berbagai Negara. Jakarta: Gramedia, 1990. 

Rachmadi. Informasi, dan Komunikasi Dalam Percaturan Internasio- 
nal. Bandung: Penerbit Alumni. 1988. 

Raha, Septian. Makalah Demokrasi Pancasila. Magelang: Universitas 
Muhammadiah. 

Raha, Septian. Makalah Demokrasi Pancasila. Magelang: Universitas 
Muhammadiah. 

Rauf M, Nasrun M. Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: Gra- 
media: 1993. 

Rauf, Maswadi dan Nasrun Mappa. Indonesia dan Komunikasi Poli- 
tik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1993. 

Richard E Petty, John T. Cacioppo. Artitudes and Persuasion: classic and 
contemporary approaches. San Fransisco: Westview Press, 1996. 

Riswandi, Komunikasi Politik. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2009. 

Rivera-Batiz, Democracy, Governance, and Economic Growth, 2000 

Robert E. Denton, Jim A. Kupers. Politics and Communication in 


America: Campaigns, Media, and Governing In The 21” Century. 
Long Grove: Waveland Press, 2008. 


Rochhajat Harun, Sumarno AP. Komunikasi Politik sebagai Suatu 
Pengantar. Bandung: CV Mandar Maju, 2006. 


Romli, Asep SM. Komunikasi Politik: Pendekatan Teori dan Praktik. 
Jakarta: Romelteamedia. 2014 
Rosit, Junaidi, Jisjis, dkk. Varian saluran komunikasi politik. Diak- 


ses dari https://rosit.wordpress.com/2008/12/30/varian-saluran- 
komunikasi-politik/, pada tanggal 14 November 2015 pukul 10:54. 


Rush, Michael dan Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 1997. 


" 265 


Rustandi D. Pencitraan Politik Daring: Strateei Memenangkan Massa 
Digital Menjelang Pemilu 2014, Balai Pengkajian dan Pengem- 
bangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI). Volume 
11(2). 2003. 


Said, E. Apocalypse Now Index on Censorship. 2000. 

Said, Tribuana. Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasi- 
la. Jakarta: Haji Masagung, 1988. 

Sharma, P. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta: Yayasan Menara 
Ilmu. 2004. 

Shoemaker, Pamela, Tankard, Jr. J., dan Lasorsa, D. How to Build 
Social Science Theories. Thousand Oaks: Sage Publications. 2004. 

Smith, Susan. Jurnal Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi, Trend Media. 
1999 


Subiyakto, Gatot dkk. Buku Teks Mata Kuliah Pendidikan Kewarga- 
negaraan. Jakarta: Universitas Gunadarma. 2007 


Sulaiman, A.I. Komunikasi Politik Perempuan: Studi Fenomenologi 
Para Politisi Perempuan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat 2004-2009. Tesis, Universi- 
tas Padjadjaran. 2008 


Sulaiman, AI. “Komunikasi Politik dalam Demokratisasi”. Observasi 
112): 2013. 

Sumarno & Suhandi. Pengantar Bidang Komunikasi Politik. Ban- 
dung: Orba Shakti. 1993. 

Sumarno. Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik. Bandung: PT Citra 
Ditya Bakti. 1989. 

Sumarsono S., Susarso A., Mansyur H., dkk. Pendidikan Kewargane- 
garaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006. 


Suprapto, Tommy. Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi. 
Yogyakarta: MedPress. 2009 


266 " 


Suprapto, Tommy. Pengantar Teori Komunikasi, Cetakan Pertama, 
Yogyakarta: Media Pressindo. 2006 


Suryana N. Iklan Politik, Popularitas, dan Elektabilitas Calon Presiden 
dan Wakil Presiden 2014, Balai Pengkajian dan Pengembangan 
Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung, Volume 11(2). 
2012. 


Syarbaini, Syahrial, dkk, Pengetahuan Dasar Ilmu Politik, Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2011. 


Tanjung, Henry Bahrizal dan Zubir, Zaiyardam. Profil Anggota Kon- 
sorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) dalam Konteks 
Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Padang. 2002 


Tavares & Wacziarg, “How Democracy Affects Growth” dalam Eu- 


ropean Economic Review, 2000. 


Tjipta, Prof. Dr. Komunikasi Politik Brutal dan Anarkis. Jakarta: Tab- 
loid Reformata, 2008. 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, Bab 
II pasal 3.1. 


Wasesa, Agung Silih. Political Branding dan Public Relations: Saatnya 
Kampanye Sehat, Hemat, dan Bermartabat. Jakarta: Gramedia Pus- 
taka Utama. 2011. 


William R. Rivers, dkk. Media Massa dan Masyarakat Modern: Edisi 
Kedua. Jakarta: Prenada Media. 2003 

Willnat L, Aw A. Political Communication in Asia. New York: Rout- 
ledge. 2009 


Wood, J.T. Communication of mosaics : An introduction to the field of 
communication. Edisi kelima. United States: Wadsworth Publica- 
tions. 2006 


Zainuddin AR. Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: PT Gra- 
media Pustaka Utama, 1993. 


TENTANG PENULIS 


Dr. Ihomas T. Pureklolon, M.Ph., MM., M.Si 


Penulis lahir pada 31 Mei 1966 di Tokojaeng, 
Flores, NTT. Penulis adalah Doktor Ilmu Po- 
litik dalam bidang Pemikiran Politik dan dosen 
pada Fakultas Liberal Arts Universitas Pelita 
Harapan. Menyelesaikan Sarjana Filsafat dan 
Master Filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat 
Ledalero pada 1996 (M.Ph) Master Ilmu Po- 
litik (M.Si) pada Program Pascasarjana Ilmu 


Politik Universitas Indonesia pada 2003. Pada tahun yang sama, pe- 
nulis juga menyelesaikan Magister Manajemen (MM ) dalam bidang 
Sumber Daya Manusia di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. 
Penulis adalah staf pengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Politik 
Universitas Indomesia pada 2002—2013. Selain itu, penulis juga men- 
jadi staf Pengajar pada Program Pascasarjana Kajian Wilayah Eropa 
Universitas Indonesia pada 2004-2012 dalam mata kuliah Ideologi 
Politik Kontemporer Negara-Negara Eropa. Pada 2005-2008, penu- 
lis mengajarkan sebuah mata kuliah yang unik di Universitas Indone- 
sia, yakni Intership DPR yang bermitra dengan Pola Kerja Anggota 
Parlemen di Senayan. Pada 2009, penulis melakukan penelitian di 
daerah dengan bekerja sama dengan DPD RI, tentang Implemen- 
tasi Ideologi Pancasila di Yogyakarta, Bali, Makasar, dan Kupang. 
Pada 2011, penulis menyelesaikan studi doktoral (Dr.) dalam bidang 
Ilmu Politik Spesialisasi Pemikiran Politik di Universitas Indonesia 


dengan disertasi: Pemikiran Politik Thomas Aguinas tentang Negara 


268 


dan Hukum. Pada 2013 mengikuti ToT (Training of Traners) yang 
diselenggarakan oleh Lemhannas RI untuk dosen Kewarganegaraan 
seluruh Indonesia dan keluar sebagai peserta terbaik. Pada 2014, ber- 
tempat di Gedung Lemhannas RI, penulis diundang sebagai Pemba- 
has 1 buku Induk COR Lemhannas, RI untuk Pendidikan Kewar- 
ganegraan di seluruh Indonesia. Pada awal 2016 penulis dipercaya 
mengampuh mata kuliah Komunikasi Politik pada Program Pasca- 
sarjana Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Pelita Harapan. Pe- 
nulis juga aktif dalam memberikan seminar tentang politik, negara, 
demokrasi, komunikasi politik, partai politik, di beberapa kampus di 
Jakarta dan Kesbangpol DKI Jakarta. Pada Mei 2016 dipercaya oleh 
Dewas LPP RRI sebagai anggota Pansel LPP RRI (Panitia Seleksi 
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia). Dari seki- 
an banyak naskah akademik yang pernah dihasilkan selama kuliah 
di Universitas Indonesia, termasuk tesis dan disertasi dalam bidang 
Ilmu Politik, buku Komunikasi Politik: Mempertahankan Integritas 
Akademisi, Politikus, dan Negarawan, adalah buku pertama yang di- 
tulis dalam bidang Ilmu Politik. 


Komunikasi politik adalah fenomena yang selalu menarik untuk dicermati dalam 
setiap sistem politik. Namun, studi tentang komunikasi politik yang diperuntukkan 
bagi para politikus ataupun pejabat negara terasa masih langka dan harus terus 
menjadi sentral perhatian. Buku Komunikasi Politik ini adalah salah satunya. Tidak 
hanya membahas hakikat komunikasi politik, buku ini secara detail dan komplet 
juga akan membahas praktik komunikasi politik dalam demokrasi dan hubungan 
internasional. 


Para politikus selalu mencari dan mengejar kekuasaan dalam seluruh perjuangan politik- 
nya. Itu adalah hal yang biasa dalam politik. Menyimak buku Komunikasi Politik, Memperta- 
hankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan yang ditulis oleh Dr. Thomas Tokan 
Pureklolon, penulis berupaya untuk membuka horizon para politikus secara terang-ben- 
derang dengan menawarkan pemikiran-pemikiran yang mampu mencerahkan para politi- 
kus dalam kiprah politiknya, di mana para politikus bukan hanya berjuang untuk meraih 
kekuasaan, melainkan juga mampu mempertahankan integritas dalam seluruh perjuang- 
an sebagai elite politik di negeri ini. 
—Akbar Tandjung 
Politikus Senior/ Tokoh Nasional 


Ketika praktik politik dari elite politik di negeri ini tidak pernah absen terhadap tawar- 
menawar (bargaining position) dalam dukungan politik di hampir semuah ranah, buku 
Komunikasi Politik yang ditulis oleh Dr. Thomas Tokan Pureklolon hadir untuk membe- 
rikan pencerahan yang sangat memadai. Bagi saya, buku ini layak dibaca oleh adik-adik 
mahasiswa S-1, S-2, S-3, akademisi (para dosen), politikus, pejabat negara, dan tentu juga 
para peneliti dalam mengomunikasikan ide politik dan maksud politiknya secara cerdas 
dan berkualitas di negeri ini. 
— Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, Ph.D. 
Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI 


Di tengah arus demokratisasi dan keterbukaan saat ini, komunikasi politik dalam kehi- 
dupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin penting. Hubungan antara pemerin- 
tah dan rakyat dan sebaliknya memerlukan komunikasi politik yang cerdas dan solutif 
agar tidak terjadi penyimpangan sehingga membingungkan masyarakat. Publik Indonesia 
membutuhkan pencerahan dalam komunikasi politik untuk mencapai tujuan reformasi 
seperti yang diperjuangkan sejak kejatuhan rezim otoriter Orde Baru pada akhir 1990-an. 
Buku ini merupakan salah satu sumbangsih dari penulis untuk proses pencerahan terse- 
but dan layak dibaca oleh mahasiswa, akademisi, profesional, politikus, birokrat, maupun 
masyarakat pada umumnya. 
—Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D. 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan 


Penerbit 


PT Gramedia Pustaka Utama 

Kompas Gramedia Building 

Blok I, Lt. 5 

Jl. Palmerah Barat 29-37 8 
616222022 —- 


Jakarta 10270 
www.gramediapustakautama.com 


